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BUPATI BELITUNGTIMUR
PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG

PERATURANBUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DANTATAKERJA DINASDAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan  Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi maka Pemerintah Daerah perlu segera melakukan
penyederhanaan birokrasi;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Susunan  Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Togas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung
Timur sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

)



3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang paratur Sipil
Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ k Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Ne ara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di bah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 19 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Neg a Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 ahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Ne ara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri . Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refonnasi  Birokrasi Nomor 17 Tahun 2 21 tentang

Penyetaraan Jabatan  Administrasi Ke Jabatan
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2f21 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pala  Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi ( erita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No or 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timu Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Beitung Timur
Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Ti ur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pera uran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten B litung Timur
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lemb ran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGSUSUNANORGANI ASI, TUGAS,
FUNGSIDANTATAKERJA DINASDAERAH.




Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

10.

1.
12.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal |

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur enyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaks aan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ot nom.

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabup ten Belitung
Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD dalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat aerah dalam
penyelenggaraan ~ Urusan Pemerintahan y g menjadi
kewenangan daerah Kabupaten.

Dinas adalah Dinas di lingkungan pemerin Kabupaten
Belitung Timur.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPf adalah Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemeri tahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaann a dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara peme ntah daerah
untuk melindungi, rnelayani, memberday kan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari peme intah pusat
kepada daerah  untuk melaksanakan  sebag an  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerin pusat atau
dari pemerintah daerah provinsi kepada daer kabupaten
untuk melaksanakan sebagian wurusan peme - tahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dinas adalah unsur pelaksana Urusan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan f  sional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB I
DINAS DAERAH
Pasal 2
Dinas Daerah terdiri atas:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d Keluarga

C.

Berencana;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Perhubungan;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Komunikasi dan Informatika;
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Perdagangan;

Dinas Pertanian dan Pangan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
. Dinas Perikanan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecildan Meng|

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan

Dinas Perpustakaan.

LBPerFBE TR

BABIII
DINASPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Say Pintu dan

gah

(1)  Dinas Pendidikan dengan Tipe A, mempunyai tug s membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu
pendidikan.

ng menjadi
dibidang

(2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat {l) menyelenggarakan fung i:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan te Urusan
Pemerintahan bidang pendidikan;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan is Urusan
Pemerintahan bidang pendidikan;

c. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi d~  pelaporan
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; d~

d. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas

Pendidikan.

(3) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud p da ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekret

Pasal 4

{1)  Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri da -

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Keuangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi da

i bawah dan

‘s Daerah.

Pelaporan.



(2)

c. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan| Pendidikan
Masyarakat;
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus; dan
3. Subkoordinator Program, Data, Sarana d  Prasarana.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
1. Seksi Kurikulum;
2. Subkoordinator Kesiswaan dan Peningkat  Mutu; dan
3. Seksi Program, Data, Sarana dan Prasar a.
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertam ;
1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu; d n
3. Subkoordinator Program, Data, Sarana d Prasarana.
f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepe didikan;
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidik  Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarak
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidi an Sekolah
Dasar; dan
3. Subkoordinator Pendidik dan Tenaga ependidikan
Sekolah Menengah Pertama.
g. KelompokJabatan Fungsional; dan
h. Satuan Pendidikan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lam iran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dal Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pok  mermimpin,
merumuskan kebijakan teknis, dan mengoordin ikan urusan
pendidikan sesuai peraturan perundang-und gan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaks

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengoordinasian penyusun kebijakan,
rencana, program, kegiatan, dan anggar di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan das , pendidikan
nonformal, pembinaan pendidik dan tenaga ependidikan
serta tugas pembantuan di bidang pendidikan

b. penyelenggaraan pengelolaan data dan infor asi di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan nonformal serta bidang pembin an pendidik
dan tenaga kependidikan;



penyelenggaraan pengoordinasian dan pel sanaan kerja
sama di bidang pendidikan anak wusia di i, pendidikan
dasar dan pendidikan nonformal serta pembi aan pendidik
dan tenaga kependidikan;

penyelenggaraan pengoordinasian pengelola  dan laporan
keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan;
penyelenggaraan penyusunan bahan rancan an peraturan
perundang-undangan dan fasilitasi bantu hukum di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidik  dasar dan
pendidikan nonformal serta bidang pemb: aan pendidik
dan tenaga kependidikan;

penyelenggaraan urusan organisasi dan ta laksana di
lingkungan Dinas Pendidikan;

penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian i lingkungan
Dinas Pendidikan;

penyelenggaraan penyusunan bahan pelaks aan urusan
tugas pembantuan di bidang pendidikan ang meliputi
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan  ak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan al, fasilitasi
pengembangan  karier  pendidik, penyi pan  bahan
rekomendasi izin pendirian dan penu ‘pan satuan
pendidikan anak wusia dini, sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama serta tugas-tugas pemban uan lainnya;
penyelenggaraan pengoordinasian dan pen sunan bahan
publikasi dan hubungan masyarakat di bid g pendidikan
anak wusia dini, pendidikan dasar d pendidikan
nonformal serta bidang pembinaan pendidi dan tenaga
kependidikan;

penyelenggaraan  pengoordinasian pem tauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pe didikan anak
usia dini, pendidikan dasar dan pendidik n nonformal
serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga ependidikan;

. penyelenggaraan pengelolaan barang mil- Daerah di

lingkungan Dinas Pendidikan; dan
penyelenggaraan urusan ketataus dan
kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendi  an.

Paragraf2
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegia administrasi
umum,  perencanaan program  dan serta
ketatausahaan  berdasarkan  petunjuk aan yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.



2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak ud pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

b.
C.

penyelenggaraan penyusunan rencana dan
tahunan rumah tangga Dinas Pendidikan;
penyelenggaraan pengurusan administrasi ke egawaian;

penyelenggaraan pengelolaan keu gan dan
perbendaharaan;

penyelenggaraan kegiatan umum yang melip ti pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtan surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang erlu diambil;
dan

penyelenggaraan perencanaan, evaluasi 4 pelaporan
kegiatan Dinas Pendidikan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas ber da di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala inas.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mem unyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtan aan, surat
menyurat, kearsipan serta  pengelolaan administrasi
kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam  elaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem unyai fungsi:

a.

b.
c.

d.

pelaksanaan penyusunan program kegiatan setiap tahun
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan

pelaksanaan pengelolaan administrasi perj anan Dinas
Pendidikan;

pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengan katan dalam
jabatan;

pelaksanaan  perencanaan  peningkatan  keterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pela han teknis,
struktural dan fungsional;

pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap  bahan usul
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berk pensrun,
pemberian penghargaan, penempa formasi,
kesejahteraan  pegawai, mutasi dan p mberhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pe didikan dan
pelatihan, wujian dinas, izin belajar, pem uatan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelen ra jaminan
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepa serta
mengelola sistem informasi manajamen kepeg waian;



(1)

2)

h. pelaksanaan penyiapan bahan penetap pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara embantu;

i. pelaksanaan fasilitas rapat, pertemuan dan pacara, serta
melakukan kegiatan keprotokolan;

J. pelaksanaan  pemeliharaan  kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

K. pelaksanaan penatausahaan daftar invent arsip dan
dokumentasi;

l.  pelaksanaan inventarisasi pennasalahan s suai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepeg aian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan das  pemecahan
masalah;

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang erlu diambil;
dan

n. pelaksanaan penyusunan laporan subbagian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal &

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas  elaksanakan
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan aset Dinas
Pendidikan, penatausahaan keuangan, per endaharaan,
pengel.olaanaset dan verifikasikeuangan.

Subkoordinator = Keuangan dalam. melaksa tugas

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Pe didikan yang
meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertan ngjawaban
dan pembukuan;

c. pelaksanaan pengkajian wulang setiap do men/bukti
pengeluaran uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do rnen/bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, ‘- sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainn a;

[. pelaksanaan penyusunan laporan periodik an tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuanga ;

g. pelaksanaan penghirnpunan bahan dan pen mpulan data
usul rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan  penyusunan kebutuhan erlengkapan,
pengadaan, perneliharaan gedung kantor, per atan kantor,
pengarnanan  aset, usulan penghapusan aset dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang
inventaris:



1. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaa , pemberian
petunjuk teknis pengelolakeuangan dan aset;

j. pelaksanaan pembinaan dan penyiapan pe njuk teknis

pengelolakeuangan dan aset;

k. pelaksanaan urusan pernbendaharaan, serta erifikasi dan
administrasi pengelolakeuangan dan aset;

|. pelaksanaan penyusunan laporan bkoordinator
Keuangan;dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subkoordinator  Perencanaan,  Evaluasi Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun  perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusu an program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaks aan kegiatan
perencanaan Dinas Pendidikan.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pel poran dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusu an pedoman
dan petunjuk.teknis perencanaan dan pelapoet;

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan rogram kerja
tahunan  Subkoordinator Perencanaan, aluasi dan
Pelaporan;

c. pelaksanaan  kegiatan perencanaan am Dinas
Pendidikan;

d. pelaksanaan penghimpunan data program an kegiatan
dari bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan penyiapan pe njuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan l'poran;

f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rr.ncana kerja,
laporan kinerja, rancangan anggaran penrapatan dan
belanja Daerah;

g. pelaksanaan penyiapkan bahan laporan pe yelenggaraan
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan ,edoman dan
ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi [ penyusunan
rencana program dan laporan;

1. pelaksanaan  penyiapan rumusan progr m kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana ke iatan bidang
dalam rangka penyusunan anggaran pen apatan dan
belanja Dinas Pendidikan;



3)

(1)

(2)

3)

J. pelaksanaan penyusunan bahan dan laporan
pelaksanaan tugas Dinas dan Subkoordinato Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan;

k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang erlu diambil;
dan

. pelaksanaan pemantauan dan terhadap
pelaksanaan rencana dan program.

Subkoordinator Perencanaan dan Program sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu as berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia ini
dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 10

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini d n Pendidikan
Masyarakat mempunyai tugas mengelola pendidi
dini, pendidikan masyarakat dan kursus.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dinid  Pendidikan

Masyarakat dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

a. penyelenggaraan penyusunan rencana Bid g Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

b. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan pe

usia dini;

c. penyelenggaraan penyusunan rencana pengaturan
pendayagunaan sarana dan prasarana idikan anak
usia dini;

d. penyelenggaraan penyusunan rencana an program
pengembangan kualitas (mutu} pelaksana pendidikan
anak usia dini;

e. penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kele bagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan embangunan
karakter pendidikan anak usia dini;

. penyelenggaraan pemantauan dan evalu si terhadap
pembinaan pendidikan anak usia dini,

g. penyelenggaraan pemantuan. dan p ngevaluasian
pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik nonformal
dan informal; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dinid Pendidikan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan t gas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Di as.



(1)

(2)

Pasal 11

Seksi  Pendidikan Anak Usia Dini mem nyai tugas
melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan gk usia dini.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaks akan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram Kkerja
tahunan seksi;

b. pelaksanaan penyiapan kebijakan
operasional perluasan dan pemerataan memperoleh
pendidikan pada jenjang pendidikan anak usi dini;

Cc. pelaksanaan penyiapan bahan perumus n kebijakan

operasional peningkatan mutu da relevansi
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

d. pelaksanaan penyiapan bahan perumus kebijakan
operasional peningkatan efisiensi d efektifitas
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidik anak usia
dini;

e. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan inat, bakat,
prestasi, dan pembangunan karakter p serta didik
pendidikan anak usia dini;

f. pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis pe yelenggaraan
dan pengelolaanpendidikan anak usia dini;

g. pelaksanaan penyiapan bahan implemen asi standar

kompetensi dan kurikulum pendidikan an usia dini
termasuk pelaksanaan sosialisasi dan him ingan teknis
implementasinya;

h. pelaksanaan menyusun dan membuat lapor
1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di aksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam elaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dinid Pendidikan
Masyarakat.

Pasal 12

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus mem unyai tugas
melaksanakan pembinaan kegiatan
dan kursus.

Seksi  Pendidikan =~ Masyarakat dan Ku us dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahun  seksi;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumus kebijakan
operasional perluasan dan pemerataan memperoleh
pendidikan melalui bidang - pendidika berbasis
masyarakat;



3)

c. pelaksanaan penyiapan bahan perumus kebijakan
operasional peningkatan mutu d relevansi
penyelenggaraan pendidikan berbasis masyar at;

d. pelaksanaan penyiapan bahan perumus n kebijakan
operasional  peningkatan efisiensi  da efektifitas
pengelolaan lembaga dan penyelenggara pendidikan
keaksaraan, kesetaraan dan pendidikan masy

e. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan inat, bakat,
prestasi, dan pembangu.nan karakter eserta  didik
pendidikan nonformal;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pendataan pe antauan clan
bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan  keaksaraan,  kesetaraan y g berbasis
masyarakat;

g. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pe yelenggaraan
pendidikan berbasis masyarakat dengan bid g pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan nonformal d informal;

i. pelaksanaan  sosialisasi, koordinasi, mo itoring, dan
evaluasi program pendidikan kesetaraan;

J.  pelaksanaan pembuatan konsep penyelen araan dan
pengendalian penilaian hasil tahap akhir nas onal paket A,
paket B dan paket C;

k. pelaksanaan  perencanaan  standar Isl keterampilan
fungsional kepribadian profesional secara tematik dan
konstruktif;

I.  pelaksanaan penyusunan proses pembelajar
maju berkelanjutan secara induktif dan fungsi nal;

m. pelaksanaan perancangan pelayanan se ai kondisi,
potensi dan karakteristik peserta didik deng  pengakuan
terhadap kompetensi yang telah dimiliki dan embelajaran
mandiri;

n. pelaksanaan pengembangan kecakapan hi up seluruh
mata pelajaran paket B dan paket C yang engacu pada
standar nasional pendidikan;

o. pelaksanaan pengembangan perluasan akses paket Adan
paket B dalam mendukung penuntasan waj pendidikan
dasar 9 (sembilan) tahun;

p. pelaksanaan perencanaan dan penyelengg program
pendidikan kesetaraan yang meliputi pro am paket A
setara sekolah dasar, paket B setara sekol = menengah
pertama;

g. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan se

r. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seki yang dalarn
melaksanakan tugas berada di bawah-dan be ggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendid.ikan  ak Usia Dini
clan Pendidikan Masyarakat.



(1)

Pasal 13

Subkoordinator  Program, Data, Sarana d Prasarana
mempunyai tugas mengelola program kegiatan idang, data,
sarana dan prasarana pendidikan anak wus a dini dan
pendidikan masyarakat.

Subkoordinator Program, Data, Sarana dan Prasarana dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemetaan data, sarana p arana, dan
peserta didik pendidikan anak usia dini d  pendidikan
masyarakat;

b. pelaksanaan analisis data untuk pemenuh sarana dan
prasarana  Bidang Pendidikan Anak Usi Dini dan
Pendidikan Masyarakat;

c. pelaksanaan perencanaan penganggaran ses - kebutuhan
dalam pemenuhan sarana prasarana Bidan Pendidikan
Anak Usia Dinidan Pendidikan Masyarakat;

d. pelaksanaan kegiatan yang menyangkut peny diaan sarana
dan prasarana Bidang Pendidikan Anak U ia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi prog am kegiatan
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak us- Dini dan
Pendidikan Masyarakat;

f.  pelaksanaan pembuatan konsep  pem inaan dan
pengembangan di bidang pendidikan no formal dan
informal;

g. pelaksanaan penyusunan konsep perumus kebijakan di
bidang pendidikan nonformal dan informal;

h. pelaksanaan penyusunan pelaksan kegiatan
pengelolaan dukungan teknis, administratif an membina
prasarana bidang;

1. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitas pembinaan
pelaksanaan  kurikulum, peserta didik, elembagaan,
sarana, dan prasarana pendidikan anak ‘'sia dini dan
pendidikan masyarakat;

J.  pelaksanaan penyelesaian dokumen yang
masyarakat;

k. pelaksanaa penyusunan laporan pelaksanaan  tugas
subkoordinator; 1

[.  pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak sia Dini dan
Pendidikan Masyarakat sesuai tugas dan fung inya; dan

rn. pelaksanaan pengoordinasian di bawah s suai dengan
fungsinya.

Subkoordinator  Program, Data, Sarana d Prasarana

sebagaimana dirnaksud pada ayat {l) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dinid Pendidikan

Masyarakat.




(1)

(2)

Paragraf 4
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 14

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar memp nyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urus  kurikulum,
peserta didik, data, sarana dan prasarana pendi ikan sekolah
dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaks akan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men lenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan dan  pengoordinasikan  pelaksanaan
standar pelayanan minimal sekolah dasar;

b, penyelenggaraan penyusunan rencana dan pr gram bidang
pembinaan sekolah dasar;

c. penyelenggaraan  bimbingan pelaksanaan kurikulum
sekolah dasar;

d. penyelenggaraan penyusunan  rencana program
pengembangan kualitas peserta didik sekolah
e. penyelenggaraan penyusunan bahan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kele bagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan embangunan
karakter peserta didik sekolah dasar;

f. penyelenggaraan penyusunan rencana d pengaturan
pendayagunaan sarana dan prasarana sekol dasar;

g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, engendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan

h. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak - yang perlu
diarnbil.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar .sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang- dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan berta ggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Seksi Kurikulum mempunyai tugas men sun bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, p netapan dan
atau pelaksanaan kurikulum nasional dan uatan lokal,
fasilitasi pembinaan pelaksanaan, serta pemanta , evaluasi,
dan laporan kurikulum sekolah dasar.

Seksi Kurikulum dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan tugas bidang um sekolah
dasar;
b. pelaksanaan penyusunan hunan dan

laporan kegiatan seksi;



3)

(2)

c. pelaksanaan penyusunan bahan perumus kebijakan
kurikulum sekolah dasar;

d. pelaksanaan sosialisasi terkait pem inaan dan
pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendid ikan sekolah
dasar;

e. pelaksanaan penyusunan bahan penetap kurikulum

muatan lokalsekolah dasar;
f. pelaksanaan penyusunan rencana sosialis si kerangka
dasar dan susunan kurikulum tingkat satuan endidikan;
g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian d penilaian
pelaksanaan program belajar mengajar dan m ajemen
h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis
peserta didik baru sesuai dengan peraturan y g berlalru;
1. pelaksanaan penyebarluasan dan embimbingan
penggunaan petunjuk pelaksanaan pengel aan sekolah
dasar termasuk tata usaha sekolah yang eliputi buku
induk, buku inventaris, laporan pendidik, d n tata tertib
sekolah;

j.  pelaksanaan persiapan pengarahan dan pe njuk secara

fungsional pengawas sekolah dasar;

k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dan instansi lain bidang kurikulum;

I. pelaksanaan penyusunan kurikulum mua lokal dan
kalender pendidikan;

m. pelaksanaan persiapan bimbingan pelaksanar  kurikulum
berdasarkan petunjuk yang berlaku; dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaks akan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada epala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar.

Pasal 16

Subkoordinator Kesiswaandan Peningkatan Mu mempunyai
tugas merencanakan pengembangan potensi kademik dan
nonakademik peserta didik pada sekolah dasar.

Subkoordinator Kesiswaan dan Peningkatan Mutu dalam

melaksanakan tugas . sebagaimana dimaksud da ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program erja tahunan
subkoordinator;

b. pelaksanaan pengusulan peserta didik untuk mendapatkan
bantuan dan penghargaan sesuai ketentuan ang berlaku;

c. pelaksanaan dan perencanaan fasilitasi kegia an lomba dan
keterampilan tingkat sekolah dasar;

d. pelaksanaan pembinaan kegiatan dan otensi siswa
sekolah dasar atas dasar standar minimal ko petensi yang
berlaku;



e. pelaksanaan pemberian rekomendasi mutasi iswa sekolah

dasar;

f. pelaksanaan  sosialisasi kebijakan yang
berkaitan dengan kesiswaan;

g. pelaksanaan kegiatan monitoring d penilaian

pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa;

h. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan embangunan
karakter peserta didik sekolah dasar;

1. pelaksanaan  penyusunan laporan yang menyangkut
kesiswaan;

j.  pelaksanaan penyusunan laporan subkoordin tor; dan

k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang petlu diambil.

Subkoordinator Kesiswaan  dan Penin~tan Mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam felaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Pasal 17

Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana me punyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pada bidang pemb naan sekolah
dasar dalam melakukan pengelolaan data, sarana dan
prasarana sekolah.

Seksi Program, Data, Sarana dan . Prasrana dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  ada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program erja tahunan

seksi;
b. pelaksanaan pengelolaan dan penelaahan data siswa,
kebutuhan  sarana dan prasarana bahan

penyusunan rencana kerja;

c. pelaksanaan pengolahan dan penelaahan da a kebutuhan
sarana dan prasarana sebagai bahan perumu an kebijakan
teknis sarana/ prasarana pendidikan sekolah asar;

d. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian d  pemantauan
penggunaan sarana dan prasarana pendi ikan sekolah

dasar;

e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan vy
dengan pengelolaan data, sarana prasarana
pendidikan sekolah dasar serta menyiap altematif
pemecahannya;

f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan d pemberian
izin pendirian serta pencabutan izin opera ional sekolah
dasar;

g. pelaksanaan dan perencanaan evaluasi d pelaporan

kegiatan pendidik sekolah dasar; dan
h. pelaksanaan penilaian basil kerja bawahan |juntuk bahan
pengembangan Kkarir.




(2) Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sek i yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pert

Pasal 18
(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertam

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas d
kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan sekol

pertama.
(2) Bidang Pembinaan sekolah menengah a dalam
melaksanakan  sebagaimana  dimaksud ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan  pengoordinasian | pelaksanaan
standar pelayanan minimal sekolah menenga pertama;

b. penyelenggaraan dan  pengoordinasian  penyusunan
rencana dan program bidang pembinaan seko h menengah
pertama;

c. penyelenggaraan  bimbingan pelaksanaan  kurikulum
sekolah menengah pertama,;

d. penyelenggaraan penyusunan rencana n program
pengembangan kualitas peserta didik sekol = menengah
pertama;

e. penyelenggaraan penyusunan bahan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kele bagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan embangunan
karakter peserta didik sekolah menengah pe a;

f. penyelenggaraan penyusunan rencana d pengaturan
pendayagunaan sarana dan prasarana seko menengah
pertama;

g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan

h. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

(3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah d  bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas men sun bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, p netapan dan
atau pelaksanaan kurikulum nasional dan  uatan lokal,
fasilitasi pembinaan pelaksanaan, serta pemanta an, evaluasi,
dan laporan kurikulum sekolah menengah pert a.



2)

3)

2)

Seksi Kurikulum dalam pelaksanaan tugas |sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan tugas bidang kurik lum sekolah
menengah pertama;

b. pelaksanaan penyusunan rencana, programt unan seksi
dan laporan pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan penyusunan bahan perumus n kebijakan
kurikulum sekolah menengah pertama;

d. pelaksanaan sosialisasi terkait pembinaan dan
pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendi~ilcansekolah
menengah pertama;

e. pelaksanaan penyusunan bahan penetap kurikulum
muatan lokal sekolah menengah pertama;

f. pelaksanaan penyusunan rencana sosialis si kerangka
dasar dan susunan kurikulum tingkat satuan endidikan;

g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian penilaian
program belajar mengajar dan sekolah
menengah pertama;

h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penerimaan
peserta didik baru sesuai dengan peraturan y ng berlaku;

I.  pelaksanaan penyebarluasan dan p mbimbingan
penggunaan petunjuk pelaksanaan . pengeloaan sekolah
menengah pertama termasuk tata usaha ekolah yang
meliputi buku mduk, buku inventaris, lapo an pendidik,
dan tata tertib sekolah;

J.  pelaksanaan persiapan pengarahan dan petpnjuk secara

fungsional pengawas sekolah menengah pe a;
k. pelaksanaan pembuatan konsep koordinasi d kerjasama
dengan lembaga dan instansi lain bidang kuri  lum;

. pelaksanaan penyusunan kurikulum muat lokal dan
kalender pendidikan;
m. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kurikulum

berdasarkan petunjuk yang berlaku; dan
n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud p a ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaks nakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada epala Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 20

Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu mem unyai tugas
merencanakan pengembangan  potensi dan
nonakademik peserta didik pada sekolah meneng  pertama.

Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu dalam  elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp nyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program erja tahunan
seksi;



b. pelaksanaan pengusulan peserta didik untuk = endapatkan
bantuan dan penghargaan sesuai ketentuan y g berlaku;

c. pelaksanaan dan perencanaan fasilitasi kegiat lombadan
keterampilan tingkat sekolah menengah pert a;

d. pelaksanaan pembinaan kegiatan dan p tensi siswa
sekolah dasar atas dasar standar minimal ko petensi yang
berlaku;

e. pelaksanaan rekomendasi mutasi siswa sekol h menengah

pertama;

f. pelaksanaan  sosialisasi  kebijakan yang
berkaitan dengan kesiswaan;

g. pelaksanaan kegiatan monitoring penilaian

pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa;

h. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan
pembangunan karakter peserta didik sekol @ menengah
pertama;

1. pelaksanaan  penyusunan laporan yang menyangkut

kesiswaan;

Pelaksanaan Pemberian penilaian pekerjaan b wahannya;

K. pelaksanaan penyusunan laporan seksi; dan

|.  pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pei!lu diambil.

—

Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sek i yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertar ggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menen ah Pertama.

Pasal 21

Subkoordinator = Program, Data, Sarana Prasarana
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagi  tugas pada
bidang fungsi pembinaan sekolah menengah p rtama dalam
melakukan pengelolaan data, sarana dan prasar a sekolah.

Subkoordinator Program, Data, Sarana dan Pra arana dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan subkoordinator;

b. pelaksanaan pengelolaan dan penelaahan data siswa,
kebutuhan  sarana dan prasarana bahan
penyusunan rencana kerja;

c. pelaksanaan pengolahan dan penelaahan da a kebutuhan
sarana dan prasarana sebagai bahan perumu an kebijakan
teknis sarana/ prasarana penclidikan sekol menengah
pertama;

d. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian d  pemantauan
penggunaan sarana ‘- dan prasarana pendid kan sekolah
menengah pertama;



3)

e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan vy
dengan pengelolaan data, sarana d prasarana
pendidikan sekolah menengah pertaina sert menyiapkan
alternatif pemecahannya;

f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan d pemberian
izin pendirian serta pencabutan izin operas onal sekolah
menengah pertama;

g. pelaksanaan dan perencanaan evaluasi d pelaporan
kegiatan pendidik sekolah menengah pertama; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Program, Data, Sarana d Prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Paragraf6
Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepen

Pasal 22

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga ependidikan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, erencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan.

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependlidikan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud @92 ayat (1)
.menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan

kebijakan di bidang pembinaan pendidik [ dan tenaga
kependidikan;

b. penyelenggaraan dan  pengoord.inasian  pelaksanaan
kebijakan penyusunan rencana kebutuhan d  pengadaan
formasi, pengembangan karir, peningkatan : si dan
kompetensi, peningkatan kesejahteraan p ndidik dan
tenaga kependidikan;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyus
operasional prosedur di bidang pembinaan
tenaga kependidikan;

d. penyelenggaraan dan pengoordinasia fasilitasi
penghitungan penilaian angka kredit jaba n fungsional
guru, kenaikan pangkat dan penilaian s saran kerja
pegawai penilaian kinerja dan sertifikasi ,endidik dan
tenaga kependidikan;

e. penyelenggaraan administrasi kepegaw lainnya
pendidik dan tenaga kependidikan;
f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan pembin pendidik

dan tenaga kependidikan;

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tind~an yang erlu diambil;
dan

h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan
tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.



3)

(2)

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga ependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada ,1 bawah dan
bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

Pasal 23

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pen

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mem unyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bida g pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan  ak usia dini
dan pendidikan masyarakat.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pen

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam  elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem nyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram Kkerja
tahunan seksi;

b. pelaksanaan penyusunan usulan formasi pe awai jabatan
fungsional tertentu dan mengoordinasikan penyusunan
pengadaan, penempatan, mutasi dan pemera an pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usi dini;

c. pelaksanaan pembuatan usulan izin/tugas b lajar, usulan
pendidikan dan pelatihan dan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia di i;

d. pelaksanaan proses penghitungan penilaian angka kredit
jabatan fungsional guru pendidikan anak usia dini;

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak wusia
dini dan pendidikan masyarakat;

f. pelaksanaan  pengelolaan pengembangan  keprofesian
berkelanjutan dan penilaian kinerja guru pe didikan anak

usia dini;
g. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pe didik dalam
rangka pengembangan karir/peningkatan esejahteraan

pendidik pendidikan anak usia dini;

h. pelaksanaan kegiatan sertifikasi pendidik pe
usia dini;

i. pelaksanaan  penyiapan  pendidikan d pelatihan, .
pengembangan  karier tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini d  pendidikan
masyarakat;

J. pelaksanaan proses pendataan dan penc "ran berbagai

tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan ma yarakat;

k. pelaksanaan konsep perumusan kebijakan p ndidikan dan
pelatihan;

I. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan p ngembangan
karier pendidik dan tenaga kependidikan pe didikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.



3)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pen, ‘dikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaim  a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.

Pasal24

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependi ikan sekolah
dasar.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekol Dasar dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram Kkerja
tahunan seksi;

b. pelaksanaan penyusunan usulan formasi pe awai jabatan
fungsional tertentu dan mengoordinasikan penyusunan
pengadaan, penempatan, mutasi dan pemera aan pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

c. pelaksanaan pembuatan usulan izin/tugas b lajar, usulan
pendidikan dan pelatihan dan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar;

d. pelaksanaari proses penghitungan penilaian angka kredit
jabatan fungsional guru sekolah dasar;

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah da ar;

f. pelaksanaan  pengelolaan pengembangan  keprofesian
berkelanjutan dan penilaian kinerja guru seko ah dasar;

g. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pe didik dalam
rangka pengembangan karir/peningkatan  esejahteraan
pendidik sekolah dasar;

h. pelaksanaan kegiatan sertifikasi pendidik seko ah dasar;

i. pelaksanaan  penyiapan  pendidikan d pelatihan,
pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar;

J.  pelaksanaan proses pendataan dan pencai an berbagai
tunjangan untuk pendidik dan tenaga  ependidikan
sekolah dasar;

k. pelaksanaan penyiapan konsep perumus kebijakan
pendidikan dan pelatihan;

|.  pelaksanaan penyusunan kebijakan dan
karier pendidik dan tenaga kependidikan
dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.



3)

2)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan S kolah Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpi oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada 1 bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembi aan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan.

Pasal25

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidkan Sekolah
Menengah Pertama mempunyai tugas melaksan an sebagian
tugas dan fungsi di bidang pembinaan pendidi dan tenaga
kependidikan sekolah menengah pertama.

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidkan Sekolah
Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana
ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan subkoordinat.or;

b. pelaksanaan penyusunan usulan formasi pe awai jabatan
fungsional tertentu dan mengoordinasikan penyusunan
pengadaan, penempatan, mutasi dan pemera an pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah menengah p rtama;

c. pelaksanaan pembuatan usulan izin/tugas b lajar, usulan
pendidikan dan pelatihan dan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah menengah perta a;

d. pelaksanaan proses penghitungan penilaian angka kredit
jabatan fungsional guru sekolah menengah pe a;

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan sekol menengah
pertama;

f. pelaksanaan  pengelolaan pengembangan keprofesian
berkelanjutan dan penilaian kinerja guru sek lab menegah

pertama;

g. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pe didik dalam
rangka ‘pengembangan Kkarir/peningkatan esejahteraan
pendidik sekolah menengah pertama;

h. pelaksanaan  kegiatan  sertifikasi sekolah
menengah pertama;

1. pelaksanaan  penyiapan  pendidikan pelatihan,

pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah menengah pertama;

J. pelaksanaan proses pendataan dan penc ‘' an berbagai
tunjangan untuk pendidik dan tenaga  ependidikan
sekolah menengah pertama;

k. pelaksanaan penyiapan konsep kebijakan
pendidikan dan pelatihan;

I. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan p ngembangan
karier pendidik dan tenaga kependidi sekolah
menengah pertama; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb  gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.



3)

(2)

)

(1)

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependid an Sekolah
Menengah Pertama sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidi dan Tenaga
Kependidikan.

BABIV
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDU DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 26
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d Keluarga
Berencana dengan Tipe A, mempunyai tugas me antu Bupati
melaksanakari Urusan Pemerintahan y g menjadi
kewenangan daerah dan Tugas Pembantu di bidang

kesehatan dan bidang pengendalian penduduk an keluarga
berencana.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d Keluarga
Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud
dalarn ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijaka Urusan
Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang engendalian
penduduk dan keluarga berencana;

b. penyelenggaraan kebijakan teknis Urusan 1 )
bidang kesehatan dan bidang pengendalian prgg%le&ﬁﬁgal&%
keluarga berencana;

c. penyelenggaraan pemantauan evaluasi d pelaporan
Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berenc a;

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc a; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendali| Penduduk
dan Keluarga Berencana terdiri dari:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum clan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi d | Pelaporan.




(2)

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
1. Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan izi;

2. Subkoordinator Promosi dan emberdayaan .
Masyarakat; dan
3. Subkoordinator Kesehatan Kesehatan

Kerja dan Olahraga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Peny -t
1. Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi;
2. Subkoordinator Pencegahan dan Pengend ian Penyakit
Menular; dan
3. Subkoordinator Pengendalian Penyakit T dak Menular
dan Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehat
1. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan;
2. Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kes hatan; dan
3. Subkoordinator Sumber Daya Manusia Ke ehatan.
f. Bidang Pengendalian = Penduduk, Pen Iuhan dan
Penggerakan;
1. Subkoordinator Advokasidan Penggen
2. Subkoordinator  Penyuluhan dan P ndayagunaan
Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana; an
3. Subkoordinator Pengendalian Penduduk 6 an Informasi
Keluarga.
g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Keluarga;
1. Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Be encana;
2. Subkoordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga
Berencana; dan
3. Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahte Keluarga.
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
1. UPT.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaim a tercantum
dalam Lampiran |l yang merupakan bagi yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal28

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian dan
Keluarga Berencana mempunyai tugas poko memimpin,
merumuskan kebijakan teknis dan mengoordin sikan urusan
kesehatan dan pengendalian penduduk se a keluarga
berencana sesuai ketentuan peraturan perund g-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks | d pada ayat

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a.

Js

penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber
daya kesehatan.

penyelenggaraan pengoordinasian .aan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan admini trasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dina Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc na;
penyelenggaraan pengelolaan barang milik aerah yang
menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, engendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

penyelenggaraan perumusan kebijakan tekn s di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencan , ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

penyelenggaraan penetapan rencana s  egis Dinas
Kesehatan, Pengendalian = Penduduk Keluarga
Berencana untuk mendukung visi dan misi Daerah dan .
kebijakan Bupati;

penyelengga:raan pemberian dukungan atas Pemerintah
Daerah di bidang pengendalian pendud k, keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan kelu ga;
penyelenggaraan  penetapan rencana Ifrja  Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk da.p Keluarga

Berencana menurut skala prio tas dan
mendistribusikannya kepada bawahan;
penyelenggaraan pembinaan dan pelaksana tugas di

bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

penyelenggaraan pelaksanaan perenc,aan dan
pengendalian pembangunan keluarga berenc a;
penyelenggaraan  pengoordinasian ~dan  pelaksanaan
pengendalian penduduk, keluarga berencan,, ketahanan
dan kesejahteraan  keluarga di lingkun an Daerah
tennasuk dukungan dana, sarana dan prasar a; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 29

(I) Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegiatan administrasi
umum, perencanaan  program dan angg ran, serta
ketatausahaan  berdasarkan  petunjuk pelaks aan yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.



(2)

3)

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungslJ:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana clan p ogram kerja-
tahunan rumah tangga Dinas;
penyelenggaraan pengurusan aclministrasi ke egawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan an clan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum meliputi
pengadaan, perlengkapan, inventaris, ahtanggaan,

surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainn a;

€. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d pelaporan
kegiatan Dinas; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab langsung
kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Subbagian Umum dan Kepegawaian memp tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtan aan, surat
menyurat, kearsipan serta  pengelolaan  administrasi
kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam  elaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan per
tahun anggaran Subbagian Umum dan Kepeg waian;
pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan earsipan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjal an Dinas;

d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengan katan dalam
jabatan;

e. pelaksanaan peningkatan keterampilan peg wai melalui
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural d n fungsional;

f.  pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap . bahan usul
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatal formasi,
kesejahteraan  pegawai, mutasi dan p mberhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pe didikan dan
pelatihan, wujian dinas, izin belajar, pem uatan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelengg a jaminan
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kep
mengelola sistem informasi manajamen kepeg waian;

h. pelaksanaan penyiapan bahan  penetap pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara . embantu;



1. pelaksanaan fasilitas rapat, pertemuan dan acara, serta
melakukan kegiatan keprotokolan;

j. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

k. pelaksanaan penatausahaan daftar inventa ' , arsip dan
dokumentasi;

. pelaksanaan inventarisasi pennasalahan s suai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepega aian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan das  pemecahan
masalah;

m. pelaksanaan penyusunan laporan Subb Umum dan
Kepegawaian; dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaima a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan ber ggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 31
Subbagian Keuangan mempunyai tugas elaksanakan
penyusunan rencana anggaran, penatausah keuangan,
perbendaharaan,  pengelolaan aset Dinas d verifikasi

keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan plgram  kerja
tahunan Subbagian Keuangan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas g meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungj waban dan
pembukuan;

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukf pengeluaran
uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, i sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainn a;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik ,an tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pen pulan data
usul rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan  penyusunan kebutuhan erlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pe atan kantor,
pengamanan  aset, usulan  penghapusan dan

penyusunan laporan pertanggung jawaban
barang inventaris;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, | memberikan
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

j. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe|unjuk teknis

pengelola keuangan dan aset;




(3)

k. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta erifikasi dan
administrasi pengelola keuangan dan aset;

I.  pelaksanaan penilaian pekerjaan bawahannya;

m. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

B

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung | :wab kepada
Sekretaris.

Pasal 32

Subkoordinator ~ Perencanaan,  Evaluasi Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun

kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusu an program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaks aan kegiatan
perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pel poran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d am ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyus an pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan subkoordinator;

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Q' as;

d. pelaksanaan penghimpunan data program dan kegiatan dari
bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pe njuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan | poran;

f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, r ncana Kkerja,
laporan kinerja, rancangan ~ggaran pen apatan dan
belanja Daerah;

g. pelaksanaan penyiapan bahan laporan p nyelenggaran
pemerintah daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati  sesuai dan
ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana program dan laporan;

1. pelaksanaan penyiapan rumusan  progr
berdasarkan basil rangkuman rencana ke -
bidang dan UPI' dalam rangka penyusun anggaran
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah;

j-  pelaksanaan penyiapan dan penyusunan b
laporan pelaksanaan tugas Dinas dan subkoo dinator;

k. pelaksanaan  pemantauan dan evalua i  terhadap
pelaksanaan rencana dan program;

I. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan
kegiatan; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.



3)

3)

Subkoordinator  Perencanaan,  Evaluasi Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung j  ab kepada
Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 33
Bidang Kesehatan Masyarakat mempu  yai tugas
melaksanakan  perurnusan  dan  pelaksana kebijakan

operasional dr ordangkesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksa akan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men lenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan o erasional di
bidang kesehatan keluarga, gizi masyar t, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. penyelenggaraan  kebijakan  operasional di  bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promo i kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supe si di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promo i1 kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di
bidang kesehatan keluarga, gizi masyar,at, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

e. penyelenggaraan penguatan kapasitas masy~akat bidang
kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompo masyarakat,
organisasi swadaya masyarakat dan dunia saha tingkat
Daerah;

f. penyelenggaraan pembinaan  pengelolaan pelayanan
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan ol raga; dan

g. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana di aksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai
tugas menyiapkan perumusan dan pelaksan kebijakan
operasional, = bimbingan teknis dan  sup rvisr, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bid g kesehatan
keluarga dan gizi masyarakat.



(2)

3)

Subkoordinator =~ Kesehatan  Keluarga dan Gizi dalam
melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksu ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan S
Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. pelaksanaan upaya penanggulangan masalah - ‘- yang ada
di masyarakat;

c. pelaksanaan wupaya perbaikan gizi keluar a dan gizi
masyarakat, pemberian makanan tambahan;

d. pelaksanaan dan pengawasan program gizi institusi di
sekolah, perusahaan, rumah sakit dan institu ilainnya;

e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
sistem kewaspadaan gizi Daerah;

f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan keb -akan teknis,
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di
program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dengan
pencegahan komplikasi, perlindungan kesehatan
reproduksi, kesehatan bayi, kesehatan anak alita dan pra
sekolah, kesehatan anak wusia sekolah, ke hatan anak
remaja serta kesehatan lansia;

g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan bim, ingan teknis
bagi petugas puskesmas, polindes dan sar a kesehatan
lainnya dalam rangka menyelenggarak kebijakan
teknis/ standar pada program kesehatan 1b , anak dan
lansia termasuk kesehatan reproduksi;

h. pelaksanaan penyiapan bahan untuk menyu un program
usaha kesehatan sekolah;

i. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pe antauan dan
evaluasi usaha kesehatan sekolah;

J.  pelaksanaan  koordinasi dengan instansi t rkait dalam
rangka peningkatan program usaha kesehata sekolah;

k. pelaksanaan evaluasi dan menyusun lapor kebijakan
teknis program kesehatan ibu, anak dan lan ia termasuk
kesehatan reproduksi;

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang erlu diambil;
dan

m. pelaksanaan laporan basil pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan.

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Kesehatan Masyarakat.

Pasal 35

Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan su ervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.



(2) Subkoordinator Promosidan Pemberdayaan Mas arakat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram Kkerja
tahunan subkoordinator;
pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan| operasional,
bimbingan teknis dan supervisi berkaitan de gan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarak di bidang
kesehatan;

pelaksanaan perencanaan kegiatan promo i kesechatan
tingkat kabupaten;

pelaksanaan pembuatan konsep pemberdaya

di bidang kesehatan;

pelaksanaan analisis permasalahan yang ber aitan dengan
kesadaran kesehatan masyarakat;

pelaksanaan penyiapan bahan untuk men sun program
upaya kesehatan bersumberdaya masyaraka dan promosi
kesehatan;

pelaksanaan pembinaan pengembangan

evaluasi program upaya kesehatan

masyarakat dan proniosi kesehatan;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi t rkait dalam
rangka peningkatan program  upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat dan promosi kese atan;
pelaksanaan pembinaan kerja sama dan koor inasi dengan
instansi  terkait dalam mengkaji, meng valuasi dan
intervensi sektoral dalam rangka peningk tan perilaku
hidup bersih dan sehat di masyarekat, temp t pendidikan,
tempat umuni dan institusi lain;

pelaksanaan koordinasi desa siaga dan ben inovasinya;
pelaksanaan  koordinasi  untuk  melakukan  promosi
kesehatan dan  pemberdayaan serta  penggerakan
masyarakat, guna peningkatan peran se masyarakat
dalam pembangunan kesehatan;

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesu ‘ tugas dan
fungsinya;

. pelaksanaan pelaporan hasil tugas dan ke atan kepada

atasan; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

(3) Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada epala Bidang
Kesehatan Masyarakat.



(1)

Pasal 36

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Keseha Kerja dan
Olahraga mempunyai tugas menyiapkan pe musan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbing teknis dan

supervisi, serta pernantauan, evaluasi dan pelapo.an di bidang
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahr ga.

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehat  Kerja dan
Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program
subkoordinator;

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

c. pelaksanaan  pemantauan dan  evaluasi  pelayanan
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan ol raga;

d. pelaksanaan inventarisir permasalahan y g . berkaitan
dengan pelayanan kesehatan lingkungan, ke ehatan kerja
dan olahraga;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi t rkait dalam
rangka penataan dan pengawasan limb , sampah,
kualitas air, lingkungan tempat umum, akanan dan
minuman dan laboratorium kesehatan lingku gan;

f. pelaksanaan inspeksi sanitasi lingkungan te pat umurn,
makanan dan minuman sesuai deng , peraturan
perundang-undangan;

g. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, s rtifikat laik
hygiene, dan sertifikat penyuluhan keam
sesuai dengan peraturan perundang-undang

h. pelaksanaan koordinasi dengan sektor terkait
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

i. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengendalian
teknis meliputi program desa sehat, kecamat  sehat dan
kabupaten sehat;

J- pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan ndakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya;

k. pelaksanaan evaluasi di bidang kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

. pelaksanaan pelaporan basil pelaksanaan tugas dan
kegiatan kepada atasan; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehat  Kerja dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada aya (1} dalam
melaksanakan tugas berada di bawah-dan be ggungjawab
kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.



2)

3)

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Peny kit

Pasal 37

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyaki mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan
operasional di bidang surveilans dan imunisasi pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, penc gahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehat jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Pen akit dalam

melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksu ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan  penyiapan perumusan kebijakan
operasional di bidang surveilans Imunisasi,
pencegahan  dan  pengendalian  peny menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

b. penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang surveilans dan  imunisasi,
pencegahan dan  pengendalian  peny menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

c. penyelenggaraanpenyiapan bimbingan teknis an supervisi
di bidang surveilans dan Imunisasl, pen egahan dan
pengendalian  penyakit menular, penc gahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kes hatan jiwa;

d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di
bidang suroeilans dan imunisasi, penc gahan dan
pengendalian  penyakit  menular, penc gahan  dan
pengendalian penyakit tidak menular clankes hatan jiwa;

e. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan pe cegahan dan
pengendalian penyakit menular dan penyakit -dak menular
dan kesehatan jiwa;

f. penyelenggaraan pengelolaan suroeilans epi emologi dan
penyelidikan kejadian luar biasa; dan

g. penyelenggaan rekomendasi saran dan  ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah d  bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

Subkoordinator Burveilans dan Imunisasi mem unyai tugas
menyiapkan kegiatan perumusan dan pelaksan an kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan  sup rvisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang s eilans dan
imunisasi.



(2)

Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi dalam
melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaks! ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai pr gram Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

b. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi di bid g surveilans
epidemiologidan imunisasi;

c. pelaksanaan penyusunan konsep rencana kegi tan program
1munisasi;

d. pelaksanaan pemantauan pelayanan surveilans
epidemiologidan imunisasi;

e. pelaksanaan pengamatan epidemiologi terha ap penyakit
menular terpilih dan penyakit tidak menular erpilih untuk
mengetahui sebab-sebabnya serta kemun mengarah
pada kejadian luar biasa atau wabah penyaki serta tanda-
tanda adanya kejadian luar biasa atau wa ah penyakit
maupun peristiwa yang bersifat masal;

f. pelaksanaan penyiapan kecukupan persedia  vaksin dan
bagan bundling untuk pusat kesehatan ma yarakat dan
unit pelayanan kesehatan swasta yang melakukan
1munisasi;

g. pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dan
imunisasi terhadap calon jamaah haji serta pengamatan
terhadap jamaah haji sepulang dari tanah sue ;

h. pelaksanaan evaluasi pelayanan surveilans epidemiologi
dan imunisasi;

1. pelaksanaan bimbingan dan pembin tentang
pencegahan penyakit, pengamatan penyakit enular serta
monitoring dan pengendalian terhadap pen it menular
yang dapat dicegah dengan imunisasi;

j.  pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasi , perumusan

kebijakan, penyelenggaraan administrasi, pe awasan dan
pemberian bimbingan dalam wupaya pe yelenggaraan
karantina kesehatan;

k. pelaksanaan inventarisir permasalahan terkait pelaksanaan
tugas dan fungsi;

I. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan ke atan kepada
atasan; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator  Surveilans dan Imunisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 39

Subkoordinator = Pencegahan dan Pengendali Penyakit
Menular mempunyai tugas menyiapkan pe musan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, 1:>imbing teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelapo an di Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.



(2)

3)

Subkoordinator = Pencegahan dan Penyakit
Menular dalam melaksanakan tugas sebagaima a dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

R. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan se 1.1Ai program
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyaki ;

b. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi layanan pe cegahan dan
pengendalian penyakit menular;

c. pelaksanaan penyusunan konsep rencana kegi tan program
pengamatan penyakit menular;

d. pelaksanaan penyusunan  konsep renc a kegiatan
pelaksanaan penanggulangan kejadian lu  biasa atau
wabah penyakit bekerja sama dengan pro atau sektor
terkait;

e. pelaksanaan  penyusunan konsep tent g rencana
kebutuhan sarana dan operasional kegiat  pencegahan
dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah
penyakit;

f. pelaksanaan pemantauan kegiatan pelayana pencegahan
dan pengendalian penyakit menular;

g. pelaksanaan  kegiatan  pelayanan dan
pengendalian penyakit menular;

h. pelaksanaan pengendalian dan penanggulan an penyakit
menular langsung dan penyakit bersumber b' atang;

i. pelaksanaan  penyusunan konsep tent g rencana
kebutuhan sarana dan operasional kegiat  pencegahan
dan pengamatan penyakit serta penanggul an kejadian
luar biasa atau wabah penyakit;

J. pelaksanaan penyusunan konsep petunjuk t knis tentang

pencegahan penyakit, pengamatan penyakit enular dan
penanggulangan kejadian luar biasa atau wab  penyakit;

k. pelaksanaan koordinasi program pencegahan enyakit dan
pengamatan penyakit dalam rangka pe anggulangan
kejadian luar biasa atau wabah penyakit;

I.  pelaksanaan koordinasi program penanggulan an penyakit
menular  langsung dan  penanggulang penyakit
bersumber binatang dalam rangka penge dalian dan
penanggulangan penyakit menular langsung an penyakit
bersumber binatang; .

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan program penanggulangan peny it menular
langsung dan penanggulangan  penyakit
binatang,

n. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan: dan

0. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator = Pencegahan dan Pengendali Penyakit
Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab
kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengend Penyakit.



(1)

(2)

3)

Pasal 40

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian B nyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tuga menyiapkan
perumusan dan  pelaksanaan kebijakan  operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemanta an, evaluasi
dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian P nyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaks akan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegi.atan s suai program
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Peny

b. pelaksanaan penyusunan  bahan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan superv si pelayanan
pengendalian penyakit tidak menular dan kes hatan jiwa;

c. pelaksanaan penyusunan konsep petunjuk t knis tentang
pencegahan penyakit dan pengamatan p nyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

d. pelaksanaan penyusunan konsep rencana ke : tan program
pengamatan penyakit tidak menular dan kese

€. pelaksanaan  penyusunan konsep  tent rencana
kebutuhan sarana dan operasional kegiat  pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular d  kesehatan
jiwa;

f. pelaksanaan  bimbingan dan pembin tentang
pencegahan penyakit dan pengamatan p nyakit tidak.
menular dan kesehatan jiwa,;

g. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dengan sektor terkait alam rangka
meningkatkan kemandirian dan peran sert masyarakat
guna pembentukan dan peningkatan k pasitas pos
pembinaan terpadu penyakit tidak. menular;

h. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan kolabd rasi program
penyakit tidak menular dan kesehatan iiwa dengan
program yang terkait;

1. pelaksanaan koordinasi, advokasi dan sosiali asi mengenai
pengendalian penyak.ittidak menular dan kes hatanjiwa;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhada pelaksanaan

kegi.atan program pengendalian penyakit tid menular dan
kesehatan jiwa; dan

k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian P nyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana di aksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas .berada d bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pe egahan dan
Pengendalian Penyakit.



(1)

Paragraf 5
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Keseh
Pasal 41

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksan an kebijakan
operasional di bidang pelayanan kesehatan p : er, rujukan,
jaminan  kesehatan  masyarakat, pelayanSIf kesehatan
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan d~. F.umberdaya
manusia  kesehatan  serta  fasilitasi penil ian khusus
(akreditasi) bagi pelayanan kesehatan primer dan rujukan
serta pengembangan sumber daya manusia kese atan.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kese atan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan o, erasional di
bidang pelayanan kesehatan primer, ruju an, jaminan
kesehatan masyarakat, termasuk peningka mutunya
dan pelayanan kesehatan tradisional;

b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan o erasional di
bidang pelayanan kesehatan primer, ruju , jaminan
kesehatan masyarakat termasuk peningkatan mutunya dan
pelayanan kesehatan tradisional;

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supe ‘si, di bidang
pelayanan kesehatan primer, rujukan, j kesehatan
masyarakat termasuk peningkatan mutunya
kesehatan tradisional;

d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan primer, ruju~, jaminan
kesehatan masyarakat termasuk peningkat mutunya,
pelayanan  kesehatan  tradisional dan emberdayaan
sumber daya manusia kesehatan;

e. penyelenggaraan fasilitasi rekomendas perizinan
operasional bidang kesehatan sesuai deng peraturan
perundangan yang berlalru;

f. penyelenggaraan registrasi, fasilitasi akredi si, sertifikasi
tenaga kesehatan tertentu sesuai dengT  peraturan
perundangan-undangan;

g. penyelenggaraan kecukupan persecli | farmasi,
perbekalan kesehatan dan alat kesehatan;
h. penyelenggaraan pengawasan kualitas d keamanan

sediaan farmasi untuk pelayanan keseh tan primer,
pelayanan kesehatan rujukan dan sar a kesehatan
penunjang lainnya;

i. penyelenggaraan pendataan dan standari

sarana produksi dan distribusi bidang usaha asi;

J.  penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksana koordinasi,
pembinaan, pengawasan dan pengelola program
pembiayaan kesehatan;

k. penyelenggaraan pendataan dan terhadap

sumber daya manusia kesehatan;




3)

(1}

. penyelenggaraan dan pengoordinasian, pe binaan dan
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;

m. penyelenggaraan dan pengoordinasian den an instansi
terkait dalam rangka pemberdayaan sumber
kesehatan;

n. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan pelatihan
sumber daya manusia kesehatan;

0. penyelenggaraan pemantauan dan evalu si program
pernberdayaan sumber daya manusia keseha ; dan

p- penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah d  bertanggung
jawab kepada KepalaDinas.

Pasal 42
Subkoordinator Pelayanan Kesehatan memp yai tugas
melaksanakan  perumusan dan pelaksan kebijakan
operasional, bimbingan teknis, Supervrsr;
evaluasi dan pelaporan serta peningkatan utu fasilitas

pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kese atan primer,
rujukan serta tradisional.

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan dalam
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem nyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana S bkoordinator
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan rencana erja Dinas;
b. pelaksanaan penyusunan petunjuk te nis upaya

pelayanan kesehatan, bagan dan alur pelayan n kesehatan -
dan alur rujukan;

c. pelaksanaan penyusunan pedoman, petunju teknis serta
rencana kerja dalam pelaksanaan progr m jaminan
kesehatan dan pembiayaan kesehatan;

d. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, mo :toring, dan
evaluasi pada pemberipelayanan kesehatan;

e. pelaksanaan penetapan alokasi dana un k jaminan
kesehatan masyarakat; —

f. pelaksanaan pengoordinasian manajcygpal kepesertaan,
pelayanan dan administrasi dalam
penyelenggaraanjaminan kesehatan masyar at;

g. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerj puskesmas
dalam pelayanan publik;

h. pelaksanaan koordinasi penanggulangan pe derita gawat
darurat dan penanggulangan penderita g|wat darurat
obstetri dan neonatal;




(1)

(2)

i. pelaksanaan pengoordinasian semua kegia pelayanan
kesehatan primer dan rujukan pada lintas pr gram, lintas
sektor, lembaga swadaya masyarakat, swa ta maupun
masyarakat;

J. pelaksanaan penyiapan dan menyus -  program,

pengendalian dan pengawasan serta pembin n terhadap
semua kegiatan yang berhubungan deng pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan swasta;

k. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi perte uan secara
berkala sesuai kebutuhan dalam rangka revew, evaluasi
dan penyelesaian masalah lintas sektor yang t rkait dengan
penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pembiayaan
kesehatan;

[. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pe berian izin
pelayanan kesehatan dan operasional laborat~rium swasta
sesuai dengan peraturan perundang- undang . ;

m. pelaksanaan registrasi dan akreditasi, sesu ‘- peraturan
perundang-undangan;

n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terha ap program
jaminan kesehatan dan pembiayaan kese atan untuk
dilakukan penyempurnaan pelayanan;

0. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan; dan

p. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pel yanan dan
Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 43

Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai
tugas menyiapkan perumusan dan pelaksan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan
dan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan efarmasian,
perbekalan. kesehatan, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga.

Subkoordinator Kefannasian dan Alat Keseh tan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan
Subkoordinator Kefarmasian dan Alat atan sesuai
rencana kerja Dinas;

b. pelaksanaan pembinaan, pengaw~san, pem tauan dan
peredaran obat-obat tradisional, kosmetika ang beredar
sesuai ketentuan yang berlaku;



(3)

c. pelaksanaan penyiapan dan  penyusun program
pembinaan, pengendalian dan pengawasan ter adap semua
kegiatan yang berhubungan dengan obat, perbekalan
kesehatan,  alat kesehatan dan perbe kesehatan
rumah tangga;

d. pelaksanaan  bimbingan dan pengendalian  obat-obatan
narkotika, psikotropika dan =zat adiktif lain ya bersama
sektor terkait;

e. pelaksanaan monitoring  pelayanan obat  generik  di
pelayanan kesehatan primer dan rujukan;

f. pelaksanaan bimbingan dan  penyuluh n tentang
penggunaan penyimpanan dan pemusnahan bat dengan
cara yang benar;

g. pelaksanaan pembinaan dan per gembangan
penyelenggaraan usaha kosmetik, alat keseha dan obat
tradisional yang berkualitas dan berdaya guna;

h. pelaksanaan monitoring efek samping kos etika, alat
kesehatan dan obat tradisional;

i. pelaksanaan penyusunan, pengadaan (Ian p ngalokasian
kebutuhan  farmasi, perbekalan keseha dan alat
kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer dan rujukan
beserta jaringannya;

j.  pelaksanaan penerimaan, penyirnp an dan
pendistribusian farmasi, perbekalan kesehat dan alat
kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer dan

rujukan beserta jaringannya;

K. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, pengawasan
dan pemberian farmasi, perbekalan keseha dan alat
kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer dan rujukan
beserta jaringannya;

I. pelaksanaan penyiapan bahan perencana , farmasi,
perbekalan kesehatan dan alat kesehatan un pelayanan
kesehatan primer dan rujukan besertajaring

m. pelaksanaan pengelolaan gudang fannasi kab

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil. .

Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke-ala Bidang
Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 44

Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehat  mempunyai
tugas menyiapkan perumusan dan pelaksana kebijakan
operasional, = bimbingan teknis dan sup isi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umber daya
manusia kesehatan.



(1)

Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kese atan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (I)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan untuk menyu un program
sumber daya manusia di bidang kesehatan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana Subkoordi ator Sumber
Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan 1 ncana kerja
dinas;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supe
dengan sumber daya manusia kesehatan;

d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan s mber daya
manusia di bidang kesehatan, termasuk kader kesehatan;

e. pelaksanaan penyelenggaraan registrasi d sertifikasi
serta uji kompetensi pejabat struktural, fu gsional dan
sumber daya manusia kesehatan termasuk t naga rnedis,
tenaga paramedis serta tenaga nonmed s/tradisional
terlatih;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terha ap kegiatan
pemberdayaan sumber daya manusia keseha n;

g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pen elenggaraan
pendidikan dan  pelatthan sumber da a manusia
kesehatan;

h. pelaksanaan koordinasi lintas program intas sektor
dalam rangka fasilitasi, pemantauan, pe binaan dan
pengendalian terhadap upaya pengembangan pendidikan,
pelatthan dan pendayagunaan sumber d a manusia
kesehatan;

[.  pelaksanaan pelaporan basil pelaksanaan tu as/kegiatan
kepada atasan; dan

j. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb . gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Sumber Daya  Manusia Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Paragraf6

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pe ggerakan

Pasal 45

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan te is di bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan pe erakan di
kabupaten.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan enggerakan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi: :
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(1)

b. pelaksanaan penyusunan bahan kajian te di bidang
advokasi dan penggerakan;

c. pelaksanaan penyusunan bahan pembimbin kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan Kkrieria urusan
urusan advokasi dan penggerakan;

d. pelaksanaan analisa data dan infonnasi
dan penggerakan;

e. pelaksanaan  sosialisasi, Komunikasi, in rmasi dan
edukasi dan advokasi terhadap pelaksan an kegiatan
urusan pengendalian penduduk dan keluarga erencana;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di
bidang tugasnya; dan .

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan terkait bidang tugasnya.

Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengge an.

Pasal 47
Subkoordinator Penyuluhan dan Pendayagun Penyuluh
dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tuga menyiapkan
bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksan kebijakan
teknis, norrna, standar, prosedur dan iteria  serta

pemantauan dan evaluasi pendayagunaan pen luh keluarga
berencana/ penyuluh lapangan keluarga berencan
masyarakat pedesaan.

Subkoordinator Penyuluhan dan Pendayaguna Penyuluh
dan Kader Keluarga Berencana dalam melaks akan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja subko rdinator;

b. pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan eknis terkait
penyuluhan dan pendayagunaan penyul h keluarga
berencana/petugas  lapangan keluarga be ncana dan
instusi masyarakat pedesaan;

c. pelaksanaan peyiapan bahan norm.a, stand , prosedur
dan Kkriteria terkait penyuluhan dan pe dayagunaan
penyuluh keluarga berencana/ penyuluh lapan an keluarga
berencana dan instusi masyarakat pedesaan;

d. pelaksanaan penyusunan bahan pembin kebijakan
teknis tentang penyuluhan dan pendayaguna penyuluh
keluarga berencana/ penyuluh lapang keluarga

berencana dan instusi masyarakat pedesaan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta elaporan di
bidang tugasnya; dan

f. pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan pelaksa dan
jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fu sinya; dan

g. pelaksanaan pemberian saran dan pertimb gan kepada
atasan terkait bidang tugasnya.



3)

(2)

Subkoordinator Penyuluhan dan Pendayagunafl Penyuluh
dan Kader Keluarga Berencana sebagaimana diT~sud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada d" bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang engendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan..

Pasal 48

Subkoordinator  Pengendalian Penduduk Informasi
Keluarga mempunyai tugas melakukan pen apan bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan keb iakan teknis,
norma, standar, prosedur dan Kriteria serta pe antauan dan
evaluasi pengendalian penduduk dan informasik uarga.

Subkoordinator  Pengendalian Penduduk Informasi
Keluarga dalam melaksanakan tugas sebag imana yang
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan  Subkoordinator Pengendalian Pe duduk dan
Informasi Keluarga;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumus kebijakan
bimbingan teknis terkait pengendalian pe duduk dan
fasilitasi sistem informasi keluarga;

c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
fasilitasi di bidang pengendalian pendud dan sistem
informasi keluarga;

d. pelaksanaan  penyiapan bahan dan nrelaksanakan
koordinasi terkait bimbingan teknis terkait engendalian
penduduk dan fasilitasi sistem informasikelu ga;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi te kait norma,
standar, prosedur dan kriteria pengendalian p nduduk dan
informasi keluarga;

f. pelaksanaan  pelaporan pelaksanaan ugas dan
kegiatan kepada atasan; dan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator = Pengendalian Penduduk Informasi
Keluarga sebagaimana dimaksud pada aya (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan.

Paragraf7
Bidang Keluarga Berencane, Ketahanan d
Kesejahteraan Keluarga

Pasal49

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan
Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebij teknis di
bidang keluarga berencana, ketahanan dan

keluarga di Daerah.



(2)

3)

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan

Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaima |a dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan tekn s Daerah di
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Isejahteraan
Keluarga;

b. penyelenggaraan norma, standar, prosedur d  kriteria di
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan
Keluarga;

Cc. penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan, engendalian
dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di D erah;

d. penyelenggaraan  pembinaan  kesertaan  ber-keluarga
berencana di Daerah;

e. penyelenggaraan kebijakan teknis daerah di bidang bina
keluarga balita, pembinaan kerawanan r maja, bina
keluarga lansia dan rentan, dan pemberday keluarga
sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

f. penyelenggaraan pemantauan dan evaluas di Bidang

Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan
Keluarga;

g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasili si di Bidang
Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan

Keluarga; dan
h. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tug s berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din s.

Pasal 50

Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Berencan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pernbinaan, p mbimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, stan ar, prosedur

dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi j~- nan ber-
keluarga berencana.

Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Beren a dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud prda ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan prpgram kerja
tahunan Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarg Berencana;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumus kebijakan
bimbingan teknis terkait jaminan ber-keluarga

c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan
fasilitasi di bidang jaminan ber-keluarga beren ana;

d. pelaksanaan  penyiapan bahan © dan elaksanakan
koordinasi terkait bimbingan teknis terkait j inan ber-
keluarga berencana;




3)

e. pelaksanaan nonna, standar, prosedur an Kkriteria
jaminan ber-keluarga berencana;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi: te kait norma,
standar, prosedur dan kriteria terkait jamin  ber-keluarga
berencana;

g. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan
kegiatan kepada atasan; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan
Keluarga.

Pasal 51

Subkoordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluaria Berencana
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahari pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan tebis, norma,
standar, prosedur dan Kkriteria, pemantauan an evaluasi
pengendalian dan pendistribusian alat kon rasepsi dan
evaluasi pembinaan kesertaan ber-keluarga  erencana di
Daerah.

Subkoordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluar a Berencana
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a, pelaksanaan penyusunan rencana kerja S
Pembinaan kesertaan ber- keluarga berencan

b. pelaksanaan penyusunan bahan pembina kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan krite ia di bidang
pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana,
pengendalian dan pendistribusian alat kontra epsi;

c. pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan t knis norma,
standar, prosedur dan kriteria terkait pembin an kesertaan
ber-keluarga berencana, pengendalian dan pe distribusian
alat kontrasepsi;

d. pelaksanaan penyediaan fasilitas pelayan keluarga
berencana;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembin an kesertaan
ber-keluarga berencana, pengendalian dan pe distribusian
alat kontrasepsi;

f. pelaksanaan inventarisir permasalahan yan ada terkait
layanan pembinaan kesertaan ber-keluarg  berencana,
pengendalian dan pendistribusian alat kontra psi;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di
bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan pemberian saran dan
atasan terkait bidang tugasnya.




Subkoordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Kelu = a Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan
Keluarga.

Pasal 52
Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahter Keluarga
mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan t
standar, prosedur dan kriteria serta pemantau
ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan K luarga dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja subkd ordinator;

b. pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan leknis norma,
standar, prosedur dan kriteria terkait ketah an keluarga
dan kesejahteraan keluarga;

c. pelaksanaan penyusunan bahan dan
pembimbingan pelaksanaan kebijakan te is, norma,
standar, prosedur dan kriteria tentang ketah an keluarga
dan kesejahteraan keluarga;

d. pelaksanaan penyusunan bahan kajian te ‘s pembinaan
kesehatan reproduksi;

e. pelaksanaan pemantauan dan pembin terhadap
keluarga balita, keluarga remaja, keluarga I uut usia dan
rentan;

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta | pelaporan di
bidang tugasnya;

g. pelaksanaan pemberian saran dan pertimb ngan kepada
atasan terkait bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahter Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan esejahteraan
Keluarga.

BABV
DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN R ANG
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 53

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan g Kabupaten
Belitung Timur dengan Tipe A, mempunyai tug s membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas
Pembantuan di bidang pekerjaan umum dan p nataan ruang
dan bidang pertanahan.



(2)

3)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rfang dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ~am ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijak urusan
pemerintahan bidang pekerjaaan umum dr  penataan
ruang dan bidang pertanahan;

b. penyelenggaraan kebijakan wurusan pemerin~an bidang
pekerjaan umum dan bidang pertanahan;

c. penyelenggaraan  evaluasi  dan pelapor urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan pe ataan ruang
dan bidang pertanahan;

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerj Umum dan
Penataan Ruang; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan | ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak yang perlu
diambil.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ipimpin oleh
Kepala Dinas yang  berkedudukan di awah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekret ‘s Daerah.

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum d Penataan
Ruang terdiri dari:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Keuangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi d
c. Bidang Bina Marga;
1. Subkoordinator Pembangunan Jalan dan J mbatan;
2. Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan J mbatan; dan
3. Subkoordinator Peralatan dan Laboratoriu
d. Bidang Sumber Daya Air;
1. Subkoordinator Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air;dan
2. Subkoordinator PengelolaanJaringan Sum
e. Bidang Cipta Karya;
1. Subkoordinator Penataan Bangunan;
2. Subkoordinator Pengembangan Sistem P yediaan Air
Minum; dan
3. Subkoordinator Penataan Drainase.
f. Bidang Penataan Ruang;
1. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang;
2. Subkoordinator Pemanfaatan dan Penge dalian Tata
Ruang;dan
3. Seksi Pertanahan.
g. KelompokJabatan Fungsional; dan
h. UPT.




(2}

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pa a ayat (1)
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf |
.Kepala Dinas

Pasal 55

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan keb uakan teknis,
memimpin dan mengoordinasikan wurusan pek rjaan umum
dan penataan ruang serta pertanahan sesu - ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks
(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan  kebijakan dan
operasional di bidang pekerjaan umum penataan
ruang;

b. penyelenggaraan perumusan program dan kegiatan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. penyelenggaraan pembinaan kewenangan di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang
pertanahan;

d. penyelenggaraan pengawasan, engendalian,
pengembangan rehabilitasi dan pengemb gan operasi
serta pemeliharaan dan pembangunan di bid g pekerjaan
umum dan penataan ruang;

e. penyelenggaraan pengamanan dan pemanta an air serta
rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan ai ;

f.  penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir dan
bencana lainnya serta usaha pengendalian e si dan abrasi

pantai;

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengawas  pengelolaan
administrasi umum meliputi ketatalaksan , keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan perala serta aset

lainnya; dan

h. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Paragraf2
Sekretariat

Pasal 56

Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegiatan
administrasi umurn, perencanaan program dan a ggaran, serta
ketatausahaan  berdasarkan  petunjuk pelak anaan yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.



(2)

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan rumah tangga Dinas Pekerjaan mum dan
Penataan Ruang;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan an dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipu
perlengkapan, inventaris, kerumahtangg
- menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d pelaporan

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jaw b langsung
kepada KepalaDinas.

Pasal 57

Subbagian Umum dan Kepegawaian memp tugas
mela.ksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtang an, surat
menyurat, kearsipan serta  pengelolaan  administrasi
kepegawaian di Lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam Dflaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai rungsi:

a. pelaksanaan rencana program kegiatan per tab n anggaran
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalan

d. pelaksanaan pengusulan pegawaidan pengan
jabatan;

e. pelaksanaan rencana peningkatan keteramp lan pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan teknis, st ktural dan

fungsional,

f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap  bahan usul
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkal pensrun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,

kesejahteraan  pegawai, mutasi dan pe berhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pe didikan dan
pelatihan, wujian dinas, izin belajar, pemb atan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelengg
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan atan serta
mengelola sistem informasi manajamen kepega

h. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprot kolan;



3)

(2)

i. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

j- pelaksanaan penatausahaan daftar inventari , arsip dan

dokumentasi;

k. pelaksanaan inventarisasi permasalahan se uai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepega: aian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasa:r pemecahan
masalah;

|.  pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagiail yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 58

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan aset dinas,

penatausahaan  keuangan, perbendaharaan, d verifikasi
keuangan.

Subkoordinator = Keuangan dalam  melaksan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai gsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram kerja
tahunan subkoordinator;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungja:
pembukuan;

c. pelaksanaan pengkajian ulang setiap do en/bukti
pengeluaran uang; ,

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do umen/bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, i sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik an tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu pulan data
usul rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan  penyusunan kebutuhan p rlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pet". atan kantor,
pengamanan  aset, usulan penghapusan aset dan
menyusun laporan pertanggungjawaban a s barang-
barang inventaris;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, jmemberikan
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

j.  pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe njuk teknis

pengelola keuangan dan aset;
k. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta rifikasi dan
administrasi pengelola keuangan dan aset;



{3)

(2)

I. pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan p laksana dan
jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fu sinya;

m. pelaksanaan penyusunan laporan subkoordin or; dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal59

Subkoordinator =~ Perencanaan,  Evaluasi dan  Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun  perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusu an program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksan an kegiatan
perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pela oran dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusun n pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan kerja
tahunan  Subkoordinator  Perencanaan, dan
Pelaporan;

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program DI as;

d. pelaksanaan penghimpunan data. program an kegiatan
dari masing- masing bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet ~uk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan | oran;

(- pelaksanaan penyusunan rencana strategis, I ncana kerja,
laporan kinerja, rancangan anggaran pen apatan dan
belanja Daerah;

g. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pen elenggaraan
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati  sesuai dan
ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana program dan laporan;

» pelaksanaan  penyiapan rumusan = progra kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiata bidangdan
UPT dalam rangka penyusunan anggaran pen apatan dan
belanja Perangkat Daerah;

J.  pelaksanaan penyiapan dan penyusunan b dan data
laporan pelaksanaan tugas Dinas dan subkoor

K. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil;

. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terh ap rencana
dan program; dan

m. pelaksanaan pelaporan basil pelaksanaan tugas dan
kegiatan kepada atasan.



3)

Subkoordinator =~ Perencanaan,  Evaluasi dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam !Iflaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada

Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Bina Marga

Pasal60

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu [epala Dinas

dalam bidang kebinamargaan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas |ebagaimana

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a.

penyelenggaraan pengelolaan jalan dan jemba an yang ada
di Daerah baik jalan Daerah/ desa meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
penyelenggaraan penyusunan rumusan kebij an Daerah
di Bidang Bina Marga sesuai arah dan kebij
penyelenggaraan  penyusunan  pedoman

operasional jalan dan jembatan;

penyelenggaraan penyusunan dokumen pene apan status
jalan dan jembatan;

penyelenggaraan penyusunan saran pemberi 1zin dan
pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat alan, ruang
milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

penyelenggaraan penyusunan rencan teknis,
pemograman, penganggaran, pengada lahan,
pelaksanaan  kontruksi jalan dan jem atan  serta
pengoperasian pemeliharaan jalan dan jembat
penyelenggaraan pemberian saran dan p rtimbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah dan - dakan yang
perlu diambil dalam tugas bidangnya;

penyelenggaraan penyusunan rumusan kebij

di Bidang Bina Marga sesuai arah dan kebijak  nasional;
penyelenggaraan  'penyediaan  jalan dan  jembatan
Daerah/desa yang menghubungkan pusat-p at kegiatan
dan pusat produksi sesuai ketentuan untu memenuhi
kebutuhan masyarakat;

penyelenggaraan penyediaan sarana dan pra arana jalan
dan jembatan Daerah/desa  sesuai perat ran untuk
kelancaran dan keselamatan masyarakat pe gguna jalan
dan jembatan;

penyelenggaraan penyusunan  kebijakan t knis jalan
Daerah /desa dan jembatan sesuai peraturan;
penyelenggaraan pemeliharaan jalan Daerah /desa dan
jembatan sesuai ketentuan yang ada untuk me gembalikan
kondisi jalan berfungsi optimal;



®)

(2)

m. penyelenggaraan pengembangan dan peneliti  pembuatan
jalan dan jembatan Daerah /desa sesuai ket ntuan yang
ada untuk peningkatan kualitas jalan;

n. penyelenggaraan  veriftkasi pemberian komendasi,
dispensasi dan pertimbangan teknis pemanf atan ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang peng wasan jalan
sesuai ketentuan yang ada untuk dimanfa tkan secara
optimal; dan

0. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per~ diambil.

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaks akan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ~ pala Dinas.

Pasal 61

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemb
dan jembatan.

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jem atan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan d  jembatan
Daerah/desa;

b. pelaksanaan penyusunan rencana
Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai de
kerja Dinas;

c. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis, pengawasan
dan pengendalian mutu pada pekerjaan kon truksi jalan
dan jembatan;

d. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis p mbangunan
peningkatan sarana jalan dan jembatan;

e. pelaksanaan diseminasi dan penerapan siste manajemen
mutu serta  pengawasan kegiatan p mbangunan
peningkatan dan rehabilitasi sarana jalan dan j mbatan;

f. pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pemb gunan dan
pengembangan sarana dan prasarana jalan d jembatan:

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan engendalian
konstruksi jalan dan jembatan;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerj kontruksi
prasarana dan sarana jalan dan jembatan;

i. pelaksanaan survei, analisis susunan jalan d n jembatan,
penelitian, melakukan rencana dan gamb mengenai
geometri jalan jembatan, dinding penahan dan

J. pelaksanaan penyusunan spesiftkasi teknis

biaya terhadap pembangunan jalan, jemba , drainase,
dinding penahan jalan;



k.

pelaksanaan penyusunan pemuktahiran progr -program,
spesifikasi teknis, estimasi biaya pemban nan jalan,
jembatan, drainase, dinding penahanjalan;

pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, engawasan,
pengendalian dan  pelaporan  pembangu an  jalan,
jembatan, drainase dan dinding penahanjalan;

m. pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan p laksana dan

n.

0.

jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fun sinya;

pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tu as/kegiatan
kepada atasan; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb

atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan

sebagaimana climaksud pada ayat (1) dalam -

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Bina Marga.

Pasal62

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembata dfnempunyai

tugas melaksanakan urusan pemeliharaan jalan

jembatan.

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jem~a.tan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan
subkoordinator;

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan d  jembatan
Daerah/ desa;

pelaksanaan penyusunan rencana koordinator
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai de gan rencana
kerja Dinas;

pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pen awasan dan
pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi
pemeliharaan jalan dan jembatan;

pelaksanaan penyusunan pedoman teknis

jalan dan jembatan;

pelaksanaan diseminasi dan penerapan siste manajemen
mutu serta pengawasan kegiatan rehabilitasi emeliharaan
jalan dan jembatan;

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasar ajalan dan
jembatan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerj konstruksi
sarana dan prasarana pemeliharaan jalan dan embatan;
pelaksanaan survei susunan, analisis, pen litian serta
melakukan rencana dan gambar pemelih aan jalan,
jembatan, drainase dan penahan badanjalan;
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k. pelaksanaan penyusunan spesifikasi teknis
biaya pemeliharaan jalan, jembatan, drainase
badan jalan;

|.  pelaksanaan penyusunan pemuktahiran progr
spesifikasi teknis, estimasi biaya pemelih
jembatan, drainase dan dinding penahanjalan;

m. pelaksanaan pernbinaan, bantuan teknis,
pengendalian dan pelaporan pemeliharaan jala
drainase dan penahan badan jalan;

n. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tu
kepada atasan; dan

0. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jem
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan
kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 63

Subkoordinator Peralatan dan Laboratorium mem
melaksanakan urusan peralatan dan laboratorium.

Subkoordinator Peralatan dan Laboratori

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana
Peralatan dan Laboratorium;

b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pengawas
dan laboratorium;

c. pelaksanaan kegiatan pengujian laboratorium;

d. pelaksanaan penyiapan rekomendasi
pengujian laboratorium;

e. pelaksanaan penyetoran pendapatan dari pen
alat laboratorium sesuai dengan peraturan yan

f. pelaksanaan program-program, spesifikasi,
bantuan teknis dan pengendalian laboratorium

g. pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, inve
kebutuhan pengadaan peralatan dan laboratori

h. pelaksanaan pelaporan basil pelaksanaan tu
kepada atasan; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator Peralatan dan Laboratorium
dimaksud pada ayat (1) dalam melaks~akan tug
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Marga.

an estimasi
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Paragraf 4
Bidang Sumber Daya Air

Pasal64

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas m laksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Ta Ruang di
bidang pengelolaan irigasi, jaringan pemanfaa air dan
jaringan sumber air.

Bidang Sumber Daya Air dalam ~  tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meny lenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan penyediaan air ai dengan

peraturan yang berlaku untuk kebutuhan ma arakat pada
sumber air yang menjadi kewenangannya;

penyelenggaraan penyediaan sumber daya air ada wilayah
sungai, rawa dan pantai Daerah agar berfu[gsi dengan
optimal;

penyelenggaraan pengelolaan kawasan lindl!lng sumber
daya air pada wilayah Daerah ses ai dengan
kewenangannya agar terjaga kelestariannya;
penyelenggaraan pemberian rekomendasi tekn s untuk izin
penyediaan peruntukan pengusahaan sumb r daya air
dalam Daerah sesuai peraturan perundang - undangan
untuk dimanfaatkan;

penyelenggaraan pengoordinasian pemangku kepentingan
sumber daya air dalam wilayah Daerah se uai dengan
pedoman yang berlaku untuk kelestariannya;
penyelenggaraan  pengoordinasian 1ZIln pe bangunan,
pemanfaatan, pengusahaan dan atau p bongkaran
bangunan dan atau saluran irigasi dalam d erah irigasi
yang menjadi wewenang yang berada dalam atu Daerah
sesual peraturan yang berlaku agar tidak terj di tumpang
tindih;

penyelenggaraan pengoordinasian penyediaa air irigasi
sesual petunjuk teknis untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang menjadi kewenangannya;

penyelenggaraan penyediaan bangunan peng an pantai
pada wilayah sungai sesuai kewenangan  aerah agar
berfungsi dengan optimal;

penyelenggaraan pengumpulan dan pengelol data serta
pelaporan dibidang sumber daya air; dan

penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindak - yang perlu
diambil.

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaks akan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K pala Dinas.



(1)

Pasal65

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Jaringan emanfaatan
Air mempunyai tugas mempunyai tugas melaksan kan urusan
pengelolaan irigasi dan jaringan pemanfaatan air.

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Jaringan emanfaatan
Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana di  ksud pada
ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan pengelolaan irigasi dan bangun

lainnya serta sumber air baku;

pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program di
bidang pengelolaan pengairan dan bangun pelengkap
lainnya serta sumber air baku;

pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan d am rangka
pembangunan, meningkatkan dan rehabili asi bidang
pengelolaan pengairan dan bangunan pelen p lainnya
serta sumber air baku;

pelaksanaan  pengendalian dan pengawas kegiatan
pengelolaan pengairan dan bangunan pelen ap lainnya
serta sumber air baku;

pelaksanaan survei dan inventaris kegiatan pengelolaan
pengairan dan bangunan pelengkap lainnya umber daya
air baku;

pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengo erasian dan
pemeliharaan saluran irigasi dengan
kewenangannya;

pelaksanaan analisa data dalam rangka peningkatan
efisiensi serta efektifitas pemanfaatan air pe ukaan dan
sumber daya air;

. pelaksanaan perencanaan pembangunan d perbaikan

saluran irigasi skala Daerah sesuai kewenang8fnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas; r
pelaksanaan  pengkajian pertimbangan tEe' s bahan
rekomendasi 1zin pembangunan emanfaatan,
pengusahaan dan atau pembongkaran bangul dan atau
saluran 1irigasi dalam daerah irigasi yang berada dalam
Daerah sesuai peraturan yang berlaku;

pelaksanaan  perumusan rekomendasi pen rbitan izin
pernbangunan, pemanfaatan dan atau pe bongkaran
irigasi sesuai dengan ketentuan yang ada ag tertib dan
teratur;

pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan sist m informasi
irigasi dalam wilayah Daerah sesuai dengan pe aturan yang
ada sebagai sumber data;

pelaksanaan penyusunan rancangan kebij an dalam
rangka pemberian rekomendasi teknis 1zin
penyediaan, peruntukan dan pengusahean su ber daya air
sesual dengan pedoman yang ada untuk diman aatkan;



3)

(D)

(2)

m. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemeli araan dan
rehabilitasi sungai, danau dan waduk pada layah dalam
satu Daerah sesuai dengan peraturan yang be laku sebagai
acuan dalam pelaksanaan untuk dimanfaatk

n. pelaksanaan analisa data dalam rangka penin , atan efisien
serta efektifitas, pemanfaatan air permukaan dan sumber
daya air;

0. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis prmberdayaan
pemangku kepentingan sumber daya air se uai dengan
ketentuan yang berlaku untuk pedoman;

p- pelaksanaan kebijakan penyediaan air baku s,suai dengan
peraturan yang ada untuk kebutuhan masyrrakat pada
sumber daya air yang menjadi kewenangannya clan

q. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Jaringan emanfaatan
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 66

Subkoordinator Pengelolaan Jaringan Sumber
tugas melaksanakan pengelolaan jaringan sumber

Subkoordinator Pengelolaan Jaringan . Sumber
melaksanakan tugas sebagaimana climaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan, pengamanan dan
sungai, pemanfaatan/ pendayagunaan serta
pengendalian dan pengamanan pantai;

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program di
bidang pengelolaan, pengamanan dan pengend lian sungai,
pemanfaatan/pendayagunaan rawa serta peng ndalian dan
pengamanan pantai;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan
dan pengendalian sungai, pemanfaatan/pe dayagunaan
rawa serta pengendalian dan pengamanan pan

d. pelaksanaan penyusunan pedoman
pembentukan wadah koordinasi sumber daya - di tingkat
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengaturan, emanfaatan

serta pembuangan air untuk industri, d mestik dan
keperluan nonpertanian lainnya;

f. pelaksanaan inventarisasi jaringan sumber d ya air yang
dikelola masyarakat dan penanggulangan aki at bencana
alam;

g. pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pengawasan
pembangunan, peningkatan bangunan, peng bilan dan
pembuangan serta bangunan pelengkap;



pelaksanaan pengaturan dan pemanfaatan pe buangan air
untuk industri, domestik dan keperluan n n pertanian
lainnya;

pelaksanaan penyusunan program  pe bangunan/
peningkatan dan pemeliharaan bangunan pe gaman pada
wilayah sungai, rawa dan pantai sesuai deng  peraturan
yang berlaku agar berlungsi optimal;

pelaksanaan pengendalian bangunan peng8fan wilayah
sungai, rawa dan pantai sesuai kewenangan agar berfungsi
optimal; %
pelaksanaan perencanaan penyediaan ban nan pada
wilayah sungai, rawa dan pantai sesuai

Daerah sebagai acuan;

pelaksanaan penyusunan kebijakan peneta n kawasan
lindung sumber daya air pada wilayah D erah sesuai
dengan kewenangannya agar terjaga kelestari nya;

. pelaksanaan penyusunan pedoman pengelol kawasan

lindung sumber daya air wilayah Daerah ses ' ketentuan
yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

pelaksanaan perencanaan kegiatan dan peme iharaan dan
rehabilitasi sungai, rawa dan pantai pada layah dalam
Daerah sesuai dengan paraturan yang ada seb aiacuan;
pelaksanaan penyusunan dan mengelola sist m informasi
sumber daya air dalarn wilayah Daerah se uai dengan
paraturan yang berlaku sebagai sumber data;

pelaksanaan penyusunan konsep program emeliharaan
penyediaan bangunan pengaman pada wil yah sungai,
rawa dan pantai sesuai dengan peraturan ang berlaku
agar berfungsi optimal;

pelaksanaan pengendalian bangunan pen aman pada
wilayah sungai, rawa dan pantai sesuai kewe angan agar
berfungsi optimal; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Jaringan Sumber Air
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bi
Daya Air.

Paragraf 5
Bidang Cipta Karya

Pasal67

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksana an sebagian
tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru g di bidang
penataan bangunan, pengembangan sistem pe yediaan air
minum dan penataan drainase.



(2)

(2)

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan operasional ke atan Bidang
Cipta Karya berdasarkan tahun sebelumny baik rutin
maupun pembangunan serta sumber yang da sebagai
bahan wuntuk melaksanakan kegiatan ses ai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;

b. penyelenggaraan perurnusan rekomendasi te s penzman
bangunan dan pengendalian pelaksanaan p mbangunan
Bidang Cipta karya;

c. penyelenggaraan perencanaan penataan b
dan kawasan khusus;

d. penyelenggaraan perumusan konsep kebijaka pembinaan
teknis di bidang penataan bangunan kota kawasan
khusus, prasarana lingkungan pemukiman air bersih,
drainase, sanitasi dan prasarana lingkti.ngan;

e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kJ.e-a  di Bidang
Cipta Karya;

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtj.mbangan
kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu

diambil. |

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud p,da ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaks . akan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ~. pala Dinas.

Pasal 68

Subkoordinator = Penataan  Bangunan memp
melaksanakan urusan penataan bangunan gedun
negara.

Subkoordinator Penataan Bangunan dalam m laksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp nyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kerja ling p penataan
bangunan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk te is lingkup
penataan bangunan;

c. pelaksanaan kegiatan lingkup penataan bangu an;

d. pelaksanaan pengoordinasian monitoring, pen awasan dan
pengendalian, evaluasi dan pelaporan ling p penataan
bangunan;

e. pelaksanaan penyusunan rencana dan pll,gram kerja
lingkup penataan bangunan;

f. pelaksanaan analisa data bahan perumusa  kebijakan
lingkup penataan bangunan;

g. pelaksanaan pembinaan dan lingkup
penataan bangunan;

h. pelaksanaan pertelaan bangunan;

pelaksanaan  verifikasi dan menandatang i dokumen

teknis dengan mengkaji kesesuaian titik lo asi, fungsi,

peruntukan, luas bangunan, garisan rencan kota yang
tertuang dalam keterangan rencana kota, ste plan dan
ketentuan lain yang ditetapkan;

[,



3)

3)

J.  pelaksanaan survei kondisi eksisting lap

bangunan tertentu;

k. pelaksanaan penyiapan konsep, memerlksa d  memparaf
konsep naskah dinas lingkup penataan bangu an;

. pelaksanaan pembuatan telaahan staf bahan ertimbangan
perumusan kebijakan lingkup penataan bangu an;

m. pelaksanaan ‘koordinasi dan konsultasi den an instansi
terkait lingkup penataan bangunan;

n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelistrikan erkantoran;

o. pelaksanaan pengawasan dan pengendali lingkup
penataan bangunan;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi lingkup

penataan bangunan; dan
q. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Penataan Bangunan sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta

Pasal69
Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyedi Air Minum
mempunyai tugas melaksanakan pengemb sistem

penyediaan air minum.

Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyedia.a.JAir Minum
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan rancangan arah d kebijakan
teknis dinas dalam wurusan penyediaan nfrastruktur
permukiman dan sistem penyediaan air minu

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan te is dalam
lingkup tugas dan fungsi Subkoordinator Pe gembangan
Sistem Penyedian air m.inum;

c. pelaksanaan program dan kegiatan yang te
lingkup tugas dan fungsi Subkoordinator Pe gembangan
Sistem Penyedian Air Minum;

d. pelaksanaan pengawasan terhadap yang
diselenggarakan melalui Subkoordinator Pe gembangan
Sistem Penyedian Air Minum sesuai tugas dan ungsinya;

e. pelaksanaan penyiapan analisa data dan la oran untuk
pemantauan dan evaluasi atas program d n kegiatan
Subkoordinator Pengembangan Sistem Pe yedian Air
Minum; dan

f. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyedia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ~ pada Kepala
Bidang Cipta Karya.



Pasal 70

Subkoordinator - Penataan  Drainase @ mempJnyai  tugas
menyelenggarakan urusan penataan drainase. j

Subkoordinator Penataan Drainase dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyatrungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan encana kerja
dan petunjuk teknis di bidang drainase;

b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama de gan lembaga
dan instansi lain di bidang drainase; j

c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalT; di bidang

drainase; . t

d. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi pelaporan
tugas; dan

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbF.gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yanap lu diambil.

Subkoordinator Penataan Drainase sebag - a climaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berad awah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta (]

Paragraf6
Bidang Penataan Ruang

Pasal 71

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Pen taan Ruang di

bidang perencanaan, pemanfaatan dan penrendalian tata
ruang serta pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan  tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meryelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
tugas dan fungsi pada Bidang Penataan Rurg;

b. penyelenggaraan perumusan  kebijakan perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan~ petapan harga
satuan bangunan strategis Daerah sesuai ketentuan yang
ada sebagai acuan dalam penetapan stand . harga;

d. penyelenggaraan pengoordinasian penyedi sistem data
dan informasi penyelenggaraan bangurian gedung di
wilayah Daerah; /

e. penyelenggaraan  pengoordinasian  penyediaan  ruang
terbuka hijau publik; |

f. penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan pengaduan
pelanggaran tata ruang;

g. penyelenggaraan perumusan kebijakan penetapan Kkriteria
penentuan dan perubahan fungei ruang kawasan/lahan
wilayah;



h. penyelenggaraan perencanaan operasional det Il tata ruang
untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten lan rencana
tata ruang strategis kabupaten; F

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan peneta~an kawasan
tata ruang strategis pedesaan, perkotaan d~ kabupaten
serta kebijakan penataan bangunan dan lingkungan di
wilayah Daerah; [

j- penyelenggaraan pengoordinasian penerbitan frtifikat laik

fungsi bangunan gedung sesuai ketentuan yang ada untuk
dimanfaatkan; %

k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dl  pelaporan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan ungsi pada
bidang tata ruang; dan

|.  penyelenggaraan rekomendasi saran dan -_Ifrtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindaki:Ujyang perlu
diambil.

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ~ada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaks~akan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K pala Dinas.

Pasal 72

Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang mem~unyai tugas
melaksanakan kegiatan perencanaan tata ruang. |

Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp'fyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan f.erencanaan
tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ebagai arah
pemanfaatan pengendalian;

b. pelaksanaan  penyusunan perencanaan lahan ruang
terbuka hijau publik sesuai dengan ketentu~ yang ada
sebagai fasilitas um.um yang representatif; ‘

c. pelaksanaan penyediaan sistem informasi tata Fang sesuai
dengan ketentuan yang ada menjadi data pemanfaatan

kawasan;

d. pelaksanaan penyusunan ketentuan peratf ran zonasi
sistem Daerah sesuai peraturan yang ada am rangka
penyelenggaraan penataan ruang;

e. pelaksanaan perencanaan sinkronisasi program

pembangunan dan penataan ruang Da rah sesuai
ketentuan yang ada sebagai acuan tata ruang;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan pene~ kawasan
tata ruang strategis pedesaan, perkotaan . kabupaten
sesuai ketentuan yang ada arah dalam penetal?an kawasan;
dan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb [ gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe|u diambil.




(3)

(3)

Subkoordinator = Perencanaan  Tata Ruang ~ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugfs berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bid ' g Penataan
Ruang.

Pasal 73

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemlfaatan dan
pengendalian tata ruang.

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksld pada ayat
(1) mempunyai fu.ngsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram Kkerja
tahunan Subkoordinator Pemanfaatan dan 1
Tata Ruang; lengendalian

b. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan - emanfaatan
dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ke entuan yang
ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;

c. pelaksanaan perencanaan sinkronisasi program
pembangunan dan penataan ruang Dalrah  sesuai
ketentuan yang ada sebagai acuan tata ruang;

d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan pengaduan
pelanggaran tata ruang tingkat Daerah sesut- ketentuan
yang ada sebagai bahan evaluasi pemanfaatan awasan;

e. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan dan ~engendalian
ruang terbuka hijau publik sesuai dengan ketel ntuan yang
ada supaya berfungsi optimal;

f. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tinrt Daerah
sesuai dengan ketentuan yang ada untu perbaikan
pemanfaatan;

g. pelaksanaan penyusunan perangkat insentif dl disinsentif
tingkat Daerah sesuai ketentuan yang jada untuk
penyelenggaraan penataan ruang; ‘

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Penataan Ruang.

Pasal 74

Seksi  Pertanahan mempunyai  tugas merencanakan,

merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasir ebijakan di
bidang pertanahan.



(2)

Seksi Pertanahan dalam melaksanakan tugas lebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram kerja
tahunan Seksi Pertanahan;

pelaksanaan penghimpunan dan penelaahan/ pemahaman
peraturan  perundang-undangan  pedoman teknis dan
petunjuk teknis serta bahan lainnya yang erhubungan
dengan bidang tugasnya sebagai pedoman/lan asan kerja;
pelaksanaan  pengolahan  bahan  dan ata  untuk
penyusunan pedoman dan petunjuk tekni di bidang
pertanahan;

pelaksanaan pemanta.uan dan penerapan sem  peraturan
perundang - undangan yang berkaitan de~gan bidang
pertanahan;

pelaksanaan penyiapan bahan sosialisasi da pembinaan
kebijakan Daerah di bidang pen elenggaraan
urusan/kewenangan bidang pertanahan; |
pelaksanaan  inventarisasi permasalahan : elaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pe anahan dan
penyelesaian masalah tanah;

pelaksanaan  kegiatan pembinaan dan

.pemberian dukungan dan bantuan, mo

evaluasi di bidang tata guna tanah, pengaturan
penguasaan tanah, pengurusan dan penang an masalah
pertanahan, serta pengukuran;

pelaksanaan perencanaan dan penyiapan b an fasilitasi
dalam penyelesaian ganti rugi pengadaan ah untuk
pembangunan kepentingan um.um;

pelaksanaan inventarisasi perencanaan, pem,nfaata.n dan
pengendalian penggunaan lahan;

pelaksanaan penyusunan bahan penetapan ~okasi dalarn
rangka pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Darrah;
pelaksanaan kompilasi data dan informas peta pola
penatagunaan tanah, peta wilayah admin~strasi, peta
ketersediaan tanah, rencana tata ruang 'filayah dan
rencana pembangunan; -

pelaksanaan pengoordinasian penyelesaian Serl keta tanah;

. pelaksanaan fasilitasi penetapan dan penyeles ian masalah

tanah ulayat;

pelaksanaan pengoordinasian penggunaan tTah wilayah
Daerah;

pelaksanaan perencanaan pembangunan t ah wilayah
Daerah;

pelaksanaan pengoordinasian perenc dan
pengelolaan tanah aset Pemerintah Daerah;

pelaksanaan penginventarisiran data dan lapol'fUlmengenai
penyelenggaraan pengelolaan kewenangan bidang
pertanahan; dan : ‘
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang 1angkah dan tindakan yang diambil.



3)

(1}

(2}

3)

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud pa,

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaks

i
a ayat (1)
akan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K pala Bidang

Penataan Ruang.

BABVI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERM

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 75

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

KIMAN

rermukiman

Kabupaten Belitung Timur dengan Tipe C, mem~unyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemer-ntahan dan

Tugas Pembantuan di bidang perumahan rakyat
permukiman.

an kawasan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan
Pemerintahan bidang penataan
kawasan permukiman;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerin
penataan perumahan rakyat dan kawasan pe

c. penyelenggaraan  evaluasi dan  pelapor
Pemerintahan bidang penataan perumahan
kawasan pennukiman;

da ayat (1)

Urusan
rakyat dan

an bidang

Urusan
rakyat dan

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Perumran  Rakyat

dan Kawasan Pennukiman; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ~ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindak
diambil.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
sebagaimana dimaaksud pada ayat (1) dipimpin

yang perlu

Permukiman
oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung]awab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal76

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat
Pennukiman terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris Dinas
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pe
c. Bidang Penataan Perumahan
1. Subkoordinator Perencanaan dan
Perumahan; dan

an Kawasan

poran.

Pengendalian

2. Subkoordinator Penyediaan  dan  Plgcmbangan

Perumahan.



(2)

(1)

d. Bidang Penataan Kawasan Permuk:iman;
1. Subkoordinator Perencanaan dan engendalian
Kawasan Permukiman; dan
2. Subkoordinator = Penyediaan dan  Pe gembangan
Kawasan Permukiman.
e. KelompokJabatan Fungsional; dan
f. UPT

Bagan susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permuk:iman sebagaimana dimaksud Pfida ayat (1)
tercantum pada Lampiran IV yang merupakan jbagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf |
Kepala Dinas

Pasal 77

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebiiakan teknis,
memimpin dan mengoordinasikan urusan peru ahan rakyat
clan kawasan permukiman sesuai ketentu peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman  dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan funfsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebij teknis,
pengoordinasian dan pengelolaan kewenangan ada urusan
wajib pelayanan dasar perumahan rakyat kawasan
perrnukiman;

b. penyelenggaraan perumusan rencana strate~'s, rencana
kerja serta pelaporan;

c. penyelenggaraan dan penanggung jawab pengelolaan
administrasi, keuangan dan pembinaan kepeg, aian;

d. penyelenggaraan dan penanggung jawab pelaksanaan tugas
pada urusan wajib pelayanan dasar perumahar rakyat dan
kawasan permukiman; dan L

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertim.bangan

kepada atasan tentang langkah dan tind . yang perlu
diambil.

Paragraf2

Sekretariat

Pasal 78

Sekretariat mempunyai tugas dalam kegiatan administrasi
umum,  perencanaan  program dan  angg ran, serta
ketatausahaan  berdasarkan  petunjuk pelaks aan yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.



(2)

3)

(2)

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan p gram kerja
tahunan rumah tangga Dinas;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan an dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipu pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtangg an, surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil; dan |

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dair pelaporan
kegiatan Dinas. |

Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris }:/ang dalam

melaksanakan  tugas pokoknya berada di awah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

Subbagian Umum dan Kepegawaian memp yal tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, ke~ahtanggaan,
pengelolaan aset Dinas, surat-menyurat, kearisipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam m laksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp nyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan etiap tahun
anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

c. pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

d. ' pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalan  Dinas;

e. pelaksanaan pengusulan pegawaidan pengan atan dalam
jabatan;

f. pelaksanaan peningkatan keterampilan pe;:wai melalui

pendidikan dan pelatihan teknis, struktural d fungsional;

g. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap bahan usul
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan | formasi,
kesejahteraan  pegawai, mutasi dan pemberhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian perldidikan dan
pelatihan, wujian dinas, izin belajar, pemb atan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelengg ra jaminan
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

h. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan katan serta
mengelola sistem informasi manajamen kepeg aian;

i. pelaksanaan  penyiapan bahan penetap pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara embantu;



j.  pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat~ pertemuan

dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;

k. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

I.  pelaksanaan penyusunan kebutuhan p rlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pera atan kantor,
pengamanan  aset, usulan penghapusan aset dan
menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang

inventaris;

m. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pen | pulan data
usul rencana aset;

n. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
memberikan petunjuk teknis pengelolaaset;

0. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe njuk teknis
pengelolaaset;

p. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta erifikasi dan
administrasi pengelolaaset;

q. pelaksanaan penatausahaan daftar inventari , arsip dan
dokumentasi;

r. pelaksanaan inventarisasi permasalahan s wuai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaiari secara
rutin maupun berkala sebagai bahan das  pemecahan
masalah;

s. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian| Umum dan
Kepegawaian;dan

t. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbapgan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian jyang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan%gung jawab
kepada Sekretaris. :

Pasal 80

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelapor mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan rencala anggaran,
penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi
keuangan, menyiapkan bahan penyusunan  perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksankan kegiatan
perencanaan Dinas,

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dalam
melaksanakan sebagaimana  dimaksud pad~I ayat (1)
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr|gram Kkerja
tahunan Subbagian  Keuangan,-. Perenc| aan  dan
Pelaporan;




3)

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas g meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungj waban dan
pembukuan;

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti | pengeluaran
uan~ .

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do , men/ bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lernbur, irsentif, uang
makan uang tarnbahan beban kerja clanlainn!fl;

f. pelaksanaan penyusun laporan  periodik clan tahunan
tentang penerimaan clan pengeluaran keuanga+;

g. pelaksanaan penghimpunan bahan clanpen mpulan data
usul rencana keuangan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan |memberikan
petunjuk teknis pengelola keuangan;

1. pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis
pengelola keuangan; |

J. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta lerifikasi dan
administrasi pengelola keuangan;

k. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunrn pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan clanpelaporan;

|.  pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;

m. pelaksanaan penghimpunan data program [lan kegiatan
dari masing- masing bidang;

n. pelaksanaan pembinaan clan memberikan pe njuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan l~poran;

0. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja,

laporan kinerja, rancangan anggaran peniapatan clan
belanja Daerah;

p.- pelaksanaan penyiapan bahan laporan pe elenggaraan

Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai peraturan perundang -
undangan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi |penyusunan
rencana program clan laporan;

r. pelaksanaan  penyiapan rumusan  program kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiali bidang clan
UPTD dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja PD;

s. pelaksanaan pemantauan clan evaluasi  terhadap
pelaksanaan rencana dan program; |

t. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagiar Keuangan,
Perencanaan clan Pelaporan; dan

u. pelaksanaan rekomendasi saran clan pertimb8illgaikepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per;u diambil.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan 'tugas ber da di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



(1)

(1)

Paragraf 3
Bidang Penataan Perumahan

Pasal 81

Bidang Penataan Perumahan mempunyai tugas lelaksanakan
pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidanT perumahan
dan kawasan pennukiman pada tingkat kabupaten sesuai
dengan ketentuan perundangan-undangan.

Bidang Penataan Perumahan dalam tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: F

a. penyelenggaraan perencanaan perumahan, pembangunan
perumahan, pemanfaatan perumahan dan. Jengendalian
perumahan;

b. penyelenggaraan perumusan rekomendasi peherbitan izi.n
pembangunan dan pengembangan perumahan~

c. penyelenggaraan pengelolaan penerbi~ sertifikat
kepemilikan bangunan gedung; o~

d. penyelenggaraan sertifikasi bagi orang yang mrla.ksanakan
perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan
prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan
kecil;

e. penyelenggaraan registrasi bagi badan h kum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta
perencanaan prasarana, sarana dan utilitas u um tingkat
kemampuan kecil;

f. penyelenggaraan penyediaan rumah bagi mas arakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah;

g. penyelenggaraan rehabilitasi rumah korb~  bencana
Daerah;

h. penyelenggaraan penyediaan rumah korban bencana di
Daerah; dan

1. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p~rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindJ yang perlu
diambit.

Bidang Penataan Perumahan sebagaimana di,a.ksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 82

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Perumahan
mempunyai tugas merencanakan, erumuskan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb iakan teknis
pendataan dan perencanaan bidang perumahan.



(2)

3)

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Perumahan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan menyusun rencana dan pr~gram kerja
tahunan Subkoordinator Perencanaan dan fengendalian
Perumahan; |
pelaksanaan  perencanaan rumah sederh~a, rumah
menengah dan/ atau rumah mewabh;

pelaksanaan  fasilitasi kegiatan bantuan pembiayaan
pembangunan perumahan bersumber dari d+ anggaran
pendapatan dan belanja negara;

pelaksanaan pembuatan regulasi atau pro uk hukum
Daerah tentang izin pembangunan dan pergembangan
perumahan;

pelaksanaan standar operasional prosedu~ pengajuan
penerbitan  izin pembangunan dan pergembangan
perumahan;

pelaksanaan proses atau menolak pengajuan penerbitan
izin pembangunan dan pengembangan perum,han;
pelaksanaan pembuatan regulasi atau proruk hukum
Daerah tentang persyaratan administrasi dan teknis
sertifikasi kepemilikan bangunan gedung;

pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur
penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gerung;
pelaksanaan  proses dan/atau menolak | penerbitan
sertifikat kepemilikan bangunan gedung; |
pelaksanaan penyusunan juknis tentang sertiflkasi bagi
badan hukum yang melaksanakan peranfangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana
dan utilitas umum; |
pelaksanaan penyusunan standar operasio~al prosedur
persyaratan sertifikasi bagi badan hukum;

pelaksanaan kontrol proses sertifikasi bagi ba an hukum;
pelaksanaan  penyusunan  petunjuk te is tentang
sertifikasi bagi orang yang melaksanakan per cangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan pras

dan utilitas umum;

pelaksanaan penyusunan standar operasion prosedur
persyaratan sertifikasi bagi orang/ perseorang
pelaksanaan  kontrol proses sertifikasi orang/

perseorangan; clan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Penataan Perumahan.



(1)

3)

Pasal83

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan Perumahan
mempunyai tugas merencanakan, erumuskan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb-akan teknis
penyediaan, pembiayaan clan pelaksanaan di bid g penataan
perumahan.

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan Perumahan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuf pada ayat
(1} mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan rencana dan prqgram kerja
tahunan Subkoordinator Penyediaan dan Pe embangan
Perumahan;

pelaksanaan perancangan rumah layakhuni;

pelaksanaan pembangunan perumah dengan
mengembangkan teknologi dan rancang b ngun yang
ramah lingkungan;

pelaksanaan penyusunan dan penyediaan

perumahan  bagi masyarakat yang terke

program Pemerintah Daerah;

pelaksanaan pencadangan atau penyediaan ,anah untuk
pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi; |
pelaksanaan kebijakan dan strategi rehabi,tasi rumah
korban bencana; :
pelaksanaan . peningkatan kualitas rehabltasi rumah

korban bencana;
pelaksanaan pegelolaan prasarana, sarana gdan utilitas

umum terhadap kegiatan rehabilitasi korban
. bencana;
pelaksanaan penyusunan kebijakan d strategi

penyediaan rumah dan korban bencana; 1
pelaksanaan penyusunan rencana pembarigunan dan
pengembangan perumahan pada aspek penye~iaan rumah
korban bencana; ‘
pelaksanaan  fungsi operasionalisasi dan koordinasi
terhadap kebijakan penyediaan rumah korban |bencana;
pelaksanaan pengawasan dan pengendalir terhadap
penyediaan rumah korban bencana; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan' Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala

Bidang Penataan Perumahan.

Paragraf 4
Bidang Penataan Kawasan Pennukiman

Pasal 84

Bidang Penataan Kawasan Permukiman mem nyai tugas
melaksanakan pendataan, perencanaan, penc gahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan ermukiman
kumubh.



(2)

(1)

Bidang Penataan Kawasan Permuki.man dalam m laksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menye enggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan kawasan permu'°man;

b. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan produk
hukum Daerah tentang perizinan pembaninan dan
pengembangan kawasan permukiman;

c. penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan luas Fibawah 10
(sepuluh) hektar;

d. penyelenggaraan pengawasan dan Piengendalian
perumahan dan kawasan permuki.man pada Daerah;

e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.dhlam rangka
mencegah perumahan dan kawasan permukiman kumubh;

f. penyelenggaraan sinkronisasi data pembanguhan sarana,
prasarana dan utilitas umum dengan rencanJ, rancangan
dan perizinan;

g. penyelenggaraan inventarisasi data prasarana, sarana dan
utilitas yang telah selesai dibangun oleh setiap orang;

h. penyelenggaraan perencanaan prasarana, arana dan
utilitas umum;

1. penyelenggaraan pengelolaan pertamanan dan pemakaman
umum;dan

J. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Bidang Penataan Kawasan Permukiman ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala idang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan ertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 85

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendali n Kawasan
Permukiman mempunyai tugas merencanakan, erumuskan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb -akan teknis
pendataan dan  perencanaan kawasan ermukiman,
pencegahan dan peningkatan kualitas perumah  kumuh dan
permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan engendalian
kawasan permukiman.

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendali Kawasan
Permukiman dalam melaksanakan  tugas ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan kerja

tahunan Subkoordinator Perencanaan dan
Kawasan Permukiman;

b. pelaksanaan penyusunan produk hukum D erah tentang
perizinan pembangunan dan pengemban an kawasan
permukiman;



(3)

c. pelaksanaan pencadangan atau penyediaan |anah untuk
kawasan permukiman;

d. pelaksanaan penetapan kawasan permukiman;

e. pelaksanaan pendataan dan penetapan lokas| perumahan
kumuh dan pennukiman kumubh;

f. pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau
kembali;

g. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masy dalam
rangka mempertahankan  kualitas eecara
swadaya;

h. pelaksanaan pengendalian kawasan + an pada

lingkungan hunian perkotaan;

i. pelaksanaan pengawasan rencana penyedia  prasarana,
sarana dan utilitas umum sesuai den an standar
pelayanan minimal,

j- pelaksanaan pemetaan batas zonasi lingkun an hunian

dan tempat kegiatan pendukung;

k. pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang
pemberdayaan masyarakat untuk mencegah perumahan
dan kawasan permukiman kumuh; dan

L ppelaksanaan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendali Kawasan
Pennukiman sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be~ggung  jawab

kepada Kepala Bidang Penataan Kawasan Penn - an.

Pasal 86
Subkoordinator Penyediaan dan Pengemban Kawasan
Permukiman mempunyai tugas merencanakan, ' erumuskan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb ~akan teknis
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pe mahan dan
kawasan pennukiman.

Subkoordinator Penyediaan dan PengembangF  Kawasan
Permukiman dalam melaksanakan  tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program fan kegiatan
Subkoordinator Penyediaan dan Pengemban an Kawasan
Permukiman;

b. pelaksanaan sikronisasi data kesesuaian an a kapasitas
pelayanan dan jwnlah rumah;

c. pelaksanaan 'sinkrcnisasi data prasarana, |sarana dan
utilitas umum serta lingkungan hunian;

d. pelaksanaan  penyusunan  format inven | ‘'sasi data
prasarana, sarana dan utilitas;

e. pelaksanaan rapat koordinasi dan konsolidasi|inventarisasi
data prasarana, sarana dan utilitas;'

f. pelaksanaan perencanaan penyediaan kapling|tanah untuk
perumahan sebagai bagian dari permukiman;




3)

(1)

g. pelaksanaan perencanaan kelengkapan prasafana, sarana
dan utilitas umum perumahan;

h. pelaksanaan pengorganisasian dan pengendalian
penyelenggaraan urusan pertamanan;

1. pelaksanaan perawatan tanaman taman sertal penyiraman
tanaman;

J. pelaksanaan pembangunan taman selain &f@an media

Jgéellallll’(sanaan kegiatan perawatan dan peman  san pohon
peneduh sepanjang median jalan;

|I. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan penyilenggaraan
urusan pem.akaman;

m. pelaksanaan pengooordinasian dan ,engendalian
penyelenggaraan urusan pemakaman;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggara urusan

pemakaman; dan
o. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembang n Kawasan
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan berta ggung ja wab
kepada Kepala Bidang Penataan Kawasan Permu an.

BAB VII

DINAS SOSIAL1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dr- DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi ‘

Pasal 87 |

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Belitung Timur dengan Tipe A mempunyai tugah membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan |[dan Togas
Pembantuan di bidang sosial, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, dan bidang pemberdaya = perempuan
dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalarn
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijak Urusan
Pemerintahan  bidang sosial, bidang p mberdayaan
masyarakat dan desa, dan bidang p mberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerin an bidang
sosial, bidang pemberdayaan masyarakat d desa, dan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlind

c. penyelenggaraan  evaluasi dan  pelapor Urusan
Pemerintahan  bidang sosial, bidang p mberdayaan
masyarakat dan desa, dan bidang p mberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;




d. penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial, Pe berdayaan

Masyarakat dan Desa; dan

penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

(3) Dinas Sosial, Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin leh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertan gung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1)

Pasal 88

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat Dinas;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subkoordinator Keuangan; dan

3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan

Sosial Keluarga;

1. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial;

2. Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana Sosial
dan Alam;dan

3. Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Pemberdayaan Sosial;

1. Subkoordinator Penanganan Fakir Mis~n;

2. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial Ko |[unitas Adat
Terpencil dan Pengelolaan Sumber D |a Bantuan
Sosial; dan

3. Subkoordinator =~ Pengembangan Sumber
Kesejahteraan Sosial.

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Adlnistrasi

Pemerintahan Oesa;

1. Subkoordinator Penataan Desa; dan

2. Subkoordinator Kerja Sama dan 1'.dministrasi
Pemerintahan Desa.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan;

1. Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;dan |

2. Subkoordinator =~ Pemberdayaan = Masyarakat  dan
EkonomiKemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlind ngan Anak;

1. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender;

2. Subkoordinator =~ Pemberdayaan Pere puan dan
Kualitas Keluarga; dan

3. Subkoordinator Perlindungan Hak Anak dan Sistem
Data Gender.

KelompoklJabatan Fungsional; dan

UPT.




(2)

(2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pe berdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I/
tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 89
Kepala Dinas mempunyai tugas merumusk kebijakan
teknis, memimpin dan mengoordinasikan ujsan bidang
sosial, pemberdayaan  masyarakat dan lesa, serta

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: |
a. penyelenggaraan perumusan  kebijakan Teknis dan

operasional di bidang sosial, pemberdayaan |masyarakat
dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
an~; ‘

b. penyelenggaraan pembinaan di bidarpg sosial,

pemberdayaan masyarakat dan desa, plmberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

c. penyelenggaraan pengevaluasian dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan Dinas; dan |

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tind ., yang perlu
diambil.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 90

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekre -at dalam
kegiatan administrasi umum., perencanaan rogram dan
anggaran, serta ketatausahaan berdasar petunjuk
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekret latan.

Sekretariat  dalam  melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan
tahunan rumah tangga Dinas;
b, penyelenggaraan pengurusan administrasi ke egawaian;
c. penyelenggaraan pengelolaan keua gan dan
perbendaharaan;



3)

d. penyelenggaraan kegiatan umum = yangl meliputi
pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan,
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnyt dan

e. - penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Dinas; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambilL

Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris y g dalam
melaksanakan  tugas pokoknya berada di awah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 91

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempuPyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtang aan, surat
menyurat, kearsipan serta  pengelolaan dministrasi

kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalarn m laksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan etiap tahun
anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b, pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

c. .pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanfl Dinas;

d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan p,ngangkatan
dalam jabatan;

e. pelaksanaan  perencanaan  peningkatan lteterarnpilan
pegawai melalui pendidikan dan pelatiHan teknis,
struktural dan fungsional;

f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyi pan bahan
usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berka a. pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan Tormasi,
kesejahteraan  pegawai, mutasi dan pe berhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pe~{iidikan dan
pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelenggalra jaminan
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/ suami; |

g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan~katan serta
mengelola sistem infonnasi manajarnen kepegawaian:

h. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara dembantu;

1. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat~ pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;

J. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

k. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan
dokumentasi;




)

{2)

|
|
1. pelaksanaan inventarisasi pennasalahan sesrai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawr-an secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
m. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;dan
n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 92

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas m!aksanakan
penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan,
perbendaharaan, pengelolaan aset dan verifikasike angan.

Subkoordinator Keuangan dalam melaksana an tugas

sebagaimana pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pro ram kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y g meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungja aban dan
pembukuan;

Cc. pelaksanaan kaji ulang setiap dokwnen/bukti jengeluaran
uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do!men/bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, 1 sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik d n tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu pulan data
usul rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan  penyusunan kebutuhan  perlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor) peralatan
kantor, pengamanan aset, usulan penghapus aset dan
menyusun laporan pertanggung jawaban a as barang-
barang inventaris;

1. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, emberikan
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

j. pelaksanaan pembinaan dan memberikan petTnjuk teknis

pengelola keuangan dan aset;

k. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta vrrifikasi dan
administrasi pengelola keuangan dan aset;

I.  pelaksanaan penyusunan laporan Subkoordinator
Keuangan; dan |

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb~gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.



(3) Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksu pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugas berada di liawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 93

(1) Subkoordinator  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, enyusunan
program, monitoring dan  evaluasi serta  pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

(2) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelapfran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi: |
a. pelaksanaan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman

clan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporah:

b. pelaksanaan penyusunan rencana clan pro'ram kerja
tahunan  Subkoorclinator Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Di as;

d. pelaksanaan penghimpunan data program d n kegiatan
dari bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet njuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan laporan;

f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, ref cana kerja,
laporan kinerja, rancangan anggaran pend patan dan
belanja Daerah;

g. pelaksanaan penyiapkan bahan laporan penyelenggaran
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai deng peraturan
perundang - undangan

h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi , enyusunan
rencana program dan laporan;

1. pelaksanaan penyiapan rumusan  progr kegiatan
berdasarkan basil rangkuman rencana kegi tan _bidang-
bidang dan UPI'D dalam rangka penyusun anggaran
penclapatan dan belanja PD;

J. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bah  dan data
laporan pelaksanaan tugas Dinas dan Su koordinator
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

K. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p rlu diambil;
dan

I.  pelaksanaan pem.antauan dan  evaluas terhadap
pelaksanaan rencana clan program.

(3) Subkoordinator = Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada
Sekretaris.



Paragraf 3

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jamin.an Sosial{Keluarga

{D

(2)

(2)

Pasal 94

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan  Sosial
Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebabian tugas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desl di Bidang
Rehabilitasi, Perlindungan Sosial dan JamiJan  Sosial
Keluarga

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jami Sosial

Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaiman

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja d  program
kegiatan, norma, standar, prosedur dan ‘teria, dan
bahan rumusan  kebijakan di bidang  ehabilitasi,
perlindungan dan jaminan sosial;

b. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ehabilitasi,
perlindungan sosial korban bencana sosial dan alam, serta
dan jaminan sosial keluarga;

c. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi perlindungan so ial korban
bencana sosial dan alam;

d. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi jaminan sosial kelua ga;

e. penyelenggaraan norma, standar, prosedur, an Kkriteria
bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pdirtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil. |

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan .Jamihan Sosial
Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinJs.

Pasal 95
Subkoordinator ~ Rehabilitasi  Sosial ~mempu tugas
penyusunan rencana program dan kegiatan, ¢laksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, dan

kriteria, bimbingan teknis, supervisi, pemant uan, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Subkoordinator Rehabilitasi Sosial dalam melaks akan tugas

sebagaimana climaksud pada ayat (1)mempunyai ,ungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program an kegiatan
pada Subkoordinator Rehabilitasi Sosial;



. pelaksanaan rehabilitasi sosial bukan/ tidak | termasuk
bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
.zat adiktif lainnya dan orang deng]  human
immunodeficiency  virus/acquired immuno | deficiency
syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi posial pada
panti sosial, dan rehabilitasi . anak yang llerhadapan
dengan hukum;

pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi rehabil'tasi sosial
bukan/ tidak termasuk bekas korban peny lahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya‘ dan orang
dengan human immunodefici.encyvirus/acquired immuno
deficiency syndrome yang tidak memerlukan : ehabilitasi
sosial pada panti sosial;

pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis clan
pemantauan  serta evaluasi pelayanan sorial balita
terlantar;

pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan leknis dan
pemantauan serta evaluasi rehabilitasi sosial anak yang
berhadapan dengan hukum;

pelaksanaan  kebijakan teknis, bimbingan eknis dan
pemantauan . serta evaluasi rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan khusus;

. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan eknis dan
pemantauan serta evaluasi dan pelaporan rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas antara lain rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik dan sensorik, ilnental dan
intelektual di luar panti dan/atau lembaga;

pelaksanaan  kebijakan teknis, bimbingan jeknis clan
supervisi serta evaluasi, clan pelaporan rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga bin lembaga
pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan tindak
kekerasan diluar panti dan/ atau lembaga;

pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis clan
supervisi, evaluasi dan pelaporan kebij di bidang
rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/ atau
lembaga;

pelaksanaan pengelolaan data pelayanan osial orang
dengan human immunodeficiency virus/acquied immuno
deficiency syndrome untuk dikoordinasikan da dilaporkan
kepada pemerintah provinsi;

. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sdsial korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dl1 zat adiktif
lainnya untuk dikoordinasikan dan dilapor an kepada
pemerintah provinsi;

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan~emantauan
serta evaluasi pengembangan kelembagaan rehabilitasi
sosial tuna sosialdan korban perdagangan or g;



(1)

m. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi lain atau badan
hukum sosial dalam rangka pembinaan, Jengendalian
usaha rehabilitasi, pelayanan sosial, penyaluran dana
bantuan, perlindungan dan jaminan sosial; dJ.

a. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbaqgan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pertu diambil.

Subkoordinator Rehabilitasi Sosial sebagaiman  dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi,
Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 96

Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana Sosial dan
Alam mempunyai tugas menyusun rencana rogram dan
kegiatan, norma, standar, prosedur, d n  Kkriteria,
melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbi gan teknis,
dan supervisi, mernantau, serta mengevaluasi dan melaporkan
tugas subkoordinator.

Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana Sosial dan
Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana (!', aksud pada
ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program an kegiatan
subkoordinator;

b. pelaksanaan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial,
korban bencana sosial dan alam;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pen~elen~araan
pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan
mitigasi;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perlindungan korban bencana alam, pefpulihan dan
penguatan sosial;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberi bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi da+i pelaporan
kemitraan,  pengelolaan logistik, serta  penyediaan

kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana alam dan korban bencana sosial;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi dah pelaporan
pencegahan, penanganan korban bencana sbsial, politik,
dan ekonom.i; . |

g. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi dah pelaporan
pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;




(2)

h. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis dan aupervisi, serta evaluasi dan _pelaporan
pemulangan . warga Negara migran koer tindak
kekerasan dari titik debarkasi di Dae untuk
dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

1. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data, wverifikasi
dan validasi data fakir miskin;

j- pelaksanaan penyiapan koordinasi dan kerjasJma dengan

instansi terkait dan/ atau badan sosial dalam jmelakukan
tindakan preventif/pencegahan terhadap bencana alam
dan bencana sosial; l

k. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan emantauan
serta evaluasi penyiapan, penghimpunan serta penyaluran
bantuan sosial bagi korban bencana, baik pada saat
kejadian maupun lanjutan; dan

I. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlj: diambil.

Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana Sosial dan
Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan gjawab
kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlind dan
Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 97

Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga memp yai tugas
menyusun rencana program dan kegiatan, no;Ja, standar,
prosedur, dan kriteria, melaksanakan kebijakan,
melaksanakan bimbingan teknis, dan supervisi, memantau,
serta mengevaluasidan melaporkan tugas subkoo inator.

Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pat ayat (1),
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan
pada Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga-

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbinga teknis dan
supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan elaksanaan
seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi sert kemitraan
jaminan sosial keluarga;

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbing teknis dan
supervisi, evaluasi, dan pelaporan penyaluranl bantuan
dan pendampingan jaminan sosial keluarga;

d. pelaksanaan  kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi jaminan sosial kelu ga;

e. pelaksanaan  penyiapan bahan dan s ana  serta
melakukan kerjasama teknis dalam rangka j  'nan sosial,
bantuan langsung tunai bersyarat, bimbingarl, konsultasi
dan perlindungan kesejahteraan sosial ter~adap anak-
anak bermasalah sosial, mengupaya.kan pe gembangan
potensi anak, memberikan layanan dan ban uan kepada
korban tinda.kkekerasan;



(3}

(1}

f. pelaksanaan penyiapan perintisan, perconto n lembaga
bimbingan, konsultasi pemecahan masalah, eningkatan
kebutuhan hidup anak, koordinasi, kerja s a dengan
‘instansi  terkait dalam pemberian bant an tindak
kekerasan dan pekerja migran serta jaminan s sial pekerja
sektor informal;

g. pelaksanaan  pelaporan hasil kegiatan di bidang
rehabilitasi, perlindungan dan jaminan so ial kepada
atasan; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Jaminan  Sosial Keluarga  ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tug s berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke 1 Bidang
Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelaaarga.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 98

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan se agian tugas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan De a di bidang
pemberdayaan sosiai, pemberdayaan sosial ko wunitas adat
terpencil, penerbitan izin pengelolaan sumber d a bantuan
sosial, pengembangan potensi sumber kesejaht raan sosial
dan kelembagaan kesejahteraan keluarga.

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksangkan tLI%as
sebagaimana dimaksud pada ayat (Il meﬂi aﬂ

yinggar

fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja program
kegiatan, norrna, stander, prosedur dan iteria, dan

bahan rumusan kebijakan di bidang pemberd aan sosial;

b. penyelenggaraan norma, standar, prosedur d  kriteria di
bidang pemberdayaan sosial, penanganan f ir miskin,
pemberdayaan sosial komunitas adat te encil dan
pengelolaan  sumber dana  bantuan s sial, serta
pengembangan potensi sumber kesejahteraan osial;

c. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan umber dana
bantuan sosial;

d. penyelenggaraan penyusunan bahan no a, standar,
prosedur, dan kriteria pengembangan pot nsi sumber
kesejahteraan sosial;

e. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi,

pemantauan dan  evaluasi = pemberday an sosial
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakaw dan
restorasi sosial;

f. penyelenggaraan  pengoordinasian dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kegiat di bidang
pemberdayaan sosial dengan instansi terkait;

g. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.



(3)

(1)

(2)

(3)

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dim sud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang y g dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan~gung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 99

Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin memp nyai tugas
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknisl pembinaan
dan pendampingan, pengendalian, pengoordi asian dan
pengawasan pelaksanaan program kerja pada Su  koordinator
Penanganan Fakir Miskin. ]

Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dim.aksud pifla ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja d program
kegiatan Subkoordinator Penanganan Fakir Mi~kin;

b. pelaksanaan dan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang penanganan fakir miski~!;

c. pelaksanaan  kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan f ir miskin
pedesaan, perkotaan, pesislr, pulau-pulau kecil dan
perbatasan antar negara;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pe dampingan
dan pengendalian usaha-usaha kesejahtera sosial fakir
miskin guna meningkatkan kesejahteraan sosif;

e. pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka
pemberdayaan, pendampingan dan pembfaan, serta
monitoring pembentukan  kelompok usah;f bersama,
rumah tidak layak huni, dan sarana lingkung ;

f. pelaksanaan pengembangan dan pemberda an warung
gotong royong berbasis elektronik; | .

g. pelaksanaan penyusunan rancangan kebij~ teknis,
pengumpulan bahan dan rumusan dalam rangka sistem
layanan dan rujukan terpadu;

|
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monitoring data fakir miskin; |

|
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan

dengan tugas dan fungsi pada Subkoordinatori Penanganan
Fakir Miskin; '

j. pelaksanaan administrasi pada surkoordinator

Penanganan Fakir Miskin; dan ,
k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang peJu diambil.

Subkoordinator Penanganan  Fakir Miskin kebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dalam melaksanakan tuJas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kelala Bidang
Pemberdayaan Sosial.




(1)

(2)

3)

Pasal 100

Subkoordinator = Pemberdayaan  Sosial Korn nitas  Adat
Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana B tuan Sosial
mempunyai tugas menyusun program dan Iblaksanakan

kegiatan, pembinaan, penyuluhan, p ngendalian,
pengoordinasian dan pengawasan program dan k giatan, serta
pelaporan. |

Subkoordinator = Pemberdayaan  Sosial Komtinitas Adat
Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Barituan Sosial
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakslJid pada ayat
(1) mempunyai fungsi: |

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan pada Subkoordinator Pemberda~aan Sosial
Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan S6Nber Dana
Bantuan Sosial;

b. pelaksanaan kebijakan  teknis, @ bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosihl komunitas
adat terpencil dan pengelolaan sumber d a bantuan
sosial dalam lingkup Daerah;

c. pelaksanaan  kebijakan teknis, pember dan
bimbingan sosial, serta vokasional bagi warga dan
pendamping komunitas adat terpencil;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi kegiatan pokok k~pahlawanan,
keperintisan, serta kesetiakawanan sosial dan restorasi
~~ |

e. pelaksanaan kebijakan teknis pemberian penghargaan dan
tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan!an  perintis
kemerdekaan;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan an makam
pahlawan; j

g. pelaksanaan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi,
serta laporan basil kegiatan Subkoordinator P~mberdayaan
Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengellaan Sumber
Dana Bantuan Sosial;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi ter it berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada  S~bkoordinator
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;

i. pelaksanaan pengadrninistrasian kegiatan pada
Subkoordinator Pemberdayaan Sosial Korriunitas Adat
Terpencil, dan Pengelolaan Sumber Dana Bahtuan Sosial;
dan

j. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang petlu diambil.

Subkoordinator = Pemberdayaan  Sosial Komunitas Adat
Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Babtuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rielaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k~pada Kepala
Bidang Pemberdayaan Sosial. |



(1)

Pasal 101

Subkoordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial mempunyai tugas menyusun program dan pelaksanaan
kegiatan, o pembinaan, penyuluhan, pengendalian,
pengoordinasian, serta pengawasan program dart kegiatan.

Subkoordinator Pengembangan Potensi Sumber Eesejahteraan
Sosial daJam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi

a. pelaksanakan dan penyusunan rencana erja, program

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahtera  Sosial;

b. pelaksanakan kebijakan teknis, bimbing~ teknis dan
pemantauan  serta  evaluasi lembag konsultasi
kesejahteraan keluarga dan unit peduli kelu ga;

c. pelaksanakan kebijakan teknis, bimbingaf teknis dan
pemantauan serta evaluasi pekerja sosial. dan pekerja
sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecarnatan,
serta tenaga kesejahteraan sosial dan rflawan sosial
lamnya; ;

d. pelaksanakan kebijakan  teknis, bimbi+gan teknis,
pemantauan dan evaluasi pengembanfan = wahana

kesejahteraan  sosial  berbasis = masyarakat/ pusat
kesejahteraan  sosial, karang taruna, an lembaga
kesejahteraan sosial,

e. pelaksanakan pembinaan lembaga konsultasi

kesejahteraan keluarga;

f. pelaksanakan koordinasi dengan instansi ter ait berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada S bkoordinator
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraai] Sosial;

g. pelaksanakan adrninistrasi pada S bkoordinator
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraar Sosial; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p rlu diambil.

Subkoordinator Pengembangan Potensi Sumber  esejahteraan
Sosial ~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Paragraf'5

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Peme ntahan Desa

(1)

Pasal 102

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi i

. i |§merintahan
Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagiai tugas Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang
penataan, kerja sama dan administrasi pemerint han desa.




Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan
Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi: |

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksarpan penataan

desa dan desa adat;
b. penyelenggaraan pelaksanaan pembangun , desa dan

pengembangan kawasan perdesaan;

c. penyelenggaraan penyusunan produk hukuf desa, desa
adat dan pengawasan pengelolaan ~euangan I'Elﬂ aset desa;

d. penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar dfsa;

€. penyelenggaraan pengembangan kawasan peridesaan;

f. penyelenggaraan pengawasan dan evalu si terhadap
administrasi pemerintahan desa;

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan
administrasi pemerintahan desa; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbrngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p rlu diambil.

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi emerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tu s berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Di as.

Pasal 103

Subkoordinator Penataan besa mempu yai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan, Kerja Sama
dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Subkoordinator Penataan Desa dalam melaks nakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan subkoordinator;

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijaka] teknis di
bidang penataan desa dan desa adat;

c. pelaksanaan penyusunan bahan  kebij kan teknis
peningkatan kapasitas pemerintahan desa;

d pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pe . elenggaraan
pernbentukan, pemekaran, penggabufgan dan
penghapusan desa dan perubahan status desJ;

e. pelaksanaan fasilitasi pendistribusian d~ pembinaan
pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, d bagian dari
hasil pajak dan retribusi daerah, anggar pendapatan
dan belanj a desa;

f.  pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemeri tahan desa;

g pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana plembangunan
jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan
desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa:



h. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknisl pernbinaan,
evaluasi dan pengawasan pembangunan des serta sistem

inforrnasi pembangunan desa;

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pembinaan,
evaluasi dan pengawasan pengembangfn  kawasan
pedesaan serta sistem inforrnasi pengembangan desa;

J. pelaksanaan penyusunan bahan dan Imerumuskan
rancangan kebijakan, pembinaan, peng wasan dan
pembuatan produk hukum desa;

k. pelaksanaan  penyusunan  bahan dan merumuskan
rancangan kebijakan, pembinaan, peng wasan dan
evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa; dan

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang ptlu diambil

Subkoordinator Penataan Desa sebagaimana ditnaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada dr bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pe ataan, Kerja
Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 104

Subkoordinator Kerja Sama dan Administrasi emerintahan

Desa mempunyai tugas menyusun rencana rogram dan

kegiatan, pengembangan kerja sama, dalz administrasi
G

pemerintahan desa pada bidang penataan, a sama dan
administrasi pemerintahan desa.

Subkoorclinator Kerja Sama dan Administrasi Ji>emerintahan
Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mernpunyai fungsi: T‘l

a. pelaksanaan penyelesaian perselisiahan se gketa antar
desa;
pelaksanaan koordinasi kerja sama antardesa

c. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan baha kerja sama
desa dengan pihak ketiga dan memb tu proses
penyelesaian perselisihan kerja sama desa engan pihak
ketiga;

d, pelaksanaan fasilitasi pembinaan penin katan dan
pengembangan lembaga ekonomi antardesa;

e. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan pengemb gan sumber
daya alam dan sumber daya manusia desa;

f, pelaksanaan perencanaan dan penyus an bahan
monitoring dan evaluasi terhadap pen elenggaraan
administrasi pemerintahan desa;

g. pelaksanaan perencanaan bahan kebijakan |eknis dalam
rangka pembinaan administrasi desa;

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.



3)

Subkoordinator Kerja Sama dan Administrasi emerintahan
Desa  sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan berta ggung jawab

Pemerin tahan Desa.

Paragraf6
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Pasal 105

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan memrunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pada D as  Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang emberdayaan
kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dalam elaksanakan
tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (I} men elenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan, serta bahan kebijakan tekni, di bidang
pemberdayaan kemasyarakatan; 1

b. penyelenggaraan pembinaan kepada masy rakat terkait
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ya  bergerak di
bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat
Daerah,;

¢. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan draft
kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
kemasyarakatan; |

d. penyelenggaraan verifikasi bahan  kebij~ bidang
pengembangan usaha ekonomi masyarakat ct4sa;.

e. penyelenggaraan pengelolaan sumber dayl alam desa
berkelanjutan;

f. penyelenggaraan pengembangan teknologi tepat guna desa
perdesaan;

g penyelenggaraan pembinaan kepada masy rakat terkait
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
tingkat desa;

h. penyelenggaraan pengoordinasian Alemberdayaan
masyarakat hukum adat; dan

1. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kep Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah
jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan d sebagaimana
l}

bertanggung



(1)

(1)

Pasal 106

Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemas~arakatan dan
Lembaga Adat mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan
program kegiatan, pembinaan dan pemberda~aan lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat. |

Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja an program
kegiatan, pelaksanaan bimbingan tekni  di bidang
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan an lembaga
adat;

b. pelaksanaan pembuatan konsep/draft kebijakan
pembinaan kepada masyarakat terkait emberdayaan
lembaga kemasyarakatan yang berger di bidang
pemberdayaan desa dan lembaga adat tingka\ Daerah;

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan tefnis, evaluasi
dan pelaporan pemberdayaan lembaga ke~asyarakatan
dan lembaga adat; .

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi ter ait berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada  Sl!lbkoordinator
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan an Lembaga
Adat; dan

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p lu diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemas~Fakatan dan
Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada a~at (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be~ggung  jawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Pasal 107

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi
Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun encana kerja
dan program kegiatan, pembinaan dan pemberdevaan
masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan.

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja an- program
kegiatan, pelaksanaan pembinaan dan bimbi gan teknis di
bidang  pemberdayaan masyarakat d n ekonomi
kemasyarakatan;

b. pelaksanaan penyusunan konsep/ draft teknis
pengembangan usaha ekonomi masyarakat d sa;

c. pelaksanaan penyusunan konsep/ draft keb -akan teknis
pengembangan teknologi tepat guna desa per esaan;

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan iteria bidang
pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kem syarakatan;



e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi ter ait berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada S bkoordinator
Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Ke syarakatan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan k giatan pada
Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat an Ekonomi
Kemasyarakatan; dan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimt‘fngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pen diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Remberdayaan
Kemasyarakatan.

Paragraf7
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun |an Anak

Pasal 108

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tug~s dan fungsi
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dT ,Desa dalam
bidang pemberdayaan perempuan dan perindung | anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlin ungan Anak
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak ud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan tahunan, serta bahan kebijakan te~nis di bid~g
pemberdayaan perempuan dan perlindungan ?nak;

b. penyelenggaraan dan penyusunan Urusan Pemerintahan
dan pelayanan umum di bidang pemberday m perempuan
dan perlindungan anak;

c. penyelenggaraan koordinasi, pemantauan an evaluasi
terhadap program dan kegiatan di bidang emberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

d. penyelenggaraan pemberian petunjuk, pen awasan dan
bimbingan teknis  pelaksanaan tugas di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan  ak; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi .saran dan rertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak n yang perlu
diambil.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlin ungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpi oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 109

Subkoordinator Pengarusutamaan Gender me unyai tugas
menyusun rencana kerja dan program ke -atan, serta
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pengarusutamaan gender.



(@)

Subkoordinator Pengarusutamaan Genier daiam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi,

b, pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan
kebijakan pengarusutamaan gender dan emberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

c. pelaksanaan penyiapan perumusan kaji n' kebijakan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaa perempuan
di bidang ekonomi;

d. pelaksanaan  penyiapan koordinasi sinkronisasi
penerapan  kebijakan  pelaksanaan  pen arusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bid , g ekonomi;

e. pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi ., an distribusi
kebijakan pengarusutamaan gender dan - Iemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pemberi © bimbingan
teknis dan supervisi kebijakan
pengarusutamaan gender dan perempuan

di bidang ekonomi,

g. pelaksanaan penyiapan pelembagaan pen arusutamaan
gender di bidang ekonomi;

h. pelaksanaan penyiapan standarisasi lemb ga penyedia
layanan perempuan di bidang ekonomi;

1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi an pelaporan
penerapan  kebijakan pengarusutamaan  !gender dan
pemberda~aan perempuan di bidang ekonomil dan

J- pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimblngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pefludiambil.

Subkoordinator =~ Pengarusutamaan Gender Isebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tul!as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan An

Pasal 110

Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan an Kualitas
Keluarga mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan

program kegiatan, serta perurnusan kebinkarlf teknis dan
pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Ua| tas keluarga.

Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan 9an Kualitas

Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaima~a dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis p mberdayaan
perempuan dan kualitas keluarga;




b. pelaksanaan penyiapan dan pengolahan b lan perumusan
kebijakan teknis pada Subkoordinator |Pemberdayaan
Perempuan dan Kualitas Keluarga;

c. pelaksanaan dan penyusunan norma, standar, dan
prosedur pemberdayaan perempuan dan kuglitas keluarga;

d. pelaksanaan penyusunan kebijakan eknis  dalam
peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait
dengan bidang pembangunan terutam di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum alan Hak asasi
manusia, politik, lingkungan dan sosial bud.ya;

e. pelaksanaan pengintegrasian upaya peningratan kualitas
hidup perempuan dalam kebijakan di bida~g pendidikan,
kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi Ifanusia (ham),
politik, lingkungan dan sosial budaya,; | .

f. pelaksanaan koordinasi kebijakan  kualitas  hidup
perempuan dalam bidang pendidikan, kesehftan, ekonomi,
hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan
sosial budaya;

g. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijak , teknis dalam
bidang perlindungan perempuan terha ap tindakan
kekerasan, tenaga kerja perempuan, pere puan lanjut
usia, penyandang cacat, dan perempuan y g berada di
daecrah konflik dan daerah yang terkena benc a;

h. pelaksanaan perencanaan fasilitasi pEgintegrasian
kebijakan perlindungan perempuan terha ap tindakan
kekerasan, tenaga kerja perempuan, pere puan lanjut
usia, penyandang cacat, dan perempU.an y ng berada di
daerah konflikdan daerah yang terkena benc a;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pela ran rencana
kerja clan program kegiatan Subkoordinator lemberdayaan
Perempuan dan Kualitas Keluarga;

J.  pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan

dengan tugas dan fungsi pada  S~bkoordinator
Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Kelu,rga;,
k. pelaksanaan rekomendasisaran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang~~ diambil,
Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan Kualitas
Keluarga sebagaimana dimaksud pada aya (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be—ggungjawab

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pererpuan dan
Perlindungan Anak.

Pasal 111

Subkoordinator Perlindungan Hak Anak dan istern Data
Gender mempunyai tugas menyusun rencana k rja, program
kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kegiatan.



(2) Subkoordinator  Perlindungan Hak Anak dan istem Data

3)

Gender dalam melaksanakan tugas sebagaima a dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program
kegiatan, serta perumusan  kebijakan teknis dan
pelaksanaan kegiatan pada Subkoordinator erlindungan
Hak Anak dan Sistem Data Gender,

b. pelaksanaan penyusunan norma, standar, rosedur dan
kriteria dalam kegiatan pada Subkoordinator erlindungan
Hak Anak dan Sistem Data Gender;

c. pelaksanaan penyiapan dan pengolahan baha perumusan
kebijakan teknis terhadap pemenuhan hak  ak di bidang
sipil, infonnasi dan partisipasi;

d. pelaksanaan  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang sipil,
informasi dan partisipasi,

e. pelaksanaan penyiapan fasilitasi, pembinaa , sdsialisasi
dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dl bidang
sipil, informasi dan partisipasi; .

f pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan perrienuhan
hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan:

g pe-laksanaan penyiapan perumusan kebijakanl koordinasi,
sinkronisasi penerapan  kebijakan, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pemenuhan hak ana di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

h. pelaksanaan penyiapan forum koordinasi, p ngumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi di
bidang kesehatan dasar, kesejahteraan, sip [, inforrnasi
dan partisipasi pada Subkoordinator Perlin ungan Hak
Anak dan Sistem Data Gender;

i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi d n pelaporan
penerapan kebijakan pernenuhan hak anak di bidang sipil,
informasi dan distribusi, serta hak anak di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

J. pelaksanaan hari besar yang berhubungan de

k. pelaksanaan dan penyusunan pembuata komitmen
kabupaten layak anak;

I, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terk it berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada Su koordinator
Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gend r;

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perﬂu diambil.

Subkoordinator Perlindungan Hak Anak dan M'stem Data
Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan  ngjawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perernpuan dan
Perlindungan Anak.




()

(2)

3)

(1

BAB VIII
SATUAN P()LISI PAMONCPRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 112

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Beitung Timur
merupakan Satuan Polisi Pamong Praja de gan Tipe B

mempunyai tugas membantu Bupati melaksa n Urusan
Pemerintahan dan Tugas  Pembantuan di  bidang
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat sub urusan ketenteraman dan keter ban umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak ud pada ayat

(1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggaraka fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebija Urusan
Pemerintahan bidang ketenterarnan, ketertib ~ umum dan
perlindungan masyarakat;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerin au bidang

ketenteraman, ketertiban umum dan erlihdungan
masyarakat;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pe eleriggaraan
Urusan Pemerintahan bidang ketenteram , khertiban

umum dan perlindungan rnasyarakat;
d. penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi

dan
e. penyelenggaraan pelaksanaan rekomendasi dan
pertimbangan kepada atasan tentang 1 dan

tindakan yang perlu diambil.

Satuan Polisi Pamong Praja dipirnpin oleh Kepala Satuan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab k pada Bupa ti
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 113

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat Dinas;
1.~ Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pel poran.
c. BidangKetentraman dan Ketertiban Umum
1. Seksi Operasional Pengendalian dan Kete
dan
2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
d Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
l.  Seksi Operasional Penegakan Produk Hu m Daerah;
dan
2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

o

Kelompok Jabatan Fungsional.



(2)

(2)

Bagan Susunan  Organisasi Satuan Polisi Pa ong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terca tum pada
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari P~raturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 114

Kepala Satuan diangkat dari Aparatur Negeri Sipil yang
memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ngjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Satuan mempunyai tugas mengoordinir perumusan
kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasi an urusan
ketenteraman, ketertiban  umum  dan p rlindungan
masyarakat dan penegakan produk hukum Da~rah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksu pada ayat
(2), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan ketenteraman dan keterti an umurn,

pengamanan dan pengawalan, pengendali massa,
deteksi dini dan pembinaan satuan p rlindungan
masyarakat;

penyelenggaraan penegakan produk hukum Darrah;

c. penyelenggaraan koordinasi penegakan produk hukum
Daerah serta penyelenggaraan ketertiban +mum dan
ketenteraman masyarakat dengan kepolisial dan/ atau
aparatur lainnya, |

d. penyelenggaraan kapasitas polisi pamong praja dan
penyidik pegawai negeri sipil Daerah,;

e. penyelenggaraan  administrasi umum, Pjerencanaan
program dan anggaran, serta ketatausahaan; dan

f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan tleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 115
Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegiatan
administrasi umum, perencanaan program d anggaran,

serta ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaks naan yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.



(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyelenggaraan penyusunan rencana dan  ogram kerja
tahunan rumah tangga Satuan Polisi Pamong aja;
penyelenggaraan pengurusan administrasi ke egawaian di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

penyelenggaraan pengelolaan dan
perbendaharaan,;
penyelenggaraan kegiatan umum  yan~  meliputi

pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerurah tanggan,
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dah pelaporan
kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan tuga pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;

penyelenggaraan koordinasi/kerja sama d kemitraan
dengan unit kerja/ instansi atau pihak ketiga di bidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan; ‘:
pen.yelenggaraan rekomendasi saran dan ——_ rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam mflaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Satuan. |

Pasal 116

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempuhyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan tepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanStfaan, surat
menyurat, kearsipan serta  pengelolaan  adrninistrasi
kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam mlwlaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai

fungsi.

a.

b.

e o

pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;
pelaksanaan pengelolaan administrasiperjalanan dinas;
pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengang atan dalam
jabatan

pelaksanaan  perencanaan  peningkatan eterampilan
pegawai melalui  pendidikan dan pelatih n teknis,
struktural dan fungsional,

pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan usul
kenai.kan pangkat, kenaikan gaji berkal pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pernberbenti n pegawai,
pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan da pelatihan,
yjian dinas, izin belajar, pembuatan kart pegawai,
keikutsertaan ~ badan  penyelenggara jarni an  sosial,
tabungan pensiun, kartu istri/suami;




g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan katan serta
mengelola sistem informasi manajamen kepega aian;

h. pelaksanaan penyiapan bahan penetap ., pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara Pfmbantu;

i. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, per emuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan keprotokol

J. ' pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

k. pela.ksanaan penatausahaan aset;

. pelaksanaan penatausahaan daftar arsip dan
dokumentasi;

m. pelaksanaan inventarisasi permasalahan se uai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepega aian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;

n. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

0. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl| diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimané dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa Subbagi8?' fang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 117

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana  anggaran,
penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi
keuangan, menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusun n program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanlan kegiaran
perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dalam

melaksanakan  sebagaimana dimaksud dalam ayat ()

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pro ram kerja
tahunan Subbagian Keuangan, Perencanaan d  Pelaporan;

b. pelaksanaan pengelolaan  keuangan  yang  rneliputi
penyirnpanan,  pengeluaran, pertanggungjav&'laban dan
pembukuan;

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/ bukti engeluaran
uang;

d pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dok men /bukti
pengeluaran uang; . ‘ .

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, in ntif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainnya

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik d|n tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan:




3)

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data
usul rencana keuangan; |

h. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petimjuk teknis
pengelola keuangan;

i. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta | erifikasi dan
administrasi pengelola keuangan;

J.  pelaksanaan pengumpulan data penyusunan edoman dan
petunjuk teknis perencanaan clan pelaporan;

k pelaksanaan kegiatan perencanaan program atuan Polisi
Pamong Praja;

. pelaksanaan penghimpunan data program .
dari Bidang; ‘

m. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan laporan;

n. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, rancangan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

o. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pen elenggaraan
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai pedoman d  ketentuan
yang berlaku;

p. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana program dan laporan;

g pelaksanaan  penyiapan rumusan  progra kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegi tan Bidang
dalam rangka penyusunan anggaran pend patan dan
belanja PD;

r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
dan program;

an kegiatan

s. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagia~ Keuangan,
Perencanaan dan Pelaporan;

t. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb | gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugas bera a di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umu |

Pasal 118 i

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalik n tugas di
bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban mum yang
meliputi operaai, pengendalian dan satuan erlindungan
masyarakat.

Bidang . Ketenteraman dan  Ketertiban Um m  dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud para ayat ()
menyelenggarakan fungsi:



penyelenggaraan penyusunan rencana dan plogram kerja
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umu
penyelenggaraan pengkajian bahan kebijak  teknis dan
fasilitasi ketenteraman masyarakat dan keterti an umum;
penyelenggaraan pelaksanaan ketenteraman masyarakat
dan ketertiban umum;

penyelenggaraan rumusan pengkajian bah fasilitasi
penyusunan pedoman dan  supervisi dan
ketenteraman masyarakat;

penyelenggaraan rumusan pengkajian baha  koordinasi
ketertiban dan ketenteraman umurn;

penyelenggaraan rumusan pernbinaan teknis

operasional polisi pamong praja;

penyelenggaraan  penetapan rumusan p meliharaan
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umu di wilayah
kabupaten;

penyelenggaraan penetapan  rumusan .elaksanaan
pengamanan dan pengawalan kepala Daerah fan pejabat
lainnya; |
penyelenggaraan penetapan rumusan pelaksanaan
pengamanan gedung milik Pemerintah Daerah;
penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan tugas k tenteraman
masyara.kat dan ketertiban umum:;

penyelenggaraan pelaporan pelaksana lugas
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umu
penyelenggaraan koordinasi/ kerjasarna dan ke itraan dan
unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketig~ di bidang
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum .dan
perlindungan masyarakat;

. penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan
pelaksanaan mediasi, komunikasi  dan | fasilitasi
perlindungan masyarakat meliputi peningkat sumber

daya manusia satuan perlindungan masya  at serta
kesiagaan dan penanggulangan;

penyelenggaraan mediasi, komunikasi fasilitasi
pengerahan  sumber daya manusia an  polisi
perlindungan masyarakat, kesiagaan dan pen ggulangan
bencana serta ketenteraman masyarakat dan ketertiban
umuim;

penyelenggaraan penetapan rumusan mediasi, omunikasi
dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
penyelenggaraan penetapan rumusan penyiapl  bantuan
pengerahan sumber daya satuan perlindungan  asyarakat
dal~ hal. penanggulangan, pe~'ant~1.1an, ehabilitasi,
rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana  dam
kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarak!t; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan pe~timbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.



()

(2)

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala idang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Pasal 119

Seksi  Operasional Pengendalian dan Keterti an Umum
mempunyai tugas rnerencanakan, m laksanakan,
mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan ~elaksanaan
tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. -

)

Seksi Operasional Pengendalian dan Ketertiban gfaum dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa ayat (I
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram kerja
operasional operasi dan pengendalian k tenteraman
masyarakat dan ketertiban umum; \

b. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan tekfis fasilitasi
dan ketenteraman masyarakat dan ketertiban u um;

c. pelaksanaan pengamanan, pengawalan, perjalanan/
kunjungan dinas kepala Daerah, tamu Pemeri tah Daerah
dan tamu negara,

d pela.ksanaan sosialisasi ketenteraman masy akat dan
ketertiban umum;

e. pelaksanaan  patroli  ketenteraman  masya|akat dan
ketertiban umum;

f. pelaksanaan  pengamanan dan penjagaan terhadap
pelaksanaan  operasional, pengendalian k tenteraman
masyarakat dan ketertiban umum dan penega
hukum Daerah;

g. pelaksanaan pengendalian operasional Polisi P - ong Praja
dalam menjunjung kelancaran pengendalian ke enterarnan
masyarakat dan ketertiban urnum serta penega an produk
hukum Daerah;

h. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman masy rakat dan
ketertiban umum di Daerah;

i. pelaksanaan koordinasi teknis operasional pen
pernbongkaran yang melanggar produk huk
dengan institusi terkait;

j.  pelak.sanaan monitoring dan evaluasi terhad
operasional pengendalian ketenteraman masy rakat dan
ketertlban umum serta penegakan produk huk m Daerah
sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

k. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas o rasi dan
pengendalian ketenteraman masyarakat dan ketertiban
umum; dan

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban an kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu iambil.



- 3)

3)

Seksi  Operasional Pengendalian dan Keterti an Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenleraman dan
Ketertiban Umum.

Pasal 120
Seksi . Perlindungan Masyarakat mempu ai tugas
merencanakan, melaksanakan, meng rdinasikan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas |asilitasi dan
komunikasi pengendalian satuan perlindungan | masyarakat
dalam penanggulangan bencana serta penangan gangguan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Seksi Perlindungan Masyarakat dalam melaksa akan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai f ngsi

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr kerja
operasional perlindungan masyarakat dan
masyarakat;

b. pelaksanaan  kesiapsiagaan  dan satuan

perlindungan masyarakat dalarn penanggulan n bencana
serta penanganan gangguan ketenteraman mas arakat dan

ketertiban umum; s N
c. pelaksanaan komunikasi dan fasidiéaal an ota satuan
perlindungan masyarakat dalam | n bencana

serta penanganan gangguan ketenterarnan mas arakat dan
ketertiban umum;

d pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan
serta  pemeliharaan  ketenteraman  masyarakat dan
ketertiban umum; . |

e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan
masyarakat dalam upaya penanggulangan benc ' a;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional
penyelenggaraan peningkatan satuan  p rlindungan
masyarakat;

g. pelaksanaan  pembinaan dan  peningkata satuan
perlindungan masyarakat dan bina potensi Daer h; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dim ksud pada
ayat (I) dipimpin olch Kepala Seksi yang dalam me sanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke da Kepala
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Paragraf 4
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 121

Bidang Penegakan Produk Hukum Oaerah memp nyai tugas
memimpin, mengoordinasikan dan mempertanggu gjawabkan
tugas bidang penegakan produk hukum daerah ?'a~~ meliputi
operasional penegakan produk hukum Daerah, bimbingan dan
penyuluhan.



(2)

Bidang  Penegakan Prociuk ~ Hukum dalam

melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penetapan penyusunan r ncana dan
program kerja penegakan produk hukum Daer

b. penyelenggaraan penetapan rumusan kebij kan teknis
penegakan produk hukum Daerah;

c. penyelenggaraan penetapan pengkajian fasilitasi
penegakan produk hukum Daerah;

d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan hukum
Daerah;

e. penyelenggaraan penetapan rumusan enyusunan

pedoman dan supervisi penegakan produk huk m Daerah:;

f. penyelenggaraan peneta pan rumusan pembinaan,
pengawasan dan penyul.uhan penegakan pr uk hukum
Daerah;

g penyelenggaraan penetapan rumusan pengk ‘ian bahan
fasilitasi penyelidikan pelanggaran produk huku  Daerah;

h. penyelenggaraan penetapan rumusan bahan
produk hukum Daerah;

i. pcnyelenggaraan penetapan rumusan kebija n teknis
operasional penyidikan dan pemeriksaan elanggaran
ketentuan produk hukum Daerah serta fasilitasi pembinaan
operasional pelaksanaan tugas penyidik peg wai negeri
sipil;

J.  penyelenggaraan penetapan rumusan teknis operasional
penyidikan dan pelanggaran ketentuan prod k hukum
Dacrah;

K. penyelenggaraan penetapan rumusan penyu un bahan
fasilitasi dan pembinaan operasional pelaks
penyidik pegawai negeri sipil;

. penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan [teknis dan
jenis pelanggaran produk hukum Daerah;

m. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan tugas |penegakan
produk hukum Daerah; dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertirnban an kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu -ambil.

Bidang' Penegakan Produk Hukum Daerah s agaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala B ang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan  rtanggung
jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Pasal 122

(1) Seksi Operasi Pengendalian dan Ketertiban Umum ernpunyai

tugas merencanakan, melaksanakan, mengoo dinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas enegakan

produk hukum Daerah.



- (@)

(3)

Seksi Operasi Pengendalian dan Ketertiban
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
mempunyai fungst:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram kcrja
operasional penegakan produk hukum Daerah;

b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan d ta kegiatan
penyelidikan dan penyidikan penyelenggara peraturan
penegakan produk hukum Daerah;

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan
lastlitasi  penyelidikan dan  penyidikan  pelanggaran
penegakan produk hukum Daerah;

d. pelaksanaan  penyusunan bahan  petunjuk teknis
operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran
produk hukum Daerah;

e. pelaksanaan pengolahan data hasil penyelidikan dan
penyidikan pelanggaran produk hukum Daerah]

f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran
produk hukum Daerah,;

g. pelaksanaan perumusan rancangan kebljakan teknis
operasional penyidikan dan pemeriksaan Ielanggaran
produk hukum Daerabh;

h. pelaksanaan operasional] penyidikan dan  emeriksaan
pelanggaran produk hukum Daerah;

i. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan emeriksaan
pelanggaran produk hukum Daerah dengan
instansi/ institusi terkait wilayah kabupaten;

j.  pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis elanggaran
produk hukum Daerah sesuai dengan kete tuan yang
berlaku;

k. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan
bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan engambilan
kebijakan pimpinan; \

. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fperasional
fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugal penyidik
pegawai negeri sipil;

m. pelaksanaan operasional lasilitasi dan pembi aan tugas
penyidik pegawai negeri sipil;

n. pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan
penyidik pegawai negeri sipil; %

o. pelaksanaan penyusunan bahan pengendaliah penyidik
pegawai negeri sipil;

p. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas peny | dikan dan
penyidikan penegakan produk hukum Daerah;

q. pelaksanaan  koordinasi  penyelidikan dan [penyidikan
penegakan produk hukum Daerah dengan sub| unit kerja
lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; d

r. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban an kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Seksi  Operasi  Pengendalian  dan Umurn

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin ¢h Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peneg

Hukum Daerah.



(D

2)
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(1)
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Pasal 123

Seksi  Bimbingan dan  Penyuluhan tugas
merencanakan, melaksanakan, meng ordinasikan |
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tuga  bimbingan
dan penyuluhan penegakan produk hukum Daerah.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dalam melaks akan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai f ngsi

a. pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pr gram kerja
operasional bimbingan dan penyuluhan pro uk hukum
Daerah;

b. pelaksanaan penyusunan dan  pengolah n  bahan
bimbingan dan penyuluhan produk hukum Dae ah;

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan
fasilitasi bimbingan dan penyuluhan prod k hukum
Daerah; -

d. pelaksanaan penyusunan bahan himbi gan dan
penyuluhan penegakan produk hukum Daerah;

e. pelaksanaan penyusunan bahan pengawasan penegakan
produk hukum Oaerah;

f. pelaksanaan penyusunan bahan penyuluhan penegakan
produk hukum Daerah;

g pelaksanaan pengolahan data bimbingan dan enyuluhan
penegakan produk hukum Daerah;

h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas bi ingan dan
penyuluhan produk hukum Daerah;

i. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan produk
hukum Daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja; dan

j. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban an kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diarnbil

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sebagairnana dim ksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam me aksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke da Kepala
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

BAB IX
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 124

Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur den an Tipe B,
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanak n Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang periubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks~d ralam ayat

{D), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungei:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Urusan
Pemerintahan bidang perhubungan;



(3)

(1)

(2)

(1)

b. penyelenggaraan - pelaksanaan Urusan
Pemerintahan bidang perhubungan;

c. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi d pelaporan
Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;

d, penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubun~an; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ,ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak] yang perlu
diambil.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 125

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri d
a. KepalaDinas
b. Sekretariat Dinas
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan P  poran.
c. .Bidang Lalu Lintas Jalan
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa LaluLin s
2. Seksi Perlengkapan Jalan; dan
3. Subkoordinator Keselamatan dan Pengujian Kendaraan
Bermotor.
d. Bidang Angkutan Jalan
1. Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal; dan
2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan arang.
e. Bidang Pelayaran
1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan; dan
2. Seksi Kepelabuhan.
f. KelompoklJabatan Fungsional; dan
g. UPI".

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) te~cantum ~ada Lampr' ~ Vllyang
merupakan bagian yang tidak terpiaahkari d Peratur~

Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 126

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, menetapkan, mengoordina ikan dan
mengendalikan kebijakan teknis di bidang erhubungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-und gan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.



(2)

(2)

3)

(1)

Kepala Dinas dalam  melaksanakan tugas bagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pesyelenggaraan perumusan dan pelaksanaa kebijakan
teknis dalam bidang lalu lintas jalan, angkuta jalan, dan
pelayaran;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan d pelayanan
umum dalarn bidang lalu lintas jalan, angku  jalan, dan
pelayaran;

c. penyelenggaraan  perencanaan, evaluasi, program,
anggaran dan keuangan serta pembinaan or anisasi dan
tata laksana dinas dan UPT;

d. penyelenggaraan pernbinaan, pengoordin~ian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perH#Prggggrglé n

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Paragraf2
Sekretariat

Pasal 127

Sekret&.iat mempunyai tugas rnemimpin kegiatan
umum,  perencanaan  program dan  angg
ketatausahaan berdasarkan  petunjuk pelaks
berlaku untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat  dalarn  melaksanakan tugas S bagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan pr gram kerja
tahunan rumah tangga Dinas;
penyelenggaraan pengurusan administrasi kepe awaian,

c. penyelenggaraan pengelolaan keuang n dan
perbendaharaan;
d. penyelenggaraan kegiatan umum mehputi

pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerurn htanggaan,
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainny ; dan

e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Dinas; dan

a. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pe timbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Sekretariat dipimpin  oleh  Sekretaris y dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan
langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 128

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempu yai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan k pegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerum | tanggaan,
pengelolaan aset, surat menyurat, kearsipan serta engelolaan
administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.




(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

fungsi:

a. pelaksanaan merencanakan program ke - setiap
tahun pada Subbagian Umum dan Kepegawai

b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

c. pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjala an Dinas;

e. pelaksanaan pengusulan pegawai dan p ngangkatan
dalam jabatan;

f. pelaksanaan  perencanaan peningkatan eterarnpilan
pegawai melalui pendidikan dan pelati teknis,
struktural dan fungsional;

g pelaksanaan pengumpulan data dan penyi pan bahan
usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berka a, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan forrnasi,
kesejahteraan ~ pegawai, mutasi dan pe berhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pen idikan dan
pelatihan, ujian dinas, izin' belajar, pemb atan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelengg a jaminan
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

h. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan , atan serta
pengelolaan sistem informasi manajamen kepe awaian;

1. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara p mbantu;
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan
dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;

k. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

I. pelaksanaan  penyusunan kebutuhan . pe lengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan
kantor, pengamanan aset, usulan penghapus n asei clan
menyusun laporan pertanggungjawaban ata . barang -
barang inventaris;

m. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu pulan data
usul rencana aset;

n. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pemberian
petunjuk teknis pengelola aset;

0. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petu juk teknis
pengelola aset;

p. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta ve ifikasi dan
administrasi pengelola aset;

q. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan
dokumentasi;

r. pelaksanaan inventarisasi permasalahan ses ai bidang

tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegaw ian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar emecahan
masalah;

pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian mum dan
Kepegawaian,; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban an kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.



3)

(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaima a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert gung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 129

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas  melaksanakan penyusunan rencana  anggaran,
penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi
keuangan, menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan teknis di bidang pcrencanaan, enyusunan
program, monitoring dan  evaluasi pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pela oran dalam
rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi: \

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p gram Kkerja
tahunan  Subbagian Keuangan, Perenc aan dan
Pelaporan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinasy g meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungj waban dan
pembukuan,;

c. pelaksanaan pengkajian ulang setiap
pengeluaran uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan engarsipan
dokumen/bukti pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lemb r, insentif,
uang makan uang tambahan beban kerja d lainnya; -

f. pelaksanaan penyusunan laporan perio ik dan
tahunan tentang  penenmaan dan engeluaran
keuangan;

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan
data usul rencana keuangan; l

h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pemberian
petunjuk teknis pengelola keuangan,;

1. pela.ksanaan pembinaan dan pemberian pe |njuk teknis
pengelola keuangan;

J.  pelaksanaan wurusan pembendaharaan, ser|a verifikasi
dan administrasi pcngelola keuangan;

k. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusun'l1 pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapo an;

|.  pelaksanaan kegiatan perencanaan program inas;

m. pelaksanaan penghimpunan data program d n kegiatan
dari bidang;

n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pet njuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan aporan;

o. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, rancangan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

p. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pen elenggaran
Pemerirrtah Daerah, laporan keterangan
pertanggungiewaben Bupati sesuai ped man dan
ketentuan yang berlaku;




(3)

g. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasil penyusunan
rencana program dan laporan;

r. pelaksanaan penyiapan rumusan program kegiatan
berdasarkan basil rangkurnan rencana keratan bidang
dan UPT dalam rangka penyusuna anggaran
pendapatan dan belanja PD; T

s. pelaksanaan pemantauan dan evalulsi terhadap
rencana dan program;

t. pelaksanaan penyusunan Japoran Subbagian Keuangan,
Perencanaan dan Pelaporan; dan

u. pelaksanaan rekomendasi saran dan ipertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diam bit.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugas her da di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 130

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas m laksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaa  kebijakan,
penyusunan  norma, standar, prosedur, dJn kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta ~valuasi clan
pelaporan di bidang lalu lintas jalan ‘

Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melaksan kan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meny lenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaran penyiapan bahan pengembang n lalu lintas
jalan;

b. penyelenggaran penyiapan bahan manajemen an rekayasa
lalu lintas jalan;

c. penyelenggaran penyiapan bahan penyediaan p rlengkapan
jalan;

d. penyelenggaran penyiapan bahan analisis d pak lalu

lintas;

e. penyelenggaran penyiapan bahan keselamat lalu lintas
angkutan jalan;

f. penyelenggaran rekomendasi saran dan rtimbangan

kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tin akan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

g. penyelenggaran rekornendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksa ‘akan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Dinas.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 131

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas me punyai tugas
melakukan  penyiapan bahan  perurnusan, pelaksanaan
kebijakan, pemberian, penyusunan norma, stan ar, prosedur,
dan kriteria, birnbingan teknis dan supervisi sert evaluasi dan
pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa, dan analisis
dampak lalu lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Limas dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan pengembang lalu lintas
jalan;
b, pelaksanaan  penyiapan bahan penetap kebijakan

penggunaan jaringan jalan dan gerak.an lal lintas pada

jalan Daerah;

pelaksanaan penyiapan bahan pengusula kebijakan

penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada

jalan provinsi dan nasional di dalarn Daerah;

d. pelaksanaan penyiapan  bahan tingkar
pelayanan jalan Daerah;

e. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, ‘elaksanaan,
penilaian, persetujuan dan pengawasan h sit analisis
dampak lalu lintas;

o

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan p tepi
jalan umum;
g. pelaksanaan penyiapan bahan pener itan izm

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas p kir; dan
h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas s bagaimana
d.imaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan ertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 132

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan

penyiapan  bahan  perumusan, pelaksanaan  kebijakan,

pemberian, penyusunan norma, standar, pro dur, dan

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta e aluasi dan

pelaporan di bidang perlengkapan jalan.

Seksi  Perlengkapan Jalan dalam melaksana an tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai f ngsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan plrlengkapan
jalan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan, penentuan
dan penetapan spesifi.kasi teknis perlengkapan j

¢. pelaksanaan penyiapan bahan pembangun fasilitas

perlengkapan jalan pada jalan Daerah;




3)

d pelaksanaan penyiapan bahan rehabilitasi  erlengkapan
jalan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pengemban n teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan; da

f. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Seksi Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 11/
dipimpin oleh Kepala Seksi yang daJam melaks nakan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  pala Bidang
Lalu Lintas Jalan.

Pasal 133

Subkoordinator  Keselamatan dan Pengujian Kendaraan
Bermotor mempunyai tugas melakukan penyi pan bahan
perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusu an norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimb ngan teknis
dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bida g audit dan
inspeksi ~ keselamatan, promosi dan  kemit aan  serra
pengendalian keselamatan lalu lintas dan ang utan jalan,
pengujian berkala kendaraan bermotor, dan perbedikelan.

Subkoordinator Keselamatan dan Pengujian Kendaraan
Bennotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mernpunyai fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan program dan  kegiatan

subkoordinator;
b, pel~sanaan penyiapan bahan audit keselamatag,
c. pelaksanaan penyiapan  identifikasi lokd®i potensi

kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan inspeksi  eselamatan

sarana, prasarana, pengamatan dan pemantaua ;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penyuluhan d  publikasi
keselamatan awak kendaraan angkutan umum;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan dan penindakan pelanggar lalu lintas
dan angkutan jalan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggara  pengujian
berkala kendaraan bermotor;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasa terhadap
bengkel umum kendaraan bermotor; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertim ban
atasan tentang langkah dan tindakan yang per!

Subkot>rdinator Keselamatan dan Pengujian ' e¢ndaraan
Berrnotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ngjawab
kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.



(2)

3)

(1

Paragraf 4
Bidang Angkutan Jalan

Pasal 134
Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas elaksana kan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksana n kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, an  kriteria |,

pernberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan
pelaporan di bidang angkutan jalan.

Bidang Angkutan Jalan dalam  melaks tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men elenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan penyiapan bahan
angkutan jalan;

b. penyelenggaraan penyiapan bahan angkutan o ang;

c. penyelenggaraan penyiapan bahan angkutan b rang;

d. penyelenggaraan penyiapan bah.an penyelengg aan
terminal tipe C;

e. penyelenggaraan pemberian saran dan ertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah dan ti dakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertirnbangan
kepada atasan tentang langk.ah dan tindak  yang perlu
diam.bit.

Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud - ada ayal (1}
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalarn melaks~akan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 135

Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal mem
melaksanakan penyiapan bahan perumusan,

kebijakan, pemberian, penyusunan norrna, stand r, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan su ervisi serta
evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dijalan dan
terminal angkutan penumpang.

Seksi Angkutan Dalarn Trayek dan Term nal dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (I).
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan  rencana dan pr gram kerja
tahunan Seksi Angkutan Dalam Trayek clanTe inal;

b. pelaksanaan penyiapan bahan pengembang n jaringan
angkutan orang dalarn trayek, keperintisan an utan jalan,
dan angkutan pemandu moda yang mela ani dalam
Daerah;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penentuan keb tuhan dan
pentarifan angkutan orang dalam trayek;

d. pelaksanaan penyiapan bahan perizinan perusahaan
angkutan orang dalam trayek;



(3)

(2)

e. pelaksanaan penyiapan  bahan pembinaan | perusahaan
angkutan orang dalam trayek;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengemban an jaringan
prasarana transportasi jalan berupa simpul transportasi
darat dan terminal angkutan jalan; dan

g pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diam bil.

Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan berta  ung jawab
kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Pasal 136

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang mernpunyai
tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan perumusan,
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
serta evaluasi dan pelaporan di bidang angku barang di
jalan.

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Ba ang dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaks~~ pada ayat

(1) mempunyai fungsi: R

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ct.b Barang:

b. pelaksanaan penyiapan bahan pengembang jarmgan
angkutan orang tidak dalam trayek clan angkut n barang;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan perusahaan
angkutan orang tidak dalam trayek dan barang;

d. pelaksanaan  penyiapan bahan  monitorin muatan
angkutan barang serta pentarifan;

e. pelaksanaan penyie.pan bahan perizinan ang utan orang
yang tidak dalam trayek dan barang;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penentuan kebutuhan
keridaraan umum angkutan tidak dalam trayek; dan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentan~ langkah dan tindakan yang perli di~bil.

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi rang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab

kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Paragraf 5
Bidang Pelayaran

Pasal 137

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanak penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, enyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelapora di bidang
Ialu Tirrtas dan angkutan perairan yang meliputi an kutan laut,
sungai, danau dan penyeberangan serta kepelabuh - an.



(2)

(2)

Bidang Pelayaran dalam melaksanakan  tugas ~ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyiapan bahan lalu lintas |laut, sungai,
danau dan penyeberangan;
b. penyelenggaraan penyiapan bahan angkutan ut, sungai,
danau dan penyeberangan;

c. penyelenggaraan penyiapan bahan kepelabuhapan;

d. penyelenggaraan pemberian saran dan ~ertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah dan ti dakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbanga n
kepada atasan tentang langkah dan tindaka yang perlu
diambil.

Bidang Pelayaran sebagaimana  dimaksud pa~a ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K pala Dinas.

Pasal 138

Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan memp nyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan
kebijakan, = pemberian bimbingan teknis da supervisi
penyusunan norma, standar, prosedur, dan riteria serta
evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas d n angkutan
perairan.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan dalam rrielaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram Kkerja
tahunan Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan;

b. pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas d n angkutan
perairan;

c. pelaksanaan  penyusunan bahan lintas
penyeberangan dan persetujuan  pengoper sian kapal
dalam Daerah yang terletak pada jaringan jal ~ kabupaten;

d. pelaksanaan penerbitan izin usaha angkut laut bagi
badan wusaha yang berdomisili dalam clan
beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;

e. pelaksanaan  penyusunan bahan  penet ‘pan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian  untuk
kapal yang melayani penyeberangan dalam Da rah;

f. pelaksana.an penyusunan rumusan rekome dasi teknis
penerbitan izin usaha angkutan laut pelayar rakyat bagi
orang perorangan atau badan usaha yang be domisili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Oaera

g. pelaksanaan penyusunan rumusan rekome tek nis
penerbitan izin usaha angkutan penyeber gan sesuai
dengan domisili badan usaha;



3)

h. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan —if angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dt kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeber gan dalam
Daerah; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb 1 gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan sebagaima a dimaksud
pada ayat () dipirnpin oleh Kepala Seksi ~ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan her '88UY1&jawab
kepada Kepala Bidang Pelayaran.

Pasal 139

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas penyi pan bahan
perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi  serta  evaluasi dan  pelaporan di  bidang
kepelabuhanan.

Seksi Kepelabuhanan dalam melaksanakan tugas |ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepela uhanan

b. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan re cana induk
daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan pengumpan lokal;

c. pelaksanaan  perencanaan dan  perumusan  bahan
pembangunan, penerbitan izm  pemban—nan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

d. pelaksanaan penyusunan bahan rekomen| asi teknis
penerbitan izm usaha badan wusaha p |abuhan di
pelabuhan pengumpul lokal,

e. pelaksanaan penyusunan bahan rekomen~asi teknis
penerbitan izin pengembangan  pelabu~an untuk
pelabuhan pengumpan lokal [

f. pelaksanaan penyusunan bahan rekornendasi teknis
penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam
untuk pelabuhan pengumpan lokal;

g. pelaksanaan penyusunan bahan rekomend si teknis
penerbitan izm pekerjaan pengerukan d  wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal;

h. pelaksanaan penyusunan bahan rekomend si teknis
penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan = labuhan
pengumpan lokal; ‘

1. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendtsi teknis
penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan
sendiri di dalam Daerah lingkungan ker a/ Daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan pengum an lokal;
dan

J.  pelaksanaan rekomendasi saran dan per imbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan ang perlu
diambil.



(3)

(1)

(2)

3

(1)

Seksi Kepelabuhanan  sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaks nakan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada epala Bidang
Pelayaran.

BABX
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 140

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten B litung Timur
dengan Tipe B. mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim sud dalam
ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga meny lenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Urusan
Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahragj;
b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijaka Urusan

Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahﬁagl
c. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi We 1 pelaporan
Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan  lahraga;

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertirnbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakanl yang perlu
diambil; dan |

e. penyelenggaraan pelaksanaan administrAsi Dinas
kepemudaan dan olahraga. “

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh epala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungj wab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 141

Susun~ Organisasi Dinas Kepemudaan dan 01 | raga terdiri
dari;
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subkoordinator Keuangan, Perencanaan d , Pe~aporan
c. Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan PreF .tasl;
1. Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan Bakat

Olahraga; dan ‘ o
2. Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan

dan Prestasi.
d. Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana

Prasarana;



(3)

(2)

. Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kema5' arakatan
dan Layanan Khusus; dan
2. Subkoordinator Sarana Prasarana dan Ind stri

Olahraga
e. Bidang Pemberdayaan Pernuda dan Kepramuk
1. Subkoordinator Organisasi Kepem dan

. Kepramukaan; dan
2. ' Subkoordinator Pemberdayaan dan Penge bangan
Pemuda.
f.  Kelompok Jabatan Fungsional, dan
g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan an Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terc tum pada
Lampiran VIIlyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 142

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumusk  kebijakan
teknis, memimpin dan rnengoordinasikan urusan epemudaan,
keolahragaan dan kepramukaan sesuai peratur | perundang-
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas |ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

a. penyelenggaraan penyadaran, pemberda aan, dan
pengernbangan pemuda dan kepemuda terhadap
pemuda pelopor Daerah wirausaha muda emula, dan
pemuda kader Daerah;

b. penyelenggaraan = pemberdayaan dan
organisasi kepemudaan tingkat Daerah;

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengemba gan bakat
olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan ‘ang menjadi
kewenangan Daerah,;

d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat DYerah;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengernbangan olahraga
prestasi tingkat provinsi;

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi
olahraga tingkat Daerah;

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengemban an olahraga
rekreasi, kemasyarakatan, tradisional dan lay an khusus;

h. penyelenggaraanpembinaan dan pengembang organisasi
kepramukaan tingkat Daerah;

1. penyelenggaraan = administrasi umum, erencanaan
program dan anggaran, ketatausahaan; dan

J. pelaksanaan rekornendasi, saran dan p timbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.




(2)

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 143

Sekretariat mernpunyai tugas memimpin dal m kegiatan
adrninistrasi umum, perencanaan program dan a ggaran, serta
ketatausahaan berdasarkan  petunjuk pelaks aan yang
berlakp untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan rumah tangga Dinas;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan an dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliput pengadaan.
perlengkapan, inventaris, kerumahtangg4an,  surat
menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi da  pelaporan
kegiatan Dinas; dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam m laksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Dinas.

Pasal 144

Subbagian Umum dan Kepegawaian mernpunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan ltepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumlilitanggaan,
pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, kear ipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkunga Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam m laksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memili i fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan s tiap tah un
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalan  Dinas;

/ao o

(¢

pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengang atan dalam
jabatan;

pelaksanaan  perencanaan  peningkatan .kxerampil~n
pegawai melalui pendiclikan dan pelatihan teknis,

struktural dan fungsional;

=h




(1)

g. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berk pensiun,
pemberian penghargaan, penempa forrnasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan p mberhentian
pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar,
pembuatan  kartu pegawai,  keikutsert an  badan
penyelenggaraan jaminan scsial, tabungan p nsiun, kartu
istri/ suami,

h. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan atan scrta
mengelola sistem informasi manajamen kepeg waian;

1. pelaksanaan penyiapan bahan penetapa pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara embantu;

J.  pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprot kolan;

k. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

. pelaksanaan  penyusunan kebutuhan p rlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pera atan kan tor,
pengamanan  aset, usulan penghapusan aset dan
menyusun laporan pertanggungjawaban a as barang-
barang inventaris;

m. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana aset;

n. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaaissssssmberikan
petunjuk teknis pengelola aset; —

o. pelaksanaan pembinaan dan pemberian teknis
pengelola aset;

p. pelaksanaan urusan pernbendaharaan, serta v rifikasi dan
administrasi pengelola aset;

q. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris~, arsip dan
dokumentasi;

r. pelaksanaan inventarisasi permasalahan se uai bidang
tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian ecara rutin
maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahr masalah;
dan

s. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pef imbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman~ dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Jiang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan = ng jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 145

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan  penyusunar  rencana
anggaran, penatausahaan keuangan, perbtdaharaan,
verifikasi keuangan, menyiapkan  bahan enyusunan
perumusan  kebijakan teknis di bidang p rencanaan,
penyusunan program, monitoring dan evaluasi sert, pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas;



Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pel poran dalarn
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat {]
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr—~ram kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan, Peren anaan dan
Pelaporan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y g meliputi
penyirnpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan;

pengeluaran uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dok men/ bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, * sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik d tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuanga ;

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu pulan data
usul rencana keuangan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, ernberikan
petunjuk teknis pengelola keuangan;

i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pet
pengelola keuangan;

j. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta v rifikasi dan

administrasi pengelola keuangan;

k. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusun n pedornan
dan petunjukteknis perencanaan dan pelapor

I, pelaksanaan kegiatan perencanaan program Di as;

m. pelaksanaan penghimpunan data program d n kegiatan
dari rnasing- masing bidang;

n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pet njuk teknis
rnengenai penyusunan rencana program dan la

o. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

p. pelaksanaan penyiapan bahan laporan elenggaran
Pemerintah Daerabh, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati;

q. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi |enyusunan
rencana program dan laporan;

r. pelaksanaan penyiapan rumusan progra kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegia an bidang-
bidang dan unit pelaksana teknis dinas d am rangka
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja D;

s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terha ap rencana
dan program; dan

t. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pe timbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diarnbil.

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada
Sekretaris.



(2)

3)

Paragraf 3
Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Pr|stasi

Pasal 146

Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi mem unyai tugas
pengembangan kebijakan dan manajemen organi asi olahraga,
ketenagaan olahraga, penyelenggaraan even ola raga tingkat
pelajar dan kelompok wusia serta penyelengg raan sentra
pembibitan dan pemanduan bakat olahraga pe didikan dan
pembinaan terpadu olahraga prestasisesuai deng peraturan
perundang-undangan dalam  rangka penc paian dan
peningkatan prestasiolahraga.

Bidang  Pengembangan Bakat dan  Pres asi  dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat {l)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumus n kebijakan
teknis pemanduan dan pembinaan bakat
olahraga;

b.. penyelenggaraan penyiapan bahan birnbi gan teknis
kegiatan pemanduan dan pembinaan bakat |an prestasi
olahraga;

c. penyelenggaraan kerja sama dengan instansi t rkait dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pemanduan d  pembinaan
bakat dan prestasi olahraga;

d penyelenggaraan koordinasi dan terhadap
kegiatan pembinaan  olahraga  persekol han dan
masyarakat dala.mrangka peningkatan prestasi olahraga;

e. penyelenggaraan dan  pengoordinasian - elaksanaan
kegiatan kejuaraan tingkat pelajar dan kelo k usia di
Daerah;

f. penyelenggaraan  pengoordinasian kegiat layanan
pertemuan ilmiah dan pelatihan keolahragaan;

g. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi organisasi
keolahragaan;

h. penyelenggaraan pengendalian - teknis dan | sosialisasi
pelaksanaan  kegiatan dan  pengelolaan iketenagaan
olahraga;

1. penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas
standarisasi sumber daya manusia dan orgarusasi
keolahragaan;

J. pelaksanaan rekornendasi, saran dan pe timbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi s bagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




(1)

3)

Pasal 147

Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan Bakat Olahraga
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan Uonsep teknis
pelaksanaan pembibitan dan pemanduan ba at olahraga
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi eolahragaan
serta pembinaan ketenagaan pemanduan b at olahraga
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  alam rangka
peningkatan mutu pembinaan dan peningka

olahraga.

Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan B at Olahraga
dalam. melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1), mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram kerja
tahunan  Subkoordinator Pembibitan dan
Bakat Olahraga;

b. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan d sasaran
pembibitan dan pemanduan bakat olahraga;
c. pelaksanaan identifikasi potensi dala rangka

pengembangan olahraga unggulan Daerah;

d. pelaksanaan penyusunan rancangan dan pe oman serta
melaksanakan kegiatan pemanduan bakat olahraga di
Daerah,;

e. pelaksanaan  penyusunan  rancangan pedoman
penyelenggaraan  sentra  pembibitan yang
terintegrasi dengan persekolahan dan masyar

f.  pelaksanaan penyusunan rancang n dan

mepyelenggarakan even, lomba olahraga tingka usia dini;

g. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompete si sumber
daya manusia melalui pelatihan dan temu il iah tentang
pemanduan bakat olahraga yang berdastirkan ilmu
pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

h. pelaksanaan pembuatan kajian dan usulan feningkatan
sarana dan prasarana pemanduan bakat olahra a;

i. pelaksanaan pengembangan dan peningka n sistem
pemanduan bakat olahraga di Daerah secara m ksimal;

j.  pelaksanaan pemantauan dan  evaluasi  kegiatan

pembibitan dan pemanduan bakat olahraga;d
k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ' gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diarnbil.

Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan Bak t Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalarn me aksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke da Kepala
Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi.




(1)

Pasal 148

Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pe didikan dan
Prestasi mempunyai tugas merencanakan, menyi pkan konsep
teknis pelaksanaan dan pernbinaan bakat olahra a pendidikan
dan prestasi, penerapan ilmu pengetahuan d n teknologi
keolahragaan dan peningkatan tenaga pelatih ol hraga sesuai
dengan peraturan  perundang-undangan d am rangka
memfasilitasi pembinaan bakat olah raga pe idikan dan
prestasi.

Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pe dan
Prestasi dalam melaksanakan tugas sebagaima a dimaksud
pada ayat (1) mempunyai lungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun
anggaran Subkoordinator Pembinaan Bak t Olahraga
Pendidikan clan Prestasi berdasarkan tugas, fu gsi;

b. pel~sanaan identiftkasi dan pemetaan dfta sasaran
pembinaan bakat olahraga pendidikan dan pre-~tasi~

c. pelaksanaan  pengembangan sistem  sertlfikasi  dan
standarisasi profesi penyelenggaraan olahrag pendidikan
dan prestasi,

fasilitasi dan pembinaan bakat olahraga pen idikan dan
prestasi;

e. pelaksanaan penyusunan pedoman dan penyelenggaraan
even pengembangan bakat olahraga prestasi di tingkat
pelajar serta penyeleksian dan pengiriman atl9t berpotensi
prestasi ke tingkat yang lebih tinggi;

f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaa2 organisasi
dan peningkatan kompetensi ketenagaan olahr~ga;

g. pelaksanaan penyusunan rancangan penllenggaraan
kegiatan pemusatan latthan dan fry out bag atlet
berpotensi prestasi serta rnengikuti kejuar an cabang
olahraga prestasi tingkat Daerah, provinsi dan nasional;

h. pelaksanaan pemberian penghargaan kepada tlet, pelatih
dan insan olahraga berprestasi;

i. pelaksanaan pembuatan usulan peningkatan rana dan
prasarana olahraga dalam rangka pengem angan dan
peningkat fasilitas pembinaan olahraga pen idikan dan
prestast;

J.  pelaksanaan pembagian tugas pokok dan petu juk kepada

bawahan dengan disposisi tugas pokok terbagi abis untuk
menghindari  penyimpangan dan  kesalah[ dalam
pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan inventarisir dan analisa permas lahan yang
berkaitan dengan tugas Subkoordinator Pembi Bakat
Olahraga Pendidikan dan Prestasi sebagai b an dasar
pemecahan masalah dan peningkatan presta i olahraga;
dan

1. pelaksanaan rekornendasi, saran dan pe timbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan ang pcrlu

diambil.




Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pe didikan dan
Prestasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan gung jawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan Bakat dan

Paragraf 4

Bidang Pembudayaan Olahragadan Pengembangan Sar a Prasarana

(1)

(2)

Pasal 149

Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengemba gan Sarana
Prasarana mempunyai tugas pengembang kebijakan
pembinaan olahraga rekreasi, kemasyarakatan, tradisional
layanan khusus dan manajemen sarana dan pr sarana olah
raga, infrastruktur serta industri olahraga.

Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengemba

Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaim

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumus kebijakan
teknis pembinaan olahraga rekreasi, kem syarakatan,
tradisional, layanan khusus dan manajemen sarana dan
prasarana, infrastruktur olahraga dan kepem 1 daan serta
industri olahraga:

b. penyelenggaraan penyusunan dan perumus kebijakan
teknis pembinaan dan pengembangan olahr = a rekreasi,
kemasyarakatan, tradisional, layanan k usus dan
manajemen sarana dan prasarana, infrastruk ur olahraga
dan kepemudaan serta industri olahraga;

c. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja s rategis clan
menetapkan program dan kegiatan olahra a rekreasi,
kemasyarakatan, tradisional dan layanan husus dan
manajemen sarana dan prasarana, infrastruk r olahraga
dan kepemudaan serta industri olahraga;

d. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemba gunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana keolah agaan dan
kepemudaan;

e. penyelenggaraan penyusunan bahan birribi gan teknis
terhadap pelaksanaan olahraga rekreasi, mas arakat dan
layanan khusus serta standarisasi sarana prasarana
keolahragaan dan kepemudaan;

f.  penyelenggaraan koordinasi dan kerja a dalam
pelaksanaan pembinaan clan pengembanga  olahraga
rekreasi, olahraga kemasyarakatan, tradi ional dan
layanan khusus;

g. penyelenggaraan even olahraga rekreasi, kem yarakatan,
tradisional clan layanan khusus di tingkat Daer h;

h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan olahraga rekreasi, kemTyarakatan.
tradisional dan layanan khusus.dan

1. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertirmba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.



)

(1)

(2)

(3)

Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembal gan Sarana
Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fipimpin oleh

Kepal9; Bidang yang dalam melaksanakan tug~s berada di
bawah' dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 150

Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasyar katan dan
Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan engumpulan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekni pernbinaan
olah raga rekreasi, kemasyarakatan dan laya an khusus
meliputi analisa permasalahan, pengkad ran serta
penyelenggaraan  pertandingan/ lomba olahrag rekreasi,
kemasyarakatan, tradisional dan layanan khusus.
Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasyar katan dan
Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan
Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasy
Layanan Khusus;

b. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan d,ta sasaran
pembinaan dan  pengembangan  olahrag rekreasi,
kemasyarakatan, tradisional dan layanan khus s;

c. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelengg
olahraga rekreasi, kemasyarakatan,
layanan khusus;

d. pelaksanaan  penyusunan  pedoman
festival dan even olahraga rekreasi,
tradisional dan layanan khusus;

e. pelaksanaan  kegiatan peningkatan bagi
ketenagaan  olahraga dan  fasilitasi pe berdayaan
organisasi dan perkumpulan olahraga  rekreasi,

kemasyarakatan, tradisional dan layanan khus s;

f. pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan pe aksana dan
jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fun sinya;

g. pelaksanaan inventarisir dan analisa perma ahan yang
berkaitan dengan bidang tugas Subkoordinat r Olahraga
Rekreasi, Kemasyarakatan dan Layanan Khu us sebagai
bahan dasar pemecahan masalah; dan

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasyara atan dan

Layanan Khusus sebagaimana dirnaksud pada ay t {l) dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab

kepada Kepala Bidang Pembudayaan Ola dan

Pengembangan Sarana Prasarana.




'Pasal 151

(1) Subkoordinator Sarana Prasarana dan Industri Olahraga

(2)

3)

mempunyai tugas merencanakan, menyusun, elaksanakan
dan mengevaluasi kebijakan di bidang infrastru tur olahraga
dan industri keolahragaan.

Subkoordinator Sarana Prasarana dan Indus ri Olahraga
dalam melak.sanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan rencana program kegiatan etiap tahun
anggaran Subkoordinator Sarana Prasarana Industri
Olahraga;

b. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan d ta sasaran
pengembangan sarana  prasarana  keolah agaan dan

kepemudaan;

c. pelaksanaan rancangan dan  pemban serta
pemeliharaan  sarana  prasarana  keolah dan
kepemudaan;

d. pelaksanaan penyusunan pola kemitraan dan

masyarakat dalam pembangunan dan
industri olahraga;

e. pelaksanaan peningkatan peran serta mas arakat dan
dunia usaha dalam pendanaan dan pengemb gan industri
olahraga;

f. pelaksanaan  penyusunan  pedoman pen elenggaraan
kegiatan sufra susunan yaitu program pel yanan dan
kegiatan yang berkaitan dengan peningkata kebugaran
dan kesehatan penduduk dalam rangka p mbangunan
Infrastruktur olahraga rekreasi di taman kota;

g. pelaksanaan penyusunan rancangan standa sarana
prasarana keolahragaan dan kepernudaan;

h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi da am rangka

pengembangan sarana  prasarana  keolah dan
kepemudaan di Daerah;
i. pelaksanaan analisis kebutuhan pe

Infrastruktur keolahragaan dan kepernudaan;

;- pelaksanaan inventarisir dan analisa permas
berkaitan dengan bidang tugas Subkoordin
Prasarana dan Industri Keolahragaan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pela oran hasil
kegiatan setiap tahun Subkoordinator Saran Prasarana
dan Industri Olahraga berdasarkan capaian  laksanaan
kegiatan; dan

l. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertim b
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subkoordinator Sarana Prasarana dan Indust @ Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanak~n
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Bidang Pembudayaan Olahraga clan Pengemb

Prasarana.



(3)

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramu [aan

Pasal 152

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaal mernpunya i
tugas - melaksanakan pelayanan, pembifaan dan
pengembangan di bidang kelembagaan, roduktifitas,
pemberdayaan, dan pengembangan pernuda dan eprarnukaan
tingkat Daerah.

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramu aan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (I)

menyelenggara.kan fungsi:

a. penyelenggaraan dan  pengoordinasian  {elaksanaan
penyiapan bahan perumusan kebijakan tekni pembinaan
dan pengembangan kepemudaan dan kepramu aan;

b. penyelenggaraan dan  pengoordinasian nyusunan
rencana kerja strategis dan menetapkan p ogram dan
kegiatan;

c. penyelenggaraan penyiapan bahan bimbin teknis
kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;

d. penyelenggaraan pelayanan kepemuda yang

diselenggarakan melalui penyadaran, pember
pengembangan;

e. penyelenggaraan penyiapan bahan standaris si lembaga
kepemudaan daJam pengembangan organisasi;

f. penyelenggaraan fasilitasi terhadap pembentu an lembaga
kepemudaan dalarn rangka  peningkatan kapasitas
kepemudaan,;

g penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemba gunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kepem daan dan

kepramukaan;

h. penyelenggaraan penyiapan bahan teknis,
pengembangan manajemen, kreatifitas
serta kepemimpinan;

1. penyelenggaraan  penyiapan bahan dan
pengendalian teknis proses pendirian dan  engesahan
an—aran dasar dan pembukaan k lembagaan
kepernudaan;

j-  penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan bahan

pembinaan dan pengembangan organisasi k pramukaan
tingkat Daerah; dan

k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin leh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokokny berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dina .



(1)

€)

Pasal 153

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan Kk nsep teknis
pembinaan organisasi kepemudaan dan kepram kaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-unda gan dalam
rangka kelancaran tugas Bidang Pemberdayaan
Kepramukaan .

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan pramukaan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahun
Subkoordinator Organisasi dan
Kepramukaan;

b. pelaksanaan penghirnpunan dan pengemban wawasan

pengetahuan dan  kemampuan  terkait  peraturan
perundang- undangan, kebijakan teknis, p doman dan
petunjuk teknis serta bahan lainnya yang ierhubungan
dengan subkoordinator;

c. pelaksanaan  perencanaan fasilitasi  pengembangan
kepemimpinan pemuda;

d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaa  organisasi
kepemudaan;

e. pelaksanaan perencanaan layanan pelatiha  organisasi
pelajar;

f. pelaksanaan perencanaan layanan penguatan manajemen
organisasi kepemudaan;

g. pelaksanaan perencanaan fasilitasi pemb naan dan
pengembangan organisasi kepramukaan;

h. pelaksanaan perencanaan layanan penguatan
kelembagaan gerakan pramuka;

1. pelaksanaan perencanaan layanan pengua an tenaga
kelembagaan kepramukaan;

j.  pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan per tab n anggaran

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan K pramukaan
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan se agai bahan
penyempurnaannya; dan

k pelaksanaan pelaporan hasil tugas da kegiatan
Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan K pramukaan
kepada atasan,;

I. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pe timbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan K pramukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan.



(1)

Pasal 154

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengemban~an Pemuda
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan Konsep teknis
pembinaan, pemberdayaan dan penfembangan p~muda sesuai
dengan peraturan  perundang-undangan d:fam rangka
kelancaran  tugas Bidang Pemberdayaan ‘'rmuda dan
Kepramukaan. ]rm

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembanfan Pemuda

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Pemberdayaan @ dan P ngembangan
Pemuda;

b. pelaksanaan penyusunan bahan pembin an pemuda
dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian,
lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;

c. pelaksanaan penyusunan bahan pembin pemuda
dalam peningkatan iman dan tagwa dan ilmu pengetahuan
dan teknologi, kapasitas moral dan int lektual dan
kemandirian ekonomi;

d. pelaksanaan perencanaan fasilitasi
kegiatan kepemudaan;

e. pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi pem entukan dan

pelaksanaan lembaga permodalan kewiraus aan pemuda
Daerah;

f. pelaksanaan  perencanaan  dan pemberian
penghargaan terhadap pemuda yang berpr stasi dalam
berbagai kegiatan di tingkat dan

intemasional;
g. pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi ke a sama dan

kemitraan kegiatan pemuda program
pembangunan kepemudaan;
h. pelaksanaan perencanaan layanan teknologi

tepat guna karya pemuda;
1. pelaksanaan  fasilitasi pengembangan ke‘wirausahaan
pemuda;

j. pelaksanaan  dan  perencanaan  kegiatl Pelatihan

kewirausahaan pemuda;
k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;
l.  pelaksanaan dan perencanaan pendidikan dan pelatihan
bela negara; |
m. pelaksanaan dan perencanaan pelatthan p ngembangan
jiwa wirausahawan untuk para pemuda;
n. pelaksanaan dan perencanaan pendidikan
dasar kepemimpinan untuk pasukan pen bar bendera
Daerabh;
o. pelaksanaan dan perencanaan layanan | kepeloporan
pemuda untuk daerah rawan sosial;




)

(1)

(3)

p. pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan setiapt un anggaran
Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengemb gan Pemuda
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan s bagai bahan
penyempumaannya;

q pelaksanaan  laporan  hasil  tugas kegiatan
Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengemb gan Pemuda
atasan secara periodik sebagai bahan pertan  ngjawaban;
dan

r. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertim gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perfu diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengemban~an Pemuda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ~elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kjpada Kepala
Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan.

BAB XI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 155

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten B itung Timur
dengan Tipe B, mempunyai tugas .memb tu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang komunikasi dan infonnatika, bidang pe sandian dan
bidang statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim] dal. am ayat
(1), Dinas Komunikasi dan Infonnatika meny lenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebij Urusan
Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijaW Urusan
Pemerintahan bidang komunikasi dan informa

c. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi d
Urusan Pemerintahan bidang komunikasidan -+ ormatika;

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindaka yang perlu
diambil; dan

e. penyelenggaraan  pelaksanaan Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh epala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung j wab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(2)

Pasal 156

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Info atika terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subkoordinator Keuangan, Perencanaan d
¢. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
. Subkoordinator Pengelolaan Informasi d
Publik;dan
2. Subkoordinator Layanan Infonnasi blik dan
Kehumasan.
d. Bidang Penyelenggaraan E~Govemment;
1. Subkoordinator Infrastruktur dan TeknoloT;

2. Subkoordinator =~ Pengembangan  dan Pengelolaan
Aplikasi; dan
3. Subkoordinator Layanan E-Govemment. |
e. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan ~tatistik;
I Subkoordinator Persandian Pdll Keamanr Informasi;
dan
2. Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan ata
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi d Infonnatika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terc tum pada
Lampiran [X yang merupakan bagian yang tid terpisahkan
dad Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf |
Kepala Dinas

Pasal 157

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, erumuskan,

menetapkan, mengoordinasikan dan mengendalik  kebijakan

teknis di bidang komunikasi dan informatika, pe sandian dan
statistik  sesuai  ketentuan  peraturan perunda g-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. ‘

Kepala Dinas Untuk dalam melaksanakan tugas bagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksan kebijakan
teknis dalam bidang pengelolaan informasi d  komunikasi
publik pemerint.ah Daerah, e-gouemment di lingkungan
Pemerintah Daerah, keamanan informasi, persandian,
pengelolaan data dan sta.tistik sektoral;

b. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi
publik Pemerintah Kabupaten, nama domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan pehgelolaan e-
qgouernmeni di lingkungan Pemerintah Daerah,;




c. penyelenggaraan persandian untuk pengam |an informasi
Pemerintah Daerah;
d. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan
Pemerintah Daerah;
e. penyelenggaraan penetapan pola hubungan| komunikasi
sandi antar PD;
f. penyelenggaraan  perencanaan, evaluasi, program,

anggaran dan keuangan serta pembinaan o ganisasi dan
tata laksana dinas dan Unit Pelaksana Teknis;

g penyelenggaraan pembinaan, pengoordi sian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas di bidang te ekomunikasi
daninformatika;dan

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe 11 diambil.

Paragraf2

Sekretariat

Pasal 158
Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekrrat dalam
kegiatan administrasi umum, perencanaan ~rogram dan
anggaran, serta  ketatausahaan berdasarkap petunjuk

pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretanatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimTl a dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan p[gram kerja
tahunan rumah tangga Dinas;

penyelenggaraan pengurusan administrasi kep| gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan; |

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipul pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; da+
e. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Dinas.

Pasal 159
Subbagian Umum dan Kepegawaian memp tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, keru ahtanggaan,

pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, kc ipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkung  Dinas.



(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam Ilfelaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprnyai fungsi:

a.

® oo

—h

pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahun
Subbagian Umum dan Kepegawaian; :

setia
pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan fears%an;
pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
pelaksanaan pengelolaan administrasi perjal~an Dinas;
pelaksanaan pengusulan pegawai dan penganrtan dalam
jabatan;
pelaksanaan rencana peningkatan keteramppan pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan teknis, stpktural dan
fungsional; ﬂ) .
pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap  bahan usul

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkal , pensiun,
pemberian penghargaan, ~ penempatan formasi,
kesejahteraan  pegawai, mutasi dan mberhentian
pegawai, diklat, ujian pendidikan dan pel tihan, ujian
dinas, izm  belajar, pembuatan  kart pegawai,
keikutsertaan  badan  penyelenggara sosial,

tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

pelaksanaan penyusunan daftar uru.t kepan atan serta
mengelola sistem infonnasi manajamen kepeg

pelaksanaan  penyiapan bahan penetapa pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara embantu;
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprot kolan;
pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

pelaksanaan penyusunan kebutuhan

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pe atan kantor,

pengamanan aset, usulan penghapusan dan
menyusun laporan pertanggung jawaban
inventaris;

pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu pulan data
usul rencana aset;

pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, memberikan
petunjuk teknis pengelola aset;

pelaksanaan pembinaan dan memberikan petrnjuk teknis
pengelola aset;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta Vijrifikasidan
adrninistrasi pengelola aset;

pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan
dokumentasi; T
pelaksanaan inventarisasi permasalahan seruai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepega aian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
pelaksanaan penyusunan laporan Bubbagian |Umum dan
Kepegawaian; dan
pelaksanaan rekomendasi, sararr dan pertimb | gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl| diambil.




()

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan gung jawab
kepada Sekretaris,

Pasal 160

Subkoordinator = Keuangan, Perencanaan da Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan = penyusunan  rencana
anggaran, penatausahaan keuangan, pertiendaharaan,
verifikasi  keuangan, menyiapkan  bahan  penyusunan
perumusan  kebijakan  teknis di  bidang erencanaan,
penyusunan program, monitoring dan evaluasi se a pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pela oran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram Kkerja
tahunan  Subkoordinator Keuangan, Peren anaan dan
Pelaporan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungja
pembukuan;

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti  ngeluaran
uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, * sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik d tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuanganf

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu pulan data
usul rencana keuangan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pemberian
petunjuk teknis pengelola keuangan;

i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pet
pengelola keuangan;

J.  pelaksanaan urusan pernbendaharaan, serta v rifikasi dan

administrasi pengelola keuangan;

k. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusun pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor

. pelaksanaan kegiatan perencanaan program D

m. pelaksanaan penghimpunan data program d kegiatan
dari bidang;

n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petu juk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan la

0. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;



®)

2)

p. pelaksanaan penyiapan bahan laporan p nyelenggaran
pemerintah daerah, laporan keterangan
pertanggungiawaban  Bupati sesuai dengan k tentuan yang
berlaku;

g. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana program dan laporan;

r. pelaksanaan  penyiapan rumusan  progr kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana ke -atan bidang-
bidang dan UPT dalam rangka penyusu an anggaran
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah;

s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terh dap rencana
dan program;

t. pelaksanaan penyusun an laporan
Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan

u. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertim angan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang dlu diambil.

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalarn elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung | wab kepada
Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 161

Bidang Infonnasi dan Komunikasi Publik memrunyai tugas
melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ipformasi dan
Komunikasi Publik. ‘

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam °telaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi: T

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Bidang Infonnasi dan Komunikasi Publik;

b. penyelenggaraan penyiapan perumusan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang informasi dan komunikasi
publik;

c. penyelenggaraan kebijakan di bidang infirrmasi dan
komunikasi publik; .

d. penyelenggaraan pemberian  bimbingan eknis  dan
supervisi; ‘

e. penyelenggaraan pengelolaan in(onnasi, opini fan aspirasi
publik dilingkungan Pemerintah Daerah;

f. penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik; \

g. penyelenggaraan  pelayanan  informasi  publik  dan
hubungan media;




3)

(1)

(2)

h. penyelenggaraan penguatan kapasitas ber daya
komunikasi publik;
penyelenggaraan penyediaan akses informasi; dan

J.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertim angan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah d  bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 162

Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Komu ikasi Publik
mempunyai tugas melaksanakan tugas pen :© pan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyus an norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberi bimbingan
teknis dan supervisr, serta pemantauan, e aluasi, dan
pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan a. pirasi publik
di lingkungan Pemerintah Daerah, penyediaan onten lintas
sektoral, pengelolaan media komunikasi publi , penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik da penyediaan
akses informasi di Kabupaten, serta pengelol informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan Peme : tah Daerah,

Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Komu ikasi Publik
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks ‘d pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis berdasarkan
norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengelolaan
informasi dan komunikasi publik sesu peraturan
perundang-undangan;

c. pelaksanaan monitoring isu publik di media massa dan
sosial;

d. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum d
survei dan/atau jajak pendapat;

e. pelaksanaan penyusunan standarisasi pertukaran
informasi untuk basis data informasi lintas sekt ral;

f. pelaksanaan pemantauan tema komunikasi blik lintas
sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Dae

g. pelaksanaan pengolahan dan analisis data info asi untuk
m.endukung komunikasi publik lintas sekto al lingkup
nasional dan Daerah;

h. pelaksanaan penyusunan daftar sesuai
peraturan perundang-undangan;



(3)

(2)

3)

i. pelaksanaan konten Ilokal dan melakukan | pengemasan
ulang konten nasional menjadi konten lokal;

J. pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi
publik di kabupaten; dan

k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Korn nikasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayati (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab  pada Kepala
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 163

Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Kehumasan
mempunyai tugas melaksanakan tugas pen © pan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyus  nan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberia bimbingan
teknis dan supervisi, serta pernantauan, e aluasi, dan
pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi ublik, serta
layanan hubungan media di Daerah.

Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Kehumasan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu dalam ayat

(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan ehumasan;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis berdasarkan
norma, standar, prosedur dan kriteria terk t pelayanan
informasi publik sesuai peraturan perundang- dangan;

c. pelaksanaan pelayanan informasi dan do mentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d pelaksanaan pengelolalayanan pengaduan masrarakat;

e. pelaksanaan pengelola hubungan dengan edia (media
relations);

f. pelaksanaan  pemberdayaan dan penyedi an akses
infonnasi bagi media dan lembaga komunikasi ublik;

g pelaksanaan perencanaan komunikasi publi dan citra
positif Pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan pengelola  saluran komur.ikasi  milik
Pemerintah Daerah/ media internal;

1. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan m lalui media
Pemerintah Daerah dan nonpemerintah Daerah; dan

J.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per! diambil.

Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Kehumasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.



(1)

3)

Paragraf 4
Bidang Penyelenggaraan e-Govemment

Pasal 164

Bidang Penyelenggaraan e-Govemmeni mem unyai tugas
melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedu dan kriteria,
dan pemberian bimbingan teknis dan su ervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidan layanan e-
govemment.

Bidang Penyelenggaraan e-Govemmeni dalam

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men elenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumu kebijakan di
bidang layanan infrastuktur dasar data ce ter, disaster
recovery center dan teknologi informasi komu ikasi layanan
pengembangan intranet dan penggunaan a ses internet,
layanan sistem komunikasi intra Pemerin Kabupaten,
layanan keamanan infonnasi e-govemm nt, layanan
manajemen data dan informasi e-govem nt, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi  enerik dan
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, inte asi layanan
publik dan kepemerintahan, penyelenggara ekosistem
teknologi informasi komunikasi smart city, pen elenggaraan
government chief information officer Pemeri tah Daerah,
pengembangan sumberdaya teknologi informasi
komunikasi Pemerintah Daerah dan masyar t, layanan
nama domain dan subdomain bagi lembag , pelayanan
publik dan kegiatan kabupaten;

b. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksana
di Bidang Penyelenggaraan e-Gouemmeni;

c. penyelenggaraan penyiapan bahan penyusu an norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan e-
govemment;

d. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberi bimbingan
teknis dan supervisi di bidang layanan e-qoue

e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan
bidang layanan e-government; dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Bidang Penyelenggaraan e-Gouemmeni sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipirnpin oleh Kepala Bidang ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Dinas.



@
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Pasal 165

Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi me punyai tugas

melaksanakan tugas penyiapan bahan pe musan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, s  dar, prosedur

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan erkait fungsi
layanan infrastruktur dasar data center, dis ster recovery
center dan  teknologi infonnasi komunik si, layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Dae ah.

Subkoordinator Infrastruktur dan Tekn logi  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi;

b. pelaksanaan layanan pengembangan dan pe yelenggaraan
data center dan disaster recovery center,

c. pelaksanaan layanan pengembangan dan ino asi teknologi
infonnasi komunikasi dalam implementasi e- ovemment,

d. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam pengelolaan infrastruktur an teknologi

informatika;
pelaksanaan penyediaan government cloud co ting;
f. pelaksanaan penyediaan layanan internet

Pemerintah Daerah dan publik;

g. pelaksanaan layanan penyaringan konten neg
h. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra
Pemerintah Daerah;

1. pelaksanaan penyediaan prasarana dan saran komunikasi

pemerintah;

J.  pelaksanaan fasilitasi bimbingan dalam
pemanfaatan sistem komunikasi aparatur
pemerintahan;

K. pelaksanaan monitoring trafik elektronik;

. pelaksanaan penyediaan layanan insiden

keamanan informasi; \

m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber d ya manusia
di bidang keamanan infonnasi;

n. pelaksanaan audit teknologi informasi komuni

o. pelaksanaan, internet sehat, kreatif inovatif d  produktif;
dan

p. pelaksanaan rekornendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per! diambil.

Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tug s berada di
bawah dan Dbertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Penyelenggaraan e-Govemment.



(1)

(3)

Pasal 166

Subkoordinator Pengembangan dan Pengelol an Aplikasi
mempunyai tugas pokok melaksanakan pen apan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyu nan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberi bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, e aluasi, dan
pelaporan  terkait fungsi layanan pengem angan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan su lemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan ke emerintahan,
penyelenggaraan ekosistem teknologi informas komunikasi
smart city di Daerah.

Subkoordinator Pengembangan dan Pengelol Aplikasi
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) mernpunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan Subkoordinator Pengeinbangan d  Pengelolaan
Aplikasi;

b. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas umber daya
manusia dalam pemanfaatan sistem informasi
pemerintahan dan sistem informasi publik;

c. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi emerintahan
dan pelayanan publik yang terintegrasi;

d. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi
kepemerintahan dan publik;
pelaksanaan layanan interoperabilitas;

f. pelaksanaan layanan inter konektivitas layan
kepemerintahan;

g pelaksanaan layanan pusat application
inter/ace Daerah;

h. pelaksanaan layanan pengembangan busines
engineering pelayanan di lingkungan peme
nonpemerintah (stakeholder smart city);

1. pelaksanaan layanan sistem informasi smart d

J- pelaksanaan layanan interaktif Pemerintah Daerah dan
masyarakat;

k. pelaksanaan layanan penyediaan sarana
pengendalian smart city; dan

I.  pelaksanaan rekornendasi, saran dan pe timban
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subkoordinator Pengembangan dan Pengelol Aplikasi
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan  rtanggung
jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan e-



(1)

Pasal 167

Subkoordinator Layanan e-Govemment unyai tugas
melaksanakan  tugas penyiapan bahan pe musan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, sta ar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis an supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rkait fungsi
layanan penyelenggaraan government chief info ation officer
Pemerintah Daerah, pengembangan sumber d ya teknologi
informasi dan komunikasi Pemerintah aerah  dan
masyarakat, layanan nama domain dan su domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah.

Subkoordinator Layanan e-Govemment dalam  elaksanakan

a.

b.

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp nyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan program kegiatan
subkoordinator;
pelaksanaan penetapan regulasi dan kebij terpadu

implementasi e-govemment kabupaten;

pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama li

Pemerintah Daerah dan lintas pemerintah
nonpemerintah;

pelaksanaan  layanan integrasi pengelola n teknologi
informasi  komunikasi  dan Pemerintah
Daerah;

pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas paratur dan
sertifikasi teknis bidang teknologi infonnasi ko unikasi;
pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat
dalam implementasi e-govemment dan smart ci
pelaksanaan melakukan promosi pemanfaa

smart Ccity;

pelaksanaan layanan implementasi e-gouemm  t dan smart
city,

pelaksanaan layanan pendaftaran nama  omain dan
subdomain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan
kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan
pemerintahan;

pelaksanaan penetapan subdomain terhadap omain yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;

pelaksanaan layanan pengelolaan domain d  subdomain
Pemerintah Daerah;

pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur
dalam pengelolaan domain, portal dan website;j

. pelaksanaan penetapan dan merubah n a pejabat

domain;

pelaksanaan penetapan merubaha nama dan
subdomain;

pelaksanaan penetapan tata kelola nama dan

subdomain; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.



3)

Subkoordmator Layanan e-Gouemmeni dalam |elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k|pada Kepala
Bidang Penyelenggaraan e-Govemment.

Paragraf 5
Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan S
Pasal 168
Bidang Keamanan Inforrnasi, Persandian Statistik

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosed dan kriteria
di bidang tata kelola keamanan informasi, pe dan
pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pe

statistik sektoral.

Bidang Kearnanan Informasi, Persandian dan S tistik dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan program ke ia tahunan
Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan tatistik;

b. penyelenggaraan penyiapan bahan perumus  kebijakan di
bidang layanan keamanan informasi e-go mment dan
layanan manajemen data dan informasi e-qoue ment;

c. penyelenggaraan penyusunan peraturan tekni pengelolaan
komunikasi sandi antar PD dan sumber day persandian
yang meliputi pengelolaan sumber daya ma usia sandji,
perangkat lunak persandian, perangkat ker  persandian
dan jaring kcmunikasi sandi;

d. penyelenggaraan  pengelolaan  informasi
melalui  pengklasifikasian informasi milik
Daecrah;

e. penyelenggaraan pengelolaan~  proses ngam.anan
informasi milik Pemerintah Daecrah;

f.  penyelenggaraan perancangan pola hubungan komunikasi
sandi antar PD di lingkungan Daerah;

g. penyelenggaraan penyiapan rencana kebutu an sumber
daya manusia sandi, perangkat keras dan per gkat lunak
persandian;

h. penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan
pemusnahan  perangkat lunak dan per gkat keras
persandian;

1. penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaik terhadap
perangkat lunak persandian, perangkat kera
dan jaring komunikasi sandi;

J.  penyelenggaraan penyiapan dokurnen, bahan d peralatan
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegi tan survei
statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, po tik, hukum
dan hak asasi manusia;



k. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis elaksanaan

dan metodologi survei bidang politik, hukum d  hak asasi
manusia;

. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksa aan survei
statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, po itik, hukurn
dan hak asasi manusia;

m. penyelenggaraan monitoring dan kegiatan
persandian dan statistik; dan

n. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per diarnbil

Bidang Keamanan  Informasi, Persandian d n  Statistik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada d bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 169

Subkoordinator =~ Persandian dan  Keamanan Informasi
mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pe musan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, stan , prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis d n supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan te kait fungsi
layanan kearnanan informasi e-govemment di kabu

Subkoordinator Persandian dan Keamanan Info asi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1),
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram Kkerja
tahunan  Subkoordinator Persandian dan Keamanan
Informasi;

b. pelaksanaan pengukuran tingkat an  dan
keamanan infonnasi;

c. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifi
pengklasifikasian dan pengamanan  info
Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan pengelolaan proses pengaman informasi
milik Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran ‘engamanan
informasi di lingkungan Pemerintah Dae melalui
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi,
bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;

f. pelaksanaan pengamanan informasi elektronik;

g. pelaksanaan pengelolaan security operation  nter dalam
rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

h. pelaksanaan penyusunan peraturan teknis tata kelola
persandian untuk pengamanan informasi y g meliputi
pengelolaan infonnasi berklasifikasi, pengelol an sumber
daya manusia sandi, pengelolaan kat  lunak
persandian;



pelaksanaan pengelolaan perangkat keras per andian dan
pengelolaan jaring komunikasi sandi;

pelaksanaan penyusunan peraturan teknis

pengelolaan komunikasi sandi antar PDdi Dae

pelaksanaan penyusunan peraturan teknis
pengamanan komunikasi sandi;

pelaksanaan penyusunan peraturan teknis

dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelola n informasi
berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian,
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional
pengamanan komunikasi sandji;

. pelaksanaan pengiriman, penyimpanan, pem faatan dan
penghancuran informasi berklasifikasi:

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan umber daya
manusia sandi;

pelaksanaan pengembangan kompetensi s

manusia sandi melalui program pendidikan pelatihan,
lasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, works tp dan/ atau
seminar,

pelaksanaan pengadaan,

pemusnahan perangkat Ilunak dan

persandian;

pelaksanaan  pemeliharaan dan perbaika terhadap
perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian
danjaring komunikasisandi,

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuh perangkat
lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi
sandi antar PD di Daerah;

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuh = perangkat
keras persandian dalam rangka operasional komunikasi
sandi antar PD di Daerah;

pelaksanaan  penyusunan rencana kebutu an unsur
pengelola dan pengguna pada komunikasi i antar PD
di Daerah:;

pelaksanaan perancangan pola hubungan komunikasi
sandi antar PD di Daerah;

pelaksanaan  pengamanan terhadap

fasilitas/instalasi  penting/vital/kritis mel ui  kontra
penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian
lainnya;,

pelaksanaan pemulihan data atau sistem ‘'ilea terjadi
gangguan operasional persandiandan keaman

pelaksanaan penyusunan instrumen penga

evaluasi terhadap pelaksanaan pengelo infonnasi
berklasifikasi, pengelolaan sumber daya rsandian,
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional
pengamanan komunikasi sandi;



3)

(2)

y. pelaksanaan program pengawasan dan evalu si terhadap

pelaksanaan pengelolaan informasi b rklasifikasi,
pengelolaan sumber daya  persandian, operasional
pengelolaan  komunikasi sandi dan operasional

pengamanan komunikasi sandi sesuai denga ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

z. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subkoordinator Persandian dan Keamanan Info asi dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi, Per andian dan
Statistik.

Pasal 170

Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan Data mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan usan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, stand , prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis d  supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan te kait fungsi
Layanan manajemen data dan informasi e-go
penyelenggaraan statistik sektoral.

Subkoordinator  Statistik dan Pengelolaan

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program
kerja tahunan Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan
Data;

b. pelaksanaan penyiapan konsep penetapan st
data dan informasi, walidata dan kebijakan;

c. pelaksanaan layanan recovery data dan inform

d. pelaksanaan layanan  pengelolaan data  elektronik
pemerintahan dan nonpemerintahan;

e. pelaksanaan pendataan dan identifikasi doku en, bahan
dan peralatan yang diperlukan
pelaksanaan kegiatan survei bidang , ekonomi,
politik, hukum dan keamanan;

f. pelaksanaan inventarisasi data yang
mendukung pelaksanaan survei;

g. pelaksanaan penyusunan program kerja tahu
setoral bidang survei dengari peraturan perundang-
undangan;

h. pelaksanaan penyusunan metode survei d petunjuk
teknis pelaksanaan survei;

1. pelaksanaan penghimpunan bahan penyusun petunjuk
teknis pelaksanaan dan metodologisurvei bid



pelaksanaan konsultasi dan pengoordinasi persiapan
bahan penyusunan program kerja tahun statistik
sektoral bidang survei bidang sosial, ekon mi, politik,
hukum dan hak asasi manusia sesuai denga peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan konsep/ draf petunjuk teknis d  metodologi
survei bidang sosial, ekonomi, politik, h dan hak
asasi manusia bidang tugasnya,;

pelaksanaan pendataan dan identifikasi doku en, bahan
dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksan an kegiatan
survei bidang sosial, ekonomi, politik, huku dan hak
asasi manusia untuk kelancaran kegiatan; j

. pelaksanaan = penghimpunan  dokumen, gahan dan

peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
survei bidang sosial, ekonomi, politik, huku}n dan hak
asasi manusia untuk kelancaran pelaksanaan ~egiatan;
pelaksanaan penyusunan rencana pelaks

bidang sosial, ekonomi, politik, hukum d hak asasi
manusia di Daerah dalam rangka mendapatk n informasi
sosial masyarakat, ekonomi, politik, hukum d n hak asasi
manusia;

pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, po itik, hukum
dan hak asasi manusia di Daerah dal rangka
mendapatkan infonnasi sosial masyarakat;

pelaksanaan penyusunan data basil survei bi

ekonomi, politik, hukum dan hak asasi ma usia sesuai
dengan sistem dan program yang ditetapkan;

pelaksanaan analisis dan mengkaji ulang hasil dan
informasi yang diperolah pada survei bid g sosial,
ekonomi, politik, hukum dan hak asasi m

dengan sistem dan program yang ditetapkan;

pelaksanaan monitoring survei bidang sosi , ekonomi,
politik, hukum dan hak asasi manusia unt k menjadi
bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa
akan datang;

pelaksanaan data dan identifikasi konsep pe gembangan
metodelogi survei, diseminasi statistik dan siste informasi
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi
manusia dalam rangka meningkatan mutu d statistik;
dan

pelaksanaan rekomendasi, sarani dan pertimb

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subkoordinator  Statistik dan Pengelolaan dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ngjawab
kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi, dian dan

Statistik.



OINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

(

1)

2)

(3)

a3

BAB X1 ATU PINTU

DAN PERDAGANGAN .

Bagian Kesatu :
Kedudukan dan Susunan Organlsasl

Pasal 171

Oinas Penaruunan Modal, Pelayanan Terpadu S tu Pin:ed~

t Belitung Timur de gan _P
Perdagangan Kabupa “n 8 . lak saglkan Urusan

mempunyai tugas membantu Bupati me s .
. tahan dan Tugas Pembantuan di bid g penanaman

Peme . d : A
mg&aﬁnbldang perdagangan dan bi ang penn strian - setta
melaksanakan pelayanan perizinan terpadu sa pmtu.

S

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu tu Pin~ dan

Perdagangan dalam melaksanakan  tugas sebagannana

dimaksud pada ayat(l) menyelenggarakan fungs :

a. penyelenggaraan perwnusan kebij
Pemerintahan bidang  penanaman
perdagangan dan bidang perindustrian;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Peme tahan bidang

Urusan
bidang

penanaman modal, bidang perdagang dan bidang
perindustrian;

c. penyelenggaraan  evaluasi  dan Ultusan
Pemerintahan ~ bidang  penanaman bidang

perdagangan dan bidang perindustrian;

d. penyelenggaraan pelayanan perizinan te
dan

e. penyelenggaraan administrasi Dinas Pen aman Mo~al,
Pelayanan Terpadu Batu Pintu dan Perdag gan;dan

f, penyelenggaraan rekomendasi saran d  pertimbangan .
kepada atasan tentang langkah dan tind an yang perlu
diambil.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu atu Pintu dan
Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada wupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 172

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Mo al, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan terdiri d
a. Kepala Dinas;
b, Sekretariat;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Keuangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi Pelaporan.
c. Bidang Promosi dan Perencanaan Penanam  Modal;
1. Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Investasi; dan
2. Subkoordinator Perencanaan dan engembangan
Iklim Penanaman Modal.



(2)

d. Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokument si:
1. Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal dan
Penanganan Pengaduan; dan
2. Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Inf rmasi.
e. Bidang Pelayanan Perizinan;
1. Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran;
2. Subkoordinator Perizinan Dasar dan No Perizinan;
dan
3. Subkoordinator Perizinan Usaha.
f.  Bidang Perdagangan;

1. Subkoordinator Bina  Usaha dan Distribusi
Perdagangan;

2. Subkoordinator Sarana dan Prasarana P rdagangan;
dan

3. Subkoordinator Metrologidan Perlindungan Konsumen.
g. Bidang Perindustrian;
1. Subkoordinator Industri Pangan, Sandang an Anecka,;
2. Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan Kimia;
dan
3. Subkoordinator Pengembangan Wilayah Ind
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
1. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Susunan  Organisasi DiI;as Penan Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan s bagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampi an X yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan da  Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Togas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 173

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan
teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan | enanaman
modal, perdagangan dan perindustrian ses ai dengan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas s bagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis enanaman
modal, pelayanan perizinan terpadu, perda gan dan
perindustrian;

b. penyelenggaraan perumusan dan pelaksana |, kebijakan
di bidang perencanaan dan pengemba gan iklim
penanaman modal;



(2)

c. penyelenggaraan penetapan norma standar d |n prosedur
pelaksanaan kegiatan pelayananan penanam modal dan

perizinan terpadu;

d. penyelenggaraan  pelayanan  administrasi perizinan,

penanaman modal dan perizinan.lainnya,;

e. penyelenggaraan kebijakan di bidang prngendalian

penanaman modal;

. penyelenggaraan pelayanan informasi, dokumrntasi serta

penanganan pengaduan;

g. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksana promosr
dan kerjasama investasi penanaman dal serta

pengembangan sistem informasi;

h. penyelenggaraan pemantauan  dan proses

pelayanan perizinan penanaman modal;

. penyelenggaraan pengelolaan  urusan bidang

perdagangan dan bidang perindustrian;

J. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan tug s di bidang

perdagangan dan bidang perindustrian;

k. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, program,
anggaran dan keuangan serta pembinaan or  isasi dan

tata laksana Dinas; dan

I.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindaka yang perlu

diambil.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 174
Sekretariat mempunyai tugas memimpin -at dalam

kegiatan administrasi umum, perencanaan p
anggaran, serta ketatausahaan berdasark
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretari

Sekretariat  dalam  melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan pr gram kerja

tahunan rumah tangga Dinas;
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum meliputi
pengadaan, perlengkapan, inventaris, tanggaan,

surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainn a;

e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d pelaporan

kegiatan Dinas; dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindaka yang perlu

diambil.



3)

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Y8fg dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan gung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 175
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempu tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerum

suratmenyurat, kearsipan serta pengelolaan
kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam m laksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp nyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan etiap tahun
Subbagian Urnurn dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan surat rnenyurat dan

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalan  Dinas;

d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengang atan dalam

jabatan;
e. pelaksanaan perencanaan  peningkatan
pegawai melalui pendidikan - dan pelati teknis,

struktural dan fungsional;

f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berk pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pe berhentian
pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, in belajar,
pembuatan kartu pegawai,  keikutserta badan
penyelenggara jaminan sosial, tabungan pe siun, kartu
i1stri/ suami;

g. .pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan katan serta
mengelola sistem informasi manajamen kepega aian;

h. pelaksanaan penyiapan bahan penetap pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan.bendahara p mbantu;

i. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat,
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprot

j.  pelaksanaan pemeliharaan kebersihan,

keamanan dan ketertiban kantor;

k. pelaksanaan penatausahaan daftar inventari arsip dan
dokumentasi;

I. pelaksanaan inventarisasi pennasalahan se uai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepega an secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;

m. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertirnba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.



3)

3)

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan  ng jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 176

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas m laksanakan
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan set Dinas,
penatausahaan  keuangan, perbendaharaan, d verifikasi
ke~angan.

Subkoordinator ~ Keuangan dalam melaksana an tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai f ngsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pro am kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungja
pembukuan;

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti
uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, | entif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik d| tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan  penyusunan  kebutuhan lengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan
kantor, pengamanan aset, usulan penghapus aset .dan
menyusun laporan pertanggungjawaban a as barang
inventaris;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, emberikan

petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

J.  pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet

pengelola keuangan dan aset;
k. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta v rifikasi dan
administrasi pengelola keuangan dan aset;
I. pelaksanaan penyusunan laporan
Keuangan;dan
m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksu [ pada ayat

(1) dalam melaksanakan tugas berada di |awah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.




(1)

(2)

3)

Pasal 177

Subkoordinator =~ Perencanaan, Evaluasi dan  Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusu an program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksan kegiatan
perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pela oran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusun pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan progr

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Di

d. pelaksanaan penghimpunan data program d
dari bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pe njuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan la

f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja,
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

g. pelaksanaan penyiapan bahan laporan elenggaran
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati;

h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi fenyusunan

rencana program dan laporan; —
i. pelaksanaan penyiapan rumusan  progisssss kegiatan
berdasarkan basil rangkuman rencana bidang

dan UPTD dalam rangka penyusunan  anggaran
pendapatan dan belanja PD;

j.  pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahan dan data

laporan tugas Dinas dan Subkoordinator P rencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan;

k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terha ap rencana
dan program; dan

I. pelaksanaan rekornendasi, saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Subkoordinator = Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada
Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman M dal
Pasal 178
Bidang Promosi dan Perencanaan  Penan Modal

mempunyai tugas melaksanakan sebagian

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Perdagangan di Bidang Promosi dan, Perencanaan enanaman
Modal.



(2)

(2)

Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman tylodal dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana k|rja bidang

promosi dan perencanaan penanaman modal;

b. penyelenggaraan forum corporate social |esponsibility
tingkat Daerah;

c. penyelenggaraan verifikasi bahan kebijakan te nis promosi
penanaman modal;

d. penyelenggaraan kerjasama promosi denga  organisasi
atau asosiasi dunia usaha dan PD terkait lan di bidang
penanaman modal;

€. ' penyelenggaraan promosi peluang investasi QOaerah di
tingkat Daerah, regional maupun nasional;

f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama kemit aan antara
usaha mikro, kecil menengah dan koperasi D rah dengan
pengusaha tingkat provinsi/ nasional;

g. penyelenggaraan penyediaan infonnasi pel
investasi dan bidang usaha unggulan Daerah;

h. penyelenggaraan penyusunan kebijakan D erah guna
mendukung pengembangan  iklim an modal
Daerah;

1. penyelenggaraan penyusunan peta potensi
investasi Daerah;

J.  penyelenggaraan penyusunan kebijakan di b dang usaha
terbuka dan tertutup bagi penanaman modal D erah;

k. penyelenggaraan  penyusunan kebijakan = pemberian
fasilitas/insentif bagi penanaman modal di Dae ah; dan

I. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Bidang Promosi dan Perencanaan Penan an Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada d bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 179

Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Investasi mempunyai
tugas merencanakan, merumuskan dan m laksanakan
kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sam investasi.

Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Inve tasi dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bid g promosi
dan perencanaan penanaman modal;

b. pelaksanaan perencanaan dan -fasilitasi fo corporate
social responsibility tingkat Daerah;
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c. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan te is promosi
penanaman modal;

d. pelaksanaan kerja sama promosi dengan or anisasi atau
asosiasi dunia usaha dan PD terkait lai di bidang
penanaman modal,

e. pelaksanaan promosi peluang investasi daer di tingkat
Daerah, regional maupun nasional;

f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan tara usaha
rnikro, kecil menengah dan koperasi Dasrah dengan
pengusaha tingkat provinsi/nasional; dan

g pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

Subkoordinator = Promosi dan  Kerja Sam Investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Mo al.

Pasal 180

Subkoordinator =~ Perencanaan  dan Iklim
Penanaman  Modal mempunyai tugas m rencanakan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan te is di bidang
perencanaan dan pengembangan iklim penanam  modal.

Subkoordinator = Perencanaan dan Pengemb ngan Iklim
Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas ebagaimana-
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan identifikasi peluang dan
bidang usaha unggulan Daerabh;

b. pelaksanaan  penyediaan  informasi usaha
sektor / bidang usaha unggulan daerah;

c. pelaksanaan penyusunan kebijakan guna
mendukung pengembangan  iklim modal
Dacrah;

d. pelaksanaan penyusunan peta potensi peluang

investasi Daerah;

e. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bi ang wusaha
terbuka dan tertutup bagi penanaman modal D erah;

f.  pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian
fasilitas/insentif bagi penanamari modal di Dae ah; dan

g pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Subkoordinator Perencanaan dan Pengemb gan lklim
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada a at (1} dalarn
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman
Modal.



(1)

(2)

Paragraf 3
Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokume | tasi

Pasal 181

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasf empunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penan  an Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagang di bidang
pengendalian penanaman modal dan dokumentas .

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokurne tasi dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang
Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi;

b. penyelenggaraan pemantauan kegiatan pen aman modal
di Daerah;

c. penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan
penanaman modal di Daerah;

d. penyelenggaraan pengawasan terhada kegiatan
penanaman modal di Daerah;

e. penyelenggaraan assesment/ penilaian terhadap
pelaksanaan pelayanan satu pintu bidang penanaman
modal;

f.  penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat
terhadap proses pelayanan perizihan dan non erizinan;

g. penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan an petunjuk
teknis yang berkaitan dengan pelak:sanaan tu s bidang;

h. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja s b bidang;

i. penyelenggaraan pendokumentasian berkas p rizinan dan
nonperizinan;

j. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan data untuk

disajikan menjadi bahan infonnasi;

k. penyelenggaraan pembangunan dan pengemb gan sistem
infonnasi pelayanan perizinan;

I. penyelenggaraan pemeliharaan sistem inform i perizinan;
dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan rtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Bidang Pengendalian, Informasi  dan okumentasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dipimpin Ieh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokokn a berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dina .

Pasal 182

Subkoordinator =~ Pengendalian =~ Penanaman odal dan
Penanganan Pengaduan mempunyai tugas me encanakan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan tekn s di bidang
pengendalian penanaman modal dan penangan pengaduan
terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan



)

(2)

3)

Subkoordinator Pengendalian Penanaman dan

Penanganan  Pengaduan dalam melaksanakan ugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ngsi:

a. pelaksanaan pemantauan kegiatan penan an modal di
Dacrah;

b. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan penanaman
modal di Daerah;

c. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiata penanaman
modal di Daerah,;

d. pelaksanaan assesment/penilaian terhadap p layanan satu
pintu bidang penanaman modal;

e. pelaksanaan penanganan pengaduan masyar kat terhadap
proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, an

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Subkoordinator =~ Pengendalian =~ Penanaman odal dan
Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, [ formasi dan
Dokumentasi.

Pasal 183
Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Informas mempunyai
tugas rnerencanakan, merumuskan dan elaksanakan
kebijakan teknis pendokumentasian, pend dan

informasi penanaman modal.

Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Info

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan d petunjuk
teknis yang berkaitan dengan pelak aan tugas
Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Inform si;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja
Dokumentasi, Data dan Informasi;

c. pelaksanaan pendokumentasian berkas

nonperizinan;

d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan untuk
disajikan menjadi bahan informasi;

e. pelaksanaan pembangunan dan pengemba sistem

informasi pelayanan perizinan;
f. pelaksanaan pemeliharaan sistem informasi pe inan; dan
g. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Inforrnasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi:



(1)

()

3)

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Perizinan

PasaJ 184

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas ¢laksanakan
sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelay an Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan di bidang pelayanan  rizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan dalam melaks akan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men elenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan  rencana Bidang
Pelayanan Perizinan;

b. penyelenggaraan penyiapan bahan peratura
undangan dan ketentuan pelaksanaan | nnya yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tu as;

c. penyelenggaraan pemberian layanan info asi tentang
prosedur dan tata cara perizinan dan nonp rizinan yang
diminta oleh pemohon/masyarakat;

d. penyelenggaraan pelaksanaan ijenerimaan registrasi
berkas permohonan perizinan dasar dan nonpe rizinan;
e. penyelenggaraan penelitian, memverifi asi serta

memvalidasi kelengkapan berkas permohon 1zin untuk
diproses lebih lanjut;

f.  penyelenggaraan pelaksanaan proses penerb tan izin dan
nonperizinan untuk selanjutnya divalidasi di f gkat lanjut;

g. penyelenggaraan pelaksanaan penelaahan, pemeriksaan
dan pengkajian dolrumen administrasi berkas permohonan
perizinan;

h. penyelenggaraan pelaksanaan proses pengolahan
permohonan perizinan;

1. penyelenggaraan pelaksanaan pengum ulan dan
pengolahan data perizinan;

J. penyelenggaraan  penyiapan  pelaksanaan koordinasi

dengan PD terkait dalam rangka pengolahan pennohonan
perizinan dan nonperizinan; dan -

k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Dinas.

Pasal 185

Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran memp nyai tugas
merencanakan, merumuskan dan melaksanaka  kebijakan
teknis di bidang pelayanan perizinan.



(2)

(1)

2)

Subkoordinator  Pelayanan Pendaftaran dalam elaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud papa ayat (1) mempunyai
fungsi: ~

a. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan  pelaksana nya yang
diperlukan untuk menunjang tugas;

b. pelaksanaan penyiapan penyusunan renc na kegiatan
Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran se agai acuan
dalam tugas;

c. pelaksanaan layanan infonnasi tentang prose ur dan tata
cara perizinan dan nonperizinan yang 1iminta oleh
pemohon/ masyarakat;

d. pelaksanaan meneliti, verifikasi serta validasi kelengkapan
berkas permohonan izin untuk diproses di ingkat lebih

[anjut;

e. pelaksanaan  penyampaian dokumen dan
nonperizinan kepada pemohon; dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan rtimbangan

kepada atasan tentang langkah .dan tindaka yang perlu
diambil.
Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran ebagaimana
dimaksud pada ayat {I) dalam melaksanakan tu s berada di
bawah dan bertanggung Jjawab kepada Ke ala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Pasal 186

Subkoordinator ~ Perizinan Dasar dan Non Perizinan
mempunyai  tugas  merencanakan, merum skan  dan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perizin

non perizinan.

Subkoordinator Perizinan Dasar dan Non Pe -
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1),
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan pelaksana lai ya yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tug s;

b. pelaksanaan penyiapan penyusunan renca a Kegiatan
Perizinan Dasar dan Non Perizinan sebagai a uan dalam
pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan pengelolaan berkas permohon perizinan
dasar dan nonperizinan;

d pelaksanaan  validasi teknis terhadap

perizinan;

e. pelaksanaan penyiapan dokumen penerbi izin dan
nonperizinan untuk selanjutnya divalidasi di tingkat
lanjut; dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pe imbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil,



3)

(D)

(1)

2]

Subkoordinator Perizinan Dasan  dan Perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 187

Subkoordinator Perizinan = Usaha memp - yai tugas
merencanakan, merumuskan dan melaksanak kebijakan
teknis di bidang perizinan usaha.

Subkoordinator Perizinan Usaha dalam melaks akan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan pelak:sanaan | innya yang
diperlukan untuk menunjang pelak:sanaan tu

b. pelaksanaan penyiapan penyusunan renc a kegiatan
Subkoordinator Perizinan Usaha sebagai cuan dalam
pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan pengelolaan berkas permohon perizinan
usaha;

d pelaksanaan  validasi teknis terhadap  permohonan
perizinan;

e. pelaksanaan penyiapan dokumen penerbitan ' in dan non
perizinan untuk selanjutnya divalidasi di ti gkat lanjut;
dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindaka yang perlu
diambil.

Subkoordinator Perizinan Usaha sebagaimana di aksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Perizinan.

Paragraf5
Bidang Perdagangan

Pasal 188

Bidang Perdagangan mempunyai tugas m laksanakan
sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelay an Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan di bidang bina usaha dan
distribusi perdagangan, sarana dan prasarana erdagangan
serta kemetrologian dan perlindungan konsumen

Bidang  Perdagangan dalam  melaksan n  tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menye enggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan di
bidang perdagangan;

b. penyelenggaraan rencana/program pemban an sektor
perdagangan;



(1)

penyelenggaraan monitoring dan fasilit si kegiatan
distribusi bahan kebutuhan pokok;

penyelenggaraan pemberdayaan konsumen,
standardisasi perdagangan  dan pengaw san Dbarang
beredar dan/ atau jasa di pasar;

penyelenggaraan penyediaari infonnasi pasar ‘dan
penyebarluasannya ke masyarakat;

penyelenggaraan koordinasi dan kerja s a dengan
instansi terkait dalam bidang perdagangan;
penyelenggaraan pembinaan dan pengawas terhadap
pendistribusian barang di tingkat
distributor/ subdistributor /pengecer; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan rtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.
Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala yang
dalam melaksanakan  tugas berada di dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 189

Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi  erdagangan
mempunyai tugas merencanakan, erumuskan,
melaksanakan  kebijakan teknis di bidang ina usaha
perdagangan dan distribusi perdagangan.

Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi erdagangan
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud
pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:

a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana/program  pembinaan
dan pengembangan usaha dan distribusi perda angan;
pelaksanaan  penyelenggaraan pembinaan saha dan
distribusi perdagangan;

pelaksanaan pengawasan izin di bidang perdag gan;
pelaksanaan  pemantauan  harga dan st k Dbarang
kebutuhan pokok dan barang penting di pasar;
pelaksanaan pengolahan data dan informasi pasar serta
mempublikasikannya kepada masyarakat;

pelaksanaan fasilitasi operasi pasar rangka
stabilisasi harga pangan pokok;
pelaksanaan pengawasan  terhadap dan

penggunaan pupuk dan pestisida bersub idi secara
terpadu;

pelaksanaan pengawasan terhadap distribus @ barang di
tingkat distributor/subdistributor dan pengece

pelaksanaan promosi dagang melalui pame an dagang
nasional, pameran dagang lokal bagi prod unggulan
Daerabh;

pelaksanaan pendataan ekspor impor di Daer

pelaksanaan  rekomendasi, saran dan p imbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.



(2)

(2)

Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi erdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Perdagangan.

Pasal 190
Subkoordinator Sarana dan Prasarana
mempunyai tugas merencanakan, merum

melaksanakan kebijakan  teknis di bidang
prasarana perdagangan.

Subkoordinator =~ Sarana dan Prasarana Perdag gan dalam
melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud p da ayat {1),
mempunyai fungsi: -
a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan y
dengan kewenangan bidang perdagangan berk -tan dengan
pengadaaan, pembangunan, pemeliha aan dan
pernanfaatan sarana dan prasarana perdagang
b. pelaksanaan penyusunan draft petunjuk tekni
terkait kebijakan pemanfaatan sarana d prasarana

perdagangan;

c. pelaksanaan pernbangunan dan pengemba sarana
distribusi perdagangan;

d pelaksanaan pembinaan terhadap sarana

distribusi perdagangan rnasyarakat;

e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan pra ana fisik
perdagangan milik Pemerintah Daerah;

f.  pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemanfaa~ sarana dan
prasarana perdagangan kepada pedagang dan rasyarakat;

g. pelaksanaan pembinaan dan pellgawasanterhrdap pelaku
usaha dagang yang memanfaatkan sarana d  prasarana
perdagangan Pemerintah Daerah; dan

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan p rtimbangan

diambil.
Subkoordinator  Sarana dan Prasarana erdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggungjawab k pada Kepala
Bidang Perdagangan.

Pasal 191

Subkoordinator Metrologi dan  Perlindungan
mempunyal  tugas  merencanakan, merurn
melaksanakan kebijakan teknis di bidang m trologi dan
perlindungan konsumen.

Subkoordinator Metrologi dan Perliridungan Kons en dalam
melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pa a ayat (1),
mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
subkoordinator metrologi dan perlindungan k sumen

b. pelaksanaan penyusunan rencana/ progra pembinaan
dan pengem bangan kemetrologian;

c. pelaksanaan pembinaan kemetrologian;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan an takaran
timbangan dan perlengkapannya;

e. pelaksanaan pelayanan tera dan tera u ang ukuran
timbangan dan perlengkapannya;

f. pelaksanaan penyelesaian sengketa konsu en melalui
badan penyelesaian sengketa konsumen;

g pelaksanaan  fasilitasi pembinaan dan pengawasan
perlindungan konsumen; dan

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan Kon umen dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab
kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Paragraf 6
Bidang Perindustrian

Pasal 192

Bidang Perindustrian mempunyai tugas elaksanakan
sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelay an Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan di bidang indu tri meliputi
pembangunan dan pemberdayaan industri, standarisasi
industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing,
penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas elembagaan,
pemberian fasilitas serta promosi industri dan industri
pada industri kecil dan menengah.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tcgas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meny lenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan renc a/program
pembangunan dan pemberdayaan poten i industri,
peningkatan daya saing, standarisasi industri an teknologi
industri, penumbuhan wirausaha, pem inaan dan

pengembangan tenaga penyuluh lapangan, ba tuan teknis
dan pembiayaan, keterkaitan dan hubung  kemitraan,

penguatan kapasitas kelembagaan, pemberi fasilitas,
serta promosi industri dan jasa industri;
b. penyelenggaraan pelaksanaan renc /program

pembangunan dan pemberdayaan potengi industri,
peningkatan daya saing, standarisasi industri dll teknologi
industri, penumbuhan wirausaha, pem'fnaan dan
pengembangan tenaga penyuluh lapangan, b8ftuan teknis
dan pernbiayaan, keterkaitan dan hubung kemitraan,
penguatan kapasitas kelembagaan, pemberi fasilitas,
serta promosi industri dan jasa industri;
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a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Industri Pangan, Sandang dan Aneka;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan encana dan
program, pangan, sandang dan aneka;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pembangunan  umber daya
manusia  industri, pemanfaatan sumber daya alam,
pengembangan dan  pemanfaatan teknol gi  industri,
kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiay an di bidang
industri pangan, sandang dan aneka;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan tandardisasi
dan pengolahan serta pemanfaatan siste informasi
industri di bidang industri pangan, sandang d n aneka;

e. pelaksanaan  penyiapan bahan  bimbin an  teknis
perencanaan, perizinan, dan infonnasi indusri di bidang
industri pangan, sandang dan aneka,;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengawa standar
nasional indonesia di bidang industri pangan, andang dan
aneka;

g. pelaksanaan penyiapan bahan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, dan kerja sama di bi ang industri
pangan, sandang dan aneka;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan romosi dan
pemberian fasilitas industri di bidang indu tri pangan,
sandang dan aneka;

1. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi d pelaporan,
pengumpulan dan pengolahari data, sert penyajian
informasi industri di bidang industri pangan, andang dan
aneka;dan

J- pelaksanaan rekomendasi, sarandan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per diambil.

Subkoordinator Industri Pangan, Sandang an Anecka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k ada Kepala
Bidang Perindustrian.

Pasal 194
Subkoordinator Industri  Kerajinan, Logam Kimia
mempunyai tugas merencanakan, erurnuskan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebi akan teknis
di bidang industri pangan.

Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan imia dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan program d kegiatan
Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan rnia;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan r ncana dan
program industri kerajinan, logam dan kimia;
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c. pelaksanaan penyiapan bahan pembangunan sumber daya
manusia  industri, pemanfaatan sumber daya alam,
pengembangan dan  pemanfaatan teknol gi  industri,
kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiay an di bidang
industri kerajinan, logam dan kimia;

d. pelaksanaan penyiapan bahan stand dan
pengolahan serta pemanfaatan slstem inform
bidang industri kerajinan, logam dan kimia;

e. pelaksanaan penyiapan bahan bimbi an teknis
perencanaan, perizinan, dan informasi indu ri di bidang
industri kerajinan, logam dan kimia;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan
standar nasional indonesia di bidang indus - kerajinan,
logam dan kimia:

g. pelaksanaan penyiapan bahan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, dan kerja sama di bi ang industri
kerajinan, logam dan kirnia;

h. pelaksanaan penyiapan bahan promosi d pemberian
fasilitas industri di bidang industri kerajina , logam dan
kimia;

i. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi d pelaporan,
pengumpulan dan pengolahan data, se penyajian
informasi industri di bidang industri kerajin , logam dan
kimia; dan

j.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diarnbil

Subkoordinator Industri  Kerajinan, Logam Kimia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Perindustrian.

Pasal 195

Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri mempunyai
tugas rnerencanakan, merumuskan, melaksan , memantau
dan mengevaluasi kebijakan telmis di bidang indu tri sandang,
logam dan kimia bahan.

Subkoordinator Pengembangan Wilayah Ind stri dalam

melaksanakan tugas sebagaimana -dimaksud pa a ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Pengembangan Wilayah Indust i:

b. pelaksanaan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan

dan pengelolaan data dan informasi indus kawasan
industri, perkembangan peluang pasar d teknologi
industri;

c. pelaksanaan penyiapan bahan san dan

pelaksanaan rencana pembangunan industri Kabupaten
dan pengembangan perwilayahan industri;
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d. pelaksanaan penyiapan kegiataﬁ promosr tra industri
kecil dan industri menengah;

e. pelaksanaan perumusan konsep pemban
industri kecil dan industri menengah;

f pelaksanaan fasilitasi penyediaan infrastrukt r pendukung
sentra industri kecil dan industri menengah;

g. pelaksanaan pengembangan kerja sama t knis sentra
industri kecil dan industri menengah;

h. pelaksanaan evaluasi program dan kegiat di bidang
pengembangan wilayah industri, data d n informasi
industri; dan

1. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri ebagaimana
dimaksud pada ayat {1] dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan Dbertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Perindustrian.

BAB XIII
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 196

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Beli ng Timur,
dengan Tipe A, rnempunyai tugas memba tu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas fembantuan
di bidang pertanian dan bidang pangan. |

Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksan an tugas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menye enggarakan
fungst:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Urusan
Pemerintahan bidang pertanian dan bidang p
b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijaka

Pemerintahan bidang pertanian dan bidang p gan;

c. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Urusan Pemerintahan bidang pertanian an bidang
pangan;

a. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil; dan

d penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Din s Pertanian
dan Pangan.

Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepal Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke ada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 197

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan [erdiri dari
a. Kepala Dinas:
b. Sekretariat;
I, Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Keuangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan|Pelaporan.
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
. Subkoordinator Perbenihan dan  Pe|lindungan
Tanarnan Pangan dan Hortikultura;
2. Subkoordinator Produksi dan Usaha Tanaman
Pangan clan Hortikultura; dan
3. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasran Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura.
d. Bidang Perkebunan; -
I.  Subkoordinator Perbenihan  dan
Tanaman Perkebunan;
2. Subkoordinator Produksi dan Usaha Perke unan; dan
3. Subkoordinator Pengolahan dan Hasil
Perkebunan.
e. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan;
1. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi;
2. Subkoordinator Kesehatan Hewan; dan
3. Subkoordinator Kesehatan Masyaraka  Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternak
[ Bidang Ketahanan Pangan;
l.  Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawan  Pangan;
2. Subkoordinator Distribusi dan Cadangan P gan;dan

3. Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan gan.
g. Bidang Penyuluhan Pertanian;
I. Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan

Penyuluhan Pertanian; dan
2. Subkoordinator Metode dan Informasi Penyuluhan
Pertanian.
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
1. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian an Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terc tum pada
Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf |
Kepala Oinas

Pasal 198

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebij an teknis,
memimpin dan mengoordinasikan ;urusan bid pertanian
dan bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk kelancaran tugas.
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(2)

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas [sebagaimana
dima.ksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bid g tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, ketah
peternakan  dan  kesehatan hewan  serta

pertanian;
b. penyelenggaraan penyiapan penyusunan ba an rumusan

kebijakan Daerah di bidang ketahanan panga . penyediaan
infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

c. penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan ebijakan di
bidang petahanan pangan;

d. penyelenggaraan  penyusunan program  penyuluhan
pertanian; .

€. penyelenggaraan pengawasan mutu, daran dan
pengendalian penyediaan benih benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak;

f.  penyelenggaraan pengawasan sarana
pertanian;

penyelenggaraan pembinaan produksi di bidan pertanian;

5 03

penyakit tanaman dan penyakit hewan;
1. penyelenggaraan pengendalian dan penanggul
bencana alarn;

J. penyelenggaraan pembinaan pengolahan d pemasaran

hasil pertanian;

k. penyelenggaraan dan pendampingan penyuluhan
pertanian;
I. penyelenggaraan pemberian 1zin  usaha/ ekomendasi

teknis/pertimbangan teknis pertanian;

m. penyelenggaraan pernantauan, ~valuasi dan elaporan di

bidang pertanian dan pangan;

n.  penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian an Pangan;

dan

o. pelaksanaan rekornendasi, saran dan pertimb ngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Paragraf2
Sekretariat

Pasal 199

Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegiatan

administrasi umum, perencanaan program dan an

ketatausahaan  berdasarkan  petunjuk  pelaks yang

berlaku untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaim a dirnaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan p
tahunan rumah tangga Dinas;

penyelenggaraan pengendalian dan penanggu angan hama
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b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan an dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipu ipengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtangg an, surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; d
e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi da  pelaporan
kegiatan Dinas.

Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert
langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 200

Subbagian Umum dan Kepegawaian memp nyai tugas
mela.ksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtan

menyurat, kearsipan serta  pengelolaan

kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan tiap tahun
anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan earsipan;

o

pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalan  Dinas;
d pelaksanaan pengusulan pegawajdan pengan atan dalam

jabatan;
e. pelaksanaan perencanaan  peningkatan eterampilan
pegawai melalui  pendidikan dan pelati teknis,

struktural dan fungsional,

f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap  bahan usul
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkal pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,
kesejahteraan  pegawai, mutasi dan pe berhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pen idikan dan
pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pemb atan kartu
pegawai, keikutsertaan badan pengelola jam nan sosial,
tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

g pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan
mengelola sistem informasi manajamen kepega 1ian;

h. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola
keuangan Daerah, bendahara daa bendahara p mbantu;

1. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan keproto olan;

J.  pelaksanaan pemeliharaan  kebersihan, keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor;
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k.

pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan s suai bidang
tugas pokok subbagian umum dan kepega aian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan das  pemecahan
masalah;

pelaksanaan penyusunan laporan Subbagia Umum dan
Kepegawaian; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diarnbil

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan berta ggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 201

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas

penyusunan rencana anggaran, pengelolaan aset Dinas,
penatausahaan keuangan, perbendaharaan, d verifikasi
keuangan.

Subkoordinator ~ Keuangan dalam melaksan kan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ungsi:

a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana dan pr gram kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan;

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y g meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungj aban dan
pembukuan,;

pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran
uang;

pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do

pengeluaran uang;

pelaksanaan pengurusan gaji, uang lernbur, i sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;
pelaksanaan penyusunan laporan periodik an tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu pulan data
usul rencana keuangan dan aset;

pelaksanaan  penyusunan kebutuhan p rlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, per tan kantor,
pengamanan  aset, wusulan penghapusan aset dan
menyusun laporan pertanggung jawaban a as barang-
barang inventaris;

pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, emberikan
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet njuk teknis
pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta v rifikasi dan
administrasi pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang unit
dan rencana pemeliharaan barang unit;



(2)

m. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pengadaan,
penyaluran, penghapusan dan pemindahtang nan barang
milik negara,;

n. pelaksanaan penyusunan laporan Sl.fjbkoordinator

Keuangan;dan
0. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Keuangan sebagairqana dimaks d pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 202

Subkoordinator =~ Perencanaan, Evaluasi dan  Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun  perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusu an program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksan an kegiatan
perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pela oran dalam

melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud p da ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan kerja
tahunan  Subkoordinator  Perencanaan, dan
Pelaporan;

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Di as;

d. pelaksanaan penghimpunan data program d  kegiatan
dari bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe  uuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan la oran;

f. pelaksanaan penyusunan rencana strate g, laporan
kinerja, rancangan anggaran pendapatan an belanja

daerah;
g. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pen elenggaraan
Pemerintah Daerah, laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati;

h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
rencana program dan laporan;

J.  pelaksanaan  penyiapan rumusan  progr kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiat  bidang dan

UPTD dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja PD;

J-  pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bah n dan data

laporan pelaksanaan tugas Dinas dan Su koordinator
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

k. pelaksanaan pemantauan dan  evaluasi  terhadap
pelaksanaan rencana dan program;
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|.  pelaksanaan pelaporan hasil tugas dan kepada
Sekretaris  Dinas  secara  periodik bahan
pertanggungjawaban;dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator =~ Perencanaan,  Eyaluasi dan  Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) dalam n,elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada
Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultu

Pasal 203

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mem ,unyai tugas
melaksanakan  penyusunan, pelaksanaan keb[akan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan an evaluasi
di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan  dan ra  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)

menyelenggarakan fungsi: .

a. penyelenggaraan penyusunan  kebijakan  perbenihan,
produksi, perlindungan, pengolahan dan pem saran basil
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana keb dan
penyediaan benih di bidang tanaman dan
hortikul tura;

c. penyelenggaraan pengawasan mutu dan pered
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. penyelenggaraan pemberian bimbingan tekni
peningkatan produksi di bidang tanaman
hortikultura;

€. penyelenggaraan pengendalian dan penanggul gan hama
penyakit, penanggulangan bencana alarn, d dampak
perubahan iklim di bidang tanaman gan dan
hortikultura;

f. penyelenggaraan pemberian himbingan pa ca panen,
pengolahan dan pemasaran basil di bida g tanaman
pangan dan hortikultura;

g. penyelenggaraan pemberian tzm wusaha/ ekomendasi
teknis/pertimbangan  teknis di bidang tan -an pangan
dan hortikultura;

h. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

1. penyelenggaraan penyediaan dukungan i frastruktur
tanaman pangan dan hortikultura;



penyelenggaraan pengembangan potensi dan pengelolaan
lahan dan irigasi pertanian;
penyelenggaraan penyediaan dan pengawa peredaran

pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertani
penyelenggaraan pemberian bimbingan dan

serta fasilitasi evaluasi pertanian; dan

pelaksanaan rekornendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di impin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tug s berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Din s.

Pasal 204

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas elakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian birnbingan teknis dan pemantauan se a evaluasi
di Subkoordinator Perbenihan dan Perlindung  Tanaman
Pangan dan Hortikultura.

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan t gas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan re cana dan
anggaran Subkoordinator Perbenihan dan Pe lindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
pada Subkoordinator Perbenihan dan Perlin ungan di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. pelaksanaan penyiapan bahan  penyedi dan
pengawasan peredaran benih di bidang tana
dan hortikultura;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengaw san dan
pengujian mutu benih di bidang tanaman p gan dan
hortikultura;

e. pelaksanaan penyiapan bahan, sertifikasi enih dan
pengendaliaan sumber benih di bidang tanam n pangan
dan hortikultura;

f  pelaksanaan penyiapan bahan penyusunal rencana
kebutuhan benih dan pengembangan varieta unggul di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi emasukan
dan pengeluaran benih yang beredar di bidan tanaman
pangan dan hortikultura;

h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan produksi
benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;




(D

2)

i, pelaksanaan penyiapan bahan pengendali serangan
organisme pengganggu tumbuhan di bidan tanaman
pangan dan hortikultura;

J- pelaksanaan penyiapan bahan 'pengamatan organisme
pengganggu tumbuhan di bidang tanaman p ngan dan
hortikul tura;

k. pelaksanaan penyiapan bahan pjgendalian,
pemantauan, bimbingan operasional peng atan dan
peramalan organisme pengganggu tumbuh di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

. pelaksanaan pengelolaan data organisme engganggu
tumbuhan di bidang tanaman pangan dan ho

m. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan k
organisme pengganggu tumbuhan di bidan tanaman
pangan dan hortikultura;

n. pelaksanaan penyiapan  bahan sekola lapang
pengendalian hama terpadu di bidang tan pangan
dan hortikultura;

0. pelaksanaan penyiapan bahan penangan
perubahan iklim di bidang t,anaman p
hortikultura;

p. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulang n bencana
alarn di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikul ura;

q pelaksanaan  penyiapan bahan  bimbing n teknis
perbenihan dan perlindungan di bidang tana an pangan
dan hortikultura;

r. pelaksanaan penyusunan lapor dan
pendokumentasian kegiatan Subkoordinator
dan Perlindungan Tanaman Pangan dan H
dan

s. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindung Tanaman
Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bid g Tanaman
Pangan dan Hortikultura.

Pasal 205

Subkoordinator ~ Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan
Hortikultura mempunyai tugas melakuk.an pen -apan bahan
penyusunan dan  pelaksanaan kebijakan, = pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evalu si di bidang
produksi dan usaha tanaman pangan dan hortiku tura.

Subkoordinator ~ Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan

Hortikultura  dalarn  melaksanakan  tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Produksi dan Us a Tanaman
Pangan dan Hortikultura;
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b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan ebijakan, di
bidang peningkatan  produksi - dan usaha di bidang
tanaman pangan dan hortikultura:

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusun n rencana
tanam, produksi dan usaha di bidang tanama pangan dan
hortikultura;

d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu d  produksi di
Bidang Tanaman Parigan dan Hortikultura;

e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendo mentasian
kegiatan Subkoordinator Produksi dan Us a Tanaman
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

g pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruk ur tanaman
pangan dan hortikultura,

h. pelaksanaan pengembangan potensi dan peng lolaan lahan
dan irigasi pertanian;

1. pelaksanaan penyediaan dan pengawasa  peredaran
pupuk, pestisida serta alat dan niesin pertaniat

J- pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomen asi teknis/

pertimbangan teknis di Bidang Tanaman angan dan
Hortikultura; dan

k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Produksi dan Usaha Tanaman , Pangan dan
Hortikultura sebagaimana dimaksud pada dy1 {I) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggung jawab
kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horti  tura.

Pasal206

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Ha il Tanaman
Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelak  aan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan d  evaluasi di
bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan
hortikul Lura

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Ha il Tanaman
Pangan dan Hortikultura dalam melaksan an tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai  gsi:

a. pelaksanaan penyiapan bah.an penyusunan encana dan
anggaran Subkoordinator Pengolahan clan Pe E—
Tanaman Pangan dan Hortikultura; r —

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan di
bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan ortikultura,

c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbi gan dan
pengembangan unit pengolahan basil di bid g tanaman
pangan dan hortikultura;
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d. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan ala pengolahan
hasil di bidang tanaman pangan dan hortikult ra;

e. pelaksanaan  penyiapan bahan penerapan cfra produksi
pangan olahan yang baik dan pemberian sur t keterangan
kelayakan pengolahan di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

f. pelaksanaan pelayanan dan pengembang informasi
pasar di bidang tanaman pangan dan hortikul a;

g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bid g tanaman
pangan dan hortikultura;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bim ingan teknis
pengolahan dan pemasaran hasil di bida g tanaman
pangan dan hortikultura;

1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

J. pelaksanaan penyusunan Iaporan dan pendo umentasian
kegiatan Subkoordinator Pengolahan dan Pe saran Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

k. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pem iayaan dan
fasilitasi evaluasi pertanian;

. pelaksanaan pendataan, penghitungan d pelaporan
statistik pertanian; dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Ha il Tanaman
Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Tanaman dan
Hortikultura.
Paragraf4
Bidang Perkebunan
Pasal 207

Bidang Perkebunan  mempunyai tugas

penyusunan, pelaksanaan  kebijakan, dan  pemberian
bimbingan teknis, pelaksanaan perizinan, pembi aan usaha
serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebu an.

Bidang Perkebunan dalarn melaksanakan tugas ebagaimana
dimaksud pada ayat (I), menyelenggarakan fungsi

a. penyelenggaraan penyusunan kebijjakan di  bidang
perbenihan, produksi, usaha, perlindungan, pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana keb tuhan dan
penyediaan benih di Bidang Perkebunan;

c. penyelenggaraan pengawasan mutu dan pered
Bidang Perkebunan;
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d. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan
peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;

e. penyelenggaraan pengendalian dan penan [langan hama
penyakit, penanggulangan bencana alarn, | an dampak
perubahan iklim di Bidang Perkebunan;

f penyelenggaraan penanggulangan gangguan| usaha, dan
pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;

g penyelenggaraan  pemberian  bimbingan  pascapanen,
pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Pe kebunan;

h. penyelenggaraan  pemberian izm usaha rekomendasi
teknis/pertimbangan teknis di Bidang Perkeb nan;

i. penyelenggaraan pembinaan wusaha dan s usaha
perkebunan;
;. penyelenggaraan pengolahan, penyusunan pelaporan

data perkebunan;

k. penyelenggaraan penyediaan sarana dan praslrana di
Bidang Perkebunan,

|.  penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang
Perkebunan; dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per'.u diambil.

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud p
dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaks nakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  pala Dinas.

Pasal 208
Subkoordinator Perbenihan dan ; Perlindung Tanaman
Perkebunan mempunyai tugas melakukan pen apan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan  pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.
Subkoordinator Perbenihan dan Perlindung Tanaman
Perkebunan  dalam  melaksanakan tugas ebagaimana

dimaksud pada ayat (I) mempunyai fungsi

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan encana dan
anggaran Subkoordinator Perbenihan dan erlindungan
Tanaman Perkebunan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan ebijakan di
Subkoordinator Perbenihan dan Perlindung Tanaman
Perkebunan,;

c. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran/
penggunaan benih di Subkoordinator Perb nihan dan
Perlindungan Tanaman Perkebunan;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengujian
tanaman perkebunan;

e. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengenda ian sumber
benih di bidang perkebunan;
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f. pelaksanaan  perencanaan kebutuhan benih  dan
pengembangan varietas unggul di Bidang Per ebunan;

g pelaksanaan penyiapan bahan rekomendas pemasukan
dan pengeluaran benih yang beredar di bidan perkebunan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan p oduksi benih
dan kelembagaan benih di Bidang Perkebun

i. pelaksanaan penyiapan bahan pengendali n organisme
pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;

J.  pelaksanaan penyiapan bahan pengamat organisme
pengganggu tumbuhan di bidang Perkebunan;

k. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan,
bimbingan operasional pengamatan da peramalan
organisme pengganggu tumbuhan di bidang p rkebunan;

|.  pelaksanaan pengelolaan data organisme pengganggu
tumbuhan di bidang perkebunan;

m. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan
organisme pengganggu tumbuhan di bidang p rkebunan;

n.  pelaksanaan penyiapan bahan sekol lapang
pengendalian hama terpadu di bidang perkebu
0. pelaksanaan penyiapan bahan penangan dampak

perubahan iklim di bidang perkebunan;

p. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulan an bencana
alam di bidang perkebunan:

q. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pe benihan dan
perlindungan di bidang perkebunan;

r. pelaksanaan penyusunan pelapor dan
pendokumentasian kegiatan Subkoordinator Perbenihan
dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;

s. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengadaan,
penyirnpanan, peredaran dan pemanfaatan p stisida serta
sarana perlindungan tanaman perkebunan; d

t. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per diambil.

Subkoordinator Perbenthan dan Perlindunga, Tanaman
Perkebunan sebagaimanadimaksud pada aya (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal209

Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkebunan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusun kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, laksanaan
perizinan, pembinaan usaha perkebunan serta

dan evaluasi di subkoordinator.

Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkebu
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa
mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Produksi dan Usah Perkebunan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di

Subkoordinator  Produksi dan Usaha Perkebun

c. pelaksanaan penyiapan bahan rencana dan
produksi di bidang perkebunan;

d pelaksanaan bimbingan peningkatan mut  hasil dan
produksi di  Subkoordinator  Produksi dan Usaha
Perkebunan;

e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di
Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkebun

f. pelaksanaan penyusunan dan
pendokumentasian kegiatan Subkoordinator
Usaha Perkebunan:

g pelaksanaan proses perizinan dan tanda usaha
perkebunan;

h. pelaksanaan  pembinaan usaha dan usaha
perkebunan;

1. pelaksanaan penanggulangan gangguan usahi perkebunan
dan pencegahan kebakaran di bidang perkebu an;

J.  pelaksanaan pengelolaan, penyusunan dan p aporan data
statistik perkebunan;

k. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan kebu

|.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkeb nan dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 210

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan enyusunan
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbi gan teknis
serta pemantauan dan evaluasi di subkoordinator.

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan ncana dan
anggaran Subkoordinator Pengolahan dan Pem saran Hasil
Perkebunan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan ebijakan di
bidang pengolahan hasil perkebunan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan dan
pengembangan  unit  pengolahan bidang
perkebunan;



d. pelaksanaan penyiapan dalam penyusunan ke utuhan alat
pengolahan hasil di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan ¢ a produksi
pangan olahan yang baik dan pemberian sur  keterangan
kelayakan pengolahan di bidang perkebunan;

f. pelaksanaan pelayanan dan pengembang infonnasi
pasar di bidang perkebunan;

g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang
perkebunan;, .

h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bim ingan teknis
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang per ebunan;

1. pelaksanaan  pemantauan dan evaluasi elaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasi di bidang
perkebunan;

J.  pelaksanaan penyusunan pelapor dan

pendokumentasian kegiatan Subkoordinator Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

k. pelaksanaan bimbingan analisa usaha tani d pemasaran
hasil perkebunan;

l.  pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anen, pasca
panen, dan pengolahan hasil perkebunan; dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat-~(1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Bidang Perkebunan.

Paragraf 5
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 211

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memp nyai tugas
melaksanakan  penyusunan, pelaksanaan keb-akan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan

di Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang  Petemakan dan  Kesehatan = He dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan  penyusunan , kebijakan di bidang
benih/bibit, produksi, peternakan dan keseh tan hewan,
perlindungan serta pengolahan dan pemas an hasil di
bidang peternakan;

b. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya gen tik hewan;

c. penyelenggaraan pengendalian peredaran dan penyediaan
benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ ibit hijauan
pakan ternak;
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d. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan
peningkatan produksi ternak;

e. penyelenggaraan pengendalian penyakit |hewan dan
penjaminan kesehatan hewan;

f. penyelenggaraan pengawasan obat hewan;

g. penyelenggaraan pengawasan pemasukan d | pengeluaran
hewan, dan produk hewan;

h. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan jasa | laboratoriurn
dan jasa medik veteriner; -

1. penyelenggaraan penerapan dan pengawas  persyaratan
teknis kesehatan masyarakat veteriner dan esejahteraan
hewan;

J.  penyelenggaraan pemberian izin/rekomenda i di bidang
petemakan, kesehatan hewan dan kesehat  masyarakat
veteriner;

k. penyelenggaraan pemberian bimbingan p sea panen,
pengolahan dan pemasaran hasil di bida.ngpet rnakan;

1. penyelenggaraan pemantauan dan evalua -+ di bidang
peternakan dan kesehatan hewan; dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala idang, yang
dalam melaksanakan tugas berada d1 bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal212

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi mempu yai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan ebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan te
pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit,

produksi peternakan.

Subkoordinator Perbibitan dan dalarn

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan encana dan
anggaran Subkoordinator Perbibitan dan Prod si;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan ebijakan di
bidang benih/bibit, pakan, dan produksi pete

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan d
pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan rnak;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian penyediaan
dan peredaran hijauan pakan ternak;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pengawas produksi,
mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan tern

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengujian benih/bibit
hijauan pakan temak;



)

g pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya
genetik hewan melalui jaminan kemurnian d n kelestarian;

h. pelaksanaan pemberian bimbingan penin atan produk
peternakan;

1. pelaksanaan penyiapan bahan pemberday an kelompok
peternak;

J.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertim angan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p rlu diambil.

Subkoordinator Perbibitan dan  Produksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan t gas berada di
bawah dan Dbertanggung jawab kepada K pala Bidang
Petemakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 213
Subkoordinator Kesehatan = Hewan yai  tugas
melakukan  penyiapan  bahan  penyusuna kebijakan,

pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis  serta
pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan h

Subkoordinator Kesehatan Hewan dalam melak  alcan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Kesehatan Hewan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di
bidang kesehatan hewan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan
hewan tingkat distributor;

d pelaksanaan penyiapan bahan pengamat , pencegahan
dan pemberantasan penyaki.thewan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan penetap persyaratan

teknis kesehatan hewan dan penerbitan su t keterangan
kesehatan hewan,

f pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehat n hewan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulang n, penutupan
dan pembukaan daerah wabah penyakit hewa menular;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan  redaran dan
penerapan mutu obat hewan;

i. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan isin rekomendasi
usaha distributor obat hewan dan prakt k pelayanan
kesehatan hewan; t

J. pelaksanaan penyiapan bahan penularan
ZOONOSIS,

k. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pend
kegiatan Subkoordinator Kesehatan Hewan;

1. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bim
kesehatan hewan;

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan kesehatan hewan; dan

n. pelaksanaan rekornendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.



(3)

Subkoordinator Kesehatan Hewan sebagaimaf.a  dimaksud
pada ayat (1)dalam melaksanakan tugas berada 1ibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pe emakan dan
Kesehatan Hewan.

Pasal 214

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veterine , Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Petemakan memp nyai tugas
melakukan  penyiapan bahan  penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan eknis  serta
pemantauan dan evaluasi di subkoordinator.

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veterine * Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam melaks akan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Kesehatan Masyara at Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Petemakan,;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan
bidang kesehatan masyarakat veteriner, pe golahan dan
pernasaran basil peternakan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penerapan
penanganan limbah dampak, hygiene dan s nitasi usaha
produk hewan;

d. pelaksanaan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha
produk hewan skala kecil,

e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis basil
penilaian  dokumen  aplikasi  pengeluar dan/ atau
pemasukan produk hewan;

f.  pelaksanaan analisis resiko pengeluaran da pemasukan
produk hewan;

g pelaksanaan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran
produk hewan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan
dan pemotongan hewan qurban;

i. pelaksanaan penyiapan bahan dan
pengembangan unit pengolahan  hasil bidang
peternakan;

J.  pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan ke utuhan alat
pengolahan hasil peternakan dan kesehatan he an;

k. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan ¢ ra produksi
pangan olahan yang baik dan pemberian sura keterangan
kelayakan pengolahan di bidang petemakan d kesehatan
hewan;

|.  pelaksanaan pelayanan dan pengembang , informasi
pasar di Bidang Peternakan dan Kesehatan He

m. pelaksanaan  fasilitasi promosi produk di bidang
peternakan dan kesehatan hewan,



n. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bi bingan teknis
kesehatan masyarakat veteriner, peng lahan dan
pemasaran basil di bidang pete"!akan;

o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan
kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, pe golahan dan
pemasaran basil di bidang peternakan;

p- pelaksanaan penyusunan laporan dan pend kumentasian
kegiatan Subkoordinator Kesehatan Masyar at Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Petemakan; dan

q. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb  gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

(3) Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veterine , Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Petemakan sebagaimana di aksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada d bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pet makan dan
Kesehatan Hewan.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 215

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas  elaksanakan
penyusunan kebija.kan, program, pemberian p ndampingan
serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahan  pangan.

Bidang Ketahanan Pangan dalam mela.ks akan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meny lenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan  penyiapan  koordinasi di  bidang
ketahanan pangan;

b. penyelenggaraan penyiapan penyusunan bah rumusan
kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan

c. penyelenggaraan penyiapan kebijakan di bid g ketahanan
pangan; .

d penyelenggaraan pemberian pendampingan elaksanaan
kegiatan di bidang ketahanan pangan;

e. penyelenggaraan penyiapan pemantapan pro di
bidang ketahanan pangan;,
f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi d pelaporan

kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
g. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindaka yang perlu
diambil.

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksu pada ayat
(I) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.



(1)

Pasal 216

Subkoordinator =~ Ketersediaan dan Kerawa an  Pangan
mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan  koordinasi,
pengkajian,  penyusunan dan  pelaksanaan  kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pernantauan,
dan evaluasi subkoordinator.

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan P ngan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program  d kegiatan
Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan

b. pelaksanaan penyiapan bahan di
Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan -angan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan
pangan {stokpangan) dalam rangka menghad pi hari besar
keagamaan nasional;

d. pelaksanaan penyiapan bahan analisis di STkoordinator
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan encana dan
pelaksanaan kegiatan di Subkoordinator Kete sediaan dan
Kerawanan Pangan;

f. pelaksanaan penyiapan data dan info asi untuk
penyusunan neraca bahan makanan;

g pelaksanaan penyiapan bahan analisis [penanganan
kerawanan pangan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan intervensi |penanganan
daerah rawan pangan;

i. pelaksanaan  penyiapan bahan pend pingan di
Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan P

j.  pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan

sistem kewaspadaan pangan dan'gizi;

kK. pelaksanaan  penyiapan  bahan  pend di
Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan P gan;

I. pelaksanaan penyiapan data dan informasi ker ntanan dan
ketahanan pangan Daerah;

m. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan,
pelaporan kegiatan di Subkoordinator Keter
Kerawanan Pangan; dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Ketersediaan dan  Kerawan Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Bidang Ketahanan Pangan.



(1

)
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Pasal 217

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Panga mempunyai

tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pem
pemberian  pendampingan, pemantauan dan

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan P gan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pan an;
b. pelaksanaan penyiapan bahan ko dinasi di

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pan an;

c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis di S bkoordinator
Distribusi dan Cadangan Pangan;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kegiatan di Subkoordinator D stribusi dan
Cadangan Pangan;

e. pelaksanaan penyediaan data dan inforrnasi asokan dan
harga pangan;

f. pelaksanaan penyiapan pengembangan elembagaan
distribusi pangan untuk meningkatkan akse masyarakat
terhadap pangan;

g pelaksanaan penyiapan bahan pendamping
Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pang n;

h. pelaksanaan penyiapan, dan pengelolaan, d cadangan
pangan Pemerintah Daerah:

1. pelaksanaan penyiapan pemanfaatan ca
Pemerintah Daerah;

J.  pelaksanaan penyiapan bahan pernantauan, valuasi dan
pelaporan kegiatan di Subkoordinator Di tribusi dan
Cadangan Pangan; dan

k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tug berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Ketahanan Pangan.

Pasal 218

Subkoordinator Konsumsi dan Kea.manan Pangan mempunyai
tugas  melakukan penyiapan  koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, peman apan, serta

pemberian pendampingan, pemaqtauan dan  valuasi di
subkoordinator.



(2)

Subkoordinator =~ Konsumsi dan Keamanan P ngan dalam

melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud ada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pan an;

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi S bkoordinator
Konsumsi dan Keamanan Pangan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis bkoordinator
Konsumsi dan Keamanan Pangan;

d. pelaksanaan penyiapan penghitungan ting ¢ konsumsi
energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;

e. pelaksanaan  penyiapan bahan  pemanfaatan  lahan
pekarangan untuk ketahanan pangan lokal keluarge;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peta  pola
konsumsipangan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan [pengawasan
pangan segar yang beredar;

h. pelaksanaan penyiapan  bahan  pend pingan @ di
Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pan an;

1. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, valuasi dan
pelaporan kegiatan di Subkoordinator Ko sumsi dan
Keamanan Pangan;

J.  pelaksanaan penyiapan bahan promosi kons msi pangan
yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis
sumberdaya lokal;

k. pelaksanaan penyiapan penghitungan pangan
harapan tingkat konsumsi;

. pelaksanaan penyiapan bahan pangan
pokok lokal;

m. pelaksanaan penyiapan bahan jejaring keam
Daerah;

n. pelaksanaan penyiapan bahan komunikasi, i ormasi dan
edukasi keamanan pangan; dan

o. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertirnb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Konsumsi dan Keaman Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k ada Kepala
Bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf6
Bidang Penyuluhan Pertanian
Pasal 219
Bidang Penyuluhan Pertanian mempun ai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan, pr gram  dan

pelaksanaan penyuluhan pertanian -






()

Bidang Penyuluhan  Pertanian dalarn melaks akan tugas
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) men elenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan
penyuluhan pertanian,;

b. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan p ngembangan
mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluh  pertanian;

c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pengemasan,
dan penyebaran materi penyuluhan bagi pela u utama dan
pelaku usaha;

d penyelenggaraan pengelolaan dan
ketenagaan;

e. penyelenggaraan pernberian fa~ilitasi penu buhan dan
pengembangan kelembagaan dan forum ma yarakat bagi
pelaku utama dan pelaku usaha;

f. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pen luh aparatur
sipil negara, swadaya dan swasta;

g penyelenggaraan pemantauan dan evaluas di bidang
penyuluhan pertanian; dan

h. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tinda yang perlu
diambil.

Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh K pala Bidang
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal220

Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
Pertanian mempunyai tugas melakukan penyi pan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evalua i di bidang
kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertani

Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan

Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan encana dan
anggaran Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian;

b. pelaksanaan penyusunan program d kegiatan
Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
Pertanian;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan ebijakan di

bidang kelembagaan dan .ketenagaan  penyuluhan
pertanian;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan, pe~embangan,

peningkatan kapasitas di Subkoordinator Kele bagaan dan
Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;




e. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan, pe gembangan,
dan peningkatan kapasitas kelembagaan pet

f. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilita 1 akreditasi
kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pert nian;

g, pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi rtifikasi dan
akreditasi kelembagaan petani;

h. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian d pemberian
penghargaan balai penyuluhan pertanian;

1. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendo mentasian
kegiatan Subkoordinator Kelernbagaan dan Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian;

J.  pelaksanaan penyusunan dan pengelola database
kelembagaan ketenagaan penyuluh pertanian;

K. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi
pemberian penghargaan penyuluh pertanian;

. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas
penyuluhan pertanian; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
Pertanian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 221

Subkoordinator Metode dan Inforrnasi Penyuluh n Pertanian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan enyusunan
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbi gan teknis
serta pemantauan dan evaluasi di bidang etode dan
informasi penyuluhan pertanian.

Subkoordinator Metode dan Inforrnasi Penyuluh Pertanian

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks  pada ayat
(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program  da kegiatan
Subkoordinator = Metode dan Infonnasi  Penyuluhan
Pertanian;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Metode  dan Informasi
Penyu.luhan Pertanian;

c. pelaksanaan penyiapan bahap program
penyuluhan pertanian;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan materi dan
pengembangan metodologi penyuluhan pertania ;

e. pelaksanaan penyiapan bahan supervisi ateri  dan
pengembangan metodologi penyuluhan pertani

f. pelaksanaan penyiapan bahan infonnasi an media
penyuluhan pertanian;



3)

(2)

(3)

g pelaksanaan penyiapan bahan dan
pengelolaan  sistem manajemen  informasi
pertanian;

h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendo umentasian
kegiatan Subkoordinator Metode dan Informas Penyuluhan
Pertanian; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran.dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Metode dan Informasi Penyuluh  Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Penyuluhan Pertanian,

BAB XIV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN IPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 222

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabup ten Belitung
Timur dengan Tipe A, mempunyaf tugas mem  tu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas embantuan
di bidang administrasi kependudukan dan pencat tan sipil.

Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijak Urusan
Pernerintahan bidang administrasi kepend dukan dan
pencatatan sipil;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerint an bidang
adrninistrasi kependudukan dan pencatatan si il;

c. penyelenggaraan evaluasi dan  pelapor n  Urusan
Pemerintahan bidang administrasi kepend dukan dan
pencatatan sipil;

d.  penyelenggaraan administrasi Dinas dan
Pencatatan Sipil; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindaka yang perlu
diambil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di impin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan  rtanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(1)

(2)

(2)

Pasal 223

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pg catatan
Sipil terdiri dari:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat;
1. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi d | Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
1. Subkoordinator Identitas Penduduk; dan
2. Subkoordinator Pindah Datang dan Penda
Penduduk
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
1. Subkoordinator Kelahiran dan Kematian;
2. Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, rubahan
Status Anak dan Pewarganegaraan.
e. Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Ke endudukan;

1. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan;dan

2. Subkoordinator Pengolahan dan Data
Kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayan

. Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pe

2. Subkoordinator = Pemanfaatan Data d
Kependudukan.

g Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis.

—h

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepend dukan dan
Pencatatan  Sipil sebagaimana dimaksud da ayat (1}
tercantum pada Lampiran XII yang meru bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

'Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 224

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan ke ijakan teknis,
memimpin dan mengoordinasikan  urusan  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil ses peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim  ud pada ayat

(I), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan program dan

b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;

c. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan tata
usaha, rumah tangga dan barang milik neg
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{D

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb  gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang P.erlu diambil;
dan .

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d , pelaporan
kegiatan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam 11ilelaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jaWtab langsung
kepada Kepala Dinas.

Pasal 226

Subkoordinator =~ Perencanaan,  Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melakukan penyiapan kolrdinasi dan
penyusunan, mengevaluasi dan pelaporan program dan
anggaran.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pel , oran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (|

fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan  program anggaran,
menyiapkan bahan dan kebijakan tekni  di bidang
perencanaan;

b. pelaksanaan kegiatan perencanaaan teknis
kebijakan Kepala Dinas;

c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan S
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

d. pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan Piogram kerja
dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan  koordinasi  kegiatan peren anaan dan

pendataan dengan  instansi/bidang untuk
penunjang pelaksanaan kegiatan;

f. pelaksanaan penyusunan rencana kebut sarana
prasarana kantor dengan analisis

kebutuhan barang Dinas; .

g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegi tan sebagai
bahan pertanggungjawaban pela.ksanaan tuga ;

h. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data  dan
informasi, layanan dan penyajian data/ info asi, analisa
data sebagai bahan infonnasi pengambilan ke ijakan;

1. pelaksanaan  penyusunan instrumen d kegiatan
monitoring dan evaluasi 'untuk mengetahui tin kat realisasi
pelaksanaan program;

J. pelaksanaan penyiapan bahan penyusun penetapan
indikator kinerja kegiatan Dinas;
k. pelaksanaan  penyiapan bahan penyusun rencana

strategis dan laporan kinerja sebagai pertan ngjawaban
kinerja Dinas;

I. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pen elenggaraan
Pemerintahan ~ Daerah dan bahan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan .pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p~ru diambil.






G)

(2)

(2)

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi Pelaporan
sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dalam elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung j wab kepada
Sekretaris.

Pasal227

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaku n penyiapan
koordinasi dan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan,
penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembu

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mernpunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan p ogram kerja
tahunan subbagian;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas ang meliputi
penerimaan  penyimpanan, pengeluaran  pertanggung
jawaban dan pembukuan;

c. pelaksanaan meneliti dan menguji
dokumen/ bukti pengeluaran uang
pendapatan asli Daerah;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do
pengeluaran uang dan penerimaan pen apatan
Daerah,;

e. pelaksanaan pengurusan  penggajian, u g lernbur,
insentif, uang makan uang tambahan beb  kerja dan
lainnya;

f. pelaksanaan persiapan laporan periodik d tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

g pelaksanaan penyusunan laporan subbagian;, an

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada
Sekretaris.

Pasal228
Subbagian Umum dan Kepegawaian memp tugas
melakukan urusan persuratan, urusan tata usah , kearsipan,
urusan  administrasi  aparatur  sipil nega , urusan

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan b ang milik
negara/ Daerah.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam m laksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp yai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan surat-rnenyurat dan

b. pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

c. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan asyarakat,
protokol dan perjalanan Dinas;



(3)

3)

d  pelaksanaan  pengelolaan  urusan kepeg waian  Dinas
meliputi pengusulan pegawai, pengang atan dalam
jabatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan emberhentian
pendisiplinan dan kesejahteraan pegawai,

e. pelaksanaan perencanaan dan peningkatan keterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pela ithan teknis,
struktural dan fungsional;

f. pelaksanaan rencana kerja subbagian;

pelaksanaan penyusunan laporan subbagian; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang p~ lu diambil.

SRS

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim na dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan berta ggungjawab
kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudu

Pasal229

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mem unyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijak teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam tljlelaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenyr lenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan perencana pelayanan
pendaftaran penduduk;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pendaftaran
penduduk;

c. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi |pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk;

d. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan |pendaftaran
penduduk;

e. penyelenggaraan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk;

f. penyelenggaraan pendokumentasian hasil| pelayanan
pendaftaran penduduk;

g penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak yang perlu
diambil; dan

h. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi elaksanaan
pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpi oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan :tugas pokokn a berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Din



M

(2)

2)

Pasal230

Subkoordinator Identitas Penduduk mem tugas
melakukan melakukan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi,
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaft penduduk

serta pelaksanaan identitas kependudukan.

Subkoordinator Identitas  Penduduk  dalam claksanakan
tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat {l) mempunyai
fungst:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran kegiatan pelayanan identitas pendu UK;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusun kebijakan
teknis pelayanan identitas penduduk;
c. pelaksanaan penyiapan pembin dan

koordinasipelayanan identitas penduduk;

d pelaksanaan kegiatan identitas penduduk;

e. pelaksanaan pelayanan  dan  penerbita dokumen
pendaftaran penduduk meliputii menerima an meneliti/
memverifikasi berkas persyaratan (dokumen rtu keluarga
dan kartu tanda penduduk);

f pelaksanaan pelaporan basil penyelenggara  pelayanan
identitas penduduk; dan

g pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator ldentitas Penduduk sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada - bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.

Pasal 231

Subkoordinator Pindah Datang Penduduk
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan erencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan ko rdinasi serta
pelaksanaaan  pelayanan pindah datang d pendataan
penduduk.

Subkoordinator Pindah Datang dan Pendata Penduduk

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat

(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan angga an kegiatan
Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

b. pelaksanaan pendaftaran warga nesia yang
tinggal sernentara;

c. pelaksanaan pendaftaran pindah datang pen uduk antar
provinsi dan kabupaten/kota;



3)

3)

(1)

d. pelaksanaan pendaftaran pindah datang pe duduk antar

negara,
e. pelaksanaan kegiatan pendataan penduduk;
f. pelaksanaan pelaporan hasil penyelenggar pendaftaran

pindah datang dan pendataan penduduk; d
g pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Pindah Datang dan Pendata n Penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudu

Pasal232

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memp yai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijak teknis dan
pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipi.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaks nakan tugas

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) men elenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan  perencana pelayanan
pencatatan sipil;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan tekni pencatatan
sipil;

c. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;

d. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;

e. penyelenggaraan penerbitan dokumen pencata an sipil;

f. penyelenggaraan = pedokumentasian hasil  pelayanan
pencatatan sipil,

g penyelenggaraan rekomendasi saran ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu

diambil; dan
h. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin leh Kepala
Bidang yang dalarn melaksanakan tugas berada - bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 233
Subkoordinator Kelahiran dan Kematian nyai tugas
melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta elaksanaan
pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.



(2)

(3)

Subkoordinator Kelahiran dan Kematian dalam  elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan angg ran membuat
program kerja kegiatan pelayanan kelahiran an kematian;

b. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian
meliputi: menerima dan meneliti berkas persy ratan;

c. pelaksanaan proses pencatatan dan pen datanganan
buku register akta kelahiran dan kernatian;

d. pelaksanaan proses pencatatan dan pener itan kutipan
akta kelahiran dan kematian;

e. rnelaksanakan proses pencatatan dan pener itan kutipan
kedua akta kelahiran dan kematian;

f. pelaksanaan pereckaman data pencatatan dan
kematian;

g. pelaksanaan verifikasi dokumen akta k lahiran dan
kematian;

h. pelaksanaan pembuatan laporan penerbitan kelahiran
dan kematian;

1. pelaksanaan upaya pemecahan masalah y berkaitan

dengan pencatatan kelahirari dan kematian;

J.  pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p rlu diambil.;
dan

k. pelaksanaan koordinasi kelahiran dan kem tian dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Subkoordinator Kelahiran dan Kematian sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dalam melaksanakan tu as berada di

bawah dan bertanggung jawab * kepada Ke ala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 234

Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perub

Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tuga

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebij

pembinaan dan koordinasi serta pelaksana pelayanan
pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak
dan pewarganegaraan.

Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perub han Status
Anak dan Pewarganegaraan dalam melaksan an tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai f ngsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggar  membuat
program kerja kegiatan pelayanan perkawinan
perubahan status anak dan pewdrganegaraan:

b. pelaksanaan pelayanan pencatatan erkawinan,
perceraian, pengangkatan  anak, pengak anak,
pengesahan anak, perubahan nama, pencata n peristiwa
penting lainnya, perubahan status, dan pewa anegaraan
meliputi menerima dan meneliti berkas persyar tan;



D

¢. pelaksanaan proses pencatatan datanganan
buku register akta perkawinan, , perubahan
status anak dan pewarganegaraan;

d pelaksanaan proses pencatatan dan pener itan kutipan
akta perkawinan, perceraian, perubahan st tus anak dan
pewarganegaraan;

e. pelaksanaan perekaman data pencatatan pe bahan status
anak, pewarganegaraan dan k.ematian;

f. pelaksanaan verifikasi untuk pengesahan akta
perkawinan, perceraian, perubahan sta dan
pewarganegaraan;

g pelaksanaan pembuatan laporan  pen rbitan  akta
perkawinan, perceraian, perubahan status an k;

h. pelaksanaan wupaya pemecahan masalah y ng berkaitan
dengan pencatatan perkawinan, perceraia , perubahan
stat.us anak dan pewarganegaraan;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
kepada atasan;

J.  pelaksanaan koordinasi perubahan S atus anak,
pewarganegaraan dan kematian dengan sub nit kerja lain
di lingkungan Dinas: dan

k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Peru ahan Status
Anak dan Pewarganegaraan sebagaimana dimak ud pada ayat
(I) dalam melaksanakan tugas ; berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidan Pelayanan
Pencatatan Sipil.

Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepen udukan

Pasal 235

Bidang Pengelolaan Infonnasi Adrninistrasi K pendudukan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijaka di bidang
pengelolan inforrnasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi K pendudukan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1). menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan anggaran
pengelolaan informasi administrasi kepend dukan yang
meliputi sistem infonnasi administrasi ke endudukan,
serta pengolahan dan penyajian data kependu ukan;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan tekni pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang m liputi sistem
informasi administrasi kependudukan serta pengolahan
dan penyajian data kependudukan,;



c. penyelenggaraan pembinaan dan koordinas pelaksanaan
pengelolaan  informasi administrasi  kepend dukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kepen udukan serta
pengolahan, dan penyajian data kependuduk

d penyelenggaraan pengelolaan infonnasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem infonna i adrninistrasi
kependudukan serta pengolahan dan yajian data
kependudukan;

e penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kepend dukan, serta
pengolahan dan penyajian data kependuduk ; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tind n yang perlu
diambil.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi pendudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpi oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada 1 bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 236

Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi K pendudukan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan erencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan ko rdinasi serta
pelaksanaan sistem informasi administrasi kepen udukan.

Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi K pendudukan
dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja an rencana
kegiatan operasional yang meliputi pengelola  perangkat
keras, perangkat lunak dan jaringan komunik

b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan te
sistem informasi administrasi  kependud n sesuai
pelaksanaan tugas dengan teknologi  informasi/
komunikasi;

c. pelaksanaan pengolahan sistem informasi administrasi
kependudukan dengan jaringan komunikasi ata dengan
menggunakan perangkat keras dan lunak;

d. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan p
sistem teknologi informasi dan komunikasi da

e. pelaksanaan penyiapan dan pembinaan rsonil, baik
petugas registrasi maupun operator perang t keras dan
perangkat lunak untuk mendukung pro sistern
informasi adrninistrasi kependudukan;

f. pelaksanaan kegiatan perawatan  peran keras,

perangkat lunak dan jaringan komunikasi data agar
senantiasa dapat digunakan untuk mendu ng program
sistem informasi administrasi kependudukan;

g pelaksanaan update sistem dan data terhadap erangkat di
kabupaten dan kecamatan;



3)

h. pelaksanaan sistem yang salingterkait dan t rpadu antara
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan
aplikasi relational database management Sy st i

1. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data b ggaag@nduduk

yang dimutakhirkan secara terus menerus [
dengan pelayanan pendaftaran penduduk d  pencatatan

sipil sehari-hari; dan

j.  pelaksanaan rekomendasi saran dan pertim gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang p rlu diambil.

Subkocrdinator Sistem Informasi Administrasi ~ependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam claksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala
Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kepe dudukan.

Pasal 237

Subkoordinator Pengolahan 'clan Peny ~ian Data
Kependudukan mempunyai tugas melakukan pe yiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pe binaan dan
koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan d n penyajian
kependudukan.

Subkoordinator Pengolahan dan Peny [ian Data
Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja an rencana
kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfa tan data dan
laporan yang dimulai dari penerimaan dat , pengolahan
dan analisis data serta penyampaian lapor  data, baik
data yang bersifat individual maupun gregat yang
digunakan baik oleh individu, Iembaga/d:
pihak swasta yang memerlukan;

b, pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengolahan
dan penyajian data warga negara Indonesi dan warga
negara asing yang berbasis kepada sist informasi

administrasi kependudukan;

c¢. pelaksanaan pengolahan, pengeditan data
sesuai pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan penerbitan dan penyajian d ta statistik
kependudukan  baik individu maupun a egat yang
didukung oleh sistern informasi administrasi
kependudukan;

e. pelaksanaan pelayanan pennintaan data yang diminta oleh
atasan, individu, lembaga/dinas maupun in si swasta
sesual dengan peraturan perundang-undang

f. pelaksanaan penyusunan data statistik kepe dudukan di
bidang kependudukan agar dapat disajikan d  yang valid
dan benar;

g. pelaksanaan  pengolahan data dan lap ran tertib

administrasi dan menghasilka.n data dan lapor yang baik
dan benar;



3)

3)

h. pelaksanaan penjaminan kerahasiaan individu,
memelihara da.n menyimpan data kepend ukan secara
terus menerus untuk menjamin agar data dapat terjaga
dengan baik; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertim gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang p lu diambil

Subkoordinator Pengolahan dan Pen jian Data
Kependudukan sebagaimana dirnaksud pada a at (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.

Paragrat6
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelay an

Pasal 238

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayan = mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan ke ijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfa tan data dan
inovasi pelayanan adm.inistrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pela: anan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan
data dan dokumen kependududukan, kerj sama serta
inovasi pelayanan administrasi kependuduk

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan, kerj sama serta
inovasi pelayanan administrasi kependudu

c. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependud ukan, kerja
sama serta inovasi pelayanan administrasi kep ndudukan;

d penyelenggaraan pemanfaatan data d dokumen
kependududukan;

e. penyelenggaraan kerja sama administrasi kepe dudukan;

f. penyelenggaraan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

g. penyelenggaraan  penataan  dokumentasi administrasi
kependudukan;dan

h. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudu ukan, kerja
sama serta inovasi pelayanan administrasi ke ndudukan;
dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per diambil.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala idang yang
dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



(1)

D

Pasal 239

Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perencanaa , perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan
kerja sama administrasi kependudukan  serta pelaksanaaan
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pel anan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran  Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi

Pelayanan;

b. pelaksanaan penyiapan bahaii penyusun kebijakan
teknis pelayanan kerja sama dan inovasi pela anan;

c. pelaksanaan  penyiapan pembinaan d koordinasi

pelayanan kerja sama dan inovasi pelayanan;

d. pelaksanaan pelayanan  dan  penerbi dokumen
kerjasama dan inovasi pelayanan;

e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pel yanan kerja
sama dan inovasi pelayanan;

f. pelaksanaan pengembangan inovasi pelayan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang rlu diambil;
dan

h. pelaksanaan pelaporan hasil penyelenggar pelayanan
kerja sama dan inovasi pelayanan.

Subkoordinator Kerja  Sama dan Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Pasal 240

Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan mempunyai tugas melakukan pen iapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pe binaan dan
koordinasi serta pelaksanaaan  pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan.

Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan dalarn melaksanakan tugas  ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja, ncana dan
anggaran kegiatan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;

b. pelaksanaan pemanfaatan data kependudu sesuai

pelaksanaan tugas;



(3)

(1)

c. pelaksanaan jaminan kerahasiaan d ta individu,
memelihara dan menyimpan data kepend ukan secara
terus menerus untuk menjamin agar data dapat terjaga
dengan baik;

d. pelaksanaan pengumpulan, pemilihan, pengolahan,
penyusunan, penyirnpanan, pemeliharaan da pengamanan
dolrumen, bulru registrasi pencatatan sipil, serta berkas
persyaratan permohonan dan dok.umen ependudukan
lainnya;

e. pelaksanaan pelayanan dibidang pemanfaatan dan penataan
dokumen kependudukan sesuai bidang tu asnya 'sesuai
peraturan dan perundang-undangan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksan tugas dan
kegiatan kepada atasan;

g pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb ngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang erlu diambil;

dan

h. pelaksanaan  koordinasi dengan unit k rja/ instansi/
lembaga/pihak terkait dengan pelaksana - tugas dan
fungsi.

Subkoordinator Pemanfaatan Data d Dokumen

Kependudukan dalam melaksanakan tugas ber da di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan.

BAB XV
OINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunarl Organisasi

Pasal 241

Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur de gan Tipe 8,
rmempunyai tugas membantu Bupati melaksan an Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang elautan dan
penikanan.

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebija.ka Urusan
Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerint an bidang
kelautan dan perikanan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan  pelapor Urusan
Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Perikanan; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan rtimbangan
kepada atasan tentang langkah :dan tind yang perlu
diambil.

Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala inas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab k pada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.



(D

(2)

(1)

Pasal242

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari;
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; da
2. Subkoordinator Keuangan, Perencanaan 1d. Pelaporan.
c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil d Pengelolaan
Wilayah Pesisir;
. Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Ke ii; dan
2. Subkoordinator Pengelolaan Wilayah Pesisif.
d. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diveriiikasi Produk

Perikanan;

1. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Pe - an; dan

2. Subkoordinator Diversifikasi dan Pro osi Produk
Perikanan.

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan| Pengelolaan
Pembudidayaan lkan;
I.  Subkoordinator Pemberdayaan a Kecil
Pembudidayaan lkan; dan
2. Subkoordinator Pengelolaan Pembudidaya
f. KelompokJabatan Fungsional; dan
g. UPT.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampi an XIII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan d ri Peraturan
Bupati 1ni.

Bagian Kedua
Tugae dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas;

Pasal 243

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan keb iakan teknis,
memimpin dan mengoordinasikan urusan k lautan dan
perikanan sesuai dengan peraturan perund g-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan  tugas ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan  perurnusan  kebijakan p mberdayaan
nelayan  kecil dan  pengelolaan  wilay pesisir,
pemberdayaan usaha dan diversifikasi produ perikanan,
dan pemberdayaan  usaha  kecil dan  pengelolaan
pembudidayaan ikan;

b. penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan nela an kecil dan
pengelolaan wilayah pesisir, pemberdayaan usaha dan
diversifikasi produk perikanan, dan pemberd yaan usaha
kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;



il

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan emberdayaan

nelayan kecil dan pengeloJaan wila ah pesisir,
pemberdayaan usaha dan diversifikasi prod k perikanan,
dan pemberdayaan usaha kecil ~dan  pengelolaan

pembudidayaan ikan;
penyelenggaraan administrasi Dinas Perikan  ; dan

e. penyelenggaraan  rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak yang perlu
diambil.

Paragraf2
Sekretariat

Pasal 244

Sekretariat mempunyai _tugas memimpin sekf tarlat dalam
kegiatan administrasi Hﬁl perencanaan an
anggaran, serta  ketatausahaan berdasark petunJuk
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekret atan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaim dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan
tahunan rumah tangga Dinas:
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keua an dan
perbendaharaan,;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipu i pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtan surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan

kepada atasan tentang langkah *dan tinda yang perlu
diambil; dan
f. penyelenggaraan perencanaan, pelaporan

kegiatan Dinas.

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris ang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal245

Subbagian Umum dan Kepegawaian memp nyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtan surat
menyurat, kearsipan serta pengelolaan

kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaks nakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai f ngsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan etiap tahun
pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;



pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan
pelaksanaan pengelolaan administrasi perjal an Dinas;
pelaksanaan pengusulan pegawai dan peng gkatan dalam
jabatan;

pelaksanaan perencanaan peningkatan keterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan tek

dan fungsional;

pelaksanaan pengumpulan data dan men apkan bahan
usul kenaikan - pangkat, kenaikan gaji ber ala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempat formasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhe tian pegawali,
pendidikan dan pelatihan, ujian ~pendidikan an pelatihan,
ujian dinas, 1izin belajar, pembuatan k u pegawai,
keikutsertaan badan  penyelenggara j sosial,
tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepa serta
mengelola sistem informasi manajemen kepeg aian;
pelaksanaan  penyiapan  bahan  penetap pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara embantu;
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, p rtemuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan;

pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;
pelaksanaan penyusunan kebutuhan

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, per atan kantor,
pengamanan aset, usulan penghapusan aset d menyusun
laporan pertanggungjawaban ataa barang inve

pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

pelaksanaan penghimpunan bahan dan pen

usul rencana aset;

pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe unjuk teknis
pengelola aset;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta eriftkasi dan
administrasi pengelola aset;

pelaksanaan penatausahaan daftar inventari , arsip dan
dokumentasi;

pelaksanaan  inventarisasi pennasalahan s suai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepega aian secara
rutin  maupun berkala sebagai bahan das pemecahan
masalah;

pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian;

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalaln
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ng jawab
kepada Sekretaris.



Pasal 246

Subkoordinator =~ Keuangan, Perencanaan Pelaporan
mempunyai  tugas melaksanakan  penyusu rencana
anggaran, penatausahaan keuangan, pengelola aset Dinas

perbendaharaan, verifikasi keuangan, menyi pkan bahan
penyusunan perumusan kebijakan  teknis di  bidang
perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencan Dinas.

Subkoordinator = Keuangan, Perencanaan d Pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (I).mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan menyusun rencana dan p~Jooergram kerja
tahunan subkoordinator;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas ang meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungj,-waban dan
pembukuan; - .

c, pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran
uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan d  men/bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, -
makan uang tambahan beban kerja dan lainn

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik tahunan

tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

pelaksanaan kaji data usul rencana keuangan;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta erifi.kasi dan

administrasi pengelola keuangan;

1. pelaksanaan analisis bahan penyusunan p doman dan
petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;

= 0

J. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Di as;

k. pelaksanaan analisis data program dan giatan  dari
Bidang;

. pelaksanaan  petunjuk teknis mengenai penyusunan
rencana program dan laporan;

m. pelaksanaan  penyusunan rencana  strate laporan
kinerja, rancangan anggaran pendapatan belanja
Daerah;

n. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pe
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai pedoman d  ketentuan
yang berlaku;

o. pelaksanaan  penyusunan  bahan rencana
program dan laporan;

p. pelaksanaan penyusunan rumusan progr kegiatan
berdasarkan basil rangkuman rencana kegia bidang dan
UPTDdalam rangka penyusunan anggaran pen patan dan
belanja PD;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terha rencana
dan program;

r. pelaksanaan penyusunan laporan subkoordina

s. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diam.bi!.



Subkoordinator = Keuangan, Perencanaan d Pelaporan
sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) dalam | elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung |awab Kkepada
Sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecildan Pengelolaan | ayah Pesisir

(1)

(2)

Pasal 247 ;

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengel laan Wilayah
Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiap  koordinasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelay kecil dan
pengelolaan wilayah pesisir.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengel laan Wllayah
Pesisir dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud
pada ayat (1} menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan  penyiapan  koordinasi  pelaksanaan
pemberdayaan nelayan kecil dan pengeloaan wilayah
pesisir;

b. penyelenggaraan pemberian fasilitasi pe usan dan
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelay kecil dan
pengelolaan wilayah pesisir;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelapora.n pelaksanaan
pemberdayaan nelayan kecil clan pengelo aan wilayah
pesisir; dan

d penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengel aan Wilayah
Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tug s pokoknya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K pala Dinas.

Pasal 248

Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kecilme unyai tugas
melakukan pengumpulan data, identifikasi, analis s, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, e aluasi serta
pelaporan pelaksanaan pemberdayaah nelayan kec I.

Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan K cil  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan
subkoordinator setiap tahun anggaran;

b. pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi pe iayaan dan
permodalan bagi nelayan kecil;



3)

{3)

c. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan pe didikan dan
pelatihan bagi nelayan kecil;

d. pelaksanaan  penyuluhan dan penumb kembangan
kelompok usaha bersama bagi nelayan kecil;

e. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi kemi nelayan
kecil;

f. pelaksanaan penerbitan surat, kapal ne yan, Kkartu
nelayan, serta membantu fasilitasi penerbitan sertifikat hak
atas tanah nelayan dan asuransi nelayan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelapor kegiatan
Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil,

h. pelaksanaan rekornendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil,

Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksana.kan as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada K ala Bidang
Pemberdayaan Nelayan Kecildan Pengelolaan Wila ah Pesisir.

Pasal 249

Subkoordinator Pengelolaan Wilayah Pesisir mem unyai tugas
melakukan pengumpulan data, identiflkasi, analis s, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, e aluasi serta
pelaporan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisi .

Subkoordinator Pengelolaan ~ Wilayah  Pessir dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p a ayat (1),
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan
Subkoordinator setiap tahun anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan dan penyelengglan tempat
pelelangan Hean;

c. pelaksanaan penyusunan bahan perumus kebijakan
restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;

d. pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan
pengendalian pencemaran wilayah pesisir;

e. pelaksanaan koordinasi dengan inst |si  terkait

pengendalian pencemaran wilayah pesisir;
f. pelaksanaan penyediaan data dan infonnasi pengelolaan
sumber daya perikanan tangkap dan wilayah perisir; dan
g pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb~gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perhf diambil.

Subkoordinator Pengelolaan =~ Wilayah  Pesirir dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ng jawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan
Pengelolaan Wilayah Pesisir.




(1)

(2)

3)

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan = Usaha dan Diversifikasi Prodr Perikanan

Pasal 254

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk
Perikanan ~ mempunyai tugas melaksanak penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksana kebijakan,
evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan emberdayaan
usaha, diversifikasi produk perikanan dan pr mosi produk
perikanan.

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversi asi Produk
Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan  penyiapan  koordinasi  pelaksanaan
pemberdayaan usaha, diversifikasi produk  rikanan dan
prornosi produk perikanan;

b. penyelenggaraan pemberian fasilitasi pe usan dan
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usah
produk perikanan dan promosi produk peri

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemberdayaan usaha, diversifikasi produk p rikanan dan
promosi produk perikanan; dan

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifi si  Produk
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tu s pokoknya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada K pala Dinas.

Pasal 251
Subkoordinator Pemberdayaan Usaha mempunyai
tugas melakukan pengumpulan data, identifi si, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan elenggaraan

'

pemberdayaan usaha perikanan.

Subkoordinator = Pemberdayaan Usaha Peri an dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegi.atan s bkoordinator
setiap tahun anggaran;

b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan ke Jakan teknis
pemberdayaan usaha perikanan;

c. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pem iayaan dan
permodalan bagi pelaku usaha perikanan;

d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan agi pelaku
usaha perikanan;



3)

(1)

(2)

3)

e. pelaksanaan penyelenggaraan penumb kembangan
kelompok usaha perikanan;
f. pelaksanaan  penyelenggaraan  ftsilitasi kem |traan pelaku

usaha perikanan;

g, pelaksanaan penyediaan data  dan si  usaha
perikanan;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan S
Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Perikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada K pala Bidang
Pemberdayaan Usaha dan Oiversifikasi Produk Pe ikanan.

Pasal 252

Subkoordinator Diversifikasi dan Promosi Perikanan
mempunyai tugas melakukan pengumpulan da , identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan.

Subkoordinator Diversifikasi dan Promosi k Perikanan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat

(1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan s bkoordinator
setiap tahun anggaran;

b. pelaksanaan perumusari konsep kebijakan div rsifikasi dan
promosi produk perikanan;

c. pelaksanaan peningkatan mutu produk perik

d. pelaksanaan pengkajian dan sosialisasi potens diversifikasi
produk perikanan;

e. pelaksanaan pcningkatan utilitas;

f. pelaksanaan  peningkatan kapasitas produk
perikanan; .
g. pelaksanaan peningkatan akses dan pasar

produk perikanan;

h. pelaksanaan promosi produk perikanan;

1. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan Su
Diversifikasi dan Promosi Produk; dan

j. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Diversifikasi dan Promosi Prod Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala
Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifi si  Produk
Perikanan.



(1)

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecild
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pasal253

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan  Pengelolaan
Pembidudayaan lkan mempunyai tugas elaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan d  pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan emberdayaan
usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan

Bidang Pemberdayaan  Usaha Kecil dan  Pengelolaan

Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} menyelenggarakan fungs :

a. penyelenggaraan  penyiapan  koordinasi = pelaksanaan
pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan p mbudidayaan

ikan;
b. penyelenggaraan pemberian fasilitasi usan dan
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kecil dan

pengelolaan pembudidayaan ikan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pe budidayaan

ikan; dan

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pengelolaan

Pembudidayaan Ikan sebagairnana dimaksud ada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaks akan tugas
pokoknya berada di bawah dan bertanggung j wab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 254

Subkoorclinator Pemberdayaan Usaha

Ikan mempunyai tugas melakukan pengum ulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan pe usan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
penyelenggaraan  fasilitasi ~ pemberdayaan saha  kecil
pembudidayaan ikan.

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Kecil Pe budidayaan

Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dIaksud pada

ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan s koordinator
setiap tahun anggaran;

b. pelaksanaan perumusan konsep kebijakan p mberdayaan
usaha kecil pembudidayaan ikan;

c. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan pen elenggaraan
fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi embudidaya
ikan;



d. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan pe yelenggaraan
pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya i an;

e. pelaksanaan penyuluhan bagi pembudidaya i an;

f. pelaksanaan penyelenggaraan penumb hkembangan
kelompok pembudidayaan ikan;

g. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi kemitraan
pembudidaya ikan;

h. pelaksanaan penerbitan tanda penca usaha

pembudidayaan ikan dan tanda penc tatan kapal
pengangkut ikan hidup serta rekomendasi pe erbitan surat
izin usaha perdagangan di bidang pembudida ikan;

i. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan s bkoordinator
kepada atasan; dan

j. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

(3) Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Kecil P. mbudidayaan

Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala
Bidang Pemberdayaan  Usaha Kecil dan  Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan.

Pasal 255
Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan I mempunyai
tugas melakukan pengumpulan data, identifi si, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan

pembudidayaan ikan.

Subkoordinator  Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1),
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan s

setiap tahun anggaran;

b. pelaksanaan penyusunan rencana an kawasan
budidaya perikanan berdasarkan tata ruang
wilayabh;

c. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan i yang baik

dan cara pembesaran ikan yang baik;

d. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan peny diaan benih
ikan;

e. pelaksanaan penyediaan calon induk dan ind ikan yang
bermutu;

f. pelaksanaan pelestarian calon induk, indu , dan/atau
benih ikan;

g pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan;

h. pelaksanaan pengelolaan  air dan untuk
pembudidayaan ikan;

1. pelaksanaan penyediaan data dan infonnasi pengelolaan
pembudidayaan ikan;

j- pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan li gkungan;



3)

(1)

(2)

3)

(1)

k. pelaksanaan pembinaan obat digunakan

pembudidaya ikan; dan
I.  pelaksanaan rekomendasi Saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaks akan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada epala Bidang
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan P mbudidayaan

Ikan.

BAB XVI
OINAS LINGKL,JN()AN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunari Organisasi

Pasal256

Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, me punyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Peme ntahan yang
menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pemban an di bidang
linglrungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melak tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) men elenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijak Urusan
Pemerintahan bidang lingkungan hidup;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerin an bidang
lingkungan hidup;

c. penyelenggaraan evaluasi dan  pelapo Urusan
Pemerintahan bidang lingkungan hidup;

d. penyelenggaraan administrasi Dirtas Lingkung  Hidup; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindak yang perlu
diambil.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepal Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 257

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terd ri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan -~
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.



(2)

(1)

(2)

c. Bidang Tata Lingkungan;
1. Subkoordinator Penataan dan
Lingkungan;
2. Subkoordinator Kajian Dampak Linglrung dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
(B3).
d. Bidang Persampahan dan Peningka
Kapasitas Lingkungan,;
I. Subkoordinator Pengelolaan Sampah; dan
2. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup.
e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
1. Subkoordinator Pemantauan. Kualitas ~infWngan; dan

2. Subkoordinator = Pengendalian Pencelaran dan
Kerusakan Lingkungan.

f. Bidang Penaatan Lingkungan;
1. Subkoordinator Pengaduan dan  Pfnyelesaian
Sengketa Lingkungan; dan |
2. Subkoordinator Penegakan Hukum Ling ngan.
g. KelompokJabatan Fungsional; dan
h. UPT.

Bagan Susunan  Organisasi Dinas Ling gan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter antum pada
Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tid terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 ;
Kcpala Dinas
Pasal 258
Kepala Dinas Lingkungan  Hidup tugas
merumuskan kebijakan teknis, memi pin dan
mengoordinasikan urusan lingkungan hidup ses ai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang her aku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak

(1), Kepala Dinas rnenyelenggarakan fungsi:

a. pengoodinasian penyusunan rencana perli dungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lin ngan hidup
strategis Kabupaten;

b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam aerah;

c. pengelolaan keanekaragaman hayati kabupate ;

d.  pengoordinasian pengumpulan dan penyimpan  sementara
limbah bahan berbahaya dan beracun dal 1 (satu)
Daerah;



(1)

(2)

e. pembinaan dan pengawasan terhadap us a dan/atau

kegiatan yang izin linglrungan dan izin pus t pendidikan
lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah aerah;

f. penetapan pengakuan masyarakat hukum dat, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak masy akat hukum
adat terkait dengan pusat pendidikan lin  ngan hidup
yang berada di Daerah,;

g. peningkatan kapasitas masyarakat hukum dat, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak masy at hukum
adat terkait dengan pusat pendidikan ling ngan hidup
yang berada di Daerah;

h. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, d penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyar atan tingkat
Daerah;

1. pemberian penghargaan lingkungan hidup tin kat Daerah,;

penyelesaian pengaduan masyarakat di  idang pusat
pendidikan lingkungan hidup terhadap us a dan/ atau
kegiatan yang izin lingkungan dan/ ata  izin pusat
pendidikan lingkungan hidup diterbitkan ol h Pemerintah
Daerah.

k. pengoordinasian pengelolaan sampah dan p nerbitan izin

pendaurulangan sampah/ pengolahan sampabh,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta;

. pembinaan dan pengawasan pengelolaan ampah yang

diselenggarakan oleh pihak swasta;

m. penyelenggaraan perencanaan, ectaluasi, pro , anggaran

dan keuangan serta pembinaan organisasi d  tatalaksana
Dinas; dan

n. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimba.ngan

kepada atasan tentang langkah dan tindak yang perlu
diambil.

Paragraf z
Sekretariat

Pasal 259

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekri.tari.at dalam
kegiatan administrasi umum, perencanaan  rogram dan
anggaran, serta  ketatausahaan berdas—~ petunjuk
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekreu:fatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di aksud pada

ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan prograni kerja unan rumah
tangga Dinas;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan an dan
perbendaharaan;




(2)

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melip ti pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtan surat
menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya,

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak yang perlu
diambil; dan

€. penyelenggaraan perencanaan, pelaporan
kegiatan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung ja ab langsung
kepada Kepala Dinas.

Pasal 260

Subbagian Umum dan Kepegawaian mem unyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumah  ggaan, surat
menyurat, kearsipan serta ~ pengelolaan  administrasi
kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program k
tahun Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

c. pelaksanaan pengelolaan adminiatrasi perjalan

d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengan
jabatan;

e. perencanaaan peningkatan keterampilan peg wai melalui
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural d  fungsional,

f. pengumpulan data dan menyiapkan bahan u ul kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian
penghargaan, penempatan formasi, kesejahter pegawai,
mutasi dan pemberhentian pegawai, pen ‘dikan dan
pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, uji  dinas, izin
belajar, pembuatan kartu pegawai, keilrutsef an badan
penyelenggara jaminan sosial, tabungan pe siun, kartu
istri/ suami;

g penyusunan daftar urut kepangkatan sert mengelola
sistem informasi manajamen kepegawaian;

b. penyiapan bahan penetapan pengelola keuan an daerah,
bendahara dan bendahara pembantu:

i. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pe emuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan keprot kolan dan
administrasi perjalanan Dinas;

j- pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor;
k. penatausahaan daftar inventaris, araip dan do mentasi;



(3)

. penginventarisasian pennasalahan sesuai
pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin
maupun berkala sebagai bahan dasar pemeca an masalah;

m. pelaksanaan penyusunan laporan subbagian;

B

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 261

Sub Keuangan sebagaimana mempunyai tugas

penyusunan rencana anggaran, pengelolaan aset Dinas,
penatausahaan  keuangan, perbendaharaan, verifikasi
keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tuga sebagaimana

dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program tahunan
subbagian;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungj
pembukuan;

c. pengkajian ulang setiap dokumen/bukti penge uaran uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do men/bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaii, uang lembur, i sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;

f.  penyusunan laporan periodik dan tah tentang
penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. penghimpunan bahan dan mengumpulkan data wusul
rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan = penyusunan kebutuhan p rlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, per atan kantor,
pengamanan  aset, usulan penghapusan aset dan
menyusun laporan pertanggung jawaban  as barang-
barang inventaris;

i. penyiapan bahan pembinaan, memberikan pet ~uk teknis
pengelola keuangan dan aset; i

J.  melakukan pembinaan dan memberikan

pengelola keuangan dan aset;
k. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta v rifikasi clan
administrasi pengelola keuangan dan aset;
|.  pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan ba ahannya,;
penyusunan laporan subbagian; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl'

=



(3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud ada ayat (I)
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung kepada
Sekretaris.

Pasal 262

(1) Subkoordinator =~ Perencanaan, Evaluasi Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun n perurnusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyus ‘nan program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaks aan kegiatan
perencanaan Dinas.

(2) Bubkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pel poran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1}
mempunyai fungsi:

a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman an petunjuk
teknis perencanaan dan pelaporan

b. penyusunan rencana kerja;

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program D nas

d, penghimpunan data program dan kegiatan d bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe njuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan | poran;

f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntab litas kinerja
instansi pemerintah, rancangan anggaran pe dapatan dan
belanja Daerah

g penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, laporan keterangan pertanggungja ban Bupati
sesual dengan peraturan perundang - undang

h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan ren
dan laporan;

1. penyiapan rumusan program kegiatan berd arkan hasil
rangkuman rencana kegiatan bidang dan UPT dalam
rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja PD;

J. penyiapan dan penyusunan bahan. dan. ta laporan
pelaksanaan tugas Dinas dan Subbagian Pere canaan dan
Program;

k. pelaksanaan pemantauan dan terhadap
pelaksanaan rencana dan program;

I. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas an kegiatan
kepada Sekretaris Dinas secara periodik se ai bahan
pertanggunmawaban;dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil

(3) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dalam

tugas berada .di bawah dan bertanggung j ab kepada
Sekretaris.



(2)

Paragraf S
Bidang Tata Lingkungan

Pasal263

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas elaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan d
kebijakan, evaluasi serta pelaporan penataan lin

Bidang Tata Lingkungan dalam melaks tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me elenggarakan
fungsi:

a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya

b. penyusunan dokumen  rencana  perlin dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemua rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan idup dalam
rencana pembangunan jangka panjang rencana
pembangunan jangka menengah;

d, pemantauan dan  evaluasi  pelaksana rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid p;

e. pengoordinasian penyusunan tata ruang Yy g berbasis
daya dukung dan daya tampung }Jngkunganh dup;

f. penyusunan  instrumen  ekonomi lingku gan  hidup
(produksi dornestik bruto dan produk dom stik regional
bruto hijau, mekanisme insentif disinsenti , pendanaan
linglrungan hidup);

g. pelaksanaan  sinkronisasi rencana perlin ungan dan
pengelolaan lingkungan hidup nasional, pul /kepulauan
dan ekoregion;

h. penyusunan neraca sumber daya alam d lingkungan
hidup;

i. penyusunan status lingkungan hidup Daerah;

j. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup

K. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan

tentang rencana perlindungan dan pengelo lingkungan
hidup;
. penyusunan dan pengesahan kajian ngan hidup

strategis Daerah;

m.pemberian  fasilitasi  pembinaan dan  keterlibatan
masyarakat dalam pelaksanaan kajian ling ngan hidup
strategis;

n. pemantauan dan evaluasi kajian hidup
strategis;

0. pengoordinasian  penyusunan  instrumen  pencegahan
pencemaran  dan/atau kerusakan  lingku gan hidup
(analisis mengenai dampak lingkungan, upay pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup, izin lingkungan, audit lingkungan analisis
resiko lingkungan hidup);



p. penilaian terhadap dokumen lingkungan (an isis mengenai
dampak lingkungan dan upaya pengelol lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hid p);

g. penyusunan tim kajian dokumen lingkung  hidup yang
transparan (komisi penilai, tim pakar dan kon ultan);

r. pelaksanaan proses izin lingkungan, perlind ngan sumber
daya alam dan pengawetan sumber daya alam

s. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sum 1 daya alam;

t. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

u. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca d
profil emisi gas rurnah kaca;

v. perencanaan konservasi keanekaragarnan hay ti;

w.penetapan  kebijakan dan pelaksanaan = koneervasi,
pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendall kerusakan
keanekaragaman hayati;

x. pemantauan dan pengawasan pelaksana konservasi
keanekaragaman hayati;

y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan ke ekaragaman
hayati,

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang erlu diambil;
dan

z. pengembangan sistem informasi dan pengelol an database
keanekaragaman hayati.

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksu pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melak  akan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada epala Dinas.

Pasal 264

Subkoordinator Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi sumber daya
alam, penyusunan dan pengolahan data dan info asi rencana
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Subkoordinator Penataan dan Perneliharaan Lin  ngan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (I}

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya
alam;

¢. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana pelindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan
rencana pelindungan dan pengelolaan lingkun hidup;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rencana pelindungan dan pengelolaan lingkun hidup;

f. pelaksanaan penentuan daya dukung dan d ya tampung
lingkungan hidup;



S

>

aa.

bb.

CC.

pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang Yyang
berbasis daya dukung dan daya tampun lingkungan
hidup;

pelaksanaan penyusunan instrument ekono i lingkungan
hidup produk domestik bruto dan produk do estik regional
bruto hijau, mekanisme insentif disinsenti , pendanaan
lingkungan hidup;

pelaksanaan  sinkronisasi rencana  pelin ungan dan
pengelolaan lingkungan hidup nasional, pul u/kepulauan
dan ekorigion;

pelaksanaan penyusunan neraca sumber al Daerah dan
lingkungan hidup;

pelaksanaan penyusunan status lingkungan h dup Daerah,;
pelaksanaan  penyusunan indeks kualitas lingkungan
hidup;

pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan
tentang rencana pelindungan dan pengelola lingkungan
hidup; ~

pelaksanaan penyusunan dan kajian
lingkungan hidup strategis;

pelaksanaan  fasilitasi keterlibatan masy akat dalam
pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis

pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelengg kajian
lingkungan hidup strategis;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kaji  lingkungan
hidup strategis;

pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam s cara lestari;
pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi peru ahan iklim;
pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan
profil emisi gas rumah kaca;

pelaksanaan  perencanaan konservasi ke ekaragaman
hayatti, :

pelaksanaan  penetapan  kebijakan dan elaksanaan
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan engendalian
kerusakan keanekaragaman hayati;

pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi
keanekaragaman hayat;;

pelaksanaan penyelesaian konflik dalam
keanekaragaman hayati; dan

pelaksanaan ~ pengembangan  sistem asi dan
pengelolaan database keanekaragaman hayati;

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggungjawab k ada Kepala
Bidang Tata Lingkungan.



(1)

(2)

Pasal 265

Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan d  Pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun me punyai tugas
mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen-aian dokumen
lingkungan  hidup, penerbitan ism lin gan serta
pengelolaan dan perizinan limbah bahan  erbahaya dan
beracun.

Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan d  Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam melaksanakan
tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) mem nyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. pembinaan pelaksanaan tugas terhadap s yang ada di
lingkungannya dan bertanggung jawab ata pelaksanaan
tugasnya,

c. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokum n lingkungan
hidup yang transparan = (komisi penilai, ti  pakar dan
konsultan);

d. pelaksanaan penilaian terhadap dokume  lingkungan
(analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan wupaya pemantauan
lingkungan hidup);

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument
pencegahan (analisis mengenai dampak ling ngan, upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup, izin lingkungan, audit ling  gan hidup,
analisis resiko lingkungan hidup];

f. pelaksanaan proses izin lingkungan;

g. pelaksanaan perumusan penyusunan kebij an perizinan
penyimpanan sementara limbah bahan b bahaya dan

beracun  (pengajuan, perpanjangan, pe bahan dan
pencabutan);
h. pelaksanaan proses perizidan dan

pengelolaan lingkungan hidup;
1. pelaksanaan perizinan penyimpanan seme
bahan berbahaya dan beracun;

J. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan enyimpanan

sementara limbah bahan  berbahaya d beracun
(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pe abutan);
k. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan

pengumpulan dan pengangkutan limbah bah  berbahaya
dan beracun;

I. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul |li bah bahan
berbahaya dan beracun;
m. pelaksanaan  perizman pengangkutan li bahan

berbahaya dan beracun menggunakan alat  gkut roda 3
(tiga)dilakukan dalam satu Daerah;

n. pelaksanaan  penzman  penimbunan bahan
berbahaya dan beracun medis; °



3)

(1)

(2)

0. pelaksanaan pemantauan dan pengawa terhadap
pengolahan, pernanfaatan, pengangkutan dan penimbunan
limbah bahan berbahaya dan beracun medis; an

p. pelaksanaan rekornendasi saran dan pertimb  gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang penu diambil.

Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan d  Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Li gkungan.

Paragraf 4
Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 266 ;

Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasi Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan  penyiapa koordinasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, valuasi serta
pelaporan pengelolaan persampahan dan pening tan kualitas
lingkungan.

Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasita

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai gsi:

a. penyusunan informasi pengelolaan sampah Da rah,;

b. penetapan target pengurangan sampah dan rioritas jenis
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c. perumusan kebijakan pengurangan sampabh,;

d pembinaan pembata.san timbunan kepada
produsen/ industri,

e. pembinaan  penggunaan bahan baku pr duksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

f. pembinaan pendaur ulangan sampah;

g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah da - produk dan
kemasan produk;

1. perumusan kebijakan penanganan sampah di  bupaten;

J. koordinasi pemilahan, pengumpulan, peng gkutan dan
pemrosesan a.khir sa.mpah;

k. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;

I. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampah;

m. penetapan lokasi tempat pembuangan sam ah, tempat
pembuangan sampah terpadu dan tempat embuangan
akhir sampah;

n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan ir dengan
sistem pembuangan open dumping;

o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tan
pengelolaan sampabh,; ;

p. pemberian  kompensasi dampak  negati kegiatan
pemrosesan akhir sampabh;



(2)

g. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/ ota lain dan
kemitraan dengan badan usaha pengelola s , pah dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampabh;

r. pengembangan investasi dalam usaha pengelol an sampabh;

s. penyusunan kebijakan perizinan pengolah sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir ampah yang
diselenggarakan oleh swasta;

t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, ngangkutan
sampah dan  pemrosesan akhir pah  yang
diselenggarakan oleh swasta;

u. perumusan kebijakan pembinaan dan penga san kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan ole pihak lain;
dan

v. pelaksanaan pembinaan  dalJi  pengawas kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pi ak lain.

Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasita Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bidang, yang dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melal - Sekretaris
Dinas,

Pasal 267

Subkoordinator = Pengelolaan Sampah memp yai tugas
melaksanakan inventarisasi sumberdaya alam, penyusunan

dan pengolahan data dan informasi rencana peielolaan dan
perlindungan lingkungan hidup.

Subkoordinator Pengelolaan Sampah dalam °lelaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ~at (1) memp yai fungsi:

a, pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

~- pelaksanaan penyusunan informasi pengelola

~l. pelaksanaan penetapan target pengurangan ampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun wakt tertentu;
pelaksanaan perumusan kebijakan pengurang  sampabh;

e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbun sampah
kepada produsen /industri;
f. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan b produksi

dan kemasan yang mampu diurai oleh proses al

g. pelaksanaan pembinaan dan penyediaaan fasili s pendaur
ulangan sampabh,;

h. pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan kem ali sampah
dari produk dan kemasan produk;

1. pelaksanaan perumusan kebijakan penanganan sampabh;

J- pelaksanaan koordinasi pemilahan, pe
pengangkutan dan pemrosesan akbir sampah;
k. pelaksanaan penyediaan sarana dan | prasarana

penanganan sampah;




3)

(2)

. pelaksanaan retribusi  atas jasa layanan | pengelolaan

sampah;

m. pelaksanaan penetapan lokasi  tempat embuangan

sampah, tempat pembuangan s~pah  terpad | dan tempat
pembuangan akhir sampah;

n. pelaksanaan  pengawasan terhadap tempat pemrosesan

akhir dengan sistem pembuangan open dumpir;

0. penyusunan dan pelaksanaan sistem tan ap darurat

pengelolaan sampah;

p. pelaksanaan pemberian kompensasi damﬁ)ak negatif

kegiatan pemrosesan akhir sampah;

gq. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/krt~ lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelolaan s = pah dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampah;

r. pelaksanaan  pengembangan  investasi usaha

pengelolaan sampah;

s. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan

sampah, pengangkutan sampah dan pemro esan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

t. pelaksanaan  perumusan  kebijakan dan

pengawasan kinerja pengelolaan yang
dilaksanakan oleh pihak lain;

u. pelaksanaan pembinaan dan  pengawas n  kinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
dan

v. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Sampah sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pers pahan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Pasal 268

Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingku gan Hidup
mempunyai  tugas  melakukan  peningkatan kapasitas
masyarakat hukum adat, pengelolaan pen dikan dan
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup d  pembinaan
serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.

Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingku gan Hidup
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1}, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana_kerja;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengalruan eberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau  ngetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau p ngetahuan
tradisional dan hak masyarakat hukum adat ter ait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



pelaksanaan  identifikasi, verifikasi dan v -dasi serta
penetapan pengalruan keberadaan masyar t hukum
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisi nal dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradision 1 dan hak
masyarakat hukum adat terkait dengan perli dungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan
keberadaan masyarakat hukum adat.. kearif  lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat
terkait dengan perlindungan dan pengelol lingkungan
hidup;

pelaksanaan  komunikasi dialogis dengan masyarakat
hukum adat;

pelaksanaan pembentukan panitia pengaku

hukum adat;

pelaksanaan  penyusunan data dan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau

tradisional terkait  perlindungan dan

lingkungan hidup;

pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkat  kapasitas
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau engetahuan
tradisional  terkait  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup;

pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan d pelatihan,
pengembangan dan pendampingan terhadap rn.asyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahu tradisional
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkung  hidup;
pelaksanaan  fasilitasi kerjasama dan pe berdayaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau engetahuan
tradisional terkait  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup;

pelaksanaan penyiapan model peningkatan k pasitas dan
peningkatan kerjasama masyarakat hukum a at, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait rlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan penyiapan sarana prasarana eningkatan
kapasitas dan peningkatan kerja sama masyar at hukum
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisi nal terkait
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu ;

. pelaksanaan pengembangan materi, metode pendidikan
dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hid p;
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta enyuluhan
lingkungan hidup; i

pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh lingkungan
hidup;

pelaksanaan pengembangan  kelembagaan  kelompok
masyarakat peduli lingkungan hidup;

pelaksanaan  identifikasi kebutuhan  pendi ikan dan
pelatihan serta penyuluhan;



r. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pe didikan dan

pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;

s. pelaksanaan pembinaan penilaian kota terkait

pelaksanaan pembinaan penilaian sekolah
lingkungan;

u. pelaksanaan pengembangan jenis pengharga

hidup;

v. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata car pemberian

penghargaan lingkungan hidup;

w. pelaksanaan  penilaian dan pemberian enghargaan

lingkungan hidup;

x. pelaksanaan pembentukan tim penilai enghargaan

lingkungan hidup yang kompeten;

y. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

(3) Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Ling gan Hidup

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala
Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas ingkungan.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Dampak Lingkung

Pasal 269

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan me
rnelaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pe
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pengendalian dampak lingkungan.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

pelaksanaan pemantauan kualitas air;

. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan [ ut;
penentuan baku mutu lingkungan;

penyiapan sarana dan prasarana pemantauan [ ngkungan;
pelaksanaan pemantauan sumber pencemar - stitusi dan
noninstitusi;

h. pelaksanaan  penanggulangan pencemaran (pemberian

R HhO Qoo

informasi, pengisolasian serta penghenti ) sumber
pencemar institusi dan noninstitusi;
i. pelaksanaan  pemulihan pencemaran (

remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumbe pencemar
institusi dan noninstitusi;

j. penentuan baku mutu sumber pencemar;

k. pengembangan sistem informasi kondisi, si dampak
.dan pemberian peringatan akan pence atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyar t;

. penyusunan kebijakan pembinaan terhad p sumber
pencemar institusi dan noninstitusi;



3)

D

(2)

3)

m. pelaksanaan pembinaan terhadap pencemar
institusi dan noninetitusi;

n. pelak.sanaan pernbinaan tindaklanjut reko endasi hasil
evaluasi sumber pencemar institusi dan nonin titusi;

0. penentuan kriteria baku kerusakan linglrung

p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungfl;

q. pelaksanaan penanggulangan -~ (pemberi~ai informasi,
pengisolasian serta penghentian) kerusakan lin!fkungan;

r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, |_ remediasi,
rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungin; dan

s. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbarigan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Bidang Pengendalian Oampak Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang, yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah d  bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Di as.

Pasal270

Subkoordinator Pemantauan Lingkungan mem unyai tugas
melaksanakan  pemantauan  kualitas  lingkui gan  hidup,
penentuan baku mutu lingkungan hidup dan pen iapan sarana
dan prasarana laboratorium lingkungan,

Subkoordinator Pemantauan Lingkungan dalam

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mem

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, t ah, pesisir
dan laut;

c. pelaksanaan  pengolahan data pemantau kualitas
lingkungan;

d. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkung

e. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasaran pemantuan
lingkungan (laboratorium lingkungan);

f. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator =~ Pemantauan Lingkungan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Pengendalian Dampak Lingkungan Lingkungan.

Pasal 271

Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Kerusakan
Lingkungan mernpunyai tugas melakukan pemant uan sumber
pencemar, penentuan baku mutu sumber pe cemar dan
pembinaan serta pengembangan sistem info si terhadap
sumber pecemaran.



(2) Subkoordinator Pengendalian Pencemaran d Kerusakan
Lingkungan dalam  melaksanakan  tugas | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar nstitusi dan

noninstitusi;

c. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi, pengisolasian serta  penghentir) sumber
pencemar institusi dan noninstitusi;

d. pelaksanaan pemulihan  pencemaran (- embersihan,

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumb r pencemar
institusi dan noninstitusi;

e. pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pe cemar;

f. pelaksanaan pengembangan system info~si kondisi,
potensi dampak dan pemberian perin,atan  akan
pencemaran atau kerusakan lingkungan h (lup kepada
masyarakat; ;

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembin terhadap
sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

h. pelaksanaan pembinaan terhadap sumbe| pencemar
institusi dan ..noninstitusi;

i. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekom ndasi basil
evaluasi sumber pencemar institusi dan nonins itusi:

j- pelaksanaan penentuan kriteria  baku  kerusakan
lingkungan hidup;

k. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkung  hidup;

pelaksanaan penanggulangan (pemberian  informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan

—_—

hidup;

m. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,
rehabilitasi dan restorasi] kerusakan ling gan hidup;
dan

fl- pelaksanaan rekomendasi saran pan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

(3) Subkoordinator Pengendalian Pencemaran d Kerusakan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Lingkungan.

Paragraf6
Bidang Penataan Lingkungan

Pasal 272

(1) Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas m laksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan elaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksan penaatan
lingkungan. ~



(2) Bidang Penaatan  Lingkungan dalam melaksa an tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat [I], mempunyai

a. penyusunan  kebijakan tentang tata ¢ a
pengaduan dan penyelesaian pengaduan masy akat;

b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha a U kegiatan
yang tidak sesuai dengan izin perlind ngan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan penelaahan dan verifi.ka.satas pe ga.duan;

d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut ha - verifikasi
pengaduan;

e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring d  pelaporan
atas basil tindak lanjut pengaduap;

f. penyelesaian sengketa lingkungan ba.ikdi lu  pengadilan
maupun melalui pengadilan;

g. sosialisasi tata cara pengaduan;

h. pengembangan sistem infonnasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang idak sesuai
dengan izin- perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;
i. penyusunan kebijakan pengawasan terha.dap usaha dan
atau kegiatan yang memiliki izin lingkung dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

J.  pelaksanaan pengawasan  terhadap pen rima  izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

k. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekom ndasi basil
evaluasi penerima izin lingkungan clan izin  rlindungan
dan pengelolaan lingkungan;

. pembinaan dan pengawasan terhadap petuga pengawas
lingkungan hidup daerah;

m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan
hukum lingkungan;

n. pelaksanaa.n  penegakan  hukum  atas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu

0. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran
hidup;

p. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb an kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil;
dan

¢g. penanganan barang bukti dan penanganan hu pidana
secara terpadu.

(3) Bidang Pena.a.tan Lingkungan sebagaimana di sud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dala m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.



(1)

2)

(2)

Pasal 273

Subkoordinator ~ Pengaduan dan Penyelesai Sengketa
Lingkungan dalam mempunyai tugas mempers apkan bahan
dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masy akat tentang
pencemaran dan kerusakan lingkungan dan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup.

Subkoordinator Pengaduan dan  Penyelesai Sengketa
Lingkungan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentan tata cara
pelayanan  pengaduan dan penyelesaian pengaduan
masyarakat tentang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengadu atas usaha
atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin erlindungan
dan pengelolaan lingkungan bidup;

c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi ata pengaduan
lingkungan hidup;

d. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tind
verifikasi pengaduan lingkungan hidup;

e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring d  pelaporan
atas basil tindaklanjut pengaduan lingkungan idup;

f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkun baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan lingkungan
hidup;

h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan
pangaduan masyarakat atas usaha atau ke -atan yang
tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb  gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subkoordinator Pengaduan dan Penyelesai Sengketa
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ngjawab
kepada Kepala Bidang Penaatan Lingkungan.

Pasal 274
Subkoordinator Penegakan Hukurn Llngkungan empunyai
tugas melakukan penyelidilcan dan penyidi kasus
pelanggaran peraturan perundang-undangan ngelolaan

lingkungan hidup.

Subkoordinator  Penega.kan Hukum Lingkun an dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1},

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. penyusunan kebijakan pengawasan terha ap usaha
dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkung  dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;



(3)

(1)

c. pelaksanaan pengawasan terhadap erima  izin

lingkungan dan izm perlindungan pengelolaan
lingkungan;
d. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut ndasi basil

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin erlindungan
dan pengelolaan lingkungan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terh dap petugas

pengawas lingkungan hidup daerah;
pelaksanaan pembentukan tim koordinasi d  monitoring
penegakan hukum:;

g. pelaksanaan penegakan  hukum  atas  pelanggaran

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu ;

h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan

hidup;

pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan
hukum pidana secara terpadu; dan

pelaksanaan rekornendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Subkoordinator Penegakan Hukum Lingkungan ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalarn melaksanakan tug s berada di

bawah dan berta.nggung jawab kepada Ke ala Bidang
Penaatan Lingkungan.

BAB XVII
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHAKEC L DAN
MENENGAH

Bagian Kesatu,
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 275

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil d Menengah
Kabupaten Belitung Timur dengan Tipe B mem unyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeri tahan yang
menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pemban an di bidang
tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan enengah.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil d Menengah
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu dalarn ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan bid koperasi,
usaha kecil dan menengah;

b. pelaksanaan kebijakan urusan
pemerintahan bidang tenaga koperasi,

usaha kecil dan menengah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peny lenggaraan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl



3)

(1)

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil d Menengah
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan d bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekre s Daerah.

Pasal 276

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah terdiri dari:
a. KepalaDinas; .
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pel poran.
c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerj
1. Subkoordinator Pelatihan dan Produkti tas Tenaga
Kerja;
2. Subkoordinator Penempatan dan Perluagan Tenaga
. Kerja; . . :
d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan S sial Tenaga
Kerja
1. Subkoordinator Hubungan Industrial dan ienyelesaian
Perselisihan; dan
2. Subkoordinator Syarat Kerja dan Jamr an Sosial
Tenaga Kerja.
e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. Subkoordinator Kelembagaan dan engawasan
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
2. Subkoordinator Usaha dan Promosi
Kecil dan Menengah
3. Subkoordinator Pembiayaan Koperasi, Us a Kecil dan

Menengah.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g UPT.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Ke a, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaks d pada ayat
{1) tercantum pada Lampiran XV yang merupak bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 277

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah mempunyai tugas merumuskan kebij an teknis,
memimpin dan mengoordinasikan urusan .te a Kkerja,
koperasi dan usaha kecil dan menengah sesu  ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.



3)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaim a dimaksud

pada ayat {1), Kepala Dinas rnempunyai fungsi:

a. perumusan Kkebijakan teknis dan pengelol urusan  di
bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerj

b. perurnusan kebijakan teknis dan pengelola  urusan di
bidang hubungan industrial dan jaminan sosi

c. perumusan kebijakan teknis dan pengelol urusan di
bidang koperasi dan usaha kecil dan meneng

d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Paragraf2
Sekretariat

Pasal 278

Sekretariat mempunyai tugas memimpin

kegiatan administrasi umum, perencanaan rograrn dan
anggaran, serta  ketatausahaan berdasar petunjuk
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekre iatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan ~gsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja tah
tangga Dinas;
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan - keuan an dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipu - pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtangg surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan  ertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil; dan

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d pelaporan
kegiatan Dinas.

Sekretariat dipirnpin oleh Sekretaris yang dalam
tugasnya berada di bawah dan bertanggung ja
kepada Kepala Dinas. ¢

Pasal 279
Subbagian Umum dan Kepegawaian memp tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan
yang menyangkut perlengkapan, ke .,~.tanggaan,

pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, ke ipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkung  Dinas.



{2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam  elak:sanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem unyai tugas:

a.

°ope o

—h

perencanaan program kegiatan setiap tahu  Subbagian
Umum dan Kepegawaian;

pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

pelaksanaan penatausahaan asetDinas; dan

pelaksanaan pengelolaan administrasi perjal an Dinas;
pelak:sanaan pengusulan pegawai dan pengan katan dalam
jabatan;

perencanaan peningkatan keterampilan peg wai melalui
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural d  fungsional;

. pengumpulan data dan menyiapkan bahan u ul kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pemberian
penghargaan, penempatan formasi, kesejahte

mutasi dan pemberhentian pegawai, pen

pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, uji

belajar, pembuatan kartu pegawai, keikuts
penyelenggara jaminan sosial, tabungan pe

istri/ suami;

penyusunan daftar urut kepangka.tan se mengelola
sistem informasi manajamen kepegawaian;

penyiapan bahan penetapan pengelola keu

bendahara dan bendahara pembantu;

melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pe emuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan kepro okolan dan
administrasi perjalanan dinas;

pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
kearnanan dan ketertiban kantor;

. pelaksanaan penyusunan kebutuhan p rlengkapan,

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, per tan kantor,
pengamanan  aset, usulan penghapusan aset dan
menyusun laporan pertanggung jawaban a as barang-
barang inventaris;

. penghimpunan bahan dan mengumpulkan data wusul

rencana aset;

penyiapan bahan pembinaan, memberikan pe

pengelola aset;

pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe

pengelola aset;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta v rifikasi dan
administrasi pengelola aset;

. penatausahaan daftar inventaris, arsip dan do entasi;

pelaksanaan inventarisasi permasalahan se ai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegaw an secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah

pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian; d
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb | an kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.




(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim  a dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 280

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelapo mempunyai
tugas  melaksanakan penyusunan rencana  anggaran,
penatausahaan keuangan,  perbendaharaan, verifikasi
keuangan, menyiapkan bahan penyusunan | perumusan
kebijakan telmis di bidang perencanaan, penyusunan
program, monitoring dan evaluasi serta, pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pela oran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program tahunan
subbagian;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y
penyimpanan, pengeluaran, Hertanggungja:
pembukuan;

c. pengkajian ulang setiap dokumen/bukti pengel

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, i
makan uang tambahan beban kerja dan lainny

f. penyusunan laporan periodik dan tahu tentang
penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. penghimpunan bahan dan mengumpulkan data wusul
rencana keuangan;

h. penyiapan bahan pernbinaan, memberikan pet
pengelola keuangan;

i. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe ~uk teknis
pengelolakeuangan;

j. pelaksanaan wurusan pembendaharaan, serta v rifi.kasi dan

administrasi pengelola keuangan;
k. pengumpulan bahan penyusunan pedoman d  petunjuk
teknis perencanaan dan pelaporan;
pelaksanaan kegiatan perencanaan program O as;
m. penghimpunan data program dan kegiatan dari 1 idang;
pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet'tnjuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan la oran;
0. pelaksanaan penyusunan rencana strate s, laporan
kinerja, rancangan anggaran pendapatan belanj Daerah;
p. penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, laporan keterangan pertanggungjaw an Bupati
sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan renc na program
dan laporan;

—_—

=)




r. penyiapa.n rumusan program kegiatan berd sarkan basil
rangkuman  rencana kegiatan bidang dan UPT dalam
rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja PD;

s. pelaksanaan pemantauan dan evaluas terhadap
pelaksanaan rencana dan program;

t. penyusunan laporan subbagian; dan

u. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subbagian Keuangan, Perencanaan clan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpi oleh Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugas ber da di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga K rja

Pasal 281

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja empunyai
tugas penyelenggaraan pelayanan pelatihan, pr duktivitas,
perizinan lembaga pelatihan kerja, informasi p sar kerja,
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempa an kerja.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga K -a dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pelayanan umum bidang pelatihan dan
tenaga kerja;

b. penyusunan dan pelaksanakan kebijakan dan
pelayanan umum bidang penempatan tenag dan
perluasan kesempatan kerja;

c. koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis ompetensi;

d. wverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang
akan disebarluaskan kepada lembaga pel an kerja
swasta;

e. pelaksanaan  peningkatan  korhpetensi daya
manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

f. pelaksanaan pemberian izin kepada lembag pelatihan
kerja swasta;

g. penyebarluasan infonnasi produktivitas kepada perusahaan
kecil,

h. koordinasi pemberian konsultasi produktivi as kepada
perusahaan kecil;
koordinasi pengukuran produktivitas Daerah;

J-  koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;

k. koordinasi pemberian dan penyebarluasan info asi pasar
kerja dalam pelayanan antar kerja kepada p ncari kerja
dan pemberi kerja serta perluasan kesem tan kerja
kepada masyarakat;



3)

(I3

2)

. koordinasi penyuluhan - dan bimbingan ja atan dalam
pelayanan antar kerja serta perluasan kese patan kerja
kepada masyarakat;

m. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayan antar kerja
serta perluasan kesempatan kerja kepada mas arakat;

n. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan
tenaga kerja swasta;

0. promosi penyebarluasan infonnasi syarat d
bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

p. koordinasi pelayanan calon, pra dan puma enaga kerja
Indonesia;

q. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin me pekerjakan
tenaga kerja asing skala Daerah; dan

r. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per diambil.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin .oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya -berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mel 1 Sekretaris
Dinas.

Pasal 282

Subkoordinator Pelatihan dan Produktivitas eenaga Kerja
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan perumusan,
melaksanakan, = memantau dan mengevalua 1 kebijakan
pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga k rja.

Subkoordinator Pelatihan dan Produktivitas enaga Kerja
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks

(1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b, penyiapan bahan perumusan dan pelaksan kebijakan
teknis pelatihan dan tenaga kerja;

c. penyiapan bahan penyusunan peren aan  dan
pelaksanaan program pelatihan dan produkti Itas tenaga
kerja;

d. pengumpulan bahan informasi regulasi
kerja yang akan disebarluaskan;

e. perencanaan pelaksanaan sosialisasi re bidang
pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja

f. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan
sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja asta;

g. penyusunan perancangan kesiapan materi pelat ban kerja;

h. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evalu si lembaga
pelatihan swasta;

1. pengumpulan bahan verifikasi informasi re lasi bidang

pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kep da lembaga
pelatihan kerja swasta;

J. penyusunan kebutuhan sumber daya man sia dalam

pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;




()

k. penyusunan  kesiapan sarana dan perizinan

lembaga pelatihan kerja swasta;
penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pel tihan;
. penyiapan program pelatihan;
penyiapan sarana dan prasarana;
penyiapan susunan dan tenaga pelatihan;
penyiapan calon peserta pelatihan kerja;
penyusunan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pelatihan kerja;
penyiapan promosi peningkatan produktivitas;
penyiapan sumber daya manusia bidan  konsultasi
produktivitas dan bidang pengukuran produkti itas:
t. penyiapan alat, teknik, metode penin katan dan
pengukuran produktivitas;
u. pelaksanaan pemantauan peningkatan prod
v. pelaksanaan rekomendasi saran ~an pertim gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakaii yang perl diambil

as o g

©n "

Subkoordinator dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dalam melaksanakan tu s berada di
bawah dan bertanggung jawab ke Kepala Bidang elatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 283

Subkoorclinator Penempatan dan Perluasan Kese patan Kcrja
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan perumusan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb~ akan teknis
di bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja.

Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kese patan Kerja
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1), mempunyai fungsi: '

a. pelaksanaan penyusunan bahan pe usan dan
kebijakan teknis penempatan tenaga kerja d  perluasan
kesempatan kerja;

b. pelaksanaan  penyusunan bahan dan
pelaksanaan  program penempatan dan
perluasan kesempatan kerja;

c. perencanaan penyediaan sumber daya man sia untuk
jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerj ;

d perencanaan penyediaan sarana dan prasaran pemberian
informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbin an jabatan,
dan perantaraan kerja;

e. perencanaan kerja tentang perantaraan k rja dalam
pelayanan kerja;

f. perencanaan surnber daya manusia pemberian - in lembaga
penempatan tenaga kerja swasta;

g penyusunan kesiapan sarana dan prasaran  perizinan
pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerj swasta; -



3)

penyusunan rencana pemantauan dan asi lembaga
penempatan tenaga kerja swasta;

penyusunan  kesiapan sumber daya m  sia untuk
pelayanan penerbitan perpanjangan izin enggunakan
tenaga kerja asing skala Daerah;

pemantauan danevaluasi hasil penerbitan  erpanjangan
izin menggunakan tenaga kerja asing;

perencanaan sumber daya manusia terkait pe yebarluasan
infonnasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri
kepada masyarakat;

penyusunan kesiapan sarana dan prasarana
penyebarluasan informasi syarat dan mekanis e bekerja ke
luar negeri kepada masyarakat;

pelaksanaan pelayanan kepada calon, pra dan puma
tenaga kerja Indonesia;

perencanaan penyediaan sumber daya ma usia untuk

jabatan yang menangani tugas pengemb gan dan

perluasan kesempatan kerja kepada masyaraka ;

perencanaan penyediaan sarana dan
pengembangan dan perluasan kesempatan
masyarakat; .

penyusunan rencana kerja tentang pengem angan dan
perluasan kesempatan kerja;

perencanaan penyiapan sumber daya manfia  terkait
pemberian informasi pasar kerja kepada penc - kerja dan
pemberi kerja;

pengelolaan penyiapan sarana dan pras a untuk
pelaksanaan pemberian infonnasi pasar K rja kepada
pencari kerja dan pemberi kerja;

perencanaan pemantauan dan evaluasi basil

infonnasi pasar kerja kepada pencari kerja pemberi
kerja;

pelaksanaan bimbingan  teknis dan
pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro mikro
serta pengukuran indeks pembangunan ketena erjaan;
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
ketenagakerjaan;

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan data dan
infonnasi serta perencanaan tenaga kerja makr dan mikro
serta pengukuran indeks pembangunan ketenag kerjaan;
pengumpulan dan mengolah data seba ai bahan
penyusunan rencana penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban an kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil

Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kese patan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat-(l) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawa ke Kepala
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.



Paragraf 4

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Te| aga Kerja

Pasal 284

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

mempunya.i tugas melaksanakan  sebagian gas Dinas
Ketenagakerjaan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosi dan Tenaga

Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana - aksud pada

ayat (1), mempunyai fungsi:

a. verifikasi dokumen peraturan perusahaan d  perjanjian
kerja bersama dengan ruang lingkup operasi O erah;

b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian K rja bersama
di Daerah;

c. koordinasi proses pengesahan dokumen = peraturan
perusahaan dengan di Daerah;

d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan
hubungan industrial di perusahaan;

e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan p berdayaan
lembaga kerja sama bipartite di perusahaan;

f. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap dan
mediasi perselisthan di perusahaan, mogo dan
penutupan perusahaan;

g. pengkoordinasian tugas dan fungsi hubungan

industrial dan jaminan sosial tenaga kerja de gan intansi
terkait;

h. pengevaluasian dan pembuatan laporan elaksanaan
program kerja dan kegiatan pada Bidang! Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; d~

w. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial enaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya ber a di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melal - Sekretaris
Dinas.

Pasal 285

Subkoordinator =~ Hubungan Industrial dan Penyelesaian
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan perumusan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebi akan teknis

di bidang hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan
tenaga kerja. :

Subkoordinator Hubungan Industrial dan Penyele aian dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1),
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;



€)

(1)

(2)

b. penyiapan sumber daya manusia yang | memahami

pencegahan dan  penyelesaian perselisihan hubungan

industrial;
c. penyediaan sarana dan prasarana upaya
penyelesaian perselisthan hubungan industrial,
d. penyiapan bahan dalam rangka pembentukan elembagaan
lembaga kerja sama bipartit;

e. pelaksanaan pelayanan pencatatan dan si serikat
pekerja/ serikat buruh di Daerah;
f. pelaksanaan  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pencegahan dan penyelesaian - perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja dan penutupan perus aan; dan

x. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindak.an yang perl diambil

Subkoordinator = Hubungan Industrial dan Penyelesaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ,elaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung j wab kepada
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan J - an Sosial
Tenaga Kerja.

Pasal 286

Sub Koordinasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial

mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan perumusan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb ~akan teknis
di bidang syarat kerja dan jaminan sosial tenaga k rja.

Subkoordinator dalam melaksanakan tugas  ebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja:

b. pelaksanaan penyiapan sumber daya m yang
memahami pembuatan peraturan perusaha , perjanjian
kerja bersama, pengupahan, dan jaminan s sial tenaga
kerja;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka  embentuk
kelembagaan di perusahaan melalui perj
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja ber a;

d. penyusunan konsep pendaftaran perjanjian ke ‘a bersama
di Daerah;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pengemban an system
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja,

f. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan up
kabupaten/kota atau upah minimum provinsi;

g. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan
syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; d

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl



(3) Subkoordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sos- Tenaga Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam elaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggungy wab kepada
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan J 1inan Sosial

Tenaga Kerja.

Paragraf 5
Bidang Koperasi, Usaha Kecildan Meneng

Pasal 287

Bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah I punyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga K rja, Koperasi,
Usaha Kecildan Menengah dibidang Koperasi, U aha Kecil dan
Menengah.

‘Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Men ngah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da ayat (I},
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana operasional program p ngembangan
koperasi, usaha kecil dan menengah;

b. penetapan kebijakan teknis operasional p gram dan
anggaran bantuan perlruatan dan penumbuh iklirn yang
kondusif bagi pembangunan koperasi dan us ha kecil dan
menengah;

c. penyusunan pedoman standar pelayanan ..~.....al yang
wajib dilaksanakan oleh kabupaten teru a bidang
koperasi dan usaha kecil dan menengah;

d. pelaksanaan bimbingan dalam: rangka pen elenggaraan
koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang
kelembagaan, pengawasan, janngan usah  produksi,
pembiayaan dan promosi serta pengembangan umber daya
manusia;

e. pelaksanaan pengembangan jaringan siste informasi
koperasi dan usaha kecil dan menengah;

f.  pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi
usaha kecil dan menengah;

g. pengoordinasian program keterpaduan
koperasi dan usaha kecil dan menengabh;

h. pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan
koperasi dan usaha kecil dan menengah melal antara lain
bank milik koperasi, bank pemerintah, lemba a keuangan
nonbank dan lembaga keuangan altematif lain

1. pelaksanaan pengembangan institusi , jaringan
lembaga  keuangan, teknologi tepat a yang
memungkinkan koperasi dan usaha kecil d  menengah
mampu bersaing;

J. penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan usaha kecil

dan menengah;

k. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas elaksanaan
penyertaan modal pada koperasi dan usah kecil dan
menengah; dan

y. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang per],



3)

(1)

3)

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah d  bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 288

Subkoordinator Kelembagaan dah Pengawa Koperasi,
Usaha Kecildan Menengah mempunyai tugas rencanakan,
menyiapkan perumusan, melaksanakan, me antau dan
mengevaluasi kebijakan teknis di bidang kele bagaan dan
pengawasan koperasi.

Subkoordinator Kelernbagaan dan Pengawas
Usaha Kecil dan Menengah dalam melaks
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempuny

a. pelaksanaan penyusunan rencana operasi program

kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil
dan menengah;

b. pelaksanaan penghimpunan bahan, data, i

mengolahnya untuk bahan pembinaan d
kebijakan teknis dan manajemen di bidang elembagaan
dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengabh;

c. pelaksanaan pembinaan konsultasi dan fasili i pemberian

badan hukum koperasi, pengesahan anggar  dasar, dan
penyelesaian pembubaran koperasi;

d. pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan penyuluhan

koperasi dan usaha kecil dan menengabh;

e. penyiapan iklim kondusif bagi perumusan k bijaksanaan

teknis mengenai syarat perizinan koperasi y g meliputi
badan hukum, anggaran dasar/anggaran ah tangga
dan akta pendirian;

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terrdap usaha

kecil dan menengah dalam rangka meningka an produk
unggulan daerah;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ko erasi secara

umum termasuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan
pinjam Daerah;

h. pelaksanaan bimbingan dalam rangka pen elenggaraan

koperasi dan wusaha kecil dan menengah di bidang
kelembagaan dan pengawasan;

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi progra di bidang

J-

kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil
danmenengah;dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ata an.

Subkoordinator Kelembagaan dan Pengawasan Ko erasi, Usaha
Kecil dan Menengah sebagaimana climaksud p da ayat (1)
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usah  Kecil dan
Menengah.



(1)

2)

3)

Pasal289

Subkoordinator
Menengah  mempunyai
perumusan,
kebijakan
menengah.

tugas
melaksanakan,
teknis

merencanakan,
memantau  dan

di bidang usaha koperasi, us

Subkoordinator

Menengah dalam melaksanakan

pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksa.naan penyusunan rencana kerja S
Usaha dan Promosi Koperasi, Usaha Kecild

b. penghimpunan bahan, data, infonnasi dan
untuk bahan pembinaan dan perumusan ke
di bidang usaha dan promosi koperasi dan u
menengah;

c. penyiapan kebijakan pengembangan usaha
koperasi dan usaha kecil dan menengabh;

d. pelaksanaan pernbinaan,  konsultasi, f
penyuluhan terhadap pengembangan usaha
koperasi dan usaha kecil dan menengah;

e. pelaksanaan koordinasi internal dan eks
rangka pengembangan usaha koperasi dan u
menengah;

f pelaksanaan promosi dan pemasaran produk
usaha kecil dan menengah;

g. pelaksanaan kegiatan promosi dan pema
koperasi, usaha mikro, kecil dan meneng
maupun nasional;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
usaha dan promosi koperasi clan
menengah; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertim
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe

tugas sebagaim

Subkoordinator Usaha dan Promosi Koperasi, U
ay t

Menengah sebagaimana dimaksud pada
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert
kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecildan

Pasal 290
Subkoordinator Pembiayaan Koperasi,
Menengah mempunyai tugas merencanakan,
perumusan, melaksanakan, memantau dan

kebijakan teknis pembiayaan koperasi dan u
menengah.

Subkoordinator Pembiayaan Koperasi,

Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaim

pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana
Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

kerja

Usaha dan Promosi Koperasi, U aha Kecil dan

menyiapkan

mengevaluasi

a kecil dan

Usaha dan Promosi Koperasi, U aha Kecil dan

a dimaksud

bkoordinator
Menengah;

mengolahnya
jjakan teknis
aha kecil dan

dan promosi

silitasi  dan
dan promosi

emal dalam
a kecil dan

koperasi dan

aran produk
secara lokal

di bidang
kecil dan

a Kecildan

(1) dalam
ggung jawab
enengah.

Kecil dan
menyiapkan
mengevaluasi
a kecil dan

Kecil dan
a dimaksud

pembiayaan



(3)

b. penghimpunan bahan, data dan informasi ntuk bahan
perumusan  kebijakan teknis pembiayaan operasi dan
usaha kecil dan menengah;

c. pelaksanaan kebijakan pengembangan pembiayaan
koperasi dan usaha kecil dan menengah;

d. penyusunan rencana keterpaduan lintas S ktoral dalam
rangka pengembangan dan fasilitasi pembia aan koperasi
dan usaha kecil dan menengah;

e. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan f silitasi akses
pembiayaan bagi koperasi dan usaha kecilda menengah;

f. pelaksanaan koordinasi internal dan eks emal dalam
rangka pembiayaan koperasi dan usahj kecil dan
menengah;

g pelaksanaan monitoring dan evaluasi prograi:p pembiayaan
koperasi dan usaha kecil dan menengah; da~ F

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbf.lgan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Pembiayaan Koperasi, Usah  Kecil dan
Menengah sebagaimana dimaksud pada ay t (I} dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab
kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah.

BAB XVIII
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARJWISAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 291

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten elitung Timur
dengan Tipe A, mempunyai tugas mem antu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidan kebudayaan
dan bidang pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melak  akan tugas
tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) men elenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebij Urusan
Pemerintahan bidang kebudayaan dan bid pariwisata;
b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemeri tahan bidang
kebudayaan dan bidang pariwisata;
c. penyelenggaraan  evaluasi dan pelapo an  Urusan
Pemerintaban bidang kebudayaan dan bidan pariwisata;
d. penyelenggaraan administrasi Dinas Keb dayaan dan
Pariwisata; dan
e. penyelenggaraan pelaksanaan rekomenda - saran dan
pertimbangan kepada atasan tentang gkab dan
tindakan yang perlu diambil.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang rkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada B pati melalui
Sekretaris Daerah.



(1)

Pasal292

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pa |iwisata terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Keuangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi d | Pelaporan.
c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
1. Subkoordinator Destinasi Wisata; dan
2. Subkoordinator Industri Pariwisata.
d. Bidang  Pemasaran Pariwisata  dan | Kelembagaan
Kepariwisataan;
1. Subkoordinator Pemasaran Pariwisata; d
2. Subkoordinator Kelembagaan Kepariwisatl an.
e. Bidang Kebudayaan;
1. Subkoordinator Kesenian;
2. Subkoordinator Warisan dan Tradisi; clan
3. Subkoordinator Pelestarian ~agar Buday|, Sejarah dan
Permuseuman.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g UPT.

Bagan Susunan  Organisasi Dinas Kebu ayaan dan
Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagi  yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf |
Kepala Dinas

Pasal 293

Kepala Dinas sebagaimana mempunyai tugas  erumuskan
kebijakan teknis, memimpin dan - mengoordina ikan urusan
kebudayaan dan pariwisata sesuai  deng peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksan an tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1), Kepala Dinas menyelenggarakan Iungsi:

a.

b.

penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan yan

pelakunya dalam Daerah;

penyelenggaraan . pelestarian tradisi yang masyarakat
penganutnya dalam Daerah;

penyelenggaraan pembinaan lembaga  adat yang
penganutnya dalam Daerah;

penyelenggaraan pembinaan kesenian yang masyarakat
pelakunya dalam Daerah;

penyelenggaraan pembinaan sejarah lokal Dae ah;

penyelenggaraan penetapan cagar buday  peringkat
Daerah;



3)

g. penyelenggaraan pengelolaan - cagar bud |ya peringkat
Daecrah;
h. penyelenggaraan  penerbitan izin membawa | cagar budaya
ke luar Daerah dalam |1 (satu) provinsi;
1. penyelenggaraan pengelolaan daya tarik wisa a Daerah;

J.  penyelenggaraan pengelolaan kawasan strat is pariwisata

Daerah,;
k. penyelenggaraan pengelolaan destinasi pari sata Daerah;
. penyelenggaraan penetapan tanda daftar u  a pariwisata

Daerah;
m. penyelenggaraan pemasaran pariwisata da dan luar
negeri daya tarik, destinasi dan kaw strategis

pariwisata Daerah;

n. penyelenggaraan penyediaan prasarana (zon kreatif/ruang
kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspre i, berprornosi
dan berinteraksi bagi insan kreatif di daecrah aerah;

0. penyelenggaraan peningkatan kapasitas umber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tin  t dasar;

p. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertim  gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang erlu diambil,
dan

g. penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan
program dan anggaran, ketatausahaan Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 294
Sekretariat dipimpin oleh seorang yang yang
mempunyai tugas memirnpin sekretariat d kegiatan

administrasi umum, perencanaan program dan  ggaran, serta
Ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelak anaan yang
berlalru untuk tertib kesekretariatan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di aksud pada
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja t

tangga Dinas;

penyelenggaraan pengurusan administrasi ke egawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keu an dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipu ' pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtan surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang rlu diambil;
dari

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d pelaporan
kegiatan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jaw b langsung
kepada Kepala Oinas.



Pasal 295

Subbagian Umum dan Kepegawaian mem unyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum d  kepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumaht ggaan, surat
menyurat, kearsipan serta  pengelolaan  administrasi
kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud

dalam ayat (1) mernpunyai fungsi:

a. perencanaan program kegiatan setiap tah n Subbagian
Umum dan Kepegawaian;

b. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjal nan Dinas;

d pelaksanaan pengusulan pegawai dan penga gkatan dalam
jabatan;

e. perencanaan peningkatan keterampilan pe awai melalui
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural n fungsional;

f. pengumpulan data dan menyiapkan bahan sul kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiu , pemberian
penghargaan, penempatan lormasi, kesejaht raan pegawai,
mutasi dan pemberhentian pegawai, pe didikan dan
pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, uj dinas, izin
belajar, pembuatan kartu pegawai, keikut rtaan badan
penyelenggara jaminan sosial, tabungan nsiun, kartu
istri/ suami;

g penyusunan daftar urut kepangkatan se mengelola
sistem infonnasi manajamen kepegawaian;

h. penyiapan bahan penetapan pengelola keu
bendahara dan bendahara pembantu;

i. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rap t, pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan kepro okolan;

J.  pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;
k. penatausahaan daftar inventaris, arsip dan do entasi;

I. penginventarisasian permasalahan sesuai idang tugas
Subbagian Umum dan Kepegawaian secara  tin maupun
berkala sebagai bahan dasar pemecahan mas lah;

m. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian; an

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

=)

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud
pada ayat {l) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 296

Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana anggaran, pengelolaan aset Dinas, pe atausahaan
keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi keuang



()

3)

Subkoordinator = Keuangan sebagairnana dimak ud pada ayat

(1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana Kkerja;

b. pelaksanaan  pengelolaan keuangan Dinas ang meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungj waban dan
pembukuan;

c. pengkajian ulang setiap dokumen/bukti peng luaran uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan d kumen/bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainn a;

f. penyusunan laporan periodik dan tah tentang
penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. penghimpunan bahan dan mengumpulk data usul
rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan  penyusunan kebutuhan erlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, per latan kantor,
pengamanan  aset, usulan  penghapus aset dan
menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang
inventaris;

i. penyiapan bahan pembinaan, memberikan p tunjuk teknis
pengelola keuangan dan aset;

J.  pelaksanaan pembinaan dan memberikan p tunjuk teknis
pengelola keuangan dan aset;

k. pelaksanaan urusan pernbendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelola keuangan dan aset; da

l. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 297

Subkoordinator ~ Perencanaan,  Evaluasi Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun  perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusu an program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelak  aan kegiatan
perencanaan Dinas.

Subkoordinator =~ Perencanaan, Evaluasi Pelaporan.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempuny - fungsi:

a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman an petunjuk
teknis perencanaan dan pelaporan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program

kerja;

pelaksanaan kegiatan perencanaan program D as;

penghimpunan data program dan kegiatan d  bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe unjuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan I poran;

e o



f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerj , rancangan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

g. penyiapan bahan laporan penyelenggara  Pemerintah
Daerah, laporan keterangan pertanggungjaw an Bupati;

h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan re cana program
dan laporan;

I.  penyiapan rumusan program kegiatan berd sarkan basil
rangkuman rencana kegiatan bidang dan UPTD dalam
rangka penyusunan anggaran pendapatan d belanja PD;

J. penyiapan dan menyusun bahan dan
pelaksanaan tugas Dinas;

k. pelaksanaan  pemantauan dan evalu terhadap
pelaksanaan rencana dan program; dan

a. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi da Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung | wab kepada
Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisat

Pasal 298

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mem unyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pe usan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pengelolaan destinasi wisata dan in?ustri pariwis ta.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), men

Tungsi:

a. penyelenggaraan pengelolaan daya tarik wisa

b. penyelenggaraan pengoordinasian pengelol daya tarik
wisata Daerah;

c. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan pengelolaan
daya tarik wisata Daerah;

d. penyelenggaraan pengelolaan kawasan strate ‘s pariwisata

Daerah;

e. penyelenggaraan  perumusan pedoman  pengelolaan
kawasan strategis pariwisata Daerah;

f. penyelenggaraan kesepahaman  lintas dalam

pengelolaan kawasan strategis pariwisata d  zona kreatif
Daerah;

g penyelenggaraan penyusunan ren induk
pembangunan kawasan strategis kepariwisat Daerah;

h, penyelenggaraan pengelolaan dan pengemban an destinasi
wisata Daerah;

1. penyelenggaraan pedoman pengelolaan destin si pariwisata
Daerah;

. penyelenggaraan  kesepahaman  lintas dalam
pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;



{2)

k. penyelenggaraan pemberian  rekomendasi |tanda  daftar

usaha pariwisata Daerah;
I. penyelenggaraan penyusunan kebijakan eknis terkait
penertiban tanda daftar usaha pariwisata Da rah;
m. penyelenggaraan pembinaan pelaku usaha epariwisataan
dan kelompok masyarakat dan ekonomi kre if di destinasi

wisata;
n. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi te hadap pelaku
usaha  kepariwisataan, kelompok ma arakat dan

pelaku/kelompok ekonomi kreatif di destinas wisata; dan

0. penyelenggaraan rekomendasi , saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindak  yang perlu
diambil.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 299

Subkoordinator Destinasi Wisata  mernp nyai  tugas
pengelolaan destinasi wisata dan kawasan strate - wisata.

Subkoordinator  Destinasi Wisata dalam elaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1, rnempunyai
fungst:

a. perencanaan pengelolaan daya .tarik wisata
strategis pariwisata Daerah,;

b. penyusunan bahan perencanaan pengelol daya tarik
wisata Daerah;

c. pelaksanaan analisis rencana pengelolaan da  tarik wisata
Daerah;

d. pengkajian ulang pelaksanaan pengelol daya tarik
wisata Daerah;

e. penyusunan bahan evaluasi daya tarik wisata aerah;

f. pengkajian dan analisis rencana pengelol an kawasan
strategis pariwisata Daerah;

g penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolr kawasan
strategis pariwisata Daerah;

h. pengoordinasian pelaksanaan kesepahaman 1J.intas sektor
dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawatan strategis
pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah; T

1. penyusunan analisis dan rancangan rellfana induk
pembangunan kawasan strategis kepariwisata~ Daerah;

j.  penyusunan rencana pengelolaan dan p gembangan

destinasi wisata Daerah;

k. pengembangan rencana pengelolaan wisata
Daerah;

l.  pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata Da rah; dan
b. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per diambil.



3)

Subkoordinator Destinasi Wisata sebagaimana d'maksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang estinasi dan
Industri Pariwisata.

Pasal 300

Subkoordinator  Industri  Pariwisata memp yai tugas
merencanakan, rnerumuskan, dari melaksana kebijakan
pengelolaan industri pariwisata dan pemberdaya n masyarakat
pariwisata.

Subkoordinator Industri Pariwisata dalam
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1, mempunyai

fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tah nan industri
pariwisata;

b. pelaksanaan verifikasi bahan penetapan tanda daftar
usaha pariwisata Daerah;

c. penyusunan konsep kebijakan te.knis terk4't penertiban
tanda daftar usaha pariwisata Daerah;

d  penyusunan bahan pembinaan dan sosi isasi kepada
pelaku usaha kepariwisataan dan kelompok asyarakat di
destinasi wisata;

e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi
usaha kepariwisataan dan kelompok
destinasi wisata;

f. pengoordinasian pelaksanaan / sosialisasi
kepada pelaku wusaha kepariwisataan d kelompok
masyarakat di destinasi wisata;

g. penyusunan rencana pelaksanaan peng wasan dan
evaluasi terhadap pelaku usaha kepari dan
kelompok masyarakat di destinasi wisata;

h. penyelenggaraan sosialisasi sadar wisata;

1. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
wisata Daerah; dan

J. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subkoordinator Industri Pariwisata sebagaim a dimaksud
pada ayat (I) dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang D stinasi dan
Industri Pariwisata,

Paragraf 4
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Ke iwisataan
Pasal 301
Bidang = Pemasaran Pariwisata dan elernbagaan
Kepariwisataan mempunyai tugas melaksan sebagian

tugas Dinas dalam wurusan pemasaran p wisata dan
kelembagaan kepariwisataan



(2)

(3)

(1)

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan

Kepariwisataan dalam  melaksankan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. perencanaan event, kegiatan dan untuk
memfasilitasi insan/orang/pelaku/peke  'a/komunitas

kreatif di Daerah;

b. pengembangan riset unggulan; dan kom
daya manusia bidang pariwisata;

c. pelaksanaan membangun dan memper at hubungan
kelembagaan kepariwisataan;

d penginventarisir kebutuhan zona kreatif ebagai ruang
berekspresi, berpromosi dan berinteraksi ba ‘- insan kreatif
di Daerah;

e. pelaksanaan monitoring terhadap claksanaan
peningkatan kapasitas sumber daya manusiaﬁiwisata;

f. penyelenggaraan promosi pariwisata dalam luar negeri
daya tarik pariwisata Daerah;

g. penyediaan bahan infonnasi dan promosi krpariwisataan;
dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertim~gan  kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang 1 lu diambil.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan
Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dipimpin
oleh Kepala Bidang yang dalani melaksan an tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada epala Dinas.

Pasal302

Subkoordinator Pemasaran Pariwisata mempun~f tugas pokok
merencanakan, merumuskan, dan melaksan~ kebijakan
pemasaran pariwisata dan sistem inform.asikep wisataan.

Subkoordinator Pemasaran Pariwisata dalam  elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan rencana kerja| pemasaran
pariwisata;

b. penyusunan dan penglasifikasikan ruang berekspresi,
berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreati di Oaerah;

C. penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana
zona kreatif di Daerah;

d. penyusunan rencana pengembangan jenis us a kreatif di
Daerah;

e. pelaksanaan program pemasaran pariwisata | dalam dan
di luar negeri;

f. penyusunan dan penyusunan bahan in ormasi dan
promosi kepariwisataan;

g penyusunan konsep kerjasama promosi k pariwisataan
dengan media cetak dan elektronik;



3)

{3

(2)

h. penyusunan analisa dan publikasi data [an infonnasi
kepariwisataan;
i. pengendalian pengelolaan sistem informasi k|pariwisataan;
dan

j. pelaksanaan rekomendasi SAIdAIl dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang p Ilu diambil.

Subkoordinator Pemasaran Pariwisata sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidan  Pemasaran
Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pa~303

Subkoordinator Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai
tugas merencanakan, merumuskan, dan elaksanakan
kebijakan pengembangan kelembagaan kepari isataan, dan
sumber daya manusia kepariwisataan,

Subkoordinator Kelembagaan Kepariwisataan  elaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempuny fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja kelembagaan

kepariwisataan; t

b. perencanaan penguatan kelembagaan kepari -sataan,

c. pelaksanaan peningkatan hubungan kelembagaan
kepariwisataan;

d. pelaksanaan = pengembangan  pengolahan data dan
informasi kepariwisataan;

e. penyusunan analisis dan perencanaan p ngembangan
sumber daya manusia kepariwisataan;

f penyusunan analis pengembangan riset urggulan dan
kompetensi sumber daya manusia bidang keprwisataan;

g. perencanaan kegiatan monitoring pelaksan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia bidang k
dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindak.an yang pe lu diambil.

Subkoordinator Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dalam melaksanakan tu as berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang
Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwi taan

Paragraf 5
Bidang Kebudayaan

Pasal 304

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksan an sebagian
tugas Dinas dalam urusan pelestarian budaya pengelolaan
cagar budaya, museum, warisan budaya dan sej ah.



(2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengoordinasian penyiap
Daerah untuk pengelolaan kebudayaan yan

pelakunya dalam Daerah mengacu pada kebij

dan pemerintah pusat;

b. penyelenggaraan verifikasi rancangan
penyediaan sarana dan prasarana pengelola
dan kesenian;

c. penyelenggaraan verifikasi rancangan kebij

sebagaimana

kebijakan
masyarakat
provinsi

kebijakan
kebudayaan

pembinaan

kesenian tradisional dan penyediaan tenaga kebudayaan

dan cagar budaya;
d. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan
pelestarian tradisi;

dan

e. penyelenggaraan verifikasi rancangan kebijf<an daerah

untuk pelestarian tradisi yang masyar
dalam Daerah dan pembinaan sejarah lokal;

t pelakunya

f. penyelenggaraan penyediaan tenaga pele tari tradisi,

sarana dan prasarana pelestarian tradisi;
g penyelenggaraan verifikasi bahan kebijakan

alam rangka

peningkatan kompetensi pelaku seni, tenaga sejarah dan

revitalisasi seni yang hampir punah;

h. penyelenggaraan  verifikasi dokumen
penulisan sejarah lokal,

i. penyelenggaraan layanan registrasi cagar
pengusulan penetapan cagar budaya;

j.  penyelenggaraan pengkajian objek yang
sebagai cagar budaya;

k. penyelenggaraan  perlindungan,
pemanfaatan cagar budaya;

rangka
budaya dan
ditetapkan

gan, dan

. penyelenggaraan verifikasi bahan layanan pe erbitan izin
membawa cagar budaya ke Daerah dalam 1 (s tu) provinsi;

m. penyelenggaraan penyediaan dan pengemb
dan prasarana cagar budaya, pengelolaan
fasilitas pengunjung;

n. penyelenggaraan evaluasi bahan kebijakan
revitalisasi museum;

0. penyelenggaraan verifikasi bahan kebijakan
penyediaan tenaga pengelola museum; dan

p. penyelenggaraan rekomendasi ~saran dan
kepada atasan tentang langkah dan tindak
diambil.

(3) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidan

am rangka
~am rangka

ertimbangan
yang perlu

yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Din

Pasal 305

(1) Subkoordinator Kesenian mempunyai tu as pokok

merencanakan, merumuskan, dan melaksan
bidang kesenian.

kebijakan



(2)

3)

(1)

(2)

Subkoordinator =~ Kesenian dalam melaksan an tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja S bkoordinator
Kesenian;

b. penyusunan analisis data dam pengelolaan - formasi pos
pengelolaan kesenian;

c. penyusunan konsep pemantauan, pembinaan, dan evaluasi
pengelolaan kesenian;

d. perencanaan dan merancang publikasi kegia  kesenian;

e. penyusunan konsep pelaporan kegiatan pelestarian

kesenian;

f. penyusunan bahan data dan informasi senian dan
tradisi yang masyarakat pelakunya dalam Dae ah;

g. pelaksanaan penyediaan sarana dan pra a pelestarian
kesenian;

h. pelaksanaan kegiatan pemantauan, pe

evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian;

i. penyusunan konsep  fasilitasi  kegiatan  pelestarian
kesenian; penyusunan standar operasio prosedur
pembinaan kesenian;

j- pelaksanaan kegiatan penelitian dan p ngembangan
kesenian;

k, penyusunan konsep kebijakan -untuk fasilita i pergelaran,
festival, dan pameran kesenian;

. pelaksanaan kegiatan dalam rangka publikasi esenian;

m. pelaksanaan kegiatan =~ pemantauan d- evaluasi
pelaksanaan kegiatan kesenian;

n. penyusunan pelaporan kegiatan pembin kegiatan
kesenian;

0. penyusunan bahan data dan informasi kese
karya, dan komunitas/lembaga seni);

p.- penyusunan konsep pemberian pengharg an kepada
pelaku seni;

q, penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatiban, dan magang
dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga K senian; dan

a. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Kesenian sebagaimana dimaksud ada ayat (1)

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 306

Subkoordinator Warisan dan Tradisi memp nyai tugas
merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan ebijakan di
bidang warisan budaya dan tradisi.

Subkoordinator Warisan dan Tradisi dalam m laksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

fungsi:

a. penyusun rencana kerja tahunan Subkoordin tor Warisan
dan Tradisi;

b. penyusunan standar operasional prosedur pencatatan
warisan budaya tak benda lingkup Daerah;



c. penyusunan tim pencatatan warisan buday| tak benda
lingkup Daerah;

d. penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, dan magang
dalarn rangka peningkatan kapasitas tim pencatatan
warisan budaya tak benda lingkup Daerah;

e. penyelenggaraan pendokumentasian warisan budaya tak
benda lingkup Daerah;

f. penyelenggaraan pencatatan warisan buday tak benda
lingkup Daerah;

g. penyelenggaraan kajian warisan budaya tak b nda lingkup
Daerah;

h. pengusulan warisan budaya tak benda d erah untuk
ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ndonesia;

i. penyusunan standar operasional prosedur pelestarian
tradisi;

J. penyusunan rancangan kegiatan dan
pengembangan tradisi;

k. penyusunan rancangan kegiatan dalam ran a promosi
budaya tingkat kabupaten, provinsi, n sional dan
mancanegara;

. penyusunan pelaporan kegiatan pembinaan pencatatan
warisan budaya tak benda, tradisi dan promos budaya;

m. penyusunan bahan data dan informasi bud ya [pelaku,
karya, dan kelompok/komunitas budaya);

n. penyusunan konsep pemberian anugerah kebudayaan
Daerah kepada budayawan, praktisi atau toko budaya;

0. penyusunan rancangan konsep database kebu ayaan; dan

p- pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb  gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Warisan dan Tradisi sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebuda:

Pasal 307:.

Subkoordinator Pelestarian Cagar Budaya,

Permuseuman mempunyai tugas me encanakan,
merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bi ang warisan
budaya, tradisi dan promosi budaya.

Subkoordinator Pelestarian Cagar Budaya, ejarah  dan
Permuseuman dalam melaksanakan  tugas ebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyediaan data dan informasi ¢ ar budaya,
sejarah lokal dan permuseuman;

b. pelaksanaan penyusunan dan  penetap standar
operasional prosedur pelestarian cag budaya,
pengelolaan sejarah lokal dan pennuseuman;

c. pelaksanaan pembentukan dan pelatihan ti  ghli cagar
budaya dan tim pendaftaran cagar budaya;



3)

(1)

pelaksanaan pelestarian cagar bpdaya,;

pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sej

penyusunan data dan informasi sejarah lokal;

pelaksanaan penulisan/kajiari sejarah lokal;

penyusunan laporan kegiatan penulisan sej lokal;

penyusunan kajian koleksi museum:;

penyusunan konsep pelestraian koleksi museu

pelaksanaan kegiatan = pendidi.kan dan  pelatihan

pengelolaan museum,;

|.  penyusunan rancangan  kegiatan koleksi
museum;

m. pelaksanaan  pemantauan dan evaluasi pengelolaan
museum;

n. penyusunan pelaporan pelaksanaan pengelol museum;
dan

o. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

X T o @ cho o

Subkoordinator Pelestarian Cagar Budaya, ejarah dan
Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggung jawab

kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

BAB XIX
DINAS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Paragraf 1

Pasal 308

Dinas Perpustakaan dengan Tipe C, memp yai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Peme ‘- tahan dan

‘Tugas Pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan.

Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas ebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fung i:

a. perumusan kebijakan penyelenggar Urusan
Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidan kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggara Urusan

Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidan kearsipan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pen elenggaraan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang
kearsipan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan; dan

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl diambil.

Dinas Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung j ab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 309

(I) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan terdiri d|ri:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
2. Subkoordinator Keuangan, Perenc dan
Pelaporan.
c. Bidang Perpustakaan;
1. Subkoordinator Pengembangan Koleksi, yanan dan
Pelestarian Bahan Pustaka; dan
2. Subkoordinator Pengembangan Perpus aan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca.
d. Bidang Kearsipan;

1. Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan
Kearsipan; dan
2. Subkoordinator Pengelolaan, La~ an dan

Pemanfaatan Arsip.
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. UPT.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampir  XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Pera an Bupati
ni,

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 310 -

(1) Kepala Dinas Perpustakaan mempunyai tugas erumuskan
kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinas: an urusan
perpustakaan dan kearsipan sesuai ketentu peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksan an tugas.

(2}  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fun si:
a. perumusan kebijakan dalam bidang perpus aka.an dan
kearsipan di Daerah;
pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah;
pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah,;
pelestarian naskah kuno milik Daerah;
pengembangan koleksi budaya etnis nus tara yang
ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daer
usaha milik Daerah yang memiliki sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

R
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(2)

()

g pengelolaan arsip statis yang diciptakan ole Pemerintah
Daerah, badan wusaha milik Daerah, perus aan swasta

yang kantor usahanya dalam 1| (satu) Daer , organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi tik;
h. pengelolaan simpul jaringan dalam siste informasi

kearsipan nasional melalui jaringan inform si kearsipan
nasional pada tingkat Daerah;

1. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah aerah yang
memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;

J.  pelindungan dan penyelamatan arsip akibat encana yang
berskala Daerah;

k. penyelamatan arsip PD yang dan/atau
dibubarkan, serta pemekaran dan
desa/kelurahan;

|. pelaksanaan autentikasi arsip statis dan ip hasil alih

media yang dikelola oleh lembaga kearsipan D erah;

m. pelaksanaan pencarian arsip statis yang pe gelolaannya
rmenjadi  kewenangan Daerah yang dinyat an hilang
dalam bentuk daftar pencarian arsip;

n. penerbitan izin penggunaan arsip yang bers t tertutup
yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah; an

0. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe u diambil.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 311
Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekre -t dalam
kegiatan administrasi umum, perencanaan p ogram dan
anggaran, serta ketatausahaan"  berdasark petunjuk

pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekre  atan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja tah
tangga Dinas;
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kep gawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuan an dan
perbendaharaan;
d. penyelenggaraan kegiatan umum meliputi

pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerum tanggaan,
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainn a;
e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p rtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tind yang perlu
diambil; dan

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi pelaporan
kegiatan Dinas.

Sekretariat dipimpin  oleh  Sekretaris y dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan g jawab

langsung kepada Kepala Dinas.



i

(2}

Pasal 312

Subbagian Umum dan Kepegawaian memp nyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, ke ahtanggaan,
pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, ke sipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkun an Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaima a dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

pengelola surat-menyurat dan kearsipan;

pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

pelaksanaan pengelolaan admintetrasi perjal an Oinas;
pelaksanaan  pengusulan pegawai dan ~ ngangkatan
dalam jabatan;

perencanaan peningkatan keterampilan

pendidikan dan  pelatihan teknis,

fungsional;

oo oP
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g. pengumpulan data dan penyiapan bahan u ul kenaikan
pangkat, kenaikan gaji 'berkala, pensiun pemberian
penghargaan, penempatan formasi, sejahteraan
pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai pendidikan
dan pelatihan, ujian pendidikan dan pelatih  ujian dinas,
izin belaiar, pembuatan kartu pegawai, ikutsertaan
badan penyelenggara jaminan sosial, tabun an pensiun,
kartu istri/suami;

h. penyusun daftar urut kepangkatan serta men elola sistem
informasi manajamen kepegawaian,;

1. penyiapan bahan penetapan pengelola keu
bendahara dan bendahara pembantu;

J. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan kepro kolan;

k. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

I, pelaksanaan  penyusunan kebutuhan p rlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor  peralatan

kantor, pengamanan aset, usulan penghapu aset dan
menyusun laporan pertanggung jawaban tas barang
inventaris;

m. penghimpunan bahan dan mengumpulkan data usul
rencana aset;

n. penyiapan bahan pembinaan, memberikan pe njuk teknis
pengelola aset;

0. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pe njuk teknis
pengelola aset; ~

p. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta ~ rifikasi dan
administrasi pengelola aset;

g. penatausahaan daftar inventaris, arsip dan do mentasi;



)

(b)

r. penginventarisasian pennasalahan sesuai idang tugas
pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin
maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;

s. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian;

t. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
rnelaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggung jawab
kepada Sekretaris. ;

Pasal 313

Subkoordinator = Keuangan, Perencanaan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan

anggaran,  penatausahaan keuangan,

verifikasi  keuangan,  menyiapkan

perumusan  kebijakan teknis di bidang erencanaan,
penyusunan program, monitoring dan evaluasi se  pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pela oran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d am ayat (1)
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y g meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungja aban dan
pembukuan;

c. pengkajian wulang setiap dokumen/bukti engeluaran
uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan doltumen/bukti
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, - sentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainny ;

f. penyusunan laporan periodik dan tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

g. penghimpunan bahan dan mengumpul.kan data usul
rencana keuangan;

h. penyiapan bahan pembinaan, memberikan pet uuk teknis
pengelola keuangan;

. i.  pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe  uuk teknis

pengelola keuangan;

J. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta v rifikasi dan
administrasi pengelola keuangan;

k. pengumpulan bahan penyusunan pedoman d  petunjuk
teknis perencanaan dan pelaporan;

I. pelaksanaan kegiatan perencanaan program DI as;

m. penghimpunan data program dan kegiatan dari bidang;



©)

(2)

n. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe: duk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan | poran;

0. pelaksanaan penyusunan rencana strate ‘s, laporan
kinerja, rancangan anggaran pendapatan dan belanja
Daecrah;

p. penyiapan bahan laporan penyelenggaran Pemerintah
Daerah, laporan keterangan pertanggungjawa ,an Bupati;

g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan ren ana program
danlaporan; ]

r. penyiapan rumusan program kegiatan berd sarkan hasil
rangkuman rencana kegiatan bidang dan PTO dalam .
rangka penyusunan anggaran pendapatan d belanja PD;

s. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana dan program;

t. penyusun laporan subkoordinator; dan

u. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe Iu diambil.

Subkoordinator  Keuangan, = Perencanaan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  elaksanakan
tugas secara administratif berada di bawah Se etaris dan
secara operasional bertanggung jawab kepada Ke

Paragraf 3
Bidang Perpustakaan

Pasal 314

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas m laksanakan
kebijakan di bidang pengolahan layanan, peles -an bahan
pustaka, pengembangan perpustakaan dan p mbudayaan
kegemaran membaca.

Bidang Perpustakaan dalam melaksan an tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meny lenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan pengembangan koleksi pengolahan
bahan perpustakaan  meliputi penyusun kebijakan
pengembangan  koleksi, seleksi, pengad bahan
perpustakaan;

b. pelaksanaan layanan, otomasi, d.an

perpuetakaan meliputi layanan pengembang  telmologi
infonnasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan
website dan jaringan perpustakaan serta  elaksanaan
kerjasama antar perpustakaan dan memban n jejaring
perpustakaan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan  rpustakaan
meliputi pengembangan semua jenis pe pustakaan,
pendataan  perpustakaan, koordinasi pe gembangan
perpustakaan, dan  pemasyarakatan/ sos alisasi,serta
evaluasi pengembangan perpustakaan;



d. pelaksanaan pembinaan dan pengemb gan tenaga
perpustakaan rneliputi pendataan tenaga p rpustakaan,
bimbingan teknis, peningkatan kemam an teknis
kepustakawanan, penilai angka kredit ustakawan,
koordinasi pengembangan pustakawan dan t naga teknis
perpustakaan, pemasyarakatan/ sosialisasi, s rta evaluasi
pembinaan tenaga perpustakaan;

e. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran
membaca  meliputi  pengkajian, dan  pelaksanaan
pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi,
pemasyarakatan/ sosialisasi dan bimbingan teknis serta
evaluasi kegemaran membaca;

f. pelaksanaan koordinasi antar lembaga perp takaan dan
instansi terkait untuk pengembengan bahan
dan layanan perpustakaan;

g. pelaksanaan pembinaan staf;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
tugasnya; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe

Bidang  Perpustakaan dipimpin oleh Kep a Bidang
Perpustakaan, yang dalam melaksanakan tug s pokoknya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada epala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 315

Subkoordinator =~ Pengembangan Koleksi, La anan dan
Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas me encanakan,
menyiapkan perumusan, melaksanakan, me tau dan
mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pe gembangan
koleksi pustaka, layanan perpustakaan dan peles -an bahan
pustaka.

Subkoordinator  Pengembangan  Koleksi, La anan dan
Pelestarian Bahan Pustaka dalam melaksan an tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai ungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja pe gembangan
koleksi, layanan dan pelestarian bahan pustak ;
penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;

c. pelaksanaan pengembangan kol~ksi bahan p rpustakaan
melalui pembelian, hadiah, hibah, dan menukar
bahan perpustakaan;

d. pengoordinasian layanan perpustakaan deng  PD, badan
usaha milik Daerah, instansi terkait dan masy akat;

¢. pelaksanaan layanan sirkulasi, layanan infor ei, layanan
referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;

f. pelaksanaan layanan ekstensi (perpustakaan k liling);

pelaksanaan promosi layanan;

penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan

pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;

P 09



i. pengelolaan dan mengembangkan otomasi
perpustakaan;

j-  pengelolaan dan pengembangan situs perpust aan;

k. pelaksanaan inisisasi kerja sama perpustaka

pengelolaan dan penyusunan naskah perj dian kerja

sama;

pengembangan dan pengelolaan kerja antar

perpustakaan dan jejaring perpustakaan;

pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;

pelaksanaan kontrol kondisi ruang penyimp

pelaksanaan pemeliharaan koleksi perpustak

pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja ter

pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya; dan

t. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe lu diambil.

3
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Subkoordinator =~ Pengembangan  Koleksi, La anan dan
Pelestarian Bahan Pustaka sebagaimana dimaks d pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugas bera.da di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat. '

Pasal 316

Subkoordinator Pengembangan Perpustak dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca mempun ai tugas
merencanakan, menyiapkan perumusan, mel sanakan,
memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang
pengembangan perpustakaan dan pembudayaan

membaca.

Subkoordinator Pengembangan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca dalam melfsanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) empunyai

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja pen mbangan
perpustakaan dan pembudayaan kegemaran m mbaca;

b. perencanaan dan  pelaksanaan pembin an  dan
pengembangan perpustakaan;

c. pelaksanaan implementasi norma standar pro edur dan

kriteria;

d. pelaksanaan pendataan perpustakaan d tenaga
perpustakaan;

e. pelaksanaan kegiatan pengembangan perpust aan;

f. perencanaan dan pelaksanaan  bimbing teknis

peningkatan kemampuan teknis kepustakaw
g. pelaksanaan koordinasi pengembangan p stakawan
dan tenaga teknis perpustakaan;
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h. pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi pen-embangan
perpustakaan, pembinaan tenaga perpus aan dan
pembudayaan gemar membaca; -

1. pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan pe
kegemaran membaca;

J. penyusunan bahan telaahan staf seba ai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. pelaksanaan  evaluasi dan membuat lapo an sesuai
bidang tugasnya; dan

a. elaksanaan penyusunan rencana kerja
koleksi, layanan dan pelestarian bahan pus

b. penyusunan kebijakan pengembangan koleksi

c. pelaksanaan pengembangan koleksi bahan
melalui pembelian, hadiah, hibah, dan
bahan perpustakaan;

d. pengoordinasian layanan perpustakaan deng
usaha milik Daerah, instansi terkait dan mas

e. pelaksanaan layanan sirkulasi, layanan info asi, layanan
referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;

f. pelaksanaan layanan ekstensi (perpustakaan eliling);

g. pelaksanaan promosi layanan;

h. penyediaan kotak saran untuk menampun kebutuhan
pemustaka terhadap koleksiperpustakaan;

i. pengelolaan dan mengembangkan jarin an otomasi
perpustakaan;

J.  pengelolaan dan pengembangan situs perpus

k. pelaksanaan inisisasi kerja sama perpustak

I. pengelolaan dan penyusunan naskah perj kerja

sama;

pengembangan dan pengelolaan kerja antar

perpustakaan dan jejaring perpustakaan;

pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;

pelaksanaan kontrol konclisiruang penyimpan

pelaksanaan pemeliharaan koleksi perpustak

pelaksanaan penyusunan bahan telaahan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja ter

pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya; dan

t. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

3
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Subkoordinator Pengembangan Perpus dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas secara dministratif
berada di bawah Kepala Bidang Perpustak secara
operasional bertanggung jawab kepada Kepala Din s.



(1)

(3)

Paragraf 4
Bidang Kearsipan

Pasal 317

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanak kebijakan
di bidang pembinaan, pengawasan, pengelolaan, ayanan dan
pemanfaatan kearsipan,

Bidang Kearsipan dalam melaksanakan tugas bagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi

a. pengkoordinasi penyelenggaran kearsipan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebut dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia earsipan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan tekni pembinaan,
pengawasan, pengelolaan, layanan dan  emanfaatan
kearsipan;

d. pemberian  bimbingan, supervisi, dan  konsultasi
pelaksanaan kearsipan;

e. pelaksanaan sosialisasi kearsipan;

f. perencanaan, pemantauan dan. evaluasi pen elenggaraan
kearsipan;

g. perencanaan program pengawasan kearsipan;

h. penilaian dan monitoring hasil pengawasan ke sipan;

i. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;

j. pelaksanaan pengolahan arsip;

K. pelaksanaan layanan informasi arsip;

|.  pelaksanaan pemanfaatan arsip statis; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil,

Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 318

Subkoordinator ~Pembinaan dan . Pengawasan Kearsipan
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan erumusan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebi akan teknis
di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Kear ipan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja pe binaan dan
pengawasan kearsipan;

b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan konsultasi

penyelenggaraan  kearsipan pada  PD, erusahaan,
organisasi kemasyarakatan/ organisasi p litik  dan
masyarakat;

c. pelaksanaan perencanaan, bimbingan konsultasi

penyelenggaraan kearsipan kepada desa/kelur  an;



3)

(2)

d. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ke sipan pada

PD, perusahaan, organisasi kemasyaraka / organisasi
politik dan masyarakat;
e. pelaksanaan penyiapan  bahan  perumusa kebijakan

teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan d  konsultasi,
dan pengendalian di bidang ' perencanaan kebutuhan
jabatan fungsional arsiparis di Daerah, se bimbingan
dan konsultasi surnber daya manusia kearsipan,
pengelolaan data, evaluasi fungsi dan tulas jabatan
fungsional;

f pelaksanaan perencanaan pengawasan kearsi an pada PD,
perusahaan, organisasi kemasyarakatan/ org ,isasi politik
dan desa/ kelurahan;

g pelaksanaan audit kearsipan pada PD, erusahaan,

organisasi kemasyarakatan/ organisasi p litik  dan
desa/kelurahan;
h. pelaksanaan penilaian hasil pengawasan sipan pada

PO, perusahaan, organisasi kemasyaraka | organisasi
politik dan desa/kelurahan;

i. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan ke sipan pada
PD, perusahaan, organisasi kemasyarakat /organisasi
politik dan desa/ kelurahan; dan

j.  pelaksanaan rekomendasi saran clan pertimb gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator = Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kepala
Bidang Kearsipan.

Pasal 319

Subkoordinator Pengelolaan, Layanan dan Pem

mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan erumusan,
melaksanakan, memantau dan rnengevaluasi kebi akan teknis
di bidang pengelolaan arsip, layanan dan pemanfa tan arsip.

Subkoordinator Pengelolaan, Layanan dan Peman aatan Arsip

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks  pada ayat

(1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja pengelolaan, I
pemanfaatan arsip;

b. penyediaan, pengolahan, dan penyajian arsip i tif untuk
kepentingan penggunaan internal dan kepentin an publik;

c. pelaksanaan pengolahan informasi arsip;

d. pelaksanaan pemindahan arsip inaktif di lingkungan
Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan persiapan penetapan status arsip tatis;

f. pengusulan pemusnahan arsip;

g. pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis;

h. pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis



(2)

3)

4)

i. pelaksanaan layanan arsip dinamis, layanan arsip statis,
penyajian informasi, penelusuran arsip statis, menyiapkan
bahan dalam rangka penerbitan naskah s mber arsip,
melaksanakan pameran arsip statis d mengelola
pengaduan masyarakat;

J.  penghim.punan dan mengunggah data inform si kearsipan
kedalam sistem infonnasi kearsipan;

k. pengelolaan perangkat teknologi dan
komunikasi;

. penyediaan akses dan layanan informasi kear ‘pan melalui
jaringan informasi kearsipan nasional;

m. pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap
penyelenggaraan sistem infonnasi kearsipan asional dan
jaringan informasi kearsipan nasional dan m yampaikan
hasilnya kepada pusat jaringan nasional; dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran, dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang per u diambil.

Subkoordinator Pengelolaan, La.yanan dan Peman aatan Arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan
tugas secara administratif berada di bawah Ke ala Bidang
Kearsipan dan secara operasional bertanggung j ab kepada
Kepala Dinas.

BABXX
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 320

Pada Dinas dapat dibentuk UPTuntuk melaksan an kegiatan
teknis operasional dan/ atau kegiatan telmis penunjang
tertentu sesuai ketentuang peraturan perundang-  dangan.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibed dalam 2
(dua) klasifikasi.

Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ay t (2) terdiri
atas:

a. UPTkelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. UPTkelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pa a ayat (1}

ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dik sultasikan
secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 321

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 0 di bidang
pendidikan terdapat satuan pendidikan.

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pa a ayat (1)
berbentuk satuan pendidikan format dan nonform



Pasal322

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 , di bidang
kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah dan Pus t Kesehatan
Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsio al dan unit
layanan yang bekerja secara profesional.

(1

3)

)

()

(6)

BABXXI
JABATANERANGKADAERAH

Pasal323

Kepala Oinas Daerah merupakan Jabatan Ese on Illb atau
Jabatan Pimpinan TinggiPratama,

Sekretaris Dinas Daerah merupakan Jabatan Stru tural Eselon
Illa atau Jabatan Administrator.

Kepala Bidang pada dinas merupakan Struktural
Eselon Illb atau Jabatan Administrator.

Kepala Subbagian pada Dinas Daerah, Kepala Seksi pada
Dinas Daerah merupakan Jabatan Eselon IVa tau Jabatan
Pengawas.

Pasal 324

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabat n fungsional
sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentu peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tuga melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsi al masing-
masing  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud pada
ayat (2) di pimpin oleh subkoordinator sesuai d ngan ruang
lingkup tugas dan fungsi.

Subkoordinator  sebagaimana dimaksud pad ayat (3)
melaksanakan tugas membantu sekretaris.. kepal bagian dan
atau bidang dalam penyusunan rencana, pel sanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pe poran pada
satu kelompok substansi pada masing-masing pe gelompokan
uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada aya (2) dan (3)
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian tas usulan
pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas su koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan ol h Bupati,



Pasal325

(I) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pa
PD terdapat jabatan pelaksana

(2) jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaima
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis
beban kerja dari setiap fungsi penyelenggar an Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Jabatan pelaksana berada di bawah dan bertan gung jawab
kepada kepala subbagian, kepala seksi dan/ atau
subkoordinator

(4) Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada kepala dinas, sekretaris, kepala subbagi  dan kepala

seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksan tugasnya
sesuai jenjangnya.
BAB XXII
TATA KERJA
Pasal 326

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekr taris dinas,
kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi an Jabatan
Fungsional yang harus menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dal lingkungan
organisasi maupun dengan perangkat daerah lainn a;

(2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawa an melekat
pada bawahan yang dipimpin dan apa ila terjadi
penyimpangan segera mengambil iangkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un

(3) Dalam hal kepala dinas berhalangan diwakil
sekretaris dinas, dan apabila sekretaris berhal
diwakilkan kepada kepala bidang sesuai deng
fungsinya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal327

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Perat ran Bupati
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, gas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung T' ur (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 omor 45)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng  Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan  edua Atas
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentan Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dae

Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Ti ur Tahun
2019 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .



Pasal 328

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Mangfar
pada tanggal 7 Janlari 2022

BUPATI BELITUNG rfIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI

ngan aslinya
HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMO 7
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA D.INAS
DAERAI-I KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL |
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN PERENCANMN,DAN
PELAPORAN

BIDANG PENATAAN PERUMAHAN BIDANG PENATAAN KAWASAN

PERMUKIMAN
|
SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR
PERENCANMN DAN
S PERENCANMN DAN T PENGENDALIAN KAWASAN
PENGENDALIAN PERUMAHAN BERMUKIMAN
SUBKOORDINATOR PENYEDIAAN SUBKOORDINATOR PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERUMAHAN PBRMUNMA —
BUPATI BELITUNG TIMUR,
UNIT PELAKSANA ttd

TEKNIS DINAS

BURHANUDIN




i
E< 7
09
oy

Cil
------ 00
)
(0]

0 0:: <C
P" 0o~ ,(
A i O/~
I
O Y
Cl* £
Z 8 = <
o~ Q@ Z -
ot; 0 L.g5?
"‘Z ~=,. ..
0 ril m 0: Q ril
0, o~ <~
) a ril
C,
I
1

~z7 | N
O < .| ] ™ Wd
G~ osn Y~
00~ OO~ ~07
~—~ ~ O~ 0 - =
0 Z ormowwe
= il S N
Qg W
o, n, O




LAMPIRAN VJ

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

IBPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN ‘
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN KEUANGAN,
G ANAIAN PERENCANAAN, DAN
PELAPORAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM
KETERTIBAN UMUM DAERAH
SEKSI| OPERASIONAL SEKS| OPERASIONAL PENEGAKAN
PENGENDALIAN DAN """ PRODUK HUKUM DAERAH
KETERTIBAN UMUM
] SEKS! PERLINDUNGAN _ |, SEKSI BIMBINGAN DAN
MASYARAKAT == PENYULUHAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

1
- dengan aslinya
~au~-,.N HUKUM,
ttd

BURHANUDIN
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN =~ |=mmmmemmm oo
FUNGSIONAL | | e oo
SUBKOORDINATOR
SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN PERENCANAAN,
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASIDAN
PELAPORAN
|
BIDANG PENGELOLAAN
BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN PENCATATAN INFORMESI AD%IN(I)STRASI BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN
PENDAFTARAN PENDUDUK SIPIL KEPENDUDUKAN INOVASI PELAYANAN
|
| | SUBKOORDINATOR
L SUBKOORDINATOR i SUBKOORDINATOR | L SISTEM INFORMASI - SUBKOORDINATOR KERJA SAMA
] IDENTITAS PENDUDUK KELAHIRAN DAN KEMATIAN ADMINISTRASI 1 DANINOVASIPELAYANAN
} ! KEPENDUDUKAN .
| | |
| | |
| | |
BKOORDINATOR BKOORDINATOR
SUBKOORDINATOR PINDAH ! SUBKOO © SUBKOO © SUBKOORDINATOR
| PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGOLAHAN DAN
- | DATANG DAN PENDATAAN - | ocetm i erimre avar |l Tl emvva e iy | PEMANFAATAN DATA DAN
PENDUDUK PERUBAHAN STATUS ANAK EENYAJIAN DATA DOKOMEN KEPENDUDUKAN
DANPEWARGANEGARAAN KEPENDUDUKAN
"5€r~~ I I derll\%_%lm aslinya
L1~ /- Iffip'Al r(>f.‘}nA UKUM i
VM ) UMT PELAKSANA BUPATI BELITUNG TIMUR,
N/ (SN NITN TEKNIS DINAS
“ 9 ) ttd
|
B ’..‘..1...~,..,LAH, SH.

2

02 200604 1 005 BURHANUDIN



KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN Xl

PERATURANBUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANTSASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINA$
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TTMUR

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR
SUBBAGIAN UMUM KEUANGAN,
DAN KEPEGA WAIAN PERENCAN MN,DAN
PELAPORAN

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
KECIL DAN PENGELOLAAN WILAYAH

BIDANG PEMBERDAY MN
USAHA DAN DIVERSIFIKASI

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
DAN PENGELOLMN PEMBUDIDAYAAN

IKAN

PESISIR PRODUK PERJKANAN
3 ‘
|
- SUBKOORDINATOR | pEvBERDAYAAN Usata | | s
% PEMBERDAYAAN NELAYANKECIL i PERIKANAN ‘
| ; »
' ‘ SUBKOORDINATOR

SUBKOORDINATOR

PENGELOL\\T\I ‘1ILAYAH PESISIR
i

i

/" KEP

~~TIiE

A \
f (i RETARIAL .+~
U DAERAH 2

DIVERSIFIKASI DAN |
PROMOS! PRODUK
PERJKANAN

UNIT PELAK.SANA
TEKNIS DINAS

SUBKOORDINATOR
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
PEMBUDIDAY MN [KAN

SUBKOORDINATOR
PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN
IKAN

BUPATIB ELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN



KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

DAERAH KABUPATEN BELITUNG TCMUR

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
SUBKOORDINATOR
SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN PERENCANMN,
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASIDAN
PELAPORAN

BIDANG TATA LINGKUNGAN

SUBKOORDINATOR PENATAAN
DAN PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN

SUBKOORDINATOR KAJIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA-DANBERACUN (B3)

BIDANG PERSAMPAHAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN

SUBKOORDINATOR
PENGELOLAAN SAMPAH

SUBKOORDINATOR
PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP

SUBKOORDINATOR
F-mm- PEMANTAUAN KUALITAS
LINGKUNGAN

SUBKOORDINATOR
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS

SUBKOORDINATOR
PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN

r———-

SUBKOORDINATOR
PENEGAKAN HUKUM
_ L INGKUNGAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN
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